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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi (1) lingkungan strategis implementasi kebijakan, 
(2) proses implementasi kebijakan, dan (3) hasil implementasi kebijakan sertifikasi guru di 
Kementerian Agama RI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model 
evaluasi Countenance yang dikembangkan oleh Stake. Lingkungan strategis implementasi 
kebijakan sertifikasi guru di Kementerian Agama RI cukup mendukung keterlaksanaan dan 
pencapaian hasil kebijakan namun masih ditemui beberapa kelemahan dan kendala yaitu 
peserta mengundurkan diri, belum ada rencana induk pengembangan, belum ada evaluasi 
diri dan penjaminan mutu kelembagaan LPTK. Kementerian Agama RI melakukan proses 
pengawasan dan evaluasi namun kurang terdokumentasikan sehingga proses tindak lanjut 
tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan menghasilkan lulusan guru profesional namun 
terdapat kelemahan dan kendala yang menyebabkan banyaknya peserta yang mengundurkan 
diri dan tidak lulus. Pada angkatan I seluruh peserta sertifikasi guru lulus. Pada angkatan II 
dari 947 peserta jumlah yang lulus sebanyak 945 (99,79%) dan yang tidak lulus sebanyak 2 
(0,21%).  
Kata kunci: kebijakan, evaluasi, guru, sertifikasi 

 
EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF TEACHER CERTIFICATION POLICY  

IN THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS 

Abstract 
This study aims to evaluate (1) the strategic environment of the policy implementation; (2) the process 
of the policy implementation; and (3) the results of the policy implementation of teacher certification on 
the Ministry of Religious Affairs (MORA). The research method was a qualitative evaluation approach 
based on a model of evaluation developed by Stake. The strategic environment in the MORA is sufficient 
to support the implementation and achievement of the policy result although there are still weaknesses 
and obstacles follows that the participants resign, there is no PPG development master plan, no self-
evaluation, and institutional quality assurance. The MORA has conducted a process of monitoring and 
evaluation although it is not documented so that the follow-up process is not implemented. 
Implementation of the policy shows the results of graduates of professional teachers despite the 
weaknesses and obstacles that caused many participants who resigned and did not pass. In the first batch 
of all teacher, certification participants passed all. In the second batch of 947 participants, the number 
passed as 945 (99.79%) and who did not pass as much as 2 (0.21%). 
Keywords: policy, evaluation, teacher, certification 
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Pendahuluan 

Guru adalah pendidik profesional 
yang wajib memiliki sertifikat pendidik, ku-
alifikasi akademik, kompetensi, sehat jas-
mani dan rohani, serta memiliki kemam-
puan untuk mewujudkan tujuan nasional 
sebagaimana dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gu-
ru dan Dosen (Depdiknas, 2005). Sertifikat 
pendidik dapat diperoleh melalui program 
sertifikasi yang dilaksanakan dalam bentuk 
Porto Folio (PF), Pemberian Sertifikat Pen-
didik secara Langsung (PSPL), Pendidikan 
Profesi Guru (PPG) atau Pendidikan dan 
Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diseleng-
garakan oleh perguruan tinggi yang telah 
memenuhi syarat sebagai Lembaga Pendi-
dikan Tenaga Kependidikan (LPTK).  

Sertifikasi penting untuk membentuk 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepri-
badian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional yang dibuktikan dengan sertifi-
kat pendidik yang diperoleh melalui serti-
fikasi guru di LPTK. Selain meningkatkan 
kompetensi, sertifikasi guru juga akan me-
ningkatkan kesejahteraan guru berupa pem-
berian tunjangan profesi bagi guru yang 
memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi 
persyaratan lain sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Tunjangan tersebut diberikan 
baik bagi guru yang berstatus Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) maupun bagi guru yang 
berstatus bukan PNS (swasta). 

Peneliti secara khusus menyoroti serti-
fikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan 
di Kementerian Agama. Program sertifikasi 
guru melalui Jalur PPG dalam Jabatan di 
Kementerian Agama telah berjalan sejak 
tahun 2012. Program ini sebenarnya telah 
dirancang sejak lama. Bahkan pada tahun 
2009 dan 2010, Kementerian Agama telah 
mengalokasikan anggaran pelaksanaan PPG 
namun program ini tidak dapat dilaksana-
kan karena belum memiliki payung hukum 
(Badruzzaman, 2016, pp. 141–156). 

Pada tahun 2011, Kementerian Agama 
telah memiliki legalitas menyelenggarakan 
program sertifikasi guru dengan dikeluar-
kannya Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
224/P/2011 Tentang Penetapan Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan Penye-
lenggara Pendidikan Profesi Guru bagi Gu-
ru dalam Jabatan di Lingkungan Kemen-
terian Agama. LPTK di lingkungan Kemen-
terian Agama yang ditunjuk berdasarkan 
surat tersebut berjumlah 24 LPTK.  

Program PPG belum dilaksanakan di 
Kementerian Agama di tahun 2011. Kebi-
jakan PPG di Kementerian Agama baru 
dilaksanakan tahun 2012 dengan kewe-
nangan: (1) menyelenggarakan pendidikan 
bagi guru-guru Pendidikan Agama Islam 
(PAI), (2) menyelenggarakan PPG untuk 
program studi mata pelajaran rumpun PAI, 
3) beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam 
Negeri (PTAIN) diberi peluang untuk mem-
persiapkan PPG mata pelajaran umum, dan 
(4) penyelenggaraan PPG 100% masih 
dibiayai negara. 

Meski LPTK yang ditunjuk berdasarkan 
SK Nomor 214/P/2011 sebanyak 24, Ke-
menterian Agama melakukan screening 
kembali dan menetapkan sebanyak 13 LP-
TK saja yang dinyatakan siap menyeleng-
garakan PPG berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 
1909/2012 tentang Penetapan Perguruan 
Tinggi Agama Islam (PTAI) Penyelenggara 
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
bagi Guru RA/Madrasah dan Kuota Ma-
sing-Masing Tahun 2012. LPTK tersebut 
yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, UIN Syarif Kasim Riau, UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Alaud-
din Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, 
UIN Ar-Raniry Aceh, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 
IAIN Sumatera Utara, IAIN Walisongo Se-
marang, IAIN Raden Intan Lampung, IAIN 
Mataram, dan Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Jember. 

Pada 2014/2015 Direktorat Pendidikan 
Tinggi Islam Kementerian Agama dengan 
seluruh LPTK Penyelenggara PPG bersepa-
kat untuk tetap melanjutkan PPG dalam 
jabatan mengingat jumlah guru madrasah 
yang belum tersertifikasi masih berjumlah 
168.000 orang. Dari jumlah tersebut, seba-
nyak 38.000 orang guru akan mengikuti 
program sertifikasi guru melalui jalur PL-
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PG. Namun demikian pada tahun tersebut 
anggaran yang sedianya diperuntukkan 
untuk melanjutkan program PPG kemudian 
dialihkan untuk program PLPG sehingga 
program PPG harus terhenti sementara. 

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 
menyatakan bahwa LPTK Penyelenggara 
dianggap telah berhasil menyelenggarakan 
program PPG dalam jabatan. Namun de-
mikian, terdapat beberapa permasalahan, 
salah satunya berkaitan dengan kepeserta-
an. Banyak peserta yang mengundurkan 
diri dari program karena yang bersangkut-
an kedapatan telah mengikuti PLPG.  

Selain peserta yang mengundurkan 
diri, terdapat pula peserta yang masih me-
lakukan aktivitas pembelajaran di sekolah/ 
madrasah tempat mengajar selama meng-
ikuti program PPG. Beberapa peserta prog-
ram PPG di beberapa LPTK tidak lulus 
karena terkendala sulitnya mendapatkan 
SK dari sekolah dan madrasah tempat 
mengajar serta Dinas Pendidikan Kabupa-
ten/Kota. Permasalahan mengenai kepeser-
taan juga terdapat pada Nomor Induk 
Mahasiswa (NIM) yang tidak didapatkan 
oleh calon peserta yang dinyatakan lulus 
dan diterima dalam program PPG yang 
mengakibatkan adanya kesulitan-kesulitan 
yang dialami peserta dalam mengakses 
fasilitas yang dimiliki oleh LPTK. Pada saat 
penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG), 
peserta program PPG yang telah lulus tidak 
langsung mendapatkan NRG yang beraki-
bat pada keterlambatan verifikasi data yang 
berujung pada terlambatnya pembayaran 
tunjangan sertifikasi. Persoalan lain yaitu 
belum adanya rencana induk pengembang-
an program PPG yang disusun bersama 
oleh LPTK dan pemerintah dan belum ada-
nya evaluasi diri dan penjaminan mutu 
kelembagaan LPTK sebagai penyelenggara 
program PPG. 

Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ke-
menterian Agama sendiri mengakui jika 
masih ada beberapa kendala yang terdapat 
dalam penyelenggaraan program PPG da-
lam Jabatan antara lain: (1) LPTK yang tidak 
confident dengan output PPG, (2) LPTK yang 
cenderung tunduk pada keinginan peserta 
PPG, (3) Peserta PPG mengundurkan diri, 

(4) Keterlambatan penerbitan SK NRG, dan 
5) Kebijakan yang kurang berpihak. 

Beberapa penelitian mengenai hasil 
dari implementasi kebijakan sertifikasi guru 
menunjukkan bahwa sertifikasi guru hanya 
memiliki kontribusi yang sedikit terhadap 
peningkatan kualitas pendidikan (Utami, 
2015, pp. 471–481). Bahkan disebutkan 
bahwa hasil dari kebijakan sertifikasi guru 
masih belum jelas apakah menunjukkan 
peningkatan dalam pencapaian pembelajar-
an peserta didik atau tidak. Guru sendiri 
cenderung tidak menunjukkan performa 
yang lebih baik setelah mengikuti sertifikasi 
guru (Kusumawardhani, 2017, pp. 590–617). 

Pada implementasi kebijakan, proses 
pengawasan, evaluasi, dan pembuatan 
laporan kegiatan masih belum terlaksana. 
Pedoman pelaksanaan sertifikasi guru juga 
masih banyak yang belum dilaksanakan 
(Yusuf, Bekti, & Sukarno, 2017, pp. 43–50). 
Pelaksanaan sertifikasi guru PAI walaupun 
sudah berjalan sesuai pedoman namun ma-
sih mengalami kendala dalam sosialisasi 
dan pemberian tunjangan yang sering ter-
lambat (Qowaid, 2015, pp. 446–462). 

Beberapa kendala dan kekurangan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifika-
si guru tersebut bahkan dinilai oleh Peng-
urus Besar Persatuan Guru Republik Indo-
nesia (PB PGRI) sebagai bentuk kegagalan 
pemerintah dalam melaksanakan amanat 
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Depdiknas, 2005). PB PGRI 
menyebutkan, sebagaimana disebutkan da-
lam UU, paling lambat 10 tahun sejak UU 
ditetapkan atau pada 2015, semua guru su-
dah berkualifikasi pendidikan S1 atau D-IV 
dan dilengkapi dengan sertifikat pendidik. 
Kementerian Agama pernah menargetkan 
pada 2014 sertifikasi guru madrasah telah 
selesai. 

Situasi di atas mengindikasikan bah-
wa penelitian terhadap kebijakan sertifikasi 
guru melalui PPG dalam jabatan di ling-
kungan Kementerian Agama perlu dilaku-
kan untuk mengetahui permasalahan kebi-
jakan dalam lingkup yang dapat dibatasi 
sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang 
dapat dikembangkan menjadi kekuatan ke-
bijakan ke depan dengan memperbaiki ke-
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lemahan yang ditemui. Hal ini mendorong 
peneliti untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai kebijakan sertifikasi guru 
melalui jalur PPG dalam jabatan di ling-
kungan Kementerian Agama. Studi menge-
nai kebijakan ini digunakan untuk menela-
ah lebih jauh mengenai bagaimana kebi-
jakan direncanakan dan diimplementasikan  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pende-
katan studi kasus dengan model evaluasi 
Countenance yang dikembangkan Stake de-
ngan metode kualitatif. Pendekatan studi 
kasus adalah pendekatan yang banyak di-
temukan dalam banyak bidang khususnya 
evaluasi di mana peneliti mengembangkan 
analisis mendalam atas suatu kasus yang 
dibatasi oleh waktu dan aktivitas peneliti 
(Creswell, 2008, p. 19). Dalam konteks kebi-
jakan, Yin sebagaimana dikutip Ann Crabb 
dan Pieter Leroy menyatakan bahwa studi 
kasus dapat menjelaskan mengenai bagai-
mana dan mengapa suatu kebijakan dapat 
terjadi (Crabb & Leroy, 2008, pp. 59–64). 

Dalam melakukan evaluasi impleme-
ntasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur 
PPG dalam jabatan di Kementerian Agama 
RI, peneliti terlebih dahulu mengidentifika-
si 3 tahapan penting sesuai model evaluasi 
Countenance yang dikembangkan oleh Stake 
yaitu (1) antecedent (tahapan awal), (2) 
transaction (tahapan proses), dan (3) outcome 
(hasil). 

Evaluasi implementasi kebijakan ser-
tifikasi guru melalui jalur PPG dalam ja-
batan di Kementerian Agama RI dilakukan 
berdasarkan pada perbandingan antara 
data empiris tentang apa yang sebenarnya 
terjadi (observation) serta kesesuaiannya 
(congruence) dengan tujuan (intens). Hasil 
perbandingan tersebut digunakan dalam 
penilaian (judgements) guna pengambilan 
keputusan pada setiap komponen yang di-
evaluasi. Hal demikian juga dilakukan un-
tuk mengetahui keterkaitan antar kompo-
nen dilakukan analisis kontingensi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Komponen Antecendents 

Komponen antecedents adalah kondisi 
awal lingkungan yang dipersyaratkan da-
lam implementasi kebijakan sertifikasi guru 
di Kementerian Agama RI. Kondisi tersebut 
merupakan syarat yang menentukan apa-
kah kebijakan sertifikasi guru melalui jalur 
PPG dalam Jabatan dapat diimplementasi-
kan sesuai rencana atau tidak. Lingkungan 
strategis berperan penting bagi keberhasil-
an implementasi kebijakan terutama untuk 
tujuan-tujuan masa depan kebijakan dan 
keterlaksanaan kebijakan oleh pelaksana 
kebijakan. Aspek lingkungan strategis im-
plementasi kebijakan sertifikasi guru me-
lalui jalur PPG dalam Jabatan dapat menjadi 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan tan-
tangan dalam implementasi kebijakan serti-
fikasi guru. 

Dalam lingkungan strategis kebijakan 
di Kementerian Agama RI ditemukan bebe-
rapa faktor yang dapat menjadi kekuatan 
implementasi kebijakan sertifikasi guru. Ke-
kuatan-kekuatan tersebut yaitu: (1) Kejelas-
an tujuan kebijakan, (2) Kejelasan sasaran 
kebijakan, (3) Kejelasan landasan kebijakan, 
(4) Ketersediaan sarana dan prasarana, (5) 
Ketersediaan biaya.  

Para pembuat dan pelaksanan kebi-
jakan menyatakan bahwa tujuan implemen-
tasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur 
PPG dalam Jabatan dapat diketahui dengan 
jelas sebagaimana tercantum dalam regulasi 
dan petunjuk teknis pelaksanaan PPG da-
lam Jabatan. 

Tujuan memberikan arah bagi imple-
mentasi suatu kebijakan. Tujuan akan me-
nentukan bagaimana proses dan hasil im-
plementasi kebijakan dilaksanakan. Tujuan 
yang jelas akan mengarahkan untuk mere-
alisasikan rencana-rencana kebijakan serti-
fikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan.  

Tujuan kebijakan yang jelas merupa-
kan hal yang penting sebagaimana dinyata-
kan Thomas R. Dye bahwa kebijakan adalah 
whatever governments choose to do or not to do. 
Governments do many thinks; they regulate 
conflict within society; they organize society to 
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carry on conflict with other societies; they 
distribute a great variety of symbolic rewards 
and materials services to members of the society; 
and they extract money from society, most often 
in the form of taxes. Thus public policies may be 
regulative, organizational, distributive, or ex-
tractive – or all these things at once (Dye, 2005, 
p. 1). Dye mengatakan bahwa kebijakan 
merupakan apa saja yang dipilih oleh pe-
merintah untuk dilakukan atau tidak dila-
kukan. Kebijakan-kebijakan pemerintah da-
lam menangani persoalan-persoalan terse-
but dapat bersifat regulatif, organisasional, 
distributif, atau semua sifat tersebut ter-
kandung dalam suatu kebijakan. 

Kebijakan sertifikasi guru melalui 
jalur PPG dalam Jabatan adalah kebijakan 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama 
RI dengan tujuan utama mencetak guru 
profesional sesuai undang-undang dalam 
rangka memecahkan persoalan guru-guru 
yang masih belum tersertifikasi. Dalam ke-
bijakan mengenai guru, Kementerian Aga-
ma RI menyusun peraturan perundangan 
dan program yang merupakan bentuk 
pelaksanaan dari kebijakan. 

Tujuan kebijakan sertifikasi guru me-
lalui jalur PPG dalam Jabatan yang telah 
ditetapkan oleh Kementerian Agama RI 
tersebut adalah dengan tujuan untuk mere-
gulasi yang merupakan salah satu tujuan 
dari kebijakan publik (Nugroho, 2015, p. 60). 

Beberapa kelemahan yang ditemukan 
dalam lingkungan strategis kebijakan serti-
fikasi guru di Kemenag RI yaitu: (1) rotasi 
kepemimpinan di tingkat Direktorat di 
lingkungan Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam Kementerian Agama terjadi dalam 
kurun waktu yang cepat. Hal ini diakui 
menyebabkan kebijakan lama seringkali 
lambat ditindaklanjuti oleh pimpinan baru, 
(2) kurang koordinasi antar Direktorat di 
Kementerian Agama menyebabkan kendala 
dalam penerbitan NUPTK dan NRG. Direk-
torat Madrasah menyatakan bahwa hasil 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan yang telah dilaksanakan oleh Direk-
torat Pendidikan Tinggi Islam tidak lang-
sung dilaporkan kepada Direktorat Madra-
sah sehingga ada keterlambatan dalam 
penerbitan NUPTK dan NRG untuk peserta 

sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan, (3) kurang koordinasi antara Keme-
nag dengan LPTK PTKI dengan indikasi 
adanya peserta mengundurkan diri karena 
kedapatan telah mengikuti PLPG, peserta 
masih mengajar di sekolah/madrasah, pe-
serta tidak mendapatkan NIM/NPM se-
hingga sulit mengakses layanan di LPTK, 
belum ada rencana induk pengembangan 
PPG dalam Jabatan, belum ada evaluasi diri 
dan penjaminan mutu kelembagaan LPTK, 
LPTK tidak confident dengan output PPG, 
dan LPTK cenderung tunduk dengan ke-
inginan peserta PPG. 

Adapun peluang dalam implementasi 
kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG 
dalam Jabatan yaitu kepercayaan diri peser-
ta PPG dalam Jabatan yang meningkat jika 
dibanding dengan peserta sertifikasi guru 
yang mengikuti pola lain. Hal ini diungkap-
kan sendiri oleh peserta PPG dalam Jabatan. 
Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dr. 
Dede Rosyada, MA menyatakan bahwa 
lulusan PPG dalam Jabatan bahkan menjadi 
narasumber (rujukan) di sekolahnya sendiri 
dan di daerahnya. Hal tersebut mengindi-
kasikan bahwa implementasi kebijakan ser-
tifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan telah memberikan kesempatan bagi 
peserta untuk meningkatkan kapasitas dan 
kompetensinya sebagai guru. 

Dalam implementasi kebijakan sertifi-
kasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan 
terdapat tantangan baik yang berasal dari 
dalam (internal) Kementerian Agama sen-
diri maupun yang berasal dari luar (ekster-
nal) Kementerian Agama. Tantangan yang 
berasal dari internal Kementerian Agama 
adalah perubahan kebijakan. Salah satu fak-
tor yang menyebabkan adanya perubahan 
kebijakan adalah rotasi kepemimpinan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam Kementerian Agama. Selain itu peru-
bahan kebijakan juga terjadi dari luar kare-
na kebijakan di Kementerian Agama terkait 
bidang pendidikan harus merujuk pada 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemente-
rian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ke-
menterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi.  
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Berdasarkan data empiris yang telah 
diuraikan dalam deskripsi kekuatan, kele-
mahan, peluang, dan tantangan sesuai as-
pek-aspek yang dievaluasi dalam kompo-
nen antecedents implementasi kebijakan ser-
tifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan di Kementerian Agama, maka data 
tersebut dapat dianalisis lebih lanjut kese-
suaiannya dengan kriteria evaluasi dan 
tujuan yang diinginkan (intents) dalam ana-
lisis kongruensi (congruence analysis)  

Tujuan kebijakan berada pada kate-
gori tinggi, terpenuhi, dan tersedia dengan 
jelas tujuan dari kebijakan sertifikasi guru 
melalui jalur PPG dalam Jabatan di Kemen-
terian Agama. Sasaran kebijakan berada 
pada kategori moderat. Sasaran kebijakan 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan jelas dicantumkan namun tanpa tar-
get sehingga kurang mendukung pemenuh-
an target sertifikasi sesuai amanat UU 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Depdiknas, 2005) bahwa maksimal 
10 tahun sejak diundangkan yaitu pada 
2015 semua guru sudah tersertifikasi. Lan-
dasan kebijakan berada pada kategori mo-
derat. Landasan implementasi kebijakan 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan secara runtut mengacu kepada selu-
ruh regulasi mengenai sertifikasi guru na-
mun dalam aturan yang lebih teknis Keme-
nag harus mengacu kepada aturan Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan. Sarana 
dan prasarana kebijakan berada pada kate-
gori tinggi. LPTK yang dinyatakan layak 
menjadi penyelenggara sertifikasi guru 
melalui jalur PPG dalam Jabatan memiliki 
sarana dan prasarana yang memadai. Biaya 
kebijakan berada pada kategori moderat. 
Terdapat biaya yang dianggarkan walau 
pun sesuai dengan kuota tidak banyak yang 
dapat dianggarkan oleh Kementerian Aga-
ma untuk melaksanakan kebijakan sertifi-
kasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan. 
Selain itu besaran biaya PPG dalam Jabatan 
dianggap terlalu besar. 

Komponen Transactions 

Efektivitas proses implementasi kebijak-
an sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan di Kementerian Agama dievaluasi 

berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Da-
lam proses akreditasi, pelaksana kebijakan 
setidaknya dapat menerapkan fungsi-fung-
si manajemen yaitu perencanaan, pengorga-
nisasian, pengawasan, dan evaluasi hasil ki-
nerja implementasi kebijakan sertifikasi guru. 

Dengan demikian proses akreditasi 
meliputi proses untuk merencanakan, 
mengorganisir, memantau, dan mengeva-
luasi proses sertifikasi guru melalui jalur 
PPG dalam Jabatan.  

Data penelitian menunjukkan bahwa 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan di Kementerian Agama tidak dican-
tumkan dalam Rencana Strategis Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 
Agama. Walau begitu PPG dalam Jabatan 
tetap direncanakan. Kementerian Agama 
sendiri membuat Pokja (Tim Task Force) 
Sertifikasi Guru.  

Dalam perencanaan, Tim Task Force 
yang telah dibentuk menyusun panduan 
penyelenggaraan yang berisi seluruh ren-
cana implementasi kebijakan sertifikasi gu-
ru melalui jalur PPG dalam Jabatan meliputi 
latar belakang, landasan hukum, tujuan, 
dan sasaran dari kebijakan sertifikasi guru 
melalui jalur PPG dalam Jabatan. Selain itu, 
aspek penyelenggaraan sertifikasi guru me-
lalui jalur PPG dalam Jabatan adalah hal 
yang penting. Dalam rangka memastikan 
implementasi kebijakan sertifikasi guru 
yang terarah, Kementerian Agama mene-
tapkan ruang lingkup dan sasaran kebijak-
an, persyaratan LPTK penyelenggara PPG 
dalam Jabatan, tugas LPTK, kualifikasi pe-
serta, prosedur rekruitmen, kompetensi lu-
lusan, proses pembelajaran, kurikulum 

PPG, kualifikasi dosen, PPL, uji kompetensi, 
dan penilaian. Semua rencana tersebut di-
susun dalam Panduan Penyelenggaraan 

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) 
dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Agama RI (Kementerian Agama RI, 2012). 

Berkenaan dengan perencanaan kepe-
sertaan, Direktorat Madrasah telah mene-
tapkan data peserta sertifikasi guru pola 
PLPG. Data peserta tersebut diberikan ke-
pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 
dengan harapan dapat diambil sebagiannya 
untuk ditetapkan sebagai peserta PPG da-
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lam Jabatan. Dari data peserta tersebut DIK-
TIS telah menetapkan peserta yang dapat 
mengikuti sertifikasi guru melalui jalur PPG 
dalam Jabatan. 

Walaupun Kementerian Agama sudah 
menetapkan rambu-rambu dan pola rekrut-
men dengan begitu rinci, dalam implemen-
tasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur 
PPG dalam Jabatan di Kementerian Agama 
tidak terlepas dari persoalan. Banyak peser-
ta yang mengundurkan diri dari program 
PPG. Pada angkatan 2013/2014 (angkatan 
kedua) terdapat 2 orang peserta guru PNS 
dan 42 orang peserta non PNS yang me-
ngundurkan diri. Pengunduran diri terse-
but disebabkan oleh, salah satunya, yang 
bersangkutan kedapatan telah mengikuti 
PLPG. Padahal salah satu syarat yang harus 
dipenuhi oleh calon peserta program PPG 
adalah belum pernah ikut sertifikasi guru 
(lulus atau tidak lulus) baik melalui peni-
laian portofolio (PF), PLPG, ataupun PPG.  

Selain peserta yang mengundurkan 
diri, terdapat pula peserta yang masih mela-
kukan aktivitas pembelajaran di sekolah 
atau madrasah tempat mengajar selama 
mengikuti program PPG. Padahal selama 
mengikuti program, peserta PPG harus 
bebas tugas dari semua kewajiban mengajar 
di satuan administrasi pangkal (satminkal) 
tempat yang bersangkutan menjadi Guru 
Tetap. Peserta PPG harus kembali mengab-
di di tempat tugas semula setelah menyele-
saikan program. Oleh karena itu, selama 
mengikuti program peserta PPG diberikan 
bantuan pendidikan dan biaya hidup (living 
cost).  

Masih berkenaan dengan kepeserta-
an, beberapa peserta program PPG di be-
berapa LPTK tidak lulus karena terkendala 
sulitnya mendapatkan SK dari sekolah dan 
madrasah tempat mengajar serta Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kotamadya.  

Permasalahan mengenai kepesertaan 
juga terdapat pada Nomor Induk Maha-
siswa (NIM) yang tidak didapatkan oleh 
calon peserta yang dinyatakan lulus dan 
diterima dalam program PPG. Tidak dida-
patkannya NIM oleh peserta program PPG 
mengakibatkan adanya kesulitan-kesulitan 

yang dialami peserta dalam mengakses fasi-
litas yang dimiliki oleh LPTK.  

Pada saat penerbitan Nomor Registra-
si Guru (NRG), peserta program PPG yang 
telah lulus tidak serta merta langsung men-
dapatkan NRG. Penerbitan NRG yang 
mengalami keterlambatan berakibat pada 
keterlambatan verifikasi data yang beru-
jung pada terlambatnya pembayaran tun-
jangan sertifikasi. Kementerian Agama per-
lu segera membenahi sistem Nomor Unik 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUP-
TK) dan NRG. Padahal, dalam verifikasi 
dua hal tersebut yang dibutuhkan. Semen-
tara di lapangan, banyak guru madrasah 
yang belum memiliki NRG meski telah 
lulus sertifikasi. 

Beberapa persoalan lain seperti belum 
adanya rencana induk pengembangan 
program PPG yang disusun bersama oleh 
LPTK dan pemerintah dan belum adanya 
evaluasi diri dan penjaminan mutu kelem-
bagaan LPTK sebagai penyelenggara prog-
ram PPG. 

Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ke-
menterian Agama sendiri mengakui jika 
masih ada beberapa kendala yang terdapat 
dalam penyelenggaraan program PPG 
dalam Jabatan antara lain: (1) LPTK yang 
tidak confident dengan output PPG, (2) LPTK 
yang cenderung tunduk pada keinginan 
peserta PPG, (3) peserta PPG mengundur-
kan diri, (4) keterlambatan penerbitan SK 
NRG, dan (5) kebijakan yang kurang ber-
pihak. 

Kementerian Agama melakukan pro-
ses pengawasan implementasi kebijakan 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan melalui upaya monitoring dan eva-
luasi (monev). Monev dilaksanakan pada 
akhir tahun pelaksanaan PPG dalam Jabat-
an dengan menggunakan instrumen yang 
disusun oleh Direktorat Pendidikan Tinggi 
Islam Kementerian Agama. Instrumen mo-
nev terdiri dari (1) instrumen monev untuk 
pengelola, (2) instrumen monev untuk dosen, 
dan (3) instrumen monev untuk mahasiswa 
(peserta PPG dalam Jabatan).  

Monitoring dan evaluasi Program PPG 
merupakan rangkaian kegiatan pemantau-
an, pengkajian/analisis, pengendalian dan 
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pelaporan yang diperlukan untuk menge-
tahui kemajuan hasil yang telah dicapai dan 
permasalahan yang dihadapi dalam pelak-
sanaannya, serta mencari solusi yang tepat 
untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
Monitoring dan evaluasi ini penting juga 
dilaksanakan agar penyelenggaraan Prog-
ram PPG tidak keluar dari rambu-rambu 
yang telah ditetapkan dan untuk mengukur 
kinerja para pelaksana program dalam pen-
capaian sasaran kegiatan secara efektif se-
suai dengan tujuan yang telah dicanangkan. 

Selain pengawasan terhadap imple-
mentasi sertifikasi guru melalui jalur PPG 
dalam Jabatan dalam bentuk monev di akhir 
pelaksanaan program, Direktorat Pendidik-
an Tinggi Islam juga melaksanakan evaluasi 
diri (assesment) terhadap LPTK sebagai pe-
nyelenggara PPG dalam jabatan. Assesment 
dilaksanakan pada saat Rapat Koordinasi 
PPG dalam Jabatan yang dihelat pada akhir 
pelaksanaan program. Direktorat Pendidik-
an Tinggi Islam Kementerian Agama me-
nyusun instrumen assesment yang diberikan 
kepada LPTK PTKI penyelenggara PPG 
dalam Jabatan. 

Data pada komponen evaluasi proses 
implementasi kebijakan (transactions) serti-
fikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabat-
an, maka hasil temuan di lapangan dapat 
dianalisis, dirangkum, dan ditampilkan de-
ngan analisis kongruensi komponen tran-
sactions.  

Perencanaan berada pada kategori 
moderat. Kementerian Agama menyusun 
perencanaan kebijakan sertifikasi guru me-
lalui jalur pendidikan berdasarkan pada 
regulasi walaupun perencanaan tersebut ti-
dak tercantum dalam Renstra. Pengorgani-
sasian berada pada kategori moderat. Ke-
menterian agama berupaya melaksanakan 
kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG 
dalam Jabatan dengan mengacu kepada pe-
rencanaan. Namun dalam implementasi 
masih terdapat persoalan yang dihadapi 
LPTK PTKI. Pengawasan berada pada ka-
tegori moderat. Terdapat pengawasan da-
lam bentuk monitoring dan evaluasi 
(monev) terhadap implementasi kebijakan 
namun hasil monev tidak diolah dan di-
susun untuk dijadikan rekomendasi per-

baikan implementasi kebijakan. Evaluasi 
berada pada kategori moderat. Kemente-
rian Agama melakukan upaya evaluasi da-
lam bentuk assesment terhadap LPTK PTKI 
yang telah melaksanakan sertifikasi guru 
melalui jalur PPG dalam Jabatan dan juga 
evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. Namun 
hasil evaluasi kurang terdokumentasikan 
dalam suatu bentuk hasil evaluasi yang 
dapat dijadikan rekomendasi perbaikan 
kebijakan. 

Dari hasil evaluasi kebijakan sertifi-
kasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan 
di Kementerian Agama didapati proses 
kebijakan yang senada dengan proses yang 
dikemukakan para ahli kebijakan seperti 
Willian N. Dunn, David Easton, Anderson, 
Patton dan Savicky yang dirangkum oleh 
Riant Nugroho bahwa proses kebijakan 
dimulai dari gagaran kebijakan, formulasi 
kebijakan, implementasi dan kinerja kebi-
jakan (Nugroho, 2008, p. 347). Adapun mo-
del formulasi kebijakan dalam implemen-
tasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur 
PPG dalam Jabatan adalah model kelemba-
gaan (institusional) di mana Kementerian 
Agama RI mengemban tugas untuk mem-
buat kebijakan. Kementerian Agama RI ada-
lah institusi legal untuk menyusun kebijak-
an publik dan mempunyai wewenang serta 
legitimasi untuk menegakkan kebijakan 
sertifikasi guru di lingkungan Kemenag RI. 

Persoalan dan kendala yang dihadapi 
lebih banyak pada informasi yang kurang 
memadai, koordinasi antar institusi, dan 
sosialisasi program. Hal ini senada dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Has-
tuti (Utami, 2015, pp. 471-481). 

Komponen Outcomes 

Tahap terakhir dari evaluasi imple-
mentasi kebijakan sertifikasi guru melalui 
jalur PPG dalam Jabatan di Kementerian 
Agama dengan model evaluasi Countenance 
yang dikembangkan Stake adalah evaluasi 
terhadap komponen hasil (outcomes).  

Sertifikasi guru melalui jalur PPG 
dalam Jabatan di Kementerian Agama telah 
dilaksanakan sebanyak 2 kali. Saat pertama 
kali dilaksanakan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan telah menetapkan seba-
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nyak 24 LPTK di bawah Kementerian Aga-
ma yang dinyatakan layak melaksanakan 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan. Dari jumlah tersebut, Kementerian 
Agama melakukan screening ulang dengan 
juga mempertimbangkan jumlah kuota dan 
kesiapan LPTK sehingga pada 2012 melalui 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendi-
dikan Islam Nomor 1909 Tahun 2012 ten-
tang Penetapan Perguruan Tinggi Agama 
Islam (PTAI) Penyelenggara Program Pen-
didikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru 
RA/Madrasah dan Kuota Masing-Masing 
Tahun 2012 ditetapkan jumlah LPTK yang 
siap sebanyak 18 LPTK. Pada 2013 melalui 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendi-
dikan Islam Nomor 2090 Tahun 2013 ten-
tang Penetapan Kuota Peserta Pendidikan 
Profesi Guru dalam Jabatan Tahun Angga-
ran 2013 juga ditetapkan LPTK yang layak 
menyelenggarakan sertifikasi guru melalui 
jalur PPG dalam jabatan sebanyak 18 LPTK. 
Dari 18 LPTK yang telah ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Ke-
menterian Agama ditetapkan lagi 12 LPTK 
yang dinyatakan siap menyelenggarakan 
PPG dalam Jabatan.  

Berdasarkan keseluruhan uraian des-
kriptif mengenai hasil dari implementasi 
kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG 
dalam Jabatan di Kementerian Agama, ma-
ka kondisi objektif tersebut dapat dianalisis 
dan dirangkum dengan analisis kongruensi 
komponen hasil (outcomes).  

Hasil Berada pada posisi moderat. 
Implementasi kebijakan sertifikasi guru 
melalui jalur PPG dalam Jabatan di Kemen-
terian Agama menghasilkan lulusan guru 
profesional. Namun masih terdapat bebe-
rapa persoalan dalam implementasi yang 
menyebabkan banyakya peserta PPG dalam 
Jabatan yang mengundurkan diri dan bebe-
rapa lagi tidak lulus. 

Perbaikan berkelanjutan berada pada 
kategori moderat. Kementerian Agama ber-
sama dengan LPTK berkomitmen untuk 
tetap melanjutkan sertifikasi guru melalui 
jalur PPG dalam Jabatan. Namun kebijakan 
PPG dalam Jabatan di tahun ketiga terhenti 
karena anggaran dialihkan untuk PLPG, 
izin penyelenggaraan PPG dalam Jabatan 

untuk LPTK PTKI habis, menunggu payung 
hukum dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Komitmen perbaikan tersebut 
diwujudkan dalam penyusunan desain 
PPG Pra Jabatan dengan mengacu kepada 
pengalaman melaksanakan PPG dalam 
Jabatan. 

Data hasil evaluasi terhadap imple-
mentasi kebijakan sertifikasi guru melalui 
jalur PPG dalam Jabatan di Kementerian 
Agama menunjukkan adanya keterkaitan 
antara komponen antecedents, transactions, 
dan outcomes. Data empiris memperlihatkan 
adanya kontingensi antara kondisi awal, 
proses, dan hasil implementasi kebijakan 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan di Kementerian Agama. Kontingen-
si tersebut terlihat pada tujuan (intents), 
data (observations), serta keterkaitannya de-
ngan tingkat efektivitas (judgements) dari 
setiap komponen tersebut. Ketika kondisi 
awal lingkungan strategis implementasi 
kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG 
dalam Jabatan berada pada kategori mode-
rat, ternyata proses implementasi pun ber-
ada pada kategori moderat bahkan cende-
rung rendah. Demikian pula hasil imple-
mentasi kebijakan berada pada posisi mo-
derat cenderung rendah. Hal ini menunjuk-
kan adanya aspek yang saling berhubungan 
dan menentukan keterlaksanaan kebijakan. 

Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian 
dan pembahasan dapat disampaikan sim-
pulan sebagi berikut. Kondisi awal ling-
kungan strategis implementasi kebijakan 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan di Kementerian Agama RI cukup 
mendukung keterlaksanaan dan pencapai-
an hasil kebijakan walaupun masih ditemui 
beberapa kelemahan dan kendala. Beberapa 
kelemahan tersebut yaitu landasan kebijak-
an yang harus selalu mengacu kepada 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyebabkan Kementerian Agama lambat 
dalam menentukan keberlanjutan kebijakan 
dan atau merespon persoalan di lapangan 
yang membutuhkan kebijakan. Sasaran k-
ebijakan yang telah ditentukan tidak dite-
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tapkan targetnya sehingga implementasi 
kebijakan kurang mendukung pencapaian 
target sertifikasi guru secara nasional. Biaya 
yang dibutuhkan dalam implementasi kebi-
jakan memadai namun masih belum dapat 
mengakomodir peserta sertifikasi guru da-
lam jumlah yang banyak. Hal ini disadari 
karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. 
Adapun beberapa kendala yaitu rotasi ke-
pemimpinan di tingkat Direktorat, kurang 
koordinasi antar Direktorat di Kementerian 
Agama, dan kurangnya koordinasi antara 
Kemenag dengan LPTK PTKI. 

Proses implementasi kebijakan sertifi-
kasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan 
di Kementerian Agama RI secara umum 
sudah dilaksanakan dengan baik. Namun 
perencanaan kebijakan tidak tercantum da-
lam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 
Agama RI. Hal ini ditengarai menyebabkan 
kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG 
dalam Jabatan kurang menjadi prioritas. 
Pengorganisasian implementasi kebijakan 
sudah diupayakan untuk selalu mengacu 
kepada regulasi dan panduan penyeleng-
garan PPG dalam Jabatan. Namun dalam 
pelaksanaan masih ditemui beberapa ken-
dala yaitu peserta mengundurkan diri kare-
na kedapatan telah mengikuti PLPG, peser-
ta masih mengajar di sekolah/madrasah, 
peserta tidak mendapatkan NIM/NPM 
sehingga sulit mengakses layanan di LPTK, 
belum ada rencana induk pengembangan 
PPG dalam Jabatan, belum ada evaluasi diri 
dan penjaminan mutu kelembagaan LPTK, 
LPTK tidak confident dengan output PPG, 
dan LPTK cenderung tunduk dengan ke-
inginan peserta PPG. Kementerian Agama 
RI melakukan proses pengawasan dan 
evaluasi terhadap implementasi kebijakan 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan. Namun hasil pengawasan dan eva-
luasi tersebut kurang terdokumentasikan 
sehingga proses tindak lanjut tidak dilak-
sanakan. 

Implementasi kebijakan sertifikasi 
guru melalui jalur PPG dalam Jabatan di 
Kementerian Agama RI menunjukkan hasil 
lulusan guru profesional walaupun dalam 
pelaksanaan masih terdapat kelemahan dan 

kendala yang menyebabkan banyaknya 
peserta yang mengundurkan diri dan tidak 
lulus. Pada angkatan I seluruh peserta 
sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam 
Jabatan di Kementerian Agama RI lulus 
semua. Pada angkatan II dari 947 peserta 
jumlah yang lulus sebanyak 945 (99,79%) 
dan yang tidak lulus sebanyak 2 (0,21%). 
Berdasarkan pengalaman menyelenggara-
kan kebijakan sertifikasi guru melalui jalur 
PPG dalam Jabatan, Kementerian Agama RI 
bersama dengan LPTK berkomitmen untuk 
tetap melanjutkan sertifikasi guru melalui 
jalur PPG dalam Jabatan. Namun kebijakan 
PPG dalam Jabatan di tahun ketiga terhenti 
karena anggaran dialihkan untuk PLPG, 
izin penyelenggaraan PPG dalam Jabatan 
untuk LPTK PTKI habis, dan menunggu 
payung hukum dari Kementerian Pendidik-
an dan Kebudayaan. Komitmen perbaikan 
tersebut diwujudkan dalam penyusunan 
desain PPG Pra Jabatan dengan mengacu 
kepada pengalaman melaksanakan PPG 
dalam Jabatan.  
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, 
Komitmen Guru, Disiplin Kerja Guru, dan Budaya Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMK 
Negeri Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
guru di SMK Negeri yang berada di Kabupaten Sleman yang berjumlah 659 orang. Penentuan 
ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan mengacu 
table Krejcie dan Morgan. Uji coba instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas 
Alpha Cronbach’s. Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat analisis yang meliputi uji 
normalitas, uji linieritas dan uji multikolinieritas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi dengan tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah 
terhadap kinerja guru; (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan komitmen guru 
terhadap kinerja guru; (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan disiplin guru 
terhadap kinerja guru sebesar; (4) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan budaya 
sekolah terhadap kinerja guru; (5) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kinerja 
kepemimpinan, komitmen guru, disiplin kerja guru dan budaya sekolah secara simultan 
terhadap  kinerja guru. 
Kata Kunci: kepemimpinan kepala sekolah, komitmen, disiplin kerja, budaya sekolah, kinerja guru 

 
THE INFLUENCE OF PRINCIPAL’S LEADERSHIP, TEACHER’S COMMITMENT, 

TEACHER’S WORK DISCIPLINE, AND SCHOOL CULTURE ON 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHER’S PERFORMANCE 

Abstract 
This research is aimed to know the influence of  Principal’s Leadership, Teacher’s Commitment, 
Teacher’s Work Discipline, and School Culture on Teacher’s Performance in SMK Negeri in Sleman 
District. This research is a correlational design research that uses quantitative approach. Population in 
this research includes all teachers in SMK Negeri in Sleman District with a total of 659 persons. The 
sample measurement in this research applies random sampling technique by referring to Krejcie and 
Morgan table. The instrument trial uses Alpha Cronbach’s validity test and reliability test. The method 
of analyzing the data uses analysis precondition test which covers normality test, linearity test and 
multicollinearity test. The hypothesis proposal uses regression analysis with significance level 
determined by 5%. The results of this research indicate that: (1) there is a positive and significant 
influence on the principal's leadership on teacher performance; (2) there is a positive and significant 
influence on teacher's commitment to teacher performance; (3) there is a positive and significant 
influence from teacher discipline on teacher performance as much; (4) there is a positive and significant 
influence on school culture on teacher performance; (5) there is a positive and significant influence on 
leadership performance, teacher commitment, teacher work discipline and school culture simultaneously 
on teacher performance 
Keywords: principal’s leadership, commitment, teacher’s work discipline, school culture, teacher’s 
performance 
 

Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.21831/amp.v6i2.8467  



150   −   Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 

Volume 6, No 2, September  2018 

Pendahuluan 

Salah satu permasalahan pendidikan 
yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat 
ini ialah rendahnya mutu pendidikan pada 
setiap jenjang dan satuan pendidikan, khu-
susnya pendidikan dasar dan menengah. 
Direktur Pendidikan Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
mengatakan bahwa berdasarkan data Uni-
ted Nations Development Program (UNDP) 
2011, Indeks tingkat pendidikan Indonesia 
dinilai masih rendah yaitu 14,6%, berbeda 
dengan Singapura dan Malaysia yang su-
dah mempunyai indeks tingkat pendidikan 
yang lebih baik yaitu 28%dan 33% (Syukro, 
2013). Masih rendahnya kualitas pendidik-
an di Indonesia, akan melemahkan daya 
saing Indonesia dalam menghadapi masya-
rakat ekonomi Asean 2015. 

Dalam Peraturan Pemerintah Repub-
lik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Presiden RI, 2008) disebutkan bahwa: 
“Guru adalah pendidik profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, membim-
bing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidik-
an anak  usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan mene-
ngah”. Guru adalah kunci utama dalam sis-
tem pendidikan, hal lain, dalam dunia pen-
didikan khususnya sekolah tidak banyak 
berarti apabila fungsi dasar pembelajaran 
yaitu interaksi guru dengan peserta didik 
tidak berkualitas. Demikian pentingnya pe-
ran guru sehingga dapat disimpulkan bah-
wa peningkatan kualitas dan kinerja guru 
akan sangat berpengaruh terhadap kuali-
tas/mutu pendidikan. 

Kinerja guru merupakan elemen si-
nergis yang harus dikembangkan untuk 
menghasilkan tenaga pendidik yang profe-
sional dan mampu melahirkan proses pen-
didikan yang relevan dengan tuntutan situ-
asi, kondisi dan kebutuhan masyarakat 
pengguna lulusan. Dengan kinerja guru 
yang bermutu akan mampu menghasilkan 
sumber daya manusia yang berkualitas, se-
hingga dapat meningkatkan mutu sekolah.   

Menurut pendapat Djohar (2006, p. 3), 
pendidikan di Indonesia menghadapi tan-
tangan baik substansi maupun penyeleng-

garaannya serta tantangan ke dalam mau-
pun ke luar. Tantangan substansi lebih ter-
arah kepada mutu pendidikan, sedangkan 
tantangan penyelenggaraan lebih terarah 
kepada praktisi pendidikan dan penyeleng-
garaan sistem pendidikan guru di Indo-
nesia. Oleh sebab itu, kunci untuk mening-
katkan daya saing Indonesia, dengan me-
ningkatkan kualitas pendidikan dan mela-
kukan terobosan terbaru dalam sektor pen-
didikan salah satunya dari sisi sumber daya 
manusianya. 

Umtuk mewujudkan kinerja guru 
yang sesuai dengan harapan,maka dibutuh-
kan seorang kepala sekolah yang profesio-
nal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Sudriyah & Liana 
(2015, p. 3) yang menyatakan bahwa super-
visi kepala sekolah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja guru. Oleh ka-
rena itu, kepala sekolah sebagai bagian dari 
sistem sekolah menduduki posisi strategis 
dalam mengarahkan dan mendukung akti-
vitas guru dalam pembelajaran siswa. Ke-
pala sekolah sebagai pemimpin organisasi 
sekolah mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam rangka meningkatkan kiner-
ja guru. Peran kepemimpinan kepala seko-
lah sangat dibutuhkan untuk mendukung 
terciptanya kualitas kinerja guru yang pro-
fesional di sekolah. Kepala sekolah berpe-
ran sebagai seorang pemimpin yang memi-
liki visi ke masa depan yang jelas dan dapat 
mewujudkan serta mampu mendorong pro-
ses transformasi di sekolah.  

Menurut pendapat Hasibuan & 
Moedjiono (2006, p. 40) yang menyatakan 
bahwa salah satu faktor yang mempeng-
aruhi kinerja guru dalam melaksanaan tu-
gas mengajar yakni faktor perilaku guru. 
Faktor perilaku guru sangat menentukan 
proses keberhasilan belajar siswa diantara-
nya komitmen guru sebagai faktor intern 
dari perilaku guru. Komitmen guru sangat 
penting bagi sekolah dan memilik efek po-
sitif terhadap prestasi siswa di sekolah. De-
ngan demikian, komitmen seorang guru da-
pat mempengaruhi kinerja guru di sekolah 
dan secara langsung hal ini dapat mening-
katkan prestasi belajar siswa di sekolah. 



151 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Komitmen  ... − 
Sidik Purwoko, Lantip Diat Prasojo 

Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 
Volume 6, No 2, September 2018 

Kinerja guru yang tinggi tidak dapat 
tercapai jika tidak disertai tidak adanya 
ketaatan peraturan-peraturan yang berlaku 
dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 
oleh Terry (1993, p. 43) bahwa disiplin kerja 
seorang guru dapat dilihat dari kepatuhan 
guru terhadap peraturan yang berlaku di 
sekolah. Dengan kata lain diperlukan ada-
nya disiplin kerja dalam suatu pekerjaan 
merupakan kehendak dan kesediaan guru 
untuk memenuhi dan menaati peraturan-
peraturan yang berlaku baik yang terulis 
maupun tidak tertulis. Disiplin kerja meru-
pakan sikap mental yang senantiasa untuk 
menaati segala peraturan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan untuk tujuan ter-
tentu. Dengan disiplin kerja yang baik akan 
lebih meningkatkan kinerja guru yang pada 
akhirnya akan dapat meningkatkan mutu 
pendidikan. 

Berdasarkan pengamatan di beberapa 
sekolah yang menjadi obyek penelitian, di-
siplin kerja guru dalam melaksanakan tu-
gasnya belum sepenuhnya dilakukan de-
ngan baik. Masih tertang mengajarnya ter-
lambat dan malas mengajar. Meskipun 
hanya sebagian kecil saja, tetapi hal ini tentu 
akan mempengaruhi dan mengganggu pro-
ses belajar mengajar di sekolah. Selain itu 
masih ada guru yang datang pada saat jam 
mengajar saja. 

Budaya sekolah sering disebut dengan 
iklim kerja yang menggambarkan suasana 
hubungan kerja antara sesama guru, antara 
guru dengan kepala sekolah, antara guru 
dengan tenaga kependidikan lainnya serta 
antardinas merupakan wujud dari ling-
kungan yang kondusif. Menurut  Hasanah 
(2008, p. 12), budaya sekolah dapat digam-
barkan melalui sikap saling mendukung 
(supportive), tingkat persahabatan (collegial), 
tingkat keintiman (intimate) serta kerja sama 
(cooperative). Kondisi yang terjadi atas ke-
empat dimensi budaya sekolah tersebut ber-
potensi meningkatkan kinerja guru. Apa-
bila budaya sekolah dapat dikembangkan 
maka efektivitas dan produktivitas sekolah 
akan meningkat dan peningkatan tersebut 
akan berdampak pada peningkatan kinerja. 

Peningkatan kinerja sekolah sangat 
dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang 
dikembangkan dalam sekolah tersebut, di-
mana nilai-nilai yang dikembangkan di se-
kolah, tentunya tidak dapat dilepaskan dari 
keberadaan sekolah itu sendiri sebagai or-
ganisasi pendidikan. Budaya sekolah ter-
bentuk dari eratnya kegiatan akademik dan 
kesiswaan, kegiatan karya ilmiah yang ber-
agam bagi guru, kegiatan silaturahmi kelu-
arga besar sekolah, karyawisata, studi ban-
ding, dan diklat akan memacu guru untuk 
meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan 
uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kinerja guru dipengaruhi oleh sinergisnya 
proses interaksi antara faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja guru yakni kepe-
mimpinan, komitmen guru, disiplin kerja 
guru dan budaya sekolah.  

Komitmen guru dan disiplin kerja ju-
ga tampak masih kurang. Hal ini terlihat 
masih banyak guru yang datang terlambat 
dan jam belajar kosong karena guru sedang 
di luar sekolah. Selain itu budaya sekolah 
juga relatif masih kurang baik. Hal ini dapat 
ditunjukkan oleh minat baca guru yang ma-
sih rendah, minimnya guru dalam menulis 
bahan ajar sehingga wawasan wawasan un-
tuk melakukan pembenahan kualitas bahan 
ajar dan pengayaan metode pendekatan 
praktis pada proses belajar mengajar di se-
kolah belum optimal. Budaya sekolah me-
rupakan ciri khas, karakter atau watak, dan 
citra sekolah tersebut di masyarakat luas. 
Oleh karena itu budaya sekolah yang positif 
perlu diimplementasikan sehingga produk-
tivitas sekolah akan meningkat dan pening-
katan tersebut akan berdampak pada pe-
ningkatan mutu sekolah. 

Berdasarkan uraian permasalahan di 
atas, maka  dapat disimpulkan bahwa mutu 
sekolah SMK Negeri di Kabupaten Sleman 
menjadi sebuah tanggungjawab yang besar 
bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya. 
Kinerja guru merupakan barometer kualitas 
layanan pendidikan di suatu penyelengga-
raan pendidikan. Kepemimpinan kepala 
sekolah, komitmen guru, disiplin kerja guru 
dan budaya sekolah harus dapat meng-
upayakan peningkatan kinerja guru. Oleh 
karena itu, kepemimpinan kepala sekolah, 
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komitmen guru, disiplin kerja guru dan 
budaya sekolah merupakan faktor yang 
berpengaruh dalam meningkatkan kinerja 
guru. 

Berdasrakan uraian tersebut, peneliti-
an ini bertujuan untuk mengetahui penga-
ruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Komit-
men Guru, Disiplin Kerja Guru, dan Budaya 
Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMK 
Negeri Kabupaten Sleman Yogyakarta 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis peneliti-
an korelasional yaitu suatu penelitian untuk 
mengetahui hubungan dan tingkat hubung-
an antara dua variabel atau lebih. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif.  

Penelitian dilaksanakan di SMK Ne-
geri yang berada di kabupaten Sleman 
DIYyang meliputi: (1) SMKN 1 Cangkri-
ngan, (2) SMKN 1 Depok, (3) SMKN 2 
Depok, (4) SMKN 1 Godean, (5) SMKN 2 
Godean, (6) SMKN 1 Kalasan, (7) SMKN 1 
Seyegan, dan (8) SMKN 1 Tempel. Pene-
litian dilaksanakan selama 3 bulan mulai 
bulan Januari sampai dengan bulan Maret 
2015. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh guru di SMK Negeri yang berada di 
Kabupaten Sleman yang berjumlah 659 
orang. Berikut data selengkapnya mengenai 
populasi dalam penelitian ini. 

Teknik yang digunakan dalam me-
nentukan sampel pada penelitian ini adalah 
dengan teknikrandom sampling, Variabel da-
lam penelitian ini meliputi empat variabel 
bebas, yaitu kepemimpinan kepala sekolah 
(X1), komitmen guru (X2),disiplin kerja guru 
(X3), dan budaya sekolah (X4) serta satu 
variabel terikat yaitu kinerja guru (Y). 

Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan kuesioner/angket dan 
dokumentasi. Instrumen atau alat yang di-
gunakan dalam penelitian ini berupa kue-
sioner/angket. Kuesioner yang digunakan 
untuk menyelidiki pendapat subjek menge-
nai suatu hal atau untuk mengungkapkan 
kepada responden menggunakan skala 
(rating scale). 

Teknik pengumpulan data variabel 
kepemimpinan kepala sekolah (X1), komit-
met guru (X2), disiplin kerja (X3), budaya 

sekolah(X4),  kinerja guru (Y) menggunakan 
angket tertutup (closed ended). Instrumen 
pengumpulan data pada tiap-tiap variabel 
diuraikan ke dalam indikator dan sub-
indikator masing-masing.  

Sebelum angket digunakan dengan 
sesungguhnya, terlebih dahulu dilakukan 
uji coba kepada responden untuk menge-
tahui tingkat validitas dan reliabilitas in-
strumen. Pengujian validitas dilakukan de-
ngan validitas konstruk (construct validity). 
Uji realibilitas instrumen kepada 30 respon-
den untuk variabel kinerja guru, kepemim-
pinan kepala sekolah, komitmen guru, di-
siplin kerja, dan budaya sekolah adalah sbb:  
nilai Alpha (Cronbach’s) untuk variabel ki-
nerja guru sebesar 0,926, variabel kepemim-
pinan kepala sekolah sebesar 0,936, variabel 
komitmen guru sebesar 0,838, variabel di-
siplin kerja sebesar 0,800 dan variabel bu-
daya sekolah sebesar 0,838, karena nilai 
tersebut lebih dari 0,600 maka instrumen 
dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 

Data yang diperoleh dari lapangan 
selanjutnya akan dianalisis menggunakan 
analisis statistik yang terdiri dari analisis 
deskriptif dan analisis inferensial. Peneliti-
an ini menggunakan statistik parametrik, 
sehingga harus dilakukan uji prasyarat ana-
lisis. Uji prasyarat yang dilakukan meliputi: 
(1) Uji Formalities, (2) Uji Linieritas, (3) Uji 
Multikolinieritas, (4) Uji Autokorelasi dan 
(5) Uji Heterokedastisitas. 

Pengujian hipotesis  dalam penelitian 
ini yaitu: Hipotesis pertama, kedua, ketiga 
dan keempat diuji dengan regresi sederha-
na (hubungan satu variabel independen 
terhadap satu variabel dependen). Persama-
an garis regresi sederhananya dapat diru-
muskan sebagai berikut:Y = a + b1X1; Y = a + 
b2X2; Y = a + b3X3; dan Y= a + b4X4  di mana 
Y= kinerja guru  X1 = kepemimpinan; X2= 
komitmen guru; X3= disiplin kerja guru;dan 
X4= budaya sekolah 

Hipotesis kelima diuji dengan meng-
gunakan regresiberganda(hubungan antara 
dua atau lebih variabel independen terha-
dap satu atau lebih variabel dependen). 
Analisis dilanjutkan dengan menghitung 
persamaan regresinya, untuk memprediksi 
seberapa tinggi nilai variabel dependen bila 
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nilai variabel independen dimanipulasi. 
Persamaan garis regresi secara umum di-
rumuskan sebagai berikut: Y = a + b1X1+ 
b2X2 + b3X3+ b4X4dengan keterangan rumus: 
Y = kinerja guru (variabel dependen); X1 = 
kepemimpinan kepala sekolah (variabel 
independen); X2= komitmen guru (variabel 
independen); X3= disiplin kerja guru (va-
riabel independen); X4= budaya sekolah 
(variabel independen); a= konstanta; b1, b2, 
b3, b4= Koefisien. 

Sedangkan untuk menguji signifikan-
si konstanta dan setiap variabel independen 
dibangun Hapotesis sebagai berikut: 
Ho = Koefisien Regresi Tidak Signifikan 
Ha = Koefisien Regresi Signifikan 
Pengambilan keputusan berdasarkan pro-
babilitas, yaitu dengan cara melihat kolom 
signifikansi (Sig.) dan diperoleh hasil se-
bagai berikut: 
Jika Sig. > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak 
Jika Sig. < 0,05 maka Ho ditolak , Ha diterima 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Jawaban kuesioner yang telah dikum-
pulkan kemudian dianalisis untuk menge-
tahui deskripsi kepemimpinan kepala seko-
lah, komitmen guru, disiplin kerja guru, 
budaya sekolah dan kinerja guru di SMK 
Kabupaten Sleman. Dalam hal ini analisis 
yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Data penilaian guru terhadap setiap varia-
bel penelitian adalah sebagai berikut. 

Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Data variabel kepemimpinankepala 
sekolah diperoleh melalui kuesioner varia-
bel kepemimpinankepala sekolah dengan 
30 butir pernyataan dan jumlah responden 
242 guru. Berdasarkan data kepemimpinan 
kepala sekolah yang diolah maka diperoleh 
skor tertinggi sebesar 120,00 dan skor te-
rendah sebesar 55.00. Hasil analisis me-
nunjukkan rerata (mean) sebesar 101.76, 
median 103,00, modus 120.00, varian sebe-
sar 148,58, range sebesar 65,00 dan standar 
deviasi sebesar 12,18.  

Selanjutnya jumlah kelas dapat dihi-
tung dengan menggunakan rumus 1 + 3,3 

log n, dimana n adalah subjek penelitian. 
Dari perhitungan diketahui bahwa n = 242 
sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 
242 = 8,8666 dibulatkan menjadi 9 kelas 
interval. Rentang data dihitung dengan ru-
mus nilai maksimal – nilai minimal, sehing-
ga diperoleh rentang data sebesar 120.00 – 
55.00=65,00. Dengan diketahui rentang data 
maka dapat diperoleh panjang kelas sebesar 
7,2. Tabel distribusi frekuensi variabel kepe-
mimpinan kepala sekolah disajikan sebagai-
mana Tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel 
Kepemimpinan Kepala Sekolah 

No. Interval  F Persentase 

   1 113,4 – 120,6 45 18,60% 
   2 106,1 – 113,3 47 19,42% 
   3 98,8 - 106 60 24,79% 
   4 91,5 – 98,7 39 16,12% 
   5 84,2 – 91,4 35 14,46% 
   6 76,9 – 84,1 9 3,72% 
   7 69.6 – 76,8 6 2,48% 
   8 62,3 – 69,5 0 0,00% 
   9 55 - 62.2  1 0,41% 

Jumlah  242 100,00% 

(Sumber: Hasil olah data, 2015) 

 
Kemudian penentuan kecenderungan 

variabel setelah nilai minimum (Xmin) dan 
nilai maksimum (Xmax) diketahui yaitu 30 
dan 120, maka selanjutnya mencari nilai 
rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi = ½ 
(Xmax+Xmin), mencari standar deviasi ideal 
(SDi) dengan rumus Sdi = 1/6 (Xmax-Xmin). 
Berdasarkan acuan norma di atas, meanideal 
variabel kepemimpinankepala sekolah ada-
lah 75. Standar deviasi ideal adalah 15. Dari 
perhitungan di atas dapat dikategorikan 
dalam 3 kelas yaitu baik, cukup dan kurang. 
Berdasarkan perhitungan dapat dibuat ta-
bel kategorisasi kecenderungan variabel ke-
pemimpinan kepala sekolah sebagai berikut. 

Tabel 2. Kecenderungan Variabel 
KepemimpinanKepala Sekolah 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 ≥ 90 209 86,4 Baik 
2 60 - 89 32 13,2 Cukup 
3 < 60 1 0,4 Kurang 

 Total 242 100,0  

(Sumber: Hasil olah data, 2015) 
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Variabel Komitmen Guru 

Data variabel komitmen guru diper-
oleh melalui kuesioner komitmen guru de-
ngan 9 butir pernyataan dan jumlah respon-
den 242 guru. Berdasarkan data komitmen 
guru yang diolah maka diperoleh skor ter-
tinggi sebesar 36,00 dan skor terendah sebe-
sar 17.00. Hasil analisis menunjukkan rerata 
(mean) sebesar 26,08; median 26,00; modus 
27,00, varian sebesar 12,76, range sebesar 
19,00 dan standar deviasi sebesar 3,57.  

Kemudian jumlah kelas dapat dihi-
tung dengan menggunakan rumus 1+ 3.3 
log n, dimana n adalah subjek penelitian. 
Dari perhitungan diketahui bahwa n = 242 
sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3.3 log 
242 = 8,8666 dibulatkan menjadi 9 kelas in-
terval. Rentang data dihitung dengan rumus 
nilai maksimal – nilai minimal, sehingga di-
peroleh rentang data sebesar 36,00 – 17,00 = 
19,00. Dengan diketahui rentang data maka 
dapat diperoleh panjang kelas sebesar 2,111 
dibulatkan menjadi 2,1. Berikut ini disajikan 
tabel distribusi frekuensi variabel komitmen 
guru. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Variabel 
Komitmen Guru 

No. Interval  F Persentase 

1       34,6   -   36,7 2 0,83% 
2       32,4   -   34,5 9 3,72% 
3      30,2   -   32,3 15 6,20% 
4      28,0   -   30,1 50 20,66% 
5      25,8   -   27,9 60 24,79% 
6       23,6   -   25,7 52 21,49% 
7       21,4   -   23,5 36 14,88% 
8       19,2   -   21,3 6 2,48% 
9       17,0   -   19,1 12 4,96% 

Jumlah  242 100,00% 

(Sumber: Hasil olah data, 2015) 

 
Penentuan kecenderungan variabel, 

setelah nilai minimum (Xmin) dan nilai 
maksimum (Xmax) diketahui yaitu 9 dan 
36, maka selanjutnya mencari nilai rata-rata 
ideal (Mi) dengan rumus Mi = ½ (Xmax + 
Xmin), mencari standar deviasi ideal (SDi) 
dengan rumus Sdi = 1/6 (Xmax-Xmin). Ber-
dasarkan acuan norma di atas, meanideal va-
riabel komitmen guru adalah 22,5. Standar 
deviasi ideal adalah 4,5. Dari perhitungan di 

atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas yai-
tu baik, cukup dan kurang. 

Berdasarkan perhitungan tersebut da-
pat dibuat tabel distribusi kecenderungan, 
adapun distribusi kecenderungan variabel 
komitmen guru disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kategorisasi Variabel Komitmen 
Guru 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 ≥ 27 110 45,5 Baik 
2 18- 26 130 53,7 Cukup 
3 < 18 2 0,8 Kurang 

 Total 242 100,0  

(Sumber: Hasil olah data, 2015) 
 

Berdasarkan Tabel 4 tersebut kecen-
derungan komitmen guru pada kategori cu-
kup sebanyak 130 guru (53,7%). Selanjutnya 
pada kategori baik sebanyak 110 guru 
(45,5%),dan pada kategori kurang sebanyak 
2 guru (0,8%). Dengan demikian kecende-
rungan komitmen guru dalam kategori 
cukup.  

Variabel Disiplin Kerja   

Data variabel disiplin kerja diperoleh 
melalui kuesioner disiplin kerja dengan 17 
butir pernyataan dan jumlah responden 242 
guru. Berdasarkan data maka diperoleh 
skor tertinggi sebesar 65,00 dan skor teren-
dah sebesar 37,00. Hasil analisis menunjuk-
kan rerata (mean) sebesar 49,58, median 
49,00, modus 49,00, varians sebesar 41.34, 
range sebesar 28.00 dan standar deviasi 
sebesar 6,43. Selanjutnya jumlah kelas dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus 1+ 
3.3 log n, dimana n adalah subjek penelitian. 
Dari perhitungan diketahui bahwa n = 242 
sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 
2242 = 8,866 dibulatkan menjadi 9 kelas in-
terval. Rentang data dihitung dengan rumus 
nilai maksimal–nilai minimal, sehingga di-
peroleh rentang data sebesar 65 – 37= 28. 
Dengan diketahui rentang data maka dapat 
diperoleh panjang kelas sebesar 3.111 dibu-
latkan menjadi 3.1. Distribusi frekuensi va-
riabel disiplin kerja disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Distribusi Frekuensi Variabel 
Disiplin Kerja 

No.      Interval F Persentase 

1 62,6-65,7 4 1,65% 
2 59,4-62,5 13 5,37% 
3 56,2-59,3 25 10,33% 
4 53,0-56,1 33 13,64% 
5 49,8-52,9 35 14,46% 
6 46,6-49,7 47 19,42% 
7 43,4-46,5 43 17,77% 
8 40,2-43,3 26 10,74% 
9 37,0-40,1 16 6,61% 

Jumlah  242 100,00% 

(Sumber: Hasil olah data, 2015) 

 
Penentuan kecenderungan variabel, 

maka selanjutnya mencari nilai rata-rata 
ideal (Mi) dengan rumus Mi = ½ (Xmax + 
Xmin), mencari standar deviasi ideal (SDi) 
dengan rumus Sdi = 1/6 (Xmax-Xmin). Berda-
sarkan acuan norma di atas, mean variabel 
disiplin kerja adalah 42,50, dan standar 
deviasi ideal adalah 8,5. Dari perhitungan di 
atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas 
yaitu baik, cukup dan kurang. 

Berdasarkan perhitungan tersebut da-
pat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
variabel disiplin kerja disajikan pada Tabel 
6. 

Tabel 6. Kategorisasi Variabel Disiplin 
Kerja 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 ≥ 51 97 40,1 Baik 
2 34-50 145 59,9 Cukup 
3 < 34 0 0 Kurang 

  242 100,0  

 (Sumber: Hasil olah data, 2015) 

Tabel 6 menunjukkan bahwa  katego-
risasi disiplin kerja sebagian besar pada ka-
tegori cukup sebanyak 145 guru (59,9%). 
Sisanya berada pada kategori baik sebanyak 
97 guru (40,1%) dan pada kategori kurang 
tidak ada. Dengan demikian dapat disim-
pulkan bahwa kecenderungan disiplin kerja 
guru di SMK Kabupaten Sleman pada kate-
gori cukup. 

Variabel Budaya Sekolah   

Data variabel budaya sekolah diper-
oleh melalui budaya sekolah dengan 21 

butir pernyataan dan jumlah responden 242 
guru. Berdasarkan data budaya sekolah 
yang diolah maka diperoleh skor tertinggi 
sebesar 86,00 dan skor terendah sebesar 
43,00. Hasil analisis menunjukkan rerata 
(mean) sebesar 61,92, median 62,00, modus 
63,00, varians sebesar 79.54, range sebesar 
43,00 dan standar deviasi sebesar 8,91.  

Selanjutnya jumlah kelas dapat dihi-
tung dengan menggunakan rumus 1+ 3,3 
log n, dimana n adalah subjek penelitian. 
Dari perhitungan diketahui bahwa n = 242 
sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 
242 = 8,866 dibulatkan menjadi 9 kelas in-
terval. Rentang data dihitung dengan rumus 
nilai maksimal – nilai minimal, sehingga di-
peroleh rentang data sebesar 86 – 43= 43. 
Dengan diketahui rentang data maka dapat 
diperoleh panjang kelas sebesar 4.777 dibu-
latkan menjadi 4,8.  

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Variabel 
Budaya Sekolah 

No.Interval  F Persentase 

1 82,2-87,0 5 2,07% 
2 77,3-82,1 1 0,41% 
3 72,4-77,2 25 10,33% 
4 67,5-72,3 35 14,46% 
5 62,6-67,4 54 22,31% 
6 57,7-62,5 46 19,01% 
7 52,8-57,6 39 16,12% 
8 47,9-52,7 20 8,26% 
9 43,0-47,8 17 7,02% 

Jumlah  242 100,00% 

(Sumber: Hasil olah data, 2015) 
 

Penentuan kecenderungan variabel, 
maka selanjutnya mencari nilai rata-rata 
ideal (Mi) dengan rumus Mi = ½ (Xmax + 
Xmin), mencari standar deviasi ideal (SDi) 
dengan rumus Sdi = 1/6 (Xmax-Xmin). Berda-
sarkan acuan norma di atas, mean variabel 
budaya sekolah adalah 52.5, dan standar 
deviasi ideal adalah 10,5. Dari perhitungan di 
atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas yai-
tu baik, cukup dan kurang. 

Berdasarkan perhitungan tersebut da-
pat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
variabel budaya sekolah sebagaimana di-
sajikan pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Kategorisasi Variabel Budaya 
Sekolah 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 ≥ 63 120 49,6 Baik 
2 42-62 122 50,4 Cukup 
3 < 42 0 0 Kurang 

  242 100,0  

(Sumber: Hasil olah data, 2015) 

Tabel 8 menunjukkan bahwa  katego-
risasi disiplin kerja sebagian besar pada ka-
tegori baik sebanyak 120guru (49,6%). Sisa-
nya berada pada kategori cukup sebanyak 
122 guru (50,4%) dan pada kategori kurang 
tidak ada. Dengan demikian dapat disim-
pulkan bahwa kecenderungan budaya se-
kolah di SMK Kabupaten Sleman pada 
kategori baik. 

Variabel Kinerja Guru 

Data variabel kinerja guru diperoleh 
melalui kinerja guru dengan 32 butir per-
nyataan dan jumlah responden 242 guru. 
Berdasarkan data kinerja guru yang diolah 
maka diperoleh skor tertinggi sebesar 
128,00 dan skor terendah sebesar 77.00. Ha-
sil analisis menunjukkan rerata (mean) se-
besar 101,55, median 100,00, modus 96,00, 
varians sebesar 159,48, range sebesar 51,00 
dan standar deviasi sebesar 12,62. Rentang 
data dihitung dengan rumus nilai maksimal 
– nilai minimal, sehingga diperoleh rentang 
data sebesar 128 – 77= 51. Dengan diketahui 
rentang data maka dapat diperoleh panjang 
kelas sebesar 5.67 dibulatkan menjadi 5.7. 
Berikut adalah tabel distribusi frekuensi 
variabel kinerja guru: 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Variabel 
Kinerja Guru 

No. Interval  F Persentase 

1 123,4-129,1 6 2,48% 
2 117,6-123,3 23 9,50% 
3 111,8-117,5 31 12,81% 
4 106,0-111,7 41 16,94% 
5 100,2-105,9 19 7,85% 
6 94,4-100,1 46 19,01% 
7 88,6-94,3 34 14,05% 
8 82,8-88,5 24 9,92% 
9 77,0-82,7 18 7,44% 

Jumlah  242 100,00% 

(Sumber: Hasil olah data, 2015) 

Penentuan kecenderungan variabel, 
maka selanjutnya mencari nilai rata-rata 
ideal (Mi) dengan rumus Mi = ½ (Xmax + 
Xmin), mencari standar deviasi ideal (SDi) 
dengan rumus Sdi = 1/6 (Xmax-Xmin). Berda-
sarkan acuan norma di atas, mean variabel 
kinerja guru adalah 52,5, dan standar deviasi 
ideal adalah 10,5. Dari perhitungan di atas 
dapat dikategorikan dalam 3 kelas yaitu 
baik, cukup dan kurang. 

Berdasarkan perhitungan tersebut da-
pat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
variabel kinerja guru sebagaimana disajikan 
pada Tabel 10. 

Tabel 10. Kategorisasi Variabel Kinerja 
Guru 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 ≥ 63 158 65,3 Baik 
2 42-62 84 34,7 Cukup 
3 < 42 0 0 Kurang 

  242 100,0  

(Sumber: Hasil olah data, 2015) 

Tabel 10 menunjukkan bahwa  kate-
gorisasi kinerja guru sebagian besar pada 
kategori baik sebanyak 158 guru (65,3%). 
Sisanya berada pada kategori cukup seba-
nyak 84 guru (34,7%) dan pada kategori ku-
rang tidak ada. Dengan demikian dapat di-
simpulkan bahwa kecenderungan kinerja 
guru di SMK Kabupaten Sleman pada 
kategori baik. 

Uji Hipotesis 1 

Hipotesis yang pertama dalam pene-
litian ini adalah: “Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara kepemimpinan 
kepala sekolah terhadap kinerja guru”. Un-
tuk menguji hipotesis tersebut maka digu-
nakan analisis regresi sederhana dan hasil 
pengolahan data dapat dijelaskan hal-hal 
sebagai berikut : 

Angka R sebesar 0,465 menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi/ hubungan antara 
variabel kinerja guru dengan variabel inde-
pendennya yaitu kepemimpinan kepala 
sekolah  dan dapat dikatagorikan “cukup”. 

Angka R Square atau Koefisien Deter-
minasi adalah sebesar positif 0,216 (berasal 
dari 0,465 x 0,465). Hal ini berati bahwa vari-
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asi dari variabel kinerja guru dapat di-
jelaskan oleh variabel kepemimpinan kepa-
la sekolah sebesar 21,6,2%, sedangkan sisa-
nya sebesar (100-21,6 = 78,4) atau 78,4% 
dijelaskan oleh faktor yang lain. 

Persaaan regresi yang diperoleh ada-
lah sebagai berikut:  

Y= 52.511+0.465 X1  
Koefisien regresi 0,465 menunjukkan 

bahwa setiap kepemimpinan kepala seko-
lah bertambah bertambah 1 poin, maka ki-
nerja guru akan bertambah 0,465 poin. Se-
dangkan untuk menguji signifikansi kons-
tanta dan setiap variabel independen diba-
ngun Hapotesis sebagai berikut: 
Ho = Koefisien Regresi Tidak Signifikan 
Ha = Koefisien Regresi Signifikan 

Pengambilan keputusan berdasarkan 
probabilitas, yaitu dengan cara melihat 
kolom signifikansi (Sig.) dan diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
Jika Sig. > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak 
Jika Sig. < 0,05 maka Ho ditolak , Ha diterima 

Dari hasil pengolahan data diketahui 
nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000, kare-
na probabilitas/tingkat signifikansi ini lebih 
kecil daripada 0,05 (taraf signifikansi yang 
dipergunakan), dengan demikian Ho dito-
lak. Hal ini berarti bahwa model regresi ini 
dapat dipakai untuk memprediksi tingkat 
kinerja guru. Dengan kata lain: “Terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
kinerja guru”. 

Uji Hipotesis 2 

Hipotesis yang kedua dalam peneliti-
an ini adalah : “Terdapat pengaruh yang po-
sitif dan signifikan antara komitmen guru 
terhadap kinerja guru”. Untuk menguji hi-
potesis tersebut maka digunakan analisis 
regresi sederhana dan hasil pengolahan da-
ta dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut  

Angka R sebesar 0,397 menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi/ hubungan antara 
variabel kinerja guru dengan variabel inde-
pendennya yaitu komitmen guru  dan dapat 
dikatagorikan “cukup”. 

Angka R Square atau Koefisien Deter-
minasi adalah sebesar positif 0,158 (berasal 
dari 0,397 x 0,397). Hal ini berati bahwa vari-

asi dari variabel kinerja guru dapat dijelas-
kan oleh variabel komitmen guru sebesar 
15,8%, sedangkan sisanya sebesar  (100-15,8 
= 84,2) atau 84,2% dijelaskan oleh faktor 
yang lain. 

Persamaan regresi yang diperoleh 
adalah sebagai berikut: 

Y= 64.941+0.397X1  
Koefisien regresi 0,317 menunjukkan bahwa 
setiap komitmen guru bertambah bertam-
bah 1 poin, maka kinerja guru akan bertam-
bah 0,317 poin. Sedangkan untuk menguji 
signifikansi konstanta dan setiap variabel 
independen dibangun Hapotesis sebagai 
berikut: 
Ho = Koefisien Regresi Tidak Signifikan 
Ha = Koefisien Regresi Signifikan 

Pengambilan keputusan berdasarkan 
probabilitas, yaitu dengan cara melihat ko-
lom signifikansi (Sig.) dan diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
Jika Sig. > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak 
Jika Sig. < 0,05 maka Ho ditolak , Ha diterima 

Dari hasil pengolahan data diketahui 
nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000, kare-
na probabilitas/tingkat signifikansi ini lebih 
kecil daripada 0,05 (taraf signifikansi yang 
dipergunakan), dengan demikian Ho dito-
lak. Hal ini berarti bahwa model regresi ini 
dapat dipakai untuk memprediksi tingkat 
kinerja guru. Dengan kata lain: “Terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara 
komitmen guru terhadap kinerja guru”. 

Uji Hipotesis 3 

Hipotesis yang ketiga dalam peneliti-
an ini adalah : “Terdapat pengaruh yang po-
sitif dan signifikan antara disiplin kerja gu-
ru terhadap kinerja guru”. Untuk menguji 
hipotesis tersebut maka digunakan analisis 
regresi sederhana dan hasil pengolahan da-
ta dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 

Angka R sebesar 0,465 menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi/ hubungan antara 
variabel kinerja guru dengan variabel inde-
pendennya yaitu disiplin kerja guru dan 
dapat dikatagorikan “cukup”. 

Angka R Square atau Koefisien Deter-
minasi adalah sebesar positif 0,216 (berasal 
dari 0,465 x 0,465). Hal ini berati bahwa vari-
asi dari variabel kinerja guru dapat dijelas-
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kan oleh variabel disiplin kerja guru sebesar 
21,6,2%, sedangkan sisanya sebesar (100-
21,6 = 78,4) atau 78,4% dijelaskan oleh faktor 
yang lain. 

Persamaan regresi yang diperoleh 
adalah sebagai berikut: 

Y= -6.718+0.317 X1  
Koefisien regresi 0,317 menunjukkan bahwa 
setiap disiplin kerja guru bertambah ber-
tambah 1 poin, maka kinerja guru akan 
bertambah 0,317 poin. Sedangkan untuk 
menguji signifikansi konstanta dan setiap 
variabel independen dibangun Hapotesis 
sebagai berikut: 
Ho = Koefisien Regresi Tidak Signifikan 
Ha = Koefisien Regresi Signifikan 
Pengambilan keputusan berdasarkan prob-
abilitas, yaitu dengan cara melihat kolom 
signifikansi (Sig.) dan diperoleh hasil se-
bagai berikut: 
Jika Sig. > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak 
Jika Sig. < 0,05 maka Ho ditolak , Ha diterima 

Dari hasil pengolahan data diketahui 
nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000, kare-
na probabilitas/tingkat signifikansi ini lebih 
kecil daripada 0,05 (taraf signifikansi yang 
dipergunakan), dengan demikian Ho dito-
lak. Hal ini berarti bahwa model regresi ini 
dapat dipakai untuk memprediksi tingkat 
kinerja guru. Dengan kata lain: “Terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara 
disiplin kerja guru terhadap kinerja guru”. 

 

Uji Hipotesis 4 
Hipotesis yang keempat dalam pene-

litian ini adalah : “Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara budaya seko-
lah terhadap kinerja guru”. Untuk menguji 
hipotesis tersebut maka digunakan analisis 
regresi sederhana dan hasil pengolahan d-
ata dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 

Angka R sebesar 0,497 menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi/hubungan antara 
variabel kinerja guru dengan variabel inde-
pendennya yaitu budaya sekolah  dan dapat 
dikatagorikan “cukup”. 

Angka R Square atau Koefisien Deter-
minasi adalah sebesar positif 0,247 (berasal 
dari 0,497 x 0,497). Hal ini berati bahwa vari-
asi dari variabel kinerja guru dapat dijelas-
kan oleh variabel budaya sekolah sebesar 

24,7%, sedangkan sisanya sebesar  (100-
24,7= 75,3) atau 75,3% dijelaskan oleh faktor 
yang lain. 

Persamaan regresi yang diperoleh 
adalah sebagai berikut: 

Y= 57.969+0.497X1  
Koefisien regresi 0.497 menunjukkan bahwa 
setiap budaya sekolah bertambah bertam-
bah 1 poin, maka kinerja guru akan bertam-
bah 0,497 poin. Dari hasil pengolahan data 
diketahui nilai tingkat signifikansi sebesar 
0,000, karena probabilitas/tingkat signifi-
kansi ini lebih kecil daripada 0,05 (taraf 
signifikansi yang dipergunakan), dengan 
demikian Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa 
model regresi ini dapat dipakai untuk mem-
prediksi tingkat kinerja guru. Dengan kata 
lain: “Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara budaya sekolah terhadap 
kinerja guru”. 

Uji Hipotesis 5 

Hipotesis yang kelima dalam peneli-
tian ini adalah : “Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara kepemimpinan 
kepala sekolah, komitmen guru, disiplin 
kerja guru dan budaya sekolah secara si-
multan terhadap kinerja guru”. Untuk 
menguji hipotesis tersebut maka digunakan 
analisis regresi berganda dan hasil peng-
olahan data dapat dijelaskan hal-hal sebagai 
berikut: 

Angka R sebesar 0.715 menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi/ hubungan antara 
variabel kinerja guru dengan semua varia-
bel independennya yaitu kepemimpinan ke-
pala sekolah, komitmen guru, disiplin kerja 
guru dan budaya sekolah secara simulatan 
(bersama-sama) dan dapat dikatagorikan 
“kuat”. 

Angka R Square atau Koefisien Deter-
minasi adalah sebesar positif 0.512 (berasal 
dari 0,715 x 0,715). Hal ini berati bahwa vari-
asi dari variabel kinerja guru dapat dijelas-
kan oleh variabel kepemimpinan kepala, 
komitmen guru, disiplin kerja guru dan bu-
daya sekolah secara simulatan (bersama-
sama) sebesar 51,2%, sedangkan sisanya se-
besar  (100-51,2 = 48,8) atau 48,8% dijelaskan 
oleh faktor yang lain. 
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Persamaan regresi yang diperoleh 
adalah sebagai berikut: 

Y= -6.718+0.317 X1+0.225 X2 +0.265 

X3+0.323 X4  
Persamaan tersebut menunjukkan 

bahwa nilai koefisien X1 sebesar 0.317 yang 
berarti kepemimpinan kepala sekolah (X1) 
meningkat 1 poin maka kinerja guru (Y) 
akan meningkat 0.317 poin dengan asumsi 
X2, X3, X4 tetap. Selanjutnya koefisien X2 
sebesar 0.225 yang berarti apabila nilai ko-
mitmen guru (X2) meningkat 1 poin maka 
pertambahan nilai pada kinerja guru (Y) 
akan meningkat 0.225 dengan asumsi X1, 
X3, X4 tetap. Koefisien X3 sebesar 0.265 
yang berarti apabila nilai disiplin kerja guru 
(X3) meningkat 1 poin maka pertambahan 
nilai pada kinerja guru (Y) akan meningkat 
0.265 dengan asumsi X1, X2, X4 tetap. Koefi-
sien X4 sebesar 0.323 yang berarti apabila 
nilai budaya sekolah (X4) meningkat 1 poin 
maka pertambahan nilai pada kinerja guru 
(Y) akan meningkat 0.323 dengan asumsi 
X1, X2, X3 tetap.  

Dari hasil pengolahan data diketahui 
nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000, kare-
na probabilitas/tingkat signifikansi ini lebih 
kecil daripada 0,05 (taraf signifikansi yang 
dipergunakan), dengan demikian Ho dito-
lak. Hal ini berarti bahwa model regresi ini 
dapat dipakai untuk memprediksi tingkat 
kinerja guru. Dengan kata lain: “Terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara 
kepemimpinan kepala sekolah, komitmen 
guru, disiplin kerja dan budaya sekolah 
secara simultan terhadap kinerja guru” 

Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 

Berdasarkan hasil analisis regresi gan-
da dapat diketahui besarnya Sumbangan 
Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR) 
setiap variabel bebas (kepemimpinan kepa-
la sekolah, komitmen guru, disiplin kerja 
dan budaya sekolah) terhadap variabel ter-
ikat (kinerja guru).  

Besarnya bobot sumbangan efektif 
untuk masing masing variabel bebas dan 
variabel terikat pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: Variabel kepemimpinan ke-
pala sekolah mempunyai sumbangan efek-
tif sebesar 14.8%, komitmen guru mempu-

nyai sumbangan efektif sebesar 8,9%, disip-
lin kerja sebesar 11,4% dan budaya sekolah 
sebesar 16,1%.  

Selain diketahui besarnya sumbangan 
efektif untuk masing-masing variabel, hasil 
perhitungan juga menunjukkan besarnya 
sumbangan relatif untuk masing-masing 
variabel bebas. Variabel kepemimpinan ke-
pala sekolah sebesar 28.9%, komitmen guru 
sebesar 17,4%, disiplin kerja sebesar 22,3% 
dan budaya sekolah sebesar 31,4%. 

Pembahasan  

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah ter-
hadap Kinerja Guru di SMK Kabupaten Sleman  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kepemimpinan kepala sekolah ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja guru SMK Kabupaten Sleman. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan pendapat 
Mulyasa (2007, p. 140) bahwa salah satu 
faktor yang mempengaruhi kinerja guru 
adalah manajemen termasuk dalam hal ini 
kepemimpinan kepala sekolah. Hasil pene-
litian ini senada dengan hasil temuan dari 
Munfangati & Widodo (2014, p. 230) yang 
menyatakan bahwa kinerja guru ditinjau 
dari nilai kompetensi yang dilakukan oleh 
Kepala Sekolah menunjukkan pencapaian 
sebesar 80,25% yang berarti baik. 

Dengan demikian dapat diketahui 
bahwa semakin baik kepemimpinan kepala 
sekolah, maka semakin baik pula kinerja 
guru. Begitu sebaliknya semakin kurang 
baik kepemimpinan kepala sekolah dalam 
manajemen sekolah, maka semakin kurang 
baik pula kinerja guru di SMK Kabupaten 
Sleman.  

Pengaruh Komitmen Guru terhadap Kinerja 
Guru di SMK Kabupaten Sleman  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa komitmen guru berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja guru di 
SMK Kabupaten Sleman. Hasil penelitian 
ini sesuai dengan pendapat Hasibuan & 
Moedjiono (2006, p. 40) bahwa salah satu 
faktor yang mempengaruhi kinerja guru 
dalam melaksanakan tugas mengajar yakni 
faktor perilaku guru. Faktor perilaku guru 
sangat menentukan proses keberhasilan 
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belajar siswa diantaranya komitmen guru 
sebagai faktor intern dari perilaku guru.  Se-
makin baik komitmen guru, maka semakin 
baik pula kinerja guru. Sebaliknya semakin 
kurang baik komitmen guru, maka semakin 
kurang baik pula kinerja guru di SMK 
Kabupaten Sleman.  

Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru 
di SMK Kabupaten Sleman  

Hasil penelitian ini menunjukan bah-
wa disiplin kerja berpengaruh secara positif 
terhadap kinerja guru di SMK Kabupaten 
Sleman. Disiplin kerja merupakan hal yang 
perlu dilakukan guru untuk mencapai ki-
nerja yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Kunandar (2007, p. 60) menjelas-
kan bahwa dalam menjalankan tugasnya se-
orang guru harus memiliki beberapa ke-
mampuan diantaranya disiplin dalam men-
jalankan tugas. Hal ini juga diperkuat de-
ngan pendapat Mulyasa (2007, p. 136) bah-
wa kinerja merupakan hasil atau keluaran 
dari suatu proses. Apabila dalam proses 
menjalankan tugas guru melakukan kedi-
siplinan kerja yang baik, maka hasil kinerja 
juga akan menjadi baik.  

Disiplin kerja guru merupakan salah 
satu tugas dari seorang guru. Kedisiplinan 
seorang guru dapat dilihat dari beberapa 
hal. Hal ini sebagaimana yang dikemuka-
kan oleh Terry (1993) bahwa disiplin kerja 
seorang guru dapat dilihat dari kepatuhan 
guru terhadap peraturan yang berlaku di 
sekolah, termasuk tepat waktu ketika da-
tang kesekolah dan tanggung jawab terha-
dap tugasnya sebagai pelajar, belajar sesuai 
dengan metode belajar yang telah disepa-
kati bersama, pemeliharaan sarana dan per-
lengkapan belajar dengan baik.  

Dengan demikian dapat diketahui 
bahwa semakin baik disiplin kerja guru, 
maka semakin baik pula kinerja guru. 
Sebaliknya, semakin kurang disiplin kerja 
guru maka semakin kurang pula kinerja 
guru di SMK Kabupaten Sleman.  

Pengaruh Budaya Sekolah terhadap Kinerja 
Guru di SMK Kabupaten Sleman  

Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa budaya sekolah berpengaruh positif 

terhadapkinerja guru di SMK Kabupaten 
sleman. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
nilai signikansi sebesar 0,000 yang lebih ke-
cil dari taraf signifikansi yang diperguna-
kan sebesar 0,05. Hasil penelitian ini dikuat-
kan dengan pendapat Mulyasa (2007, p. 140) 
bahwa salah satu faktor yang mempeng-
aruhi produktivitas kerja adalah lingkung-
an dan suasana kerja.  

Budaya sekolah sering disebut dengan 
iklim kerja yang menggambarkan suasana 
hubungan kerja antara sesama guru, antara 
guru dengan kepala sekolah, antara guru 
dengan tenaga kependidikan lainnya serta 
antardinas di lingkungannya merupakan 
wujud dari lingkungan yang kondusif. Me-
nurut Hasanah (2008,p. 12), budaya sekolah 
dapat digambarkan melalui sikap saling 
mendukung (supportive), tingkat persaha-
batan (collegial), tingkat keintiman (intimate) 
serta kerja sama (cooperative). Kondisi yang 
terjadi atas keempat dimensi budaya seko-
lah tersebut berpotensi meningkatkan ki-
nerja guru. Apabila budaya sekolah dapat 
dikembangkan maka efektivitas dan pro-
duktivitas sekolah akan meningkat dan pe-
ningkatan tersebut akan berdampak pada 
peningkatan kinerja. 

Dengan demikian semakin baik bu-
daya sekolah yang ada di lingkungan guru, 
maka semakin baik pula kinerja guru. Se-
baliknya, semakin kurang baik budaya se-
kolah maka semakin kurang baik pula ki-
nerja guru di SMK Kabupaten Sleman.  

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Ko-
mitmen Guru, Disiplin Kerja dan Budaya Se-
kolah secara Simultan terhadap Kinerja Guru di 
SMK Kabupaten Sleman  

Berdasarkan hasil penelitian menun-
jukkan bahwa kepemimpinan kepala seko-
lah, komitmen guru, disiplin kerja guru dan 
budaya sekolah secara simultan berpenga-
ruh signifikan terhadap kinerja guru di 
SMK Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai nilai signifikansi sebesar 0,000 
yang berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pen-
dapat Mulyasa (2007, p. 140) bahwa banyak 
faktor mempengaruhi kinerja diantaranya 
manajemen dalam hal ini kepemimpinan 
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kepala sekolah, dan lingkungan termasuk 
budaya sekolah. Hasil penelitian ini juga 
sesuai dengan pendapat Hasibuan & 
Moedjiono (2006, p.40) bahwa faktor yang 
mempengaruhi kinerja guru dalam melak-
sanakan tugas mengajar dyakni faktor ling-
kungan dan faktor perilaku guru. Faktor 
lingkungan sangat mempengaruhi tugas 
guru pada tahap sebelum pengajaran dan 
dalam menyusun suatu pelajaran. Yang ter-
masuk kedalam faktor lingkungan dianta-
ranya budaya sekolah. Sementara faktor pe-
rilaku guru sangat menentukan proses ke-
berhasilan belajar siswa. Perilaku-perilaku 
yang harus dilaksanakan guru diantara de-
ngan kedisiplinan kerja guru dan komitmen 
guru pada sekolah.  

Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa kepemimpinan sekolah, komitmen 
guru, disiplin kerja dan budaya sekolah ber-
pangaruh secara simultan terhadap kinerja 
guru di SMK Kabupaten Sleman. Semakin 
baik kepemimpinan sekolah, komitmen gu-
ru, disiplin kerja dan budaya sekolah, maka 
semakin baik pula kinerja guru di SMK 
Kabupaten Sleman. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: (1) terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan kepe-
mimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 
guru; (2) terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan komitmen guru terhadap ki-
nerja guru; (3) terdapat pengaruh yang posi-
tif dan signifikan disiplin guru terhadap 
kinerja guru sebesar; (4) terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan budaya sekolah 
terhadap kinerja guru; (5) terdapat penga-
ruh yang positif dan signifikan kinerja ke-
pemimpinan, komitmen guru, disiplin kerja 
guru dan budaya sekolah secara simultan 
terhadap  kinerja guru. 

Berdasarkan hasil analisis regresi gan-
da diketahui besarnya Sumbangan Efektif 
(SE) setiap variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Besarnya bobot sumbangan efektif 
untuk setiap variabel bebas dan variabel ter-
ikat pada penelitian ini adalah sebagai beri-

kut : variabel kepemimpinan kepala sekolah 
mempunyai sumbangan efektif sebesar 
14,8%, komitmen guru mempunyai sum-
bangan efektif sebesar 8,9%, disiplin kerja 
mempunyai sumbangan efektif sebesar 
11,4% dan budaya sekolah mempunyai 
sumbangan efektif sebesar 16,1%. 

Berdasarkan simpulan penelitian, ada 
beberapa saran yang dapat disampaikan 
yaitu sebagai berikut. Pertama, bagi pihak 
sekolah agar dapat menciptakan budaya se-
kolah yang kondusif yang dapat mendu-
kung kinerja guru seperti menumbuhkan 
kerja sama, rasa persahabatan, dan saling 
mendukung dalam mencapai tujuan seko-
lah. Kedua, bagi guru agar meningkatkan 
komitmen dan disiplin kerja  seperti tepat 
waktu ketika datang ke sekolah, patuh ter-
hadap peraturan yang berlaku di sekolah 
dan loyal terhadap sekolah. Ketiga, bagi 
peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini da-
pat menjadi bahan pertimbangan dan dapat 
melanjutkan penelitian dengan meneliti 
faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi 
kinerja guru seperti faktor kompensasi dan 
faktor kreativitas guru.  
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Abstrak 
Peran pendidikan tidak dapat dianggap sebagai pelengkap dalam pembangunan sebuah 
negara. Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya 
menciptakan kualitas manusia Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. 
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas manajemen sebuah organisasi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penerapan ISO 9001:2008. Pada 
penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi 
penelitian dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini 
berfokus penerapan sistem manajemen mutu, khususnya klausul kelima mengenai tanggung 
jawab manajemen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Surabaya telah mengimplementasikan ISO 9001:2008 dengan baik. Hal ini 
diketahui dari tahapan plan, do, check, dan action (PDCA) yang telah dilakukan secara 
berkesinambungan melibatkan unit pelaku proses yang ada di dalamnya sehingga 
pengelolaan organisasi berjalan efektif dan efisien serta mampu memenuhi kebutuhan dan 
harapan pelanggan. 
Kata kunci: mutu, pendidikan, PDCA, ISO   
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Pendahuluan 

Salah satu upaya pemerintah Indo-
nesia mencerdaskan kehidupan bangsa ada-
lah melalui pembangunan dalam bidang 
pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
dewasa ini pendidikan merupakan kebu-
tuhan mendasar yang wajib dipenuhi oleh 
masyarakat. Menurut Otzold (Larasati, 
Hanafi, & Hayat, 2003, p. 39) menyatakan 
bahwa sekolah adalah lembaga yang memi-
liki keinginan untuk berubah paling rendah 
apabila dibandingkan dengan lembaga lain, 
seperti lembaga bisnis dan perdagangan. 
Pendidikan sejatinya memiliki peran yang 
cukup vital dalam proses peningkatan sum-
ber daya manusia yang unggul. Sebenarnya 
pemerintah Indonesia telah berupaya untuk 
mewujudkan pembangunan pendidikan 
yang berkualitas. Hal ini dapat diketahui 
dari pengembangan dan perbaikan kuriku-
lum, optimalisasi sarana dan prasaran pen-
didikan, pengadaan dan pengembangan 
materi ajar, serta pelatihan tenaga kepen-
didikan. Akan tetapi, upaya yang telah di-
lakukan pemerintah belum memperlihat-
kan hasil yang menggembirakan. Berdasar-
kan data dari survei Human Development 
Index, Indonesia menduduki peringkat ke-
113 dari 188 negara (United Nations Devel-
opment Programme, 2016, p. 231). Pening-
katan kualitas manusia melalui pendidikan 
sudah sepatutnya menjadi perhatian, kare-
na dengan pendidikan yang bermutu akan 
melahirkan manusia yang berkualitas. Me-
nurut Sugiyono (Ulfi, 2012, p. 18) menyata-
kan bahwa kegagalan pendidikan mem-
bangun sumber daya manusia yang unggul 
salah satunya disebabkan oleh pengelolaan 
pendidikan yang belum profesional. Selain 
itu, beberapa penyebab rendahnya kualitas 
pendidikan antara lain, lemahnya kuriku-
lum yang dibuat, sarana dan prasarana 
yang tidak memadai, suasana dan ling-
kungan kerja yang tidak kondusif, prosedur 
dan sistem pendidikan yang buruk, jadwal 
kerja yang tidak konsisten, minimnya sum-
ber daya yang dimiliki, pengembangan 
SDM yang tidak berkelanjutan (Sallis, 2011, 
p. 104). 

Dalam beberapa tahun terakhir telah 
banyak perhatian mengenai pengembangan 

konsep sistem manajemen mutu dalam 
peningkatan kualitas pendidikan dan orga-
nisasi. Di dalam sistem tersebut terdiri atas 
cara pengukuran, prosedur standard, dan 
praktik langsung dalam perbaikan yang 
berkelanjutan pada barang dan jasa (Eu-
ropean Association for Quality Assurance in 
Higher Education, 2015, pp. 6-7). Implemen-
tasi sistem manajemen mutu telah menjadi 
sebuah hal yang wajar di dunia pendidikan 
(Doherty, 2008, p. 255; Dumond & Thomas, 
2013, p. 128), dimana pada tingkatan man-
ajerial dan organisasi memiliki tujuan untuk 
mencapai capaian kinerja yang telah diten-
tukan. Tentu saja pencapaian kinerja ini se-
bagai salah satu upaya peningkatan keung-
gulan bersaing lembaga pendidikan melalui 
monitoring dan evaluasi menuju organisasi 
yang efektif dan efisien. Selain itu, mana-
jemen mutu akan mampu mengidentifikasi 
harapan pelanggan dan stakeholders serta 
mengelola fungsi dan layanan organisasi 
menuju peningkatan kinerja pendidikan 
dan kepuasan stakeholders. Salah satu sis-
tem manajemen mutu yang layak untuk 
diimplementasikan adalah International 
Standardization of Organization  (ISO). 

Pelaksanaan ISO akan menuntut 
sekolah atau lembaga pendidikan menerap-
kan standard prosedur internasional dalam 
melaksanakan manajemen mutu mereka. 
Sistem manajemen mutu seperti ISO 
9001:2008 merupakan sarana penting dalam 
pencapaian kualitas dan mutu terkait 
dengan Total Quality Management. ISO 
9001:2008 bertujuan untuk memberikan 
jaminan bahwa sebuah organisasi telah 
memberian barang atau jasa sesuai dengan 
standard dan persyaratan yang sudah di-
tetapkan (Gaspersz, 2005, p. 17). Selain itu, 
ISO juga merupakan sebuah alat pembuk-
tian pengakuan melalui logo registrasi 
setelah mendapatkan sertifikasi dari pihak 
ketiga. Logo tersebut merupakan sebuah 
pencapaian, dimana organisasi telah mene-
rapkan dokumentasi sistem mutu yang 
disiplin berstandar internasional (Sallis, 
2011, p. 121) 

Kepuasan pelanggan merupakan tu-
juan akhir dari organisasi. Tentu saja hal ter-
sebut tidak dapat dipenuhi apabila tidak 
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terdapat sebuah sistem manajemen mutu 
yang mampu mengembangkan serta me-
ningkatkan proses kinerja dan sumber daya 
secara berkelanjutan. Penerapan sistem ter-
sebut juga sebagai modal dalam mengha-
dapi persaingan internasional, terutama 
dalam bidang pendidikan (Kesit, 2009).  

Penerapan ISO di perguruan tinggi 
merupakan suatu cara untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran beserta proses yang 
berjalan sehingga menghasilkan lulusan 
berkualitas. ISO 9001 memiliki delapan 
prinsip mutu yang dapat digunakan mana-
jemen sebagai panduan untuk organisasi-
nya menuju peningkatan kinerja. Prinsip 
tersebut meliputi cara pandang organisasi 
memenuhi kebutuhan dan harapan dari 
pelanggan. Penentuan visi, tujuan dan ke-
bijakan-kebijakan oleh manajemen meng-
arah pada pelibatan sumber daya manusia 
yang ada di dalamnya serta akan mengelola 
proses untuk meningkatkan efektivitas ki-
nerja organisasi. 

Sistem manajemen mutu (SMM) ISO 
9001:2008 ini sudah banyak diterapkan di 
perguruan tinggi baik negeri maupun swas-
ta dan dijalankan juga pada level fakultas. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Su-
rabaya merupakan salah satu lembaga pen-
didikan yang menerapkan ISO melalui Tuv 
Nord Indonesia. Berdasarkan uraian terse-
but maka muncul pertanyaan mengenai im-
plementasi SMM ISO 9001:2008 di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (FE 
Unesa), maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui implementasi pe-
nerapan ISO 9001:2008. Fokus penelitian ini 
adalah pada klausul 5 dari sistem ma-
najemen mutu, yaitu tanggung jawab 
manajemen. 

Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan melalui 
pendekatan kualitatif. Penelitian ini ber-
tujuan sebagai pengungkapan informasi 
kualitatif sehingga menekankan pada masa-
lah makna dan proses melalui pendeskrip-
sian masalah (Satori & Komariyah, 2017). 
Jenis penelitian ini adalah penelitian des-
kriptif, karena penelitian dilakukan pada 

variabel mandiri tanpa melakukan perban-
dingan dengan variabel atau bahkan meng-
hubungkan dengan variabel lain. Sumber 
data yang digunakan adalah sumber data 
primer meliputi, hasil wawancara langsung 
dengan unit pelaku proses SMM ISO 
9001:2008 di FE Unesa, dan sumber data 
sekunder yang meliputi dokumen yang 
relevan dengan topik penelitian, foto-foto 
dan benda yang bisa dijadikan pelengkap 
dalam data primer.  

Lokasi penelitian ada di FE Unesa 
Jalan Ketintang, Surabaya. Sedangkan tek-
nik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah, wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi. Miles dan Huberman (Satori 
& Komariyah, 2017) menyatakan bahwa ke-
giatan analisis data meliputi, reduksi data, 
penyajian data, serta penarikan kesimpulan 
dan verifikasi. Sedangkan untuk pengecek-
an keabsahan data dilakukan dengan cara 
melakukan pengecekan kredibilitas, depen-
dabilitas, dan konfirmabilitas. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

FE Unesa telah menerapkan ISO 
9001:2008 sejak 12 Maret 2015. Dalam kurun 
waktu tersebut hingga 2018 telah banyak 
perbaikan yang dirasakan setelah meng-
implementasikan sistem manajemen mutu. 
Tujuan manajemen mutu yang mengatur 
manajemen dalam organisasi untuk men-
capai kepuasan pelanggan mampu menun-
jukkan perbaikan dari tahun ke tahun. 
Continuous Improvement yang menjadi roh 
sistem manajemen mutu mampu berinteg-
rasi untuk mewujudkan visi misi Fakultas 
Ekonomi Unesa. Dari delapan standard 
yang ada di ISO 9001:2008 kajian pem-
bahasan penelitian berfokus pada klausul 
lima, yaitu mengenai tanggung jawab ma-
najemen. Adapun poin-poin dalam klausul 
ini adalah sebagai berikut. 

Komitmen Manajemen 

Dekan selaku pimpinan fakultas 
memberikan arahan dan mengomunikasi-
kan mengenai penerapan sistem man-
ajemen mutu kepada seluruh unit kerja di 
Fakultas Ekonomi Unesa dalam penetapan 
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dan sosialisasi kebiijakan mutu serta sa-
saran mutu fakultas yang telah dibuat. 
Komitmen manajemen yang dilakukan se-
lama implementasi adalah dengan melaku-
kan rapat tinjauan manajemen sebanyak 
dua kali dalam satu tahun sebagai evaluasi 
sasaran mutu dan pencapaiannya sehingga 
menjadi evaluasi dalam penetapan sasaran 
mutu tahun berikutnya. Sasaran mutu fa-
kultas merupakan keseluruhan target setiap 
bidang di FE Unesa dan masing-masing 
Jurusan selingkung Fakultas, yaitu Bidang 
Akademik, Bidang Umum dan Keuangan, 
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Jurus-
an Pendidikan Ekonomi, Jurusan Akun-
tansi, Jurusan Manajemen, Jurusan Ilmu 
Ekonomi. 

Fokus pada Pelanggan 

Fokus dalam penerapan sistem ma-
najemen mutu ini tentu saja pelanggan. Ber-
dasarkan Prosedur Mutu nomor 04/MR/ 
FE-UNESA manajemen telah membagi jenis 
pelanggan menjadi dua, yaitu pelanggan 
internal dan pelanggan eksternal. Pelang-
gan internal adalah dosen dan tenaga ke-
pendidikan FE Unesa. Sementara itu pe-
langgan eksternal adalah mahasiswa FE 
Unesa. Beberapa upaya peningkatan fokus 
pada pelanggan yang telah dilakukan 
antara lain peningkatan kualitas sarana dan 
prasana dalam menunjang aktivitas pelang-
gan. Misalkan untuk pelanggan internal 
meliputi penyediaan jaringan internet, ru-
ang kerja yang representatif, sistem infor-
masi, pemberian kesempatan untuk me-
ngembangkan diri melalui pelatihan dan 
sarana penunjang laboratorium untuk ke-
giatan belajar mengajar. Dari sisi pelanggan 
eksternal, manajemen fokus kepada kuali-
tas perkuliahan dan sarana pendukung di 
dalamnya. Manajemen menerapkan sistem 
e-monitoring bagi seluruh pelanggan untuk 
mengisi kepuasan layanan yang dilakukan 
setiap akhir semester melalui website 
www.fe.unesa.ac.id/emonitoring. Secara fi-
sik bentuk saran dan masukan dari pelang-
gan dapat ditampung melalui ketersediaan 
kotak saran disetiap gedung FE Unesa. 
Hasil dari keluhan dan saran di kotak saran 
akan ditindak lanjuti setiap bulan dan 

dibahas melalui mekanisme rapat tinjauan 
manajemen. 

Kebijakan Mutu 

Salah satu syarat dalam penerapan 
sistem manajemen mutu adalah melalui 
penetapan kebijakan mutu. Berikut adalah 
isi dari kebijakan mutu FE Unesa: 
1) Kurikulum, melakukan peninjauan dan 

pemutakhiran kurikulum secara ber-
kala sesuai kebutuhan stakeholder. 

2) Sumber Daya Manusia, meningkatkan 
kompetensi, kualifikasi, rasio tenaga 
pendidik, kependidikan secara berke-
lanjutan. 

3) Mahasiswa, meningkatkan mutu sis-
tem penerimaan dan seleksi mahasiswa 
serta layanan kemahasiswaan untuk 
menghasilkan profil mahasiswa yang 
memiliki jiwa entrepreneur dan ber-
prestasi. 

4) Lulusan, menghasilkan lulusan yang 
kompeten di bidangnya, memberikan 
manfaat bagi lapangan kerja dan 
masyarakat, serta menjunjung tinggi 
etika profesinya. 

5) Proses Pembelajaran, meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran melalui 
perencanaan dan strategi yang sesuai. 

6) Suasana Akademik, menciptakan sua-
sana akademik yang kondusif dalam 
mendukung kegiatan Tridarma Per-
guruan Tinggi. 

7) Keuangan, mengelola keuangan secara 
prosedural,transparan dan akuntabel. 

8) Sarana dan Prasarana, menyediakan 
dan meningkatkan akses serta penda-
yagunaan sarana prasarana yang sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa, tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan 

9) Sistem Informasi, menyediakan layan-
an komunikasi dan informasi yang 
terintegrasi bagi mahasiswa, pendidik 
dan tenaga kependidikan. 

10) Penelitian dan Publikasi,  meningkat-
kan kuantitas dan kualitas penelitian 
dan publikasi mahasiswa dan dosen 
baik di tingkat nasional dan internasio-
nal. 
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11) Pengabdian Kepada Masyarakat, me-
ningkatkan kuantitas dan kualitas 
pengabdian masyarakat 

12) Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, 
meningkatkan kuantitas dan kualitas 
kerja sama dengan stakeholder dari 
dalam dan luar negeri 

13) Manajemen Lembaga, meningkatkan 
sistem tata kelola lembaga (perencana-
an, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi) 

Perencanaan 

FE Unesa memiliki perencanaan 
strategis yang dituangkan dalam rencana 
strategis untuk mencapai visi lembaga. 
Salah satunya manajemen telah mene-
tapkan sasaran mutu sebagai tools untuk 
mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah 
sasaran mutu tahun 2017 yang telah 
ditentukan oleh Fakultas. 
1) Melakukan peninjauan dan pemu-

takhiran kurikulum secara berkala 
sesuai kebutuhan stakeholder. 

2) Meningkatkan kompetensi, kualifikasi, 
rasio kecukupan tenaga pendidik, 
kependidikan secara berkelanjutan. 

3) Meningkatkan mutu sistem penerima-
an dan seleksi mahasiswa serta layanan  
kemahasiswaan untuk menghasilkan 
profil mahasiswa yang memiliki jiwa 
entrepreneur dan berprestasi. 

4) Menghasilkan lulusan yang kompeten 
di bidangnya, memberikan manfaat 
bagi lapangan kerja dan masyarakat, 
serta menjunjung tinggi etika profesi-
nya 

5) Meningkatkan kualitas proses pem-
belajaran melalui perencanaan dan 
strategi yang sesuai. 

6) Menciptakan suasana akademik yang 
kondusif dalam mendukung kegiatan 
Tridarma Perguruan Tinggi. 

7) Mengelola keuangan secara prosedu-
ral, transparan dan akuntabel. 

8) Menyediakan dan meningkatkan akses 
serta pendayagunaan sarana prasarana 
yang sesuai dengan kebutuhan maha-
siswa, tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan. 

9) Menyediakan layanan komunikasi dan 
informasi yang terintegrasi bagi ma-
hasiswa, pendidik dan tenaga ke-
pendidikan. 

10) Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
penelitian dan publikasi mahasiswa 
dan dosen baik di tingkat  nasional dan 
internasional 

11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
pengabdian masyarakat. 

12) Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
kerjasama dengan stakeholder dari da-
lam dan luar negeri. 

13) Meningkatkan sistem tata kelola lem-
baga (perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengawasan dan evalu-
asi) 

Tanggung Jawab, Wewenang dan 
Komunikasi 

FE Unesa dalam implementasi sistem 
manajemen mutu  ISO 9001:2008 memiliki 
unit-unit yang membantu pada tingkat 
jurusan dan fakultas. Pada tingkat jurusan 
yaitu Unit Penjaminan Mutu (UPM), dan 
ditingkat fakultas yaitu Gugus Penjaminan 
Mutu (GPM) dan ISO Sekretariat. Manage-
ment Representative dalam hal ini melekat 
kepada ketua GPM dan ISO Sekretariat. 
Kontrol dokumen dilakukan oleh sekretaris 
GPM dibantu oleh UPM jurusan. Pola 
komunikasi diantara unit tersebut sangat 
diperlukan untuk mendukung efektivitas 
pelaksanaan sistem manajemen mutu di FE 
Unesa. Komunikasi tersebut melalui rapat 
koordinasi bulanan antara Tim GPM dan 
ISO Sekretariat dan pimpinan fakultas atau 
UPM. 

Tinjauan Manajemen 

Rapat tinjauan manajemen dilakukan 
dua kali dalam setahun. Hal tersebut sesuai 
dengan prosedur mutu yang telah ditetap-
kan yaitu Prosedur Mutu nomor 05/MR/ 
FE-UNESA. Pelaksaaan kegiatan ini meru-
pakan bentuk komitmen manajemen dalam 
memastikan berjalannya sistem mutu se-
cara efektif serta berkesinambungan. Selain 
itu, sebagai sarana untuk melakukan per-
baikan berkelanjutan. Tinjauan Manajemen 
adalah media untuk meninjau performansi 
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sistem manajemen mutu serta memastikan 
kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya 
terus berlanjut. Adapun agenda pelaksana-
an Rapat Tinjauan Manajemen ini adalah 
sebagai berikut. 
1) Hasil dari pelaksanaan Audit Mutu 

Internal 
2) Laporan keluhan pelanggan 
3) Performansi atau kinerja proses dan 

kesesuaian produk 
4) Status Tindakan Koreksi dan Tindakan 

Pencegahan 
5) Hasil dari tindak lanjut rapat tinjauan 

manajemen sebelumnya 
6) Perubahan kebijakan dan regulasi yang 

berpengaruh kepada sistem manaje-
men mutu  

7) Memberikan rekomendasi sebagai per-
baikan (improvement) untuk pelaksana-
an sistem manajemen mutu tahun 
berikutnya. 

 
Penerapan ISO pada sebuah organi-

sasi akan meningkatkan kinerja dan keung-
gulan bersaing (Valmohammadi & Kalan-
tari, 2015, p. 515). Organisasi pendidikan 
akan berjalan efektif dan efisien dalam pe-
layanan administratif, kinerja operasional, 
otomatisasi, penerapan standard prosedur 
yang jelas apabila sistem manajemen mutu 
dilakukan dengan berkelanjutan (Moturi & 
Mbithi, 2015, p. 759). Prinsip manajemen 
mutu yang melalui Plan, Do, Check dan 
Action harus mampu diterapkan dengan 
berkesinambungan dengan kerjasama anta-
ra manajemen dan unit kerja. ISO secara 
spesifik mensyaratkan adanya perencana-
an, pengimplementasian, dan pengelolaan 
sistem manajemen mutu dimana tujuan dari 
hal tersebut adalah kepuasan pelanggan. 
Secara konsep standard merupakan pende-
katan yang lazim diterapkan di organisasi 
bisnis yang fokus pada pelanggan. Akan 
tetapi, dalam penekanannya pada bidang 
pendidikan ISO layak untuk dijadikan 
pilihan dalam peningkatan kualitas mutu 
pendidikan melalui efektivitas organisasi 
dalam menghadapi tantangan di dunia 
pendidikan (Dumond & Thomas, 2013, p. 
133). Implementasi manajemen mutu ber-
gantung pada sinergi pemimpin lembaga 

pendidikan, tim penjaminan mutu, stake-
holder, unit kerja dalam penerapan standar 
kualitas mutu, komunikasi dan kepuasan 
pelanggan (Murniati, Usman, Husen, & 
Irani, 2018, p. 9). 

Olaru & Paunescu (2004) menyatakan 
bahwa, tahapan dalam mengimplementasi-
kan sistem ini adalah sebagai berikut: 
1) Melakukan identifikasi semua proses 

yang berdampak pada kualitas “pro-
duk”, sebagai contoh: pengajaran, pem-
belajaran dan penelitian 

2) Menentukan interaksi diantara unit 
pelaku proses dan mengembangkan 
sistem komunikasi. 

3) Menentukan jumlah sumber daya yang 
dibutuhkan untuk menciptakan kon-
disi organisasi yang efektif dan efisien 

4) Menentukan tujuan yang berhubungan 
dengan mutu dan menetapkan kapan 
tujuan tersebut akan tercapai. 

 
Berdasarkan hasil pembahasan yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 
diketahui bahwa FE Unesa telah mampu 
menerapkan sistem manajemen mutu ISO 
9001:2008 dengan baik. Hal ini dibuktikan 
dengan dipenuhinya setiap tahapan terse-
but. Penetapan kebijakan mutu, sasaran 
mutu dan  prosedur mutu diawali dengan 
proses identifikasi yang cermat. Interaksi 
komunikasi untuk perbaikan mutu diantara 
unit pelaku proses dilakukan melalui diada-
kannya Audit Mutu Internal yang dilaku-
kan dua kali dalam setahun. Proses peng-
kajian atas tujuan dan sasaran mutu yang 
belum tercapai dibahas dan dievaluasi pada 
saat rapat tinjauan manajemen. Pada rapat 
ini semua unit pelaku proses hadir untuk 
memberikan saran dan perbaikan atas di-
terapkannya sistem manajemen mutu. 

Simpulan 

Sesuai dengan hasil pembahasan 
yang telah diuraikan maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa FE Unesa telah mene-
rapkan prinsip-prinsip dan sistem mana-
jemen mutu sesuai dengan standard ISO 
9001:2008. Rapat tinjauan manajemen di-
lakukan dua kali dalam satu tahun untuk 
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membahas permasalahan yang berkaitan 
dengan kurang optimalnya implementasi 
ISO tersebut. Evaluasi manajemen dilaku-
kan untuk memperbaiki kekurangan se-
hingga perbaikan secara berkelanjutan akan 
terus dilakukan untuk mencapai kepuasan 
pelanggan di FE Unesa. Beberapa perbaikan 
yang telah dilakukan antara lain, penyem-
purnaan perangkat pembelajaran, perbaik-
an dan pembaharuan sarana dan prasaran 
yang menunjang kegiatan belajar mengajar, 
pembangunan infrastruktur melalui p-
emanfaat sistem informasi dalam memu-
dahkan layanan administrasi dan kegiatan 
akademik lainnya. FE Unesa juga memiliki 
kebijakan mutu dan sasaran mutu sebagai 
acuan dalam mencapai tujuan organisasi. 
Selain itu pemberian wewenang dan tang-
gung jawab yang jelas melalui unit pendu-
kung terlaksananya ISO memberikan dam-
pak positif terhadap penerapan sistem 
manajemen mutu. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak perubahan kebijakan kelulusan dalam 
meningkatkan persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya, kegiatan monitoring 
dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan ujian nasional 
terhadap peningkatan persiapan SDM di Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan jenis research of policy. Data dikumpulkan melalui wawancara, 
observasi, dan studi dokumen. Keabsahan data diuji melalui trianggulasi data dan trianggulasi 
metode. Analisis data menggunakan model interactive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perubahan kebijakan kelulusan tidak berdampak pada perkembangan kegiatan persiapan peserta 
didik sekolah tingkat atas negeri dan swasta, tidak berdampak pada peningkatan jumlah sarana 
dan prasarana sekolah swasta, dan tidak berdampak pada peningkatan biaya persiapan ujian 
nasional sekolah negeri dan swasta. Orang tua, peserta didik, dan pendidik sekolah negeri dan 
swasta merasakan dampak negatif yang sama yaitu menurunnya motivasi orang tua memantau 
perkembangan anak, motivasi belajar peserta didik, dan motivasi mengajar pendidik. Dampak 
positif adalah menurunnya tingkat kecurangan saat pelaksanaan ujian nasional. Kepala sekolah 
sekolah negeri dan swasta dan dinas terkait melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebelum, 
saat, dan setelah pelaksanaan ujian nasional, namun tindak lanjut hasil kegiatan monitoring dan 
evaluasi belum mempengaruhi perkembangan kegiatan persiapan sumber daya manusia, jumlah 
sarana dan prasarana, dan biaya persiapan ujian nasional. Perubahan kebijakan kelulusan tidak 
berdampak pada peningkatan mutu pendidikan menengah di Kota Bima. 
Kata kunci: kebijakan kelulusan, pendidikan menengah, mutu pendidikan 

 
THE IMPACT OF CHANGES IN THE POLICY OF GRADUATION 

TO THE SECONDARY EDUCATION IN BIMA-WEST NUSA TENGGARA 

Abstract 
This study aims to identify the impact of changes in the policy of graduation to improve the preparation of 
human resources, facilities and infrastructures, budgeting, monitoring and evaluating, and following-up of 
monitoring and evaluating in implementation of national exam preparation towards improving the human 
resources preparation in Bima-West Nusa Tenggara. This is a qualitative research method and kind of the 
research is policy research. Data were collected through interviews, observation and document study. Data 
validation examined by data and method triangulation. The data analysis used by interactive. The results 
showed that the graduation policy changes had no impact on the progress of the preparation public and 
private senior high school, had no impact on increasing the number of facilities and infrastructures of private 
school, and had no impact on increasing the graduation exam preparation budgeting of national public and 
private secondary schools. The parents, students, and teachers of public and private school felt the same 
negative impact. The negative impact were declining motivation of parents to monitor child development, 
motivation of learners, and educators teach motivation. Positive impact was a decreased level of cheating 
during the implementation of the national exam. The principals and government did the monitoring and 
evaluating before, during, and after the implementation of the national exam, but following-up of the 
monitoring and evaluating had not affected for preparation of human resources, facilities and infrastructures, 
and the budgeting of national exam preparation. 
Keywords: policy of graduation, senior high school, and quality of education 
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Pendahuluan 

Pendidikan memiliki peran penting 
dalam pertumbuhan dan perkembangan 
suatu negara, daerah, dan masyarakat. Pen-
didikan bukan hanya menjadi tolak ukur 
pencapaian kesuksesan, namun juga men-
jadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan 
dari setiap individu. Menurut Prasetyaning 
(2014), dari tahun ke tahun minat masyara-
kat dalam dunia pendidikan selalu mening-
kat, khususnya di Indonesia. Hal ini diper-
kuat dengan adanya penambahan jumlah 
institusi pendidikan dasar dan menengah 
serta jumlah anak Indonesia yang menda-
patkan akses pendidikan dasar dan mene-
ngah. Hal ini menjelaskan bahwa masyara-
kat Indonesia telah menyadari pentingnya 
pendidikan. 

Penerapan atau perubahan kebijakan 
baru terkadang bukan menjadi solusi ter-
baik untuk memperbaiki sebuah permasa-
lahan. Nugroho (2013, p. 13) menyatakan 
bahwa “tidak ada preferensi yang terbaik 
akan bentuk kebijakan. Namun demikian, 
tren ke depan adalah kebijakan yang detail 
sampai implementasinya sehingga tidak 
menambah kebijakan baru di bawahnya. 
Hanya, terdapat kelemahan utama, yaitu 
jika diperlukan perubahan, maka prosesnya 
sangat sulit, berat, lama, dan kerenanya ma-
hal, karena yang diubah adalah induk ke-
bijakan. Berbeda jika yang hendak diubah 
adalah kebijakan di bawahnya tingkat pen-
jelasan atau pelaksanaan”. 

Pendapat tersebut menjelaskan bah-
wa setiap pembuatan kebijakan tidak men-
jamin adanya perbaikan secara menyelu-
ruh. Sebuah kebijakan terkadang bukan me-
rupakan solusi terbaik dalam menyelesai-
kan masalah. Pembuatan kebijakan baru 
membutuhkan proses yang sulit, lama, dan 
biaya banyak (mahal). Hal ini dikarenakan 
kebijakan yang dirubah bukan kebijakan di 
bawahnya (daerah), melainkan kebijakan 
induk (pusat). 

Kebijakan kelulusan pada tahun 2014 
berbeda dengan tahun 2015. Fungsi ujian 
nasional tahun 2014 berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 68 
(Republik Indonesia, 2013) adalah sebagai: 
(1) pemetaan mutu program satuan pendi-

dikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pen-
didikan selanjutnya, (3) penentu kelulusan, 
dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan 
dalam upaya meningkatkan mutu pendi-
dikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 68 (Presiden RI, 
2015), fungsi ujian nasional tahun 2015 ada-
lah sebagai: (1) pemetaan mutu program sa-
tuan pendidikan, (2) pertimbangan seleksi 
masuk jenjang pendidikan selanjutnya, dan 
(3) pembinaan dan pemberian bantuan un-
tuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Penggunaan hasil ujian nasional seba-
gai standar penentu kelulusan menjadi sa-
lah satu masalah bagi peserta didik, pendi-
dik, dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini 
menimbulkan berbagai kepentingan dari 
berbagai pihak. Kepentingan dari pelaksa-
naan ujian nasional menimbulkan masalah 
baru baik di lembaga dan daerah. 

Data tahun 2014 menyebutkan bahwa 
SMA/MA di Kota Bima memperoleh nilai 
rata-rata 43.40 dan tahun 2015 dengan rata-
rata 42.46. Penurunan nilai rata-rata ujian 
nasional juga terjadi pada SMK (Sekolah 
Menengah Kejuruan). Tahun 2014 nilai rata-
rata ujian nasional SMK di Kota Bima se-be-
sar 49.95, namun tahun 2015 menurun men-
jadi 42.03. Perolehan rata-rata hasil ujian 
nasional SMK tahun 2015 menurun sebesar 
7.92 dari tahun sebelumnya (Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). 

Data di atas memberikan dua dugaan 
sementara yaitu: (1) kebijakan kelulusan 
dengan tidak menggunakan ujian nasional 
sebagai standar kelulusan mengurangi kua-
litas pendidikan peserta didik pendidikan 
menengah di Kota Bima dan (2) kebijakan 
kelulusan dengan menggunakan ujian na-
sional sebagai standar kelulusan mening-
katkan kualitas pendidikan peserta didik 
pendidikan menengah. 

Mihaela (2015, p. 548) menjelaskan 
sebagai berikut “social policies should place 
greater emphasis on the development of human 
resources by means of permanent education and 
education stimulus. Long term growth of com-
petitiveness is influenced by the quality of said 
human resources. And this quality is propor-
tional with the level of education. More than 
that, the competitiveness of the human resources 
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is influenced by continually extending and 
updating the knowledge level and adapting to the 
ever shifting market conditions. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan sosial harus 
mengutamakan pengembangan sumber da-
ya manusia melalui cara pendidikan perma-
nen dan dorongan pendidikan. Hal ini kare-
na perkembangan jangka panjang ditentu-
kan oleh sejauh mana sumber daya manusia 
yang ada dapat berkembang dengan baik. 

Menurut Lindblom Fowler (2009, p. 
3), “policy is sometimes the outcomes of a polit-
ical compromise among policy makers, none of 
whom had in mind quite the problem to which 
the argued policy is the solution.... and some-
times policies are not decide upon, but never-
theless ‘happen’”. Berdasarkan definisi terse-
but, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
kadangkala merupakan hasil dari kompro-
mi politik di antara para pembuat kebijak-
an, tidak banyak yang berpendapat kebijak-
an adalah solusi sebuah masalah dan ter-
kadang kebijakan tidak diputuskan ber-
dasarkan permohonan. 

Levinson, Sutton, & Winstead (2009, 
p. 770) menyatakan bahwa “in particular, we 
understand policy as a complex, ongoing social 
practice of normative cultural production consti-
tuted by diverse actors across diverse contexts. 
On the one hand, the most immediate product of 
the policy process should be understood as a 
normative cultural discourse with positive and 
negative sanctions, that is, a set of statements 
about how things should or must be done, with 
corresponding inducements or punishments”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan merupakan 
sesuatu yang komplek, dibentuk oleh aktor 
dan konteks yang beragam. Hasil dari pro-
ses kebijakan adalah seperangkat pernyata-
an tentang hal-hal yang harus dilakukan. 
Seperangkat pernyataan tersebut harus 
berlandaskan hukum. 

Menurut Nugroho (2013, p. 6), “kebi-
jakan (policy) adalah an authoritative decision. 
Decision made by the one who hold the author-
ity, formal or informal”. Artinya, kebijakan 
adalah sebuah keputusan otoritatif. Kepu-
tusan yang dibuat oleh orang yang meme-
gang otoritas formal atau informal. Pen-

dapat tersebut menjelaskan bahwa kebijak-
an merupakan aturan atau keputusan yang 
bersifat memaksa. 

Fischer, Miller, & Sidney (2007, pp. 
45–55) memperkenalkan empat siklus kebi-
jakan yaitu: (1) agenda setting: Problem recog-
nition and issue selection (tahapan penetapan 
agenda dalam siklus kebijakan: Pengenalan 
masalah dan pemilihan isu), (2) policy formu-
lation and decision-making (perumusan kebi-
jakan dan pembuatan keputusan), (3) imple-
mentation (implementasi kebijakan), dan (4) 
evaluation and termination (evaluasi dan 
penghentian). 

Dunn (2008, p. 46) menyebutkan enam 
tahapan dalam proses pembuatan kebijakan 
yaitu: (1) agenda setting (penyusunan agen-
da), (2) policy formulation (formulasi kebijak-
an), (3) policy adoption (adopsi kebijakan), (4) 
policy implementation (implementasi kebijak-
an), (5) policy succession (penggantian kebi-
jakan), dan (6) policy termination (peng-
hentian kebijakan). 

Hallsworth, Parker, & Rutter (2011, p. 
23) menyebutkan terdapat delapan karak-
teristik proses pembuatan kebijakan sebagai 
berikut: (1) forward looking: takes a long term 
view, based on statistical trends and informed 
predictions, of the likely impact of policy; (2) 
outward looking: takes account of factors in the 
national, European and international situation 
and communicates policy effectively; (3) inno-
vative and creative: questions established ways 
of dealing with things and encourages new ideas; 
open to comments and the suggestions of others; 
(4) using evidence: uses best available evidence 
from a wide range of sources and involves key 
stakeholders at an early stage; (5) inclusive: takes 
account of the impact on the needs of all those di-
rectly or indirectly affected by the policy; (6) eva-
luates: builds systemic evaluation of early out-
comes into the policy process; (7) reviews: keeps 
established policy under review to ensure it con-
tinues to deal with the problems it was designed 
to tackle, taking account of associated effects 
elsewhere; and (8) learns lessons: learns from 
experience of what works and what does not. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa dalam proses pem-
buatan kebijakan harus mempertimbang-
kan hal-hal sebagai berikut: (1) pandangan 
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jangka panjang, (2) pertimbangan terhadap 
situasi dan komunikasi nasional dan kebi-
jakan internasional, (3) inovatif dan kreatif, 
(4) menggunakan bukti terbaik yang terse-
dia dari berbagai sumber dan melibatkan 
stakeholder utama pada tahap awal pem-
buatan kebijakan. 

Bell & Stevenson (2006, p. 115) me-
nyebutkan faktor-faktor yang mempeng-
aruhi formulasi dan implementasi kebijak-
an. Faktor tersebut disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Bell & Stevenson (2006, p.115) 

Gambar 1. Policy into Practice: Strategic 
Planning 

Berdasarkan gambar tersebut dapat 
disimpulkan bahwa terdapat dua faktor 
utama yang mempengaruhi perumusan ke-
bijakan yaitu: (1) lingkungan sosial-politik 
yang meliputi kebutuhan ekonomi, identi-
tas nasional, dan nilai uang dan (2) arah 
strategis meliputi akuntabilitas kontrol lang-
sung dan kontrol tidak langsung, otonomi 
sekolah, dan perencanaan jangka panjang.  

Fowler (2009, pp. 140-156) membagi 
beberapa aktor kebijakan utama dalam pen-
didikan yaitu: (1) government actor (aktor pe-
merintah) meliputi legislative branch (peme-
rintah legislatif), executive branch (pemerin-
tah eksekutif), dan judicial branch (pemerin-
tah yudisial), (2) local government actor (aktor 

pemerintah daerah) meliputi local boards of 
education (dewan lokal pendidikan) dan 
superintendents (pengawas), dan (3) non-go-
vernmental policy actor (aktor kebijakan non-
pemerintah) meliputi interest groups (kelom-
pok kepentingan), education interest groups 
(kelompok-kelompok kepentingan pendi-
dikan), non-education interest group (kelom-
pok kepentingan non-pendidikan), policy 
network (jaringan kebijakan), policy planning 
organizations (organisasi perencanaan kebi-
jakan), dan the media (media). 

Menurut Fattah (2012, p. 2), mutu ada-
lah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh 
suatu produk atau jasa (service) yang dapat 
memenuhi kebutuhan atau harapan, ke-
puasan (satisfaction) pelanggan (customers) 
yang dalam pendidikan di kelompokkan 
men-jadi dua, yaitu internal customers yaitu 
siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar 
(learners) dan eksternal customers yaitu ma-
syarakat dan dunia industri. 

Berdasarkan definisi tersebut, terda-
pat dua kelompok pelanggan pendidikan 
yaitu, pelanggan internal (peserta didik) 
dan pelanggan eksternal (masyarakat dan 
dunia industri). Peserta didik selain meru-
pakan pelanggan internal juga sebagai sa-
saran pendidikan. Oleh karena itu, pengem-
bangan potensi peserta didik harus dilaku-
kan dengan maksimal agar mampu ber-
saing dalam masyarakat dan dunia industri.  

Menurut Usman (2014, p. 543) mutu 
di bidang pendidikan meliputi mutu input, 
proses, output, dan outcome. Input pendidik-
an dinyatakan bermutu jika siap berproses. 
Proses pendidikan bermutu apabila mampu 
menciptakan suasana yang PAKEMB (Pem-
belajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenang-
kan, dan Bermakna). Output dinyatakan ber-
mutu jika hasil belajar akademik dan non-
akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan 
bermutu apabila lulusan cepat terserap di 
dunia kerja, gaji wajar, semua pihak meng-
akui kehebatan lulusan dan merasa puas. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pendidikan dikatakan 
bermutu apabila mampu menciptakan pro-
ses pembelajaran yang aktif, kreatif, menye-
nangkan, dan bermakna sehingga output 
(peserta didik) dan outcome  (lulusan) mem-

Policy 

Formulation 

Policy 

Implementation 

Socio-political 

environment 
• Economic utility 

• National identity 

• Value for money 
 

Strategic direction 

• Accountability 
• Direct and indirect 

control 

• Autonomous school 
• Long-term planning 

Organizational principles 

• Values and beliefs 

• Head teacher leadership and 
responsibility 

• School-based resourcing 

 

Operational practices and 

procedures 

• Short planning horizons 
• Short-term problem solving 

• Consultation and 

collaboration 
• Professional development 



174   −   Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 

Volume 6, No 2, September  2018 

peroleh kualitas kompetensi akademik dan 
non-akademik dengan  maksimal. Kemam-
puan ini yang akan digunakan peserta didik 
untuk bersaing dalam memperoleh kepuas-
an stakeholders (pelanggan). 

Majchrzak & Markus (2014, p. 137) 
menjelaskan “policy research is about helping 
people take socially responsible action to improve 
our world by bringing together evidence, that is, 
facts established through careful procedures and 
analysis, and meaning, that is, value, options, 
and beliefs about what is important”. Artinya, 
penelitian kebijakan adalah tentang mem-
bantu orang mengambil tindakan yang ber-
tanggungjawab secara sosial untuk mening-
katkan dunia dengan menyatukan bukti, 
yaitu fakta yang dibentuk melalui prosedur 
cermat dan analisis, dan makna, yaitu nilai, 
pilihan, dan keyakinan tentang sesuatu 
yang penting. 

Suyono (2010) menemukan bahwa, (1) 
buku pedoman penting digunakan dalam 
pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sebagai 
penetapan prosedur pelaksanaan UN, (2) 
terdapat perbedaan persiapan ujian antara 
siswa SMA perkotaan dan SMA pinggiran, 
(3) perbedaan pendapat tentang kriteria ke-
panitiaan di tingkat sekolah, (4) pengoreksi-
an hasil ujian tidak transparan, (5) sebagian 
pembiayaan ujian berasal dari BPJS, (6) alir-
an dana dari pusat kurang lancar, (7) siswa 
kesulitan dalam masalah biaya, motivasi 
dalam belajarm kesiapan mental, dan sa-
rana belajar, dan (8) biaya persiapan UN, 
biaya les di sekolah atau bimbingan belajar, 
dan pembelian buku-buku. 

Berdasarkan identifikasi dan rumus-
an masalah, tujuan penelitian ini adalah un-
tuk mengidentifikasi dampak perubahan 
kebijakan kelulusan dalam meningkatkan 
persiapan sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana, biaya, kegiatan monitoring 
dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil moni-
toring dan evaluasi persiapan pelaksanaan 
ujian nasional terhadap peningkatan per-
siapan SDM di Kota Bima 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pende-
katan kualitatif dengan jenis penelitian re-
search of policy. Penelitian dilakukan dengan 

memilih sekolah berdasarkan pertimbang-
an tujuan penelitian, fokus penelitian, sum-
ber data, dan pengumpulan data dalam pe-
nelitian. Penelitian dilaksanakan di sekolah 
pendidikan menengah Negeri/Swasta Kota 
Bima-Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidik-
an, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota 
Bima, dan Departemen Agama (Depag) Kota 
Bima. Penelitian dilakukan pada 05 Febru-
ari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016. 

Sumber data dalam penelitian ini di-
bagi menjadi dua yaitu, (1) narasumber 
utama (key informant) yaitu kepala sekolah 
pendidikan menengah Negeri/Swasta, dan 
(2) narasumber (informant) terdiri dari 
kepala Dikpora, kepala bidang pendidikan 
menengah, staf fungsional umum (JFU) 
Pengembangan Potensi Siswa-Depag, pen-
didik, dan peserta didik. 

Sumber data dalam penelitian ini ter-
diri dari 1 (satu) orang kepala dinas pendi-
dikan, pemuda, dan olahraga, 1 (satu) orang 
kepala bidang pendidikan menengah, 1 
(satu) orang staf fungsional umum (JFU) 
Pengembangan Potensi Siswa-Depag, 6 
(enam) orang kepala sekolah, 12 (dua belas) 
orang pendidik, dan 12 (dua belas) orang 
peserta didik. Total sumber data adalah 33 
(tiga puluh tiga) orang dengan pembagian 6 
(enam) orang sebagai key informant (kepala 
sekolah) dan 27 (dua puluh tujuh) orang 
sebagai informant (kepala dinas pendidikan, 
pemuda dan olahraga, kepala bidang pen-
didikan menengah, staf fungsional umum 
(JFU) Pengembangan Potensi Siswa-Depag, 
pendidik, dan peserta didik).  

Sumber data observasi terdiri atas: (1) 
observasi kegiatan les peserta didik, obser-
vasi pembelajaran di kelas, (2) observasi 
kondisi lingkungan sekolah, (3) observasi 
simulasi UNBK dan USBK, (4) observasi 
sarana dan prasarana sekolah, (5) observasi 
monitoring kepala sekolah, dan (6) observasi 
monitoring Dikpora dan Depag sebelum 
pelaksanaan Ujian Nasional. 

Sumber data studi dokumen terdiri 
dari: (1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 dan 
2015 tentang Kegiatan Penyelenggaraan 
Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa 
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Pendidikan Menengah, (2) nilai rata-rata 
UKG NTB tahun 2014 dan 2015, (3) nilai 
Rata-rata UN Nasional tahun 2014 dan 2015, 
(4) Keriteria Kelulusan SMA/MA/ SMK 
Kota Bima, (5) Perda Kota Bima Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pen-
didikan, (6) Petunjuk Teknis Bantuan Ope-
rasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah 
Atas Tahun 2015, (7) Sarana dan Prasarana 
Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Bima 
Tahun 2014 dan 2015, (8) Permen Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Pra-
sarana Sekolah/Madrasah, (9) PP RI Nomor 
13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, (10) Permendiknas Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Standar Proses, dan (11) 
Buku Tamu Sekolah 

Instrumen yang digunakan dalam pe-
nelitian ini adalah peneliti sendiri (human 
instrument). Peneliti kualitatif berfungsi me-
netapkan fokus penelitian, memilih sumber 
data, melakukan pengumpulan data, meni-
lai kualitas data, menganalisis data, dan  me-
narik kesimpulan dari data yang ditemu-
kan. Pedoman wawancara digunakan seba-
gai instrumen bantuan. 

Langkah yang dilakukan dalam meng-
analisis data wawancara yaitu, (1) data yang 
diperoleh direduksi dengan me-lakukan pe-
milihan data yang relevan, (2) data diseder-
hanakan dan disusun secara sistematis de-
ngan menonjolkan hal-hal yang penting un-
tuk mengambil inti sari ringkasan temuan, 
(3) hasil reduksi data disajikan secara siste-
matis dalam laporan agar mudah dipahami, 
dan (4) mengambil kesimpulan. Pencarian 
makna (pola, tema, hipotesis, hubungan, 
dan sebagainya) dari data yang dikumpul-
kan pada awal penelitian penting untuk 
mempermudah penyajian dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Persiapan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil wawancara seluruh 
responden, perbedaan pada intensitas keha-
diran peserta didik dalam pelaksanaan les 
pada sekolah menengah negeri dan swasta 
sangat terlihat. Peserta didik sekolah mene-
ngah negeri lebih antusias pada pelaksana-

an les, namun tidak demikian dengan peser-
ta didik sekolah menenga swasta. Partisi-
pasi peserta didik saat pelaksanaan les di 
sekolah menengah swasta sangat kurang. 
Hal ini karena jarak sekolah dan rumah 
yang berjauhan, kepedulian orang tua terha-
dap perkembangan peserta didik kurang, 
dan faktor ekonomi peserta didik. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa perubahan kebi-
jakan kelulusan tidak berdampak positif 
pada kesiapan peserta didik sekolah mene-
ngah swasta. Hasil Uji Kompetensi Guru 
(UKG) saat perubahan kebijakan kelulusan 
berdampak pada pelaksanaan MGMP guna 
meningkatkan persiapan pendidik dalam 
membantu meningkatkan kualitas pendi-
dikan di Kota Bima. 

Berdasarkan hasil pengamatan pelak-
sanaan kegiatan les, simulasi UNBK, dan 
kegiatan belajar mengajar dapat disimpul-
kan bahwa kehadiran dan antusias peserta 
didik sekolah menengah negeri lebih tinggi 
dari pada sekolah menengah swasta. Seko-
lah menengah swasta dengan fasilitas asra-
ma dapat mengontrol kegiatan peserta di-
dik dan memiliki tingkat kehadiran tinggi 
saat pelaksanaan les seperti sekolah mene-
ngah negeri. Pelaksanaan simulasi UNBK 
dan USBK pada sekolah menengah negeri 
dan swasta mendapat perhatian tinggi dari 
peserta didik. Seluruh peserta didik meng-
ikuti simulasi UNBK sesuai jadwal yang 
ditentukan sekolah. Peserta didik sekolah 
menengah swasta kurang antusias dalam 
mengikuti pelajaran, hal ini terlihat pada 
intensitas kehadiran dan keseriusan peserta 
didik yang rendah. Sekolah menengah swas-
ta dengan fasilitas asrama tidak mengalami 
hal serupa. 

Sekolah menengah negeri lebih ter-
atur dibandingkan sekolah menengah swas-
ta. Peraturan tentang kehadiran peserta di-
dik diatur dengan tegas, meskipun sebagian 
besar peserta didik berasal dari Kabupaten 
Bima dengan latar belakang keluarga eko-
nomi menengah ke bawah. Intensistas keha-
diran peserta didik yang sama pada proses 
belajar mengajar dan kegiatan les menjadi-
kan kesiapan peserta didik dan pendidik 
sekolah menengah negeri lebih tinggi dari 
pada sekolah menengah swasta. 
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Berdasarkan hasil studi dokumen, ni-
lai rata-rata ujian nasional sekolah mene-
ngah negeri dan swasta di Kota Bima tahun 
2015 menurun dibandingkan nilai rata-rata 
ujian nasional tahun 2014. Perubahan kebi-
jakan kelulusan dan kurangnya keinginan 
peserta didik melanjutkan sekolah diindika-
si menjadi penyebab menurunnya nilai rata-
rata ujian nasional sekolah menengah nege-
ri dan swasta di Kota Bima. Pemerintah Ko-
ta Bima menindaklanjuti hasil UKG tahun 
2015 dengan melaksanakan MGMP dan di-
harapkan agar kompetensi pendidik tahun 
2016 dapat meningkat. MGMP tingkat seko-
lah menengah diadakan pertama kali pada 
tanggal 11 Februari 2016 di SMKN 03 Kota 
Bima, beberapa minggu sebelum pelaksana-
an ujian nasional 2016. MGMP merupakan 
forum diskusi dan pengembangan kompe-
tensi pendidik mata pelajaran yang diuji-
nasionalkan.  

Temuan penelitian dampak perubah-
an kebijakan kelulusan terhadap kegiatan 
persiapan yaitu: (1) persiapan peserta didik 
sekolah menengah negeri dan swasta dila-
kukan melalui les, try-out, dan simulasi 
UNBK (bagi sekolah yang melaksanakan), 
(2) persiapan pendidik sekolah menengah 
negeri dan swasta dilakukan melalui kegiat-
an MGMP, (3) persiapan pendidik sekolah 
menengah negeri dan swasta seperti penye-
lenggaraan diklat, pelatihan, dan workshop 
kurang, (4) perhatian dan dukungan orang 
tua sekolah menengah negeri dan swasta 
kurang dalam memantau perkembangan 
peserta didik, (5) persiapan sumber daya 
manusia sekolah swasta menurun dalam 
menghadapi ujian nasional karena keter-
batasan dana dan fasilitas, (6) intensitas 
kehadiran peserta didik saat proses belajar 
mengajar dan kegiatan les di sekolah me-
nengah negeri dan swasta sangat berbeda 
jauh. Antusias peserta didik sekolah mene-
ngah negeri lebih tinggi dibandingkan seko-
lah menengah swasta, (7) peraturan sekolah 
swasta yang mengatur tentang batas waktu 
ketidakhadiran peserta didik kurang ketat, 
dan (8) peningkatan persiapan pendidik di 
sekolah menengah negeri dan swasta masih 
kurang, fokus sekolah hanya pada persiap-
an peserta didik. 

UU Sisdiknas BAB IV Pasal 7 ayat 1 
dan 2 tentang Hak dan Kewajiban Orang tua 
menjelaskan bahwa, “(1) orang tua berhak 
berperan serta dalam memilih satuan pen-
didikan dan memperoleh informasi tentang 
perkembangan pendidikan anaknya dan (2) 
orang tua dari anak usia wajib belajar, ber-
kewajiban memberikan pendidikan dasar 
kepada anaknya”. Orang tua sebagai pem-
bimbing peserta didik memiliki kewajiban 
memberikan pendidikan dasar pada anak, 
namun temuan di lapangan menggambar-
kan bahwa perhatian dan kepedulian orang 
tua pada perkembangan kemampuan anak 
dan kesadaran pentingnya pendidikan 
dasar dari orang tua masih sangat rendah. 

Persiapan Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan pendapat responden se-
kolah menengah negeri dan swasta dapat 
disimpulkan bahwa persiapan sarana dan 
prasarana dalam mempersiapkan peserta 
didik menghadapi ujian nasional dan keber-
hasilan proses belajar antara sekolah mene-
ngah negeri dan swasta terjadi perbedaan. 
Sekolah negeri lebih memiliki kesiapan sa-
rana dan prasarana dibandingkan sekolah 
swasta. Keterbatasan sarana dan prasarana 
serta kurangnya perhatian pemerintah da-
lam pengadaan buku penunjang pembel-
ajaran membuat persiapan sekolah mene-
ngah swasta sangat berbeda dengan sekolah 
menengah negeri. 

Berdasarkan hasil studi dokumen, 
ditemukan persamaan hasil wawancara dan 
studi dokumen, serta persamaan studi do-
kumen dan hasil observasi. Data Dikpora 
Kota Bima tahun 2015 menunjukkan bahwa 
ada perbedaan signifikan antara kondisi 
ruang kelas sekolah menengah negeri dan 
swasta. Berdasarkan data diperoleh infor-
masi bahwa kondisi ruang kelas sekolah 
menengah negeri dan swasta dibagi dalam 
tiga kategori, yaitu baik, rusak ringan, dan 
rusak berat. 81 (delapan puluh satu) ruang 
kelas SMA Negeri dalam kategori baik, 20 
(dua puluh) ruangan dalam kategori rusak 
ringan, dan 9 (sembilan) ruangan dalam ka-
tegori rusak berat, sedangkan SMA Swasta 
memiliki ruang kelas dalam kondisi baik 
sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ruang-
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an, 38 (tiga puluh delapan) ruangan dalam 
kondisi baik, dan 14 (empat belas) ruangan 
dalam kondisi rusak berat. 

Temuan penelitian dampak perubah-
an kebijakan kelulusan terhadap jumlah sa-
rana dan prasarana yaitu: (1) terdapat per-
bedaan sarana dan prasarana yang signi-
fikan antara sekolah menengah negeri dan 
swasta. Sekolah menengah negeri memiliki 
lebih banyak sarana dan prasarana yang da-
pat mendukung keberhasilan proses belajar 
mengajar, sedangkan sekolah menengah 
swasta tidak memiliki sarana dan prasarana 
sekolah yang cukup memadai dan (2) seko-
lah di Kota Bima belum memenuhi standar 
sarana dan prasarana seperti dalam Permen 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sara-
na dan Prasarana Sekolah/Madrasah dan 
PP RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Stan-
dar Nasional Pendidikan dan 

Sarana dan prasarana merupakan pe-
nunjang keberhasilan proses belajar meng-
ajar. Oleh karena itu, perhatian dan peng-
awasan pemerintah dan pemerintah daerah 
pada pengadaan saran dan prasarana seko-
lah harus ditingkatkan. Peraturan Pemerin-
tah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 9 
menjelaskan bahwa standar sarana dan pra-
sarana adalah kriteria mengenai ruangan 
belajar, tempat berolahraga, tempat beriba-
dah, perpustakaan, laboraturium, bengkel 
kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 
berekreasi serta sumber belajar lain, yang 
diperlukan untuk menunjang proses pem-
belajaran, termasuk penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan ketentuan di atas, sebu-
ah sekolah dapat dikatakan memenuhi stan-
dar apabila memiliki ruangan belajar, tem-
pat berolahraga, tempat beribadah, perpus-
takaan, laboraturium, bengkel kerja, tempat 
bermain, tempat berkreasi dan berekreasi 
serta sumber belajar lain, yang diperlukan 
untuk menunjang proses pembelajaran, ter-
masuk penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi. Sekolah menengah di Kota Bi-
ma sebagian besar belum memenuhi stan-
dar sarana dan prasarana nasional, diperlu-
kan perbaikan dan penambahan fasilitas 

agar proses belajar mengajar dapat berjalan 
lancar. 

Persiapan Biaya 

Berdasarkan pendapat responden se-
kolah menengah negeri dan sekolah mene-
ngah swasta dapat disimpulkan bahwa se-
kolah menengah negeri dan sekolah mene-
ngah swasta memiliki masalah yang hampir 
sama dalam pembiayaan persiapan ulangan 
semester, ujian sekolah, try-out, dan ujian 
praktek. Keterlambatan pencairan dana BOS 
dan pemberlakuan kebijakan pemerintah 
daerah tentang penonaktifan pemungutan 
pada komite menambah masalah pembia-
yaan persiapan menghadapi ujian nasional. 

Berdasarkan hasil studi dokumen 
pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 
Tahun 2014 Pasal 75 ayat 2 tentang Penye-
lenggaraan Pendidikan menyebutkan bah-
wa pemerintah daerah menjamin terseleng-
garanya wajib belajar 12 (dua belas) tahun 
tanpa pungutan biaya. Selanjutnya, sanksi 
terhadap pihak yang melakukan pemu-
ngutan biaya diatur pada Pasal 84 ayat 1, 
setiap sekolah yang melakukan pungutan 
akan dikenakan sanksi administratif seperti 
pembatalan pungutan, teguran tertulis, mu-
tasi, dan sanksi administratif lain sesuai de-
ngan ketentuan kepegawaian bagi PNS (Pe-
gawai Negeri Sipil) atau sesuai kesepakatan 
kerjasama bagi non-PNS. Dokumen ini 
memperjelas kebenaran bahwa penonaktif-
an pungutan biaya pada komite dilakukan 
di Kota Bima dan terdapat sanksi bagi se-
kolah atau pihak lain yang melanggar per-
aturan tersebut. 

Temuan penelitian dampak perubah-
an kebijakan kelulusan terhadap persiapan 
biaya pelaksanaan ujian nasional yaitu: (1) 
dana BOS merupakan satu-satunya dana 
rutin pemberian pemerintah pada sekolah 
negeri dan swasta dalam pembiayaan ke-
giatan operasional sekolah, (2) keterlambat-
an pencairan dana BOS menambah masalah 
pembiayaan persiapan ujian nasional, na-
mun sekolah negeri lebih dapat mengatasi 
masalah tersebut dibandingkan sekolah 
swasta, (3) pemerintah Kota Bima mengelu-
arkan kebijakan penonaktifan pemungutan 
pada komite melalui Perda Kota Bima No-
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mor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, dan (4) pemungutan dana pada 
komite hanya dapat dilakukan sekolah 
swasta dengan catatan sekolah tidak mema-
tok nominal dana. 

Berdasarkan Undang-Undang RI No-
mor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulus-
an Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian 
Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Seko-
lah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pa-
da SMP/MTs yang Sederajat dan SMA/ 
MA/SMK atau yang Sederajat pada Pasal 
25 dan 26 menyebutkan, 

Pasal 25 
(1) Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK 

menjadi tanggung jawab pemerin-
tah daerah dan satuan pendidikan 
yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan dan pelak-
sanaan UN menjadi tanggung ja-
wab Pemerintah dan pemerintah 
daerah. 

Pasal 26 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
satuan pendidikan dilarang memu-
ngut biaya pelaksanaan UN dari pe-
serta didik, orang tua/wali, dan/atau 
pihak yang membiayai peserta didik. 
 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat 
disimpulkan bahwa biaya pelaksanaan uji-
an nasional menjadi tanggungjawab peme-
rintah pusat, pemerintah daerah, dan satu-
an pendidikan sekolah. Pemungutan terha-
dap biaya pelaksanaan ujian nasional tidak 
boleh dilakukan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan satuan pendidikan 
sekolah pada peserta didik, orang tua/wali, 
dan/atau pihak yang membiayai peserta 
didik. 

Dampak Perubahan Kebijakan Kelulusan 
Bagi Orang tua, Peserta Didik, dan Pendidik 

Temuan penelitian dampak perubah-
an kebijakan kelulusan terhadap orang tua, 
peserta didik, dan pendidik yaitu: (1) dam-
pak positif adalah tindak kecurangan saat 
pelaksanaan ujian nasional pada sekolah 
menengah negeri dan swasta berkurang 
dan (2) dampak negatif antara lain: (a) moti-
vasi dan pengawasan orang tua terhadap 

perkembangan peserta didik ekolah negeri 
dan swasta menurun, (b) motivasi belajar 
peserta didik sekolah negeri dan swasta 
menurun, (c) motivasi mengajar pendidik 
sekolah negeri dan swasta menurun, dan 
(d) hanya peserta didik sekolah negeri dan 
swasta berkeinginan melanjutkan sekolah 
yang memiliki motivasi belajar tinggi. 

Monitoring dan Evaluasi 

Berdasarkan pendapat responden se-
kolah menengah negeri dan sekolah mene-
ngah swasta dapat disimpulkan bahwa 
monitoring dan evaluasi persiapan sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana, dan 
biaya sekolah menghadapi pelaksanaan uji-
an nasional dilakukan oleh kepala sekolah 
sebagai evaluator internal dan Dikpora 
dan/Depag sebagai evaluator eksternal se-
kolah. Hasil monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan kepala sekolah dan dinas ber-
samaan dibahas pada rapat MKKS sebelum 
dan setelah pelaksanaan ujian nasional. Ra-
pat MKKS sebelum ujian nasional sebagai 
wadah monitoring persiapan sekolah, se-
dangkan rapat setelah pelaksanaan ujian 
nasional sebagai wadah evaluasi terhadap 
pelaksanaan ujian nasional, sehingga hasil 
evaluasi dijadikan sebagai bahan tindak 
lanjut bagi pemerintah daerah dalam mem-
perbaiki faktor-faktor penghambat keberha-
silan mutu pendidikan. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada 
dua sekolah menengah swasta dan satu se-
kolah menengah negeri tentang pelaksana-
an monitoring Dinas terkait sebelum pelak-
sanaan ujian nasional dapat digambarkan 
bahwa evaluator eksternal melakukan pe-
ngecekan beberapa saat dengan mengeli-
lingi beberapa ruang kelas guna mengecek 
jumlah kursi dan meja dalam ruangan dan 
keadaan ruangan. Setelah itu, perwakilan 
Dinas terkait mengunjungi kepala sekolah 
dan pendidik serta bertanya seputar ke-
siapan sumber daya manusia dan sarana 
dan prasarana sekolah dalam menghadapi 
ujian nasional. Kepala sekolah dan pendidik 
memberikan informasi faktor penghambat 
persiapan peserta didik pada perwakilan 
Dinas terkait. Monitoring dilakukan untuk 
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mencari tahu kesiapan sekolah menyukses-
kan pelaksanaan ujian nasional. 

Berdasarkan hasil studi dokumen pa-
da buku tamu sekolah, terlihat bahwa Dik-
pora dan/ Depag Kota Bima, Dikpora dan/ 
Kemenag Provinsi NTB, Kemenag dan Ke-
mendikbud melakukan monitoring sebelum 
dan saat pelaksanaan ujian nasional. Moni-
toirng setelah ujian nasional dilakukan un-
tuk mengevaluasi hasil pelaksanaan ujian 
nasional. Monitoring setelah pelaksanaan 
ujian nasional di Kota Bima dilakukan 
melalui rapat MKKS. Seluruh kepala seko-
lah di Kota Bima diundang dalam rapat 
MKKS setelah pelaksanaan ujian nasional 
guna membahas hasil monitoring, hasil ujian 
nasional setiap sekolah, dan temuan saat 
pelaksanaan ujian nasional. Seluruh lapor-
an akan diberikan pada kepala sekolah se-
bagai monitoirng dan evaluasi Dikpora se-
telah pelaksanaan ujian nasional. Evaluasi 
pelaksanaan dan hasil ujian nasional tahun 
2015 diperlukan untuk mengambil langkah 
selanjutnya agar masalah selama pelaksana-
an ujian nasional menurun dan hasil ujian 
nasional meningkat. 

Temuan penelitian kegiatan monitor-
ing dan evaluasi kepala sekolah, Dikpora 
dan/ dinas terkait yaitu: (1) kepala sekolah 
sekolah menengah negeri dan swasta seba-
gai evaluator internal sekolah melakukan 
monitoring melalui rapat rutin setiap bulan 
beserta dewan pendidik dan melakukan 
monitoring langsung saat proses belajar pe-
serta didik. Rapat dilakukan untuk menge-
tahui sejauhmana perkembangan persiapan 
peserta didik, biaya, dan fasilitas sekolah 
menghadapi pelaksanaan ujian nasional 
dan (2) pengawas, Dikpora dan/ Depag Ko-
ta Bima, Dikpora dan/ Kemenag provinsi 
Nusa Tenggara Barat, dan Kemendikbud, 
sebagai evaluator eksternal sekolah melaku-
kan monitoring pada sekolah menengah ne-
geri dan swasta sebelum, saat, dan setelah 
pelaksanaan ujian nasional. Monitoring dila-
kukan untuk mengetahui sejauhmana per-
kembangan persiapan peserta didik, biaya, 
dan fasilitas sekolah menghadapi pelaksa-
naan ujian nasional. 

Fattah (2012, p. 23) menyebutkan bah-
wa, “pengawasan dilakukan oleh pemerin-

tah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, dan penyelenggara satu-
an/program pendidikan. Sementara itu, 
masyarakat melakukan pengawasan terha-
dap satuan/program pendidikan”. Penga-
wasan pendidikan merupakan tanggung ja-
wab semua masyarakat baik perencanaan, 
penyelenggaraan, maupun sasaran pendi-
dikan. Tanggungjawab harus ditanamkan 
agar penyelenggaraan pendidikan berjalan 
lancar dan tujuan untuk meningkatkan ku-
alitas pendidikan dapat tercapai. 

Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan 
Evaluasi 

Berdasarkan hasil wawancara sekolah 
menengah negari dan sekolah menengah 
swasta di atas dapat disimpulkan bahwa ter-
dapat perbedaan pelaksanaan bentuk tindak 
lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan Dikpora dan/Depag pada seko-
lah negeri dan sekolah swasta. Perhatian 
pemerintah pada sekolah swasta berbeda 
jauh dengan perhatian pemerintah pada 
sekolah negeri. Sekolah negeri merupakan 
sekolah independen dengan pembangunan 
awal berasal dari pemilik yayasan, namun 
perbedaan perlakuan yang signifikan anta-
ra sekolah negeri dan swasta tidak seharus-
nya dilakukan pemerintah daerah. Kebijak-
an pemerintah daerah yang menon-aktifkan 
pemungutan pada komite dan keterlam-
batan pencairan dana BOS menjadi beban 
tersendiri bagi sekolah swasta. Pembiayaan 
merupakan hal terpenting dalam melaksa-
nakan seluruh program kerja sekolah. 

Berdasarkan hasil studi dokumen, 
hampir tidak ada perkembangan sarana 
dan prasarana di sekolah menengah swasta 
dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Salah 
satu sekolah negeri mengalami masalah 
yang sama. Perkembangan pada persiapan 
kepala sekolah, pendidik, dan pengawas 
dilakukan melalui MGMP pada awal tahun 
2016 sebagai tindak lanjut hasil UKG tahun 
2015. Fokus utama pemerintah Kota Bima 
adalah pengembangan kompetensi pendi-
dik, kepala sekolah, dan pengawas, karena 
pendidik hanya merupakan muara pendi-
dikan. Oleh karena itu, pengembangan 
kompetensi faktor utama penentu keberha-
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silan (pendidik) harus dilakukan secara ber-
kelanjutan. Pemerintah pusat melakukan 
tindak lanjut masalah pembiayaan melalui 
penambahan biaya operasional sekolah se-
besar Rp200.000,00 per setiap peserta didik 
dalam setahun, tercatat pembiayaan tam-
bahan di mulai pada awal tahun 2016 pe-
riode Januari sampai dengan Maret. 

Temuan penelitian dampak perubah-
an kebijakan kelulusan terhadap tindak lan-
jut hasil monitoring dan evaluasi terhadap 
persiapan sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana, dan biaya persiapan pelak-
sanaan ujian nasional yaitu: (1) tindak lanjut 
pemerintah Kota Bima terhadap hasil moni-
toring dan evaluasi persiapan pendidik se-
kolah negeri dan swasta di Kota Bima dila-
kukan melalui MGMP (Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran) yang dilakukan pada awal 
tahun 2016 sebagai tindak lanjut hasil UKG 
(Uji Kompetensi Guru) tahun 2015, (2) tin-
dak lanjut pemerintah Kota Bima terhadap 
hasil monitoring dan evaluasi persiapan sa-
rana dan prasarana sekolah swasta di Kota 
Bima belum terlalu terlihat dibandingkan 
sekolah negeri, dan (3) tindak lanjut pe-
merintah pusat terhadap persiapan biaya 
pelaksanaan ujian nasional sekolah negeri 
dan swasta dilakukan melalui penambahan 
dana BOS pada awal tahun 2016. Peme-
rintah Kota Bima belum menindaklanjuti 
masalah biaya persiapan ujian nasional. 

Mutu Pendidikan Menengah 

Berdasarkan hasil wawancara dan 
studi dokumen ditemukan bahwa pen-
didikan sekolah menengah di Kota Bima di 
bawah standar nasional. Pemerintah pusat 
memberikan patokan nilai rata-rata pada 
ujian nasional dan UKG sebesar 5.5 (lima 
koma lima), namun peserta didik dan pen-
didik sekolah menengah negeri dan swasta 
di Kota Bima belum mampu mencapai stan-
dar tersebut. Perbaikan dan penambahan 
pada sarana dan prasarana serta biaya pen-
didikan dalam membantu persiapan sum-
ber daya manusia sekolah dilakukan secara 
berkelanjutan dan bertahap. Dinas Pendi-
dikan, Pemuda, dan Olahraga melakukan 
pengawasan untuk mengetahui sejauh ma-
na perkembangan persiapan sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana, dan biaya 
sekolah dalam meningkatkan kualitas pen-
didikan. 

Temuan penelitian dampak perubah-
an kebijakan kelulusan terhadap mutu pen-
didikan menengah adalah mutu pendidik-
an menengah negeri dan swasta di Kota 
Bima menurun pada tahun 2015 dengan 
adanya perubahan kebijakan kelulusan de-
ngan tidak menggunakan ujian nasional 
sebagai standar kelulusan dibandingkan 
pada tahun 2014 dengan adanya kebijakan 
kelulusan menggunakan ujian nasional se-
bagai standar kelulusan. 

UU Sisdiknas Pasal 35 ayat (1) dan (2) 
menyebutkan bahwa standar nasional pen-
didikan meliputi: (1) Standar nasional pen-
didikan terdiri atas standar isi, proses, kom-
petensi lulusan, tenaga kependidikan, sara-
na dan prasarana, pengelolaan, pembiaya-
an, dan penilaian pendidikan yang harus 
ditingkatkan secara berencana dan berkala; 
(2) Standar nasional pendidikan digunakan 
sebagai acuan pengembangan kurikulum, 
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 
pengelolaan, dan pembiayaan. 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat 
disimpulkan bahwa standar nasional pen-
didikan Indonesia meliputi standar isi, pro-
ses, kompetensi lulusan, tenaga kependi-
dikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
pembiayaan, dan penilaian pendidikan. 
Standar tersebut digunakan sebagai acuan 
pengembangan kurikulum, tenaga kependi-
dikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
dan pembiayaan. Oleh karena itu, peme-
rintah daerah sebagai pimpinan daerah 
harus memantau perkembangan pencapai-
an sekolah pada standar isis, proses, kom-
petensi lulusan, tenaga kependidikan, sara-
na dan prasarana, pengelolaan, pembiaya-
an, dan penilaian pendidikan. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dalam penelitian ini, maka da-
pat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, 
perubahan kebijakan kelulusan tidak mem-
berikan dampak terlalu tinggi terhadap 
perkembangan kegiatan persiapan peserta 
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didik. Kedua, perubahan kebijakan kelulus-
an tidak terlalu berdampak terhadap per-
kembangan jumlah sarana dan prasarana 
sekolah swasta, Ketiga, perubahan kebijak-
an kelulusan tidak mempengaruhi perkem-
bangan biaya persiapan pelaksanaan ujian 
nasional di Kota Bima. Keempat, orang tua, 
peserta didik, dan pendidik sekolah negeri 
dan swasta merasakan dampak negatif yang 
sama dengan adanya perubahan kebijakan 
kelulusan, yaitu: menurunnya motivasi bel-
ajar peserta didik, motivasi mengajar pen-
didik, dan kepedulian orang tua terhadap 
perkembangan anak. Dampak positif per-
ubahan kebijakan kelulusan bagi sekolah 
adalah mengurangi tindak kecurangan saat 
pelak-sanaan ujian nasional. 

Kelima, kepala sekolah pendidikan 
menengah negeri dan swasta sebagai evalu-
ator internal melakukan monitoring dan eva-
luasi melalui pemantauan langsung ke kelas 
saat peserta didik melakukan KBM dan 
memantau persiapan calon peserta ujian 
nasional melalui rapat rutin beserta dewan 
pendidik. Dikpora dan/ Depag sebagai eva-
luator eksternal melakukan monitoring sebe-
lum, saat, dan setelah ujian nasional dilak-
sanakan. Keenam, pendidikan menengah 
negeri cukup merasakan tindak lanjut hasil 
monitoring dan evaluasi terhadap sarana 
dan prasarana sekolah, sedangkan sekolah 
swasta masih belum terlalu merasakan 
tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 
terhadap sarana dan prasarana sekolah, dan 
Ketujuah, perubahan kebijakan kelulusan 
tidak mempengaruhi perkembangan mutu 
pendidikan menengah di Kota Bima. 

Hasil simpulan ini dapat digunakan 
sebagai bahan masukan bagi Dinas Pen-
didikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) 
Kota Bima. Hasil penelitian ini dapat digu-
nakan untuk memperbaiki strategi yang 
selama ini diterapkan dalam meningkatkan 
mutu pendidikan pada umumnya dan stra-
tegi meningkatkan mutu kelulusan pada 
khususnya, sehingga persiapan pelaksana-
an ujian nasional dapat dilakukan dengan 
maksimal, serta dampak dan evaluasi pe-
laksanaan ujian nasional dapat ditindak-
lanjuti dengan cepat. 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, 
saran yang dapat diberikan yaitu: (1) moni-
toring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
MGMP seharusnya dilakukan secara rutin, 
agar tujuan pelaksanaan MGMP dapat 
tercapai dengan maksimal. Pengembangan 
kemampuan tidak hanya dilakukan melalui 
pelaksanaan MGMP, namun pemerintah 
dan Dikpora Kota Bima seharusnya juga 
mengambangkan kemampuan pendidik 
dan peserta didik melalui seminar, work-
shop, atau diklat, (2) pemerintah dan Dik-
pora Kota Bima seharusnya menambah ker-
ja sama dengan pihak yang dapat menfasi-
litasi sarana dan prasarana pendidikan me-
nengah di Kota Bima dan melakukan peng-
adaan sarana dan prasarana secara merata, 
adil, dan transparan, (3) pemerintah Kota 
Bima memberikan dana pendamping Biaya 
Operasional Sekolah (BOS), seperti Biaya 
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) guna 
membantu meningkatkan mutu pendidikan 
menengah di Kota Bima. Monitoring dan 
evaluasi terhadap penggunaan dana BOS 
juga hendaknya dilakukan secara rutin dan 
ketat. 

(4) pemerintah daerah Kota Bima hen-
daknya menindaklanjuti evaluasi pelaksa-
naan ujian nasional dengan cepat dan tepat. 
Pendidik sebagai faktor kunci keberhasilan 
proses belajar mengajar seharusnya memi-
liki keinginan untuk meningkatkan kompe-
tensi secara mandiri dan tidak menutup diri 
dengan adanya pergerakan pendidikan di-
gital, (5) kepala sekolah sebagai pimpinan 
pendidikan satuan sekolah menengah hen-
daknya lebih tegas dalam menindaklanjuti 
penemuan berdasarkan hasil monitoring dan 
evaluasi yang dilakukan di sekolah. Kepala 
sekolah hendaknya menjalin komunikasi 
aktif dengan stakeholder, dan (6) Dinas Pen-
didikan, Pemuda, dan Olahraga (DIKPO-
RA) Kota Bima hendaknya tidak meman-
dang bahwa sekolah negeri dan swasta 
merupakan sekolah yang berbeda, sehingga 
perbedaan tindak lanjut hasil monitoring 
dan evaluasi antara sekolah negeri dan 
swasta tidak terlalu signifikan.  
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi kepala sekolah 
dalam hal pengarahan, pengambilan keputusan, dan pendelegasian wewenang serta 
pengembangan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
fenomenologi.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan 
studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Milles & 
Huberman untuk mendeskripsikan dan menganalisis empat aspek pelaksanaan tugas dan 
fungsi kepala sekolah yang dijalankan pada kedua sekolah tersebut. Penelitian ini 
menghasilkan empat temuan utama. Pertama,pengarahan dan pemberian motivasi oleh kepala 
sekolah pada umumnya dilakukan pada saat upacara bendera dan rapat bersama dewan guru. 
Kedua, pengambilan keputusan oleh kepala sekolah dilakukan melalui rapat dewan guru dan 
karyawan sekolah. Ketiga, Pendelegasian wewenang kepala sekolah menengah negeri di 
Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel Papua dilakukan secara formal, non formal dan 
pendelegasian otomatis.. Keempat, program pengembangan sekolah belum dilakukan secara 
maksimal oleh kepala sekolah.  
Kata kunci: tugas dan fungsi, kepala sekolah, sekolah menengah negeri 

 
THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND FUNCTIONS  

OF STATE HIGH SCHOOL PRINCIPALS  

Abstract 
The purpose of this study was to determine the school principal implementation of duties and functions: 
directing done by the principal, the decision made by the principal, the delegation of authority made by 
the principal, and the development of schools. This was a qualitative study using phenomenology 
approach.. Data collection technique used observation, interview and document study. Analysis of the 
data used was an interactive model Miles & Huberman to describe and analyze four aspects of leadership 
that run on two schools. This research results in four major findings. First, guidance and motivation by 
principals are generally performed at a flag raising ceremony and meeting with the teachers. Second, 
the decision  made by the school’s principal was done through meetings by teachers and school 
employees. Third, the delegation of authority from school principal in the state high schools in Tanah 
Merah District Digoel Papua is done formally, non formally and automatically. Fourth, school 
development has not been done maximally yet by the school’s principal.  
Keywords: Duties and function, school principal, high school 
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Pendahuluan 

Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 
menegaskan (Republik Indonesia, 1945) 
“Setiap warga negara berhak mendapatkan 
pendidikan” Dengan kata lain, pendidikan 
diselenggarakan tanpa membeda-bedakan 
suatu golongan atau kelompok baik di dae-
rah perkotaan maupun di daerah pedesaan, 
baik bagi golongan kaya maupun dari go-
longan tidak mampu dan dari golongan 
lainnya. Mengingat pendidikan diselengga-
rakan dengan menggunakan prinsip ber-
keadilan, demokratis, dan dilaksanakan se-
cara merata di seluruh nusantara. Untuk da-
pat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip 
tersebut, seorang kepala sekolah harus be-
nar-benar memahami tugas pokok dan 
fungsinya di sekolah. Perubahan-perubah-
an kebijakan di bidang pendidikan harus 
mudah diakses di daerah-daerah terpencil 
seperti di pedalaman-pedalaman Papua, un-
tuk menjamin pemerataan kualitas pendi-
dikan. Untuk itu, kita bisa membayangkan 
untuk menjadi kepala sekolah di daerah 
yang serba sulit dibutuhkan ketahanan men-
tal, daya juang dan semangat pengabdian 
yang tinggi. Kemampuan menjalankan tu-
gas dan fungsi kepala sekolah yang optimal 
di daerah-daerah tersebut tentunya tidak 
semudah membalikkan telapak tangan. Pa-
da tahun 2004 pemerintah daerah kabupa-
ten Boven Digoel berani mendirikan seko-
lah untuk pendidikan menengah yakni 
SMA Negeri 1 Tanah Merah dan SMK Ne-
geri 1 Tanah Merah. Pendirian kedua seko-
lah tersebut mendapat animo yang begitu 
besar dari masyarakat sampai saat ini, 
sehingga perlu dijamin kualitasnya dengan 
menempatkan seorang kepala sekolah yang 
berkompeten dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan baik. 

Kenyataan bahwa masih ada bebera-
pa daerah-daerah terpencil di Papua, terma-
suk di Tanah Merah Kabupaten Boven Di-
goel yang kurang optimal dalam menye-
lenggarakan pendidikan tidak dapat di-
pungkiri. Hal ini perlu menjadi perhatian 
serius jika kita ingin menyelenggarakan 
pendidikan yang setara dengan pendidikan 
di negara lain. Mengingat Indonesia meru-
pakan negara kepulauan yang setiap dae-

rahnya memiliki kondisi geografis yang 
berbeda-beda. Jadi, tidak heran apabila di 
suatu daerah dapat menyelenggarakan pen-
didikan yang berkualitas dengan memiliki 
komponen-komponen pendidik yang me-
nunjang, namun di daerah lainnya masih 
kurang optimal dalam memanfaatkan kom-
ponen pendidikan yang dimilikinya untuk 
menunjang  penyelenggaraan pendidikan 
yang berkualitas. Tidak dapat dipungkiri, 
letak geografis dan sumber daya yang ter-
dapat di daerah tersebut merupakan faktor 
yang mempengaruhi kualitas pendidikan 
yang diselenggarakan. 

Permasalahan utama pelayanan pen-
didikan pada dasarnya berkaitan dengan 
peningkatan efektivitas kepemimpinan ke-
pala sekolah. Kepemimpinan kepala seko-
lah  sangat tergantung pada berbagai aspek, 
yaitu lingkungannya, sarana prasarananya, 
bagaimana pola penyelenggaraannya (tata 
laksana), dukungan sumber daya manusia, 
dan kelembagaan serta adanya konsep-kon-
sep yang akurat dan jelas. Hal tersebut da-
pat dilihat melalui implementasi pengelola-
an manajemen oleh seorang kepala sekolah 
di sekolah yang dipimpinnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 
maka peneliti tertarik melakukan penelitian 
terkait dengan Tugas dan fungsi kepala se-
kolah menengah negeri di Tanah Merah 
Kabupaten Boven Digoel, Papua. Penelitian 
ini fokus pada tugas fungsi kepala sekolah 
dalam memberikan pengarahan, mengam-
bil keputusan, mendelegasikan wewenang, 
dan mengembangkan sekolahnya. 

Berkaitan dengan fungsi kepemim-
pinan kepala sekolah, Leithwood & Duke 
(Chen, 2013, p. 303) mendefinisikan sebagai 
berikut: (a) Instructional influencing teachers 
in ways that will impact students’ learning; (b) 
transformational increasing the commitment 
and capacity of staff; (c) moral appealing to 
others by appealing to notions of right and 
wrong; (d) Participative (involving other mem-
bers of the school community beyond the Prin-
cipal; (e) Managerial (operating the school effi-
ciently; (f) Contingent adapting behavior to fit 
the situation. 

Kepala sekolah sebagai pimpinan di 
sekolah memiliki tanggung jawab penting 
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dalam usahanya mewujudkan visi, misi, 
dan tujuan sekolah. Oleh karena itu, menu-
rut fungsinya, seorang pemimpin yakni ke-
pala sekolah memiliki tugas-tugas penting.  

Berkaitan dengan fungsi seorang ke-
pala sekolah sebagai konselor, Wahab (2008, 
p. 95) mengatakan sebagai berikut, “Setiap 
dan semua pemimpin harus siap dan ber-
sedia memberikan kesempatan kepada ang-
gota organisasi untuk berkonsultasi dalam 
mengatasi/menyelesaikan masalah-masa-
lah yang berhubungan dengan pekerjaan. 
Disamping itu juga tidak mustahil berkon-
sultasi mengenai masalah-masalah pribadi 
yang berhubungan langsung atau tidak 
langsung dengan pekerjaan”. 

Berdasarkan pendapat di atas maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ba-
gian fungsi sebagai konselor, kepala seko-
lah hendaknya menjadi rekan kerja dan 
teman bagi guru agar dapat menjalin komu-
nikasi. Komunikasi yang terjalin baik akan 
semakin membuka kesempatan untuk sa-
ling terbuka terhadap berbagai permasalah-
an yang dihadapi untuk dicari solusi ter-
hadap permasalahan tersebut. 

Kepala sekolah sebagai instruktur 
hendaknya mempunyai peran sebagai guru 
yang bijaksana, yang memungkinkan setiap 
bawahan semakin lama semakin profesio-
nal dalam melaksanakan tugasnya. Seorang 
bawahan tentu dalam proses melaksanakan 
tugas tidak terlepas dari kesalahan. Oleh ka-
rena itu, kepala sekolah penting memposisi-
kan diri sebagai instruktur untuk senantiasa 
mengarahkan guru dan staf dalam melak-
sanakan tugas di sekolah. 

Kepala sekolah hendaknya memiliki 
kemampuan yang profesional khususnya 
dalam mengelola guru maupun staf di se-
kolah. Berkaitan dengan kemampuan pro-
fesional yang hendaknya dimiliki oleh se-
orang kepala sekolah, Danim (2006, p. 218) 
mengatakan sebagai berikut, “Kemampuan 
yang harus dimiliki pemimpin pendidikan 
antara lain membangkitkan inspirasi guru, 
menciptakan kerjasama antarguru, mencip-
takan kerjasama antarstaf, mengembangkan 
program supervise, mengelola kegiatan 
pembelajaran, mengatur program pengem-
bangan, dan melaksanakan kegiatan lain 

yang erat kaitannya dengan pencapaian 
tujuan pendidikan. 

Kepala sekolah memiliki peran pen-
ting dalam kegiatan rapat di sekolah. Ke-
pala sekolah memposisikan diri sebagai 
pengarah, membantu guru sampai pada 
pengambilan keputusan yang dapat dipa-
hami oleh setiap orang dan dapat diterima 
oleh seluruh bawahannya. Kegiatan rapat 
yang dilakukan di sekolah khususnya tentu 
tidak terlepas dari proses kepemimpinan 
kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala se-
kolah memiliki peran penting dalam me-
mimpin rapat, mendengarkan aspirasi para 
guru, dan membantu mengatasi permasa-
lahan-permasalahan yang dibahass di da-
lam rapat. 

Berkaitan dengan tugas kepala seko-
lah sebagai pemimpin rapat, Stoner (Wah-
josumidjo, 1999, pp. 41–42) mengatakan dua 
fungsi pokok kepala sekolah, yakni: (1) Task 
related atau problem solving function, dalam 
fungsi ini pemimpin memberikan saran da-
lam pemecahan masalah serta memberikan 
sumbangan informasi dan pendapat; (2) 
Group maintenance function atau social func-
tion meliputi: pemimpin membantu kelom-
pok beroperasi lebih lancer, pemimpin 
memberikan persetujuan atau melengkapi 
anggota kelompok lain, misalnya menjem-
batani kelompok yang sedang berselisih 
pendapat, memperhatikan diskusi-diskusi 
kelompok. Seorang pemimpin yang efektif 
adalah seorang pemimpin yang mampu 
menampilkan kedua fungsi tersebut de-
ngan jelas. 

Kepala sekolah juga memiliki tugas 
yang sangat penting dalam pengambilan 
keputusan, karena keberhasilan seorang pe-
mimpin sangat ditentukan oleh keterampil-
an dalam pengambilan keputusan. Proses 
pengambilan keputusan tersebut akan ber-
dampak luas terhadap mekanisme organi-
sasi yang dipimpinnya. Berkaitan dengan 
pengambilan keputusan, Usman (2014, p. 
441) mengatakan bahwa “Proses peng-
ambilan keputusan meliputi tiga kegiatan, 
yaitu (1) kegiatan yang menyangkut pe-
ngenalan, penentuan, dan diagnosis masa-
lah; (2) kegiatan yang menyangkut pengem-
bangan alternatif pemecahan masalah; (3) 
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kegiatan yang menyangkut evaluasi dan 
memilih pemecahan terbaik. 

Pendapat tersebut di atas didukung 
pula oleh pendapat Wahab (2008, p. 92) 
yang mengatakan bahwa “dalam fungsi 
pengambilan keputusan sebagai pelaksana-
an strategi kepemimpinan, agar lebih akurat 
dalam kepemimpinan untuk mengefektif-
kan organisasi, seorang pemimpin perlu 
mengikutsertakan anggota organisasi, se-
suai posisi dan tanggung jawabnya masing-
masing”. 

Kepala sekolah tidak dapat menger-
jakan sendiri seluruh pekerjaan di sekolah, 
oleh karena itu kepala sekolah yang baik 
tentulah mendelegasikan sebagian tugas 
dan wewenang kepada bawahannya. Pen-
delegasian tugas dan wewenang ini ber-
tujuan agar jalannya organisasi tidak meng-
alami kendala, dan terhindar dari unsur-
unsur penyalahgunaan wewenang. Berda-
sarkan pengertian tentang arti kepemim-
pinan di atas dapat diambil pengertian se-
cara komprehensif yaitu pemimpin adalah 
pribadi yang memiliki kecakapan khusus 
atau superioritas tertentu, sehingga pemim-
pin memiliki kewibawaan dan kekuasaan 
untuk menggerakkan orang lain, serta pe-
mimpin harus berpengetahuan yang luas, 
dan bervisi jauh ke depan serta memenuhi 
syarat-syarat tertentu dan mampu mem-
pengaruhi kegiatan-kegiatan anggota ke-
lompoknya. 

Definisi tentang kepemimpinan men-
jadi hal yang penting untuk dikaji lebihj 
dalam, karena kajian tentang kepemimpin-
an bukan merupakan pembahasan baru. 
Oleh karena itu, penelitian ini akan me-
nyajikan beberapa definisi kepemimpinan 
dari berbagai literatur yang diperoleh pene-
liti diantaranya (Usman, 2012, p. 3): menga-
takan, “kepemimpinan adalah proses mem-
pengaruhi orang lain agar berperilaku se-
perti yang diharapkannya untuk mencapai 
tujuan akhir organisasi”. Lebih lanjut juga 
disampaikan oleh Bush (Usman, 2014, p. 
311) mengatakan, “Kepemimpinan adalah 
tindakan-tindakan mempengaruhi orang 
lain untuk mencapai tujuan akhir yang di-
harapkan”. Kepemimpinan menurut Sharma 
(Usman, 2014, p. 308) adalah: (1) tindakan-

tindakan yang mempengaruhi orang lain 
untuk mencapai tujuan akhir yang diharap-
kan; (2) mempengaruhi masyarakat, ba-
wahan, institusi-institusi, dan siswa; (3) 
bimbingan mewujudkan yang abstrak se-
perti visi dan sebagainya; (4) membujuk 
bawahan untuk menyampaikan minatnya 

Selznick (Wahjosumidjo, 2003, pp. 42–
47) mengatakan ada empat macam tugas 
penting seorang pemimpin yaitu: (1) men-
definisikan misi dan peran organisasi (in-
volves the definiton of the institutional organi-
zational mission and role), (2) pengejawantah-
an tujuan organisasi (the institutional embo-
diment of purpose), (3) mempertahankan ke-
utuhan organisasi (to defend the organzation’s 
integration), (4) mengendalikan konflik in-
ternal yang terjadi di dalam organisasi (the 
ordering of internal conflict). 

Fungsi utama pemimpin pendidikan 
menurut Rosmiati dan Kurniady (Tim 
Dosen Administrasi Pendidikan Universitas 
Pendidikan Indonesia, 2013, p. 126) sebagai 
berikut: (a) membantu terciptanya suasana 
persaudaraan, kerjasama, dengan penuh 
rasa kebebasan; (b) pemimpin membantu 
kelompok untu mengorganisir diri yaitu 
ikut serta dalam memberikan rangsangan 
dan bantuan kepada kelompok dalam me-
netapkan dan menjelaskan tujuan, (c) Pe-
mimpin membantu kelompok dalam me-
netapkan prosedur kerja, yaitu membantu 
kelompok dalam menganalisis situasi untuk 
kemudian menetapkan prosedur mana 
yang paling prktis dan efektif, Pemimpin 
bertanggung jawab dalam mengambil ke-
putusan bersama dengan kelompok, (d) Pe-
mimpin memberi kesempatan kepada ke-
lompok untuk belajar dari pengalaman. Pe-
mimpin mempunyai tanggungjawab untuk 
melatih kelompok menyadari proses dan isi 
pekerjaan yang dilakukan dan berani meni-
lai hasilnya secara jujur dan objektif, (e) 
Pemimpin bertanggung jawab dalam me-
ngembangkan dan mempertahankan eksis-
tensi organisasi. 

Berdasarkan ketiga pendapat  tentang 
fungsi kepemimpinan tersebut, penulis me-
nyimpulkan bahwa  fungsi kepemimpinan 
adalah menciptakan struktur untuk penca-
paian tujuan, bertanggung jawab dalam 
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mengembangkan organisasi, mempertahan-
kan dan mengamankan integritas organi-
sasi, serta mendamaikan perbedaan yang 
terjadi dalam kelompok menuju ke arah 
kesepakatan bersama. 

Prinsip-prinsip kepemimpinan abad 
ke-21 Menurut Reinhartz & Beach (Usman, 
2014, pp. 407-412) sebagai berikut: (1) Ke-
pemimpinan harus dapat dipercaya (cre-
dible), (2) Kepemimpinan harus mengguna-
kan kebenaran, (3) Kepemimpinan harus 
menggunakan pengetahuan nilai inti ber-
sama, (4) Kepemimpinan harus mendengar-
kan seluruh suara guru, siswa, staf, orang 
tua, dll, (5) Kepemimpinan harus meng-
hasilkan visi yang baik, (6) Kepemimpinan 
harus berdasarkan data yang benar, (7) Ke-
pemimpinan harus berjalan dengan intro-
speksi dan refleksi, (8) Kepemimpinan harus 
memberdayakan dirinya sendiri dan orang 
lain, serta melibatkan orang lain dalam in-
formasi dan pengambilan keputusan, (9) 
Kepemimpinan melibatkan pengidentifika-
sian dan perlakuan terhadap hambatan-
hambatan personal dan organisasional un-
tuk berubah. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang 
efektif dimulai dari melaksanakan visi, misi 
dan tujuan pendidikan. Ketiga hal tersebut 
menjadi indicator efektivitas kepemimpin-
an kepala sekolah. Berdasarkan hal terse-
but, Mendels (2012, p. 55) mengatakan, 
“Effective leadership begins with the develop-
ment of a schoolwide vision of commitment to 
high standards and the success of all students. 
The principal helps to spell out that vision and 
get all others on board with it”. Pendapat ter-
sebut jelas menegaskan bahwa pentingnya 
untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan 
sekolah dengan strategi menempatkan se-
tiap sumber daya manusia, yakni guru dan 
staf pada posisi yang sesuai dengan ke-
mampuan. Penyesuaian antara tugas dan 
kompetensi yang dimiliki ini akan sangat 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja. 
Oleh karena itu, kepala sekolah diharapkan 
bisa melihat potensi yang ada di sekolah 
sebagai sumber daya manusia yang akan 
menunjang keberhasilan pencapaian visi, 
misi, dan tujuan sekolah. 

Triana (2015, p. 171) dalam bukunya 
Perilaku Organisasi menyatakan, “Kepala se-
kolah sebagai pimpinan lembaga pendidik-
an formal memiliki tugas dan tanggung 
untuk mengelola segala sumber daya untuk 
mencapai tujuan pendidikan”. Kepala se-
kolah merupakan salah satu komponen 
pendidikan yang paling berperan dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk 
itu kepala sekolah harus mengetahui tugas-
tugas yang harus ia laksanakan. Adapun 
tugas-tugas dari kepala sekolah seperti 
yang dikemukakan Wahjosumidjo (2003, p. 
97) adalah sebagai berikut. Kepala sekolah 
bekerja dengan dan melalui orang lain. Ke-
pala sekolah bertanggung jawab dan mem-
pertanggungjawabkan. Kepala sekola ber-
tindak dan bertanggungjawab atas segala 
tindakan yang dilakukan oleh bawahan. 
Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, 
siswa, staf, dan orang tua siswa tidak dapat 
dilepaskan dari tanggung jawab kepala 
sekolah. 

Hermino (2014, p. 128) menyatakan 
bahwa Kepala sekolah dapat bertindak 
sebagai konsultan bagi guru-guru, berusaha 
meningkatkan kemampuan staff, melibat-
kan kelompok dalam mengambil keputus-
an, dan mampu melakukan perubahan 
program pendidikan yang berdasarkan eva-
luasi dan perencanaan kelompoknya, serta 
memberi kesempatan setiap orang untuk 
berpartisipasi dalam program pengajaran. 

Berkaitan dengan visi, Kaya (2015, p. 
600) mengatakan, “Vision serves three impor-
tant functions by clarifying the general direction 
of change: telling where to go, simplifying hun-
dreds or thousands of more detailed decisions, 
and helping to quickly and efficiently coordi-
nates”. Lebih lanjut dalam sebuah organisasi 
dibutuhkan adanya kerja sama yang baik. 
Maka dari itu, Mensoor, Danial, Javad, et al. 
(Kaya, 2015, p. 600) mengatakan, sebagai be-
rikut. Organizations cannot achieve competitive 
advantage over others just by offering products 
or delivering services in which we realize human 
resource undoubtedly plays a vital role. That is 
the reason why today many organizations are 
paying great attention to employee engagement 
and motivate employees to achieve organiza-
tional goals effectively. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa visi seko-
lah hanya akan terwujud apaila terciptanya 
kerjasama yang baik di sekolah. Kerjasama 
yang baik antara kepala sekolah dengan 
bawahan, maupun antar bawahan. Dengan 
demikian, Tujuan sekolah guna mewujud-
kan tujuan pendidikan nasional dapat ter-
selenggara melalui lembaga sekolah. 

Metode Peneitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
yang mengadopsi model Miles & Huber-
man (1994, p. 10). Penelitian dilakukan di 
Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel, Pa-
pua sebagai lokasi penelitiannya. Objek pe-
nelitiannya fokus pada sekolah menengah 
negeri di daerah tersebut. Sekolah yang di-
maksud adalah SMA Negeri 1 Tanah Merah 
dan SMK Negeri 1 Boven Digoel. Penelitian 
dilakukan selama kurang lebih empat bu-
lan, mulai 08 Januari-26 April 2016. 

Unit analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kelembagaan. Meng-
ingat penelitian ini difokuskan pada kepala 
sekolah menengah negeri di Tanah Merah 
Kabupaten Boven Digoel, Papua, maka se-
cara rinci unit analisisnya adalah pelaksana-
an tugas dan fungsi kepala sekolah pada 2 
sekolah menengah negeri di daerah terse-
but. Kedua sekolah menengah negeri terse-
but  terdiri dari SMA Negeri 1 Tanah Merah, 
dan SMK N 1 Boven Digoel. 

Sumber data utama dalam penelitian 
ini adalah kata-kata dan tindakan kepala 
sekolah menengah negeri di Tanah Merah 
Kabupaten Boven Digoel, Papua. Data akan 
dihimpun melalui observasi, wawancara, 
dan studi pustaka yang terkait dengan pe-
laksanaan tugas dan fungsi kepala sekolah. 
Selain itu, diperlukan juga data dari para 
pendidik dan tenaga kependidikan sebagai 
data tambahan yang mampu memberikan 
gambaran tentang pelaksanaan tugas dan 
fungsi kepala sekolah di sekolah menengah 
negeri tersebut.  

Pengukuran keabsahan data dilaku-
kan dengan trianggulasi yakni untuk mela-
kukan validasi terhadap data-data peneliti-
an yang telah didapatkan di lapangan. 

Analisis data dilakukan dengan pro-
ses mencari dan menyusun secara sistema-
tis data yang diperoleh dari hasil wawan-
cara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 
lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 
temuannya dapat diinformasikan kepada 
orang lain (Sugiyono, 2015, p. 334). 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengarahan 

SMA Negeri 1 Tanah Merah 

Fakta yang terjadi menunjukkan bah-
wa kegiatan pengarahan yang dilakukan 
oleh kepala sekolah pada sekolah mene-
ngah negeri di Tanah Merah, Kabupaten 
Boven Digoel-Papua dilakukan ketika rapat 
maupun upacara bendera di sekolah. Peng-
arahan seharusnya diberikan untuk pening-
katan kualitas pembelajaran, disiplin siswa 
dan perbaikan proses belajar mengajar da-
lam kelas. Oleh karena itu, kegiatan peng-
arahan ini sangat penting dilakukan. Akan 
tetapi, kondisi yang terjadi adalah kegiatan 
pengarahan yang dirasakan oleh guru yang 
dilakukan oleh kepala sekolah masih sangat 
kurang dan terlalu umum. Selain itu pula, 
kegiatan evaluasi dan control yang seharus-
nya dilakukan, masih tidak dilakukan oleh 
kepala sekolah. 

SMK Negeri 1 Boven Digoel 

Fenomena yang terjadi dalam kegiat-
an pengarahan berlangsung lebih baik 
dibandingkan dengan SMA 1 Negeri Tanah 
Merah. Kepala sekolah di Sekolah SMA Ne-
geri 1 Tanah Merah menanamkan penting-
nya pengarahan diberikan kepada guru, 
staf dan siswa. Oleh karena itu, kepala se-
kolah senantiasa memberikan pengarahan, 
tidak hanya bersifat formal dalam situasi 
formal yakni rapat dan upacara, melainkan 
pengarahan bersifat personal kepada guru 
maupun siswa. Pengarahan yang diberikan 
disertai juga dengan praktik nyata yang 
diberikan oleh kepala sekolah. Dalam artian 
bahwa kepala sekolah tidak hanya membe-
rikan perintah, melainkan juga melaksana-
kan secara langsung apa yang diperintah-
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kan tersebut, sehingga dapat diikuti oleh 
guru, staf dan juga siswa. 

Fenomena mendukung pernyataan 
Wahab (2008, p. 93) mengatakan bahwa 
Setiap pemimpin harus memahami bahwa 
di dalam posisi dan perannya secara implicit 
terdapat kekuasaan dan/atau wewenang 
dan tanggung jawab, yang harus dijalankan 
secara efektif. Salah satu diantaranya ialah 
kekuasaan dan/atau wewenang memerin-
tahkan anggotanya untuk melakukan sesu-
atu dalam melaksanakan tugas dan tang-
gung jawabnya sebagai anggota organisasi. 

Pengambilan Keputusan 

SMA Negeri 1 Tanah Merah 

Kegiatan rapat yang dipimpin lang-
sung oleh kepala sekolah kemudian meng-
evaluasi berbagai kegiatan yang telah dilak-
sanakan serta menyampaikan rencana-ren-
cana kegiatan sekolah yang akan dilaksana-
kan untuk kedepannya. Laguerre (Bento & 
Ribeiro, 2013, p. 122) mengatakan, “The 
leaders know and defend their values and take 
their decisions taking into consideration their 
values. The led ones identify in its leader a high 
level of self-conscience concerning the values, 
beliefs, emotions, self-identity and abilities”. 
Mendukung pernyataan di atas, lebih lanjut 
diperkuat oleh Roux (Bento & Ribeiro, 2013, 
p. 122) yang mengatakan bahwa The authen-
tic leaders act in agreement with their deep 
values and personal convictions to construct the 
credibility, the respect and the confidence of its 
followers, stimulating diverse points of view and 
the construction of networks making that the 
followers recognize it as an authentic leader. 

SMK Negeri 1 Boven Digoel 

Pengambilan keputusan merupakan 
suatu hal yang sangat penting bagi individu 
maupun organisasi. Mengambil keputusan 
kadang-kadang mudah tetapi lebih sering 
sulit sekali. Kemudahan atau kesulitan 
mengambil keputusan tergantung pada ba-
nyaknya alternatif yang tersedia. Semakin 
banyak alternatif yang tersedia, kita akan 
semakin sulit dalam mengambil keputusan. 
Keputusan yang diambil memiliki tingkat 
yang berbeda-beda. Ada keputusan yang 
tidak terlalu berpengaruh terhadap organi-

sasi, tetapi ada keputusan yang dapat me-
nentukan kelangsungan hidup organisasi. 
Oleh karena itu, hendaknya mengambil ke-
putusan dengan hati-hati dan bijaksana. 

Berbeda dengan hasil penelitian di 
SMA Negeri 1 Tanah Merah. SMK Negeri 1 
Boven Digoel memiliki manajemen kepe-
mimpinan yang lebih baik khususnya da-
lam hal pengambilan keputusan rapat. 
Kepala sekolah menjadi pemimpin rapat 
mengambil keputusan tidak sepihak. Ke-
pala sekolah berkolaborasi dengan guru, 
mendengarkan gagasan guru dan kemu-
dian mengambil keputusan berdasarkan 
kesepakatan bersama 

Pendelegasian Wewenang 

SMA Negeri 1 Tanah Merah 

Fenomena yang terjadi dalam hal 
pendelegasian wewenang sudah berjalan 
sebagaimana yang harus dilakukan oleh 
kepala sekolah. Akan tetapi, transparansi 
dalam pendelegasian wewenang ini belum 
terlihat dengan baik di sekolah tersebut. 
Dikatakan belum terlihat oleh karena, pen-
delegasian wewenang masih bersifat lisan 
tanpa ada penugasan tertulis yang diketa-
hui oleh seluruh guru maupun staf di seko-
lah. Selain itu pula, pendelegasian wewe-
nang tersebut masih tidak merata dilakukan 
oleh kepala sekolah. Hal tersebut menye-
babkan sumber daya manusia juga tidak 
berkembang baik. Dikatakan tidak berkem-
bang baik oleh karena tidak adanya kesem-
patan yang diberikan kepada guru untuk 
memegang tanggung jawab tertentu yang 
diberikan oleh kepala sekolah.  

SMK Negeri 1 Boven Digoel 

Pengorganisasian ini tidak hanya se-
kedar pendelegasian beban tugas dalam 
mengajar kepada guru seperti yang selama 
ini dilaksanakan di sekolah-sekolah yang 
kurang maju.Pengorganisasian tidak hanya 
sekedar membagi kedudukan tanpa jelas 
tolak ukur keberhasilan pelaksanaan dari 
tugas yang telah didelegasikan. Pengorga-
nisasian meliputi semua tugas yang ada dan 
dalam hal ini dimulai dari penafsiran yang 
sama atas tujuan yang hendak dicapai se-
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hingga membantu memformulasikannya 
kedalam berbagai bidang dan menjelaskan 
siapa yang bertanggungjawab dalam pelak-
sanaannya. Selama ini pengorganisasian di-
terjemahkan dalam pengertian yang sangat 
sederhana dan tidak substansial. Pengorga-
nisasian hanya sekedar membagi jam meng-
ajar,memilih wali kelas,wakil Kepala seko-
lah tanpa diikuti oleh fungsi-fungsi lainnya, 
sehingga masing-masing pelaksana yang 
ditunjuk tidak memiliki program yang tepat 
guna dan berwawasan luas ke depannya.  

Program Pengembangan Sekolah yang Me-
liputi Sumber Daya Manusia, Sarana dan 
Prasarana, dan Program Pembelajaran 

SMA Negeri Tanah Merah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang 
dengan sengaja dirancangkan untuk men-
capai tujuan yang telah ditetapkan. Pendi-
dikan bertujuan untuk meningkatkan kuali-
tas sumber daya manusia. Salah satu usaha 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia ialah melalui proses pembelajaran 
di sekolah. 

Dalam usaha meningkatkan kualitas 
sumber daya pendidikan, guru merupakan 
komponen sumber daya manusia yang ha-
rus dibina dan dikembangkan terus-mene-
rus. Pembentukan profesi guru dilaksana-
kan melalui program pendidikan prajabat-
an maupun program dalam jabatan. Tidak 
semua guru yang dididik di lembaga pen-
didikan terlatih dengan baik dan memenuhi 
kualifikasi. Potensi sumber daya guru itu 
perlu terus bertumbuh dan berkembang 
agar dapat melakukan fungsinya secara po-
tensial. Selain itu pengaruh perubahan yang 
serba cepat mendorong guru-guru untuk 
terus-menerus belajar menyesuaikan diri 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta mobilitas masyarakat. 

SMK Negeri 1 Boven Digoel 

Fenomena yang ada dalam hal pe-
ngembangan sumber daya manusia yakni 
guru sudah berjalan dengan baik. Pemera-
taan kesempatan untuk mengikuti pelatih-
an juga dilakukan oleh kepala sekolah. 
Selain itu, kepala sekolah juga memantau 

perkembangan guru untuk kemudian dila-
kukan evaluasi guna peningkatan berkelan-
jutan. Berkaitan dengan hal sarana dan pra-
sarana, kepala sekolah juga terampil dalam 
menjalin kerjasama dengan pihak luar guna 
membantu menyediakan sarana dan pra-
sarana yang akan menunjang proses belajar 
mengajar. Masalah pembiayaan di sekolah 
juga memiliki transparansi yang kemudian 
membuat para guru dapat bekerja dengan 
baik tanpa ada rasa curiga maupun ketidak-
percayaan dari guru kepada pengelolaan 
keuangan dari kepala sekolah.  

Simpulan 

Berdasarkan deskripsi dan dan ana-
lisis data hasil wawancara, hasil pengamat-
an  dan  studi dokumen dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kepala 
sekolah menengah negeri di Tanah Merah 
Kabupaten Boven Digoel Papua sebagai 
berikut. 

Pengarahan dan pemberian motivasi 
oleh kepala sekolah pada umumnya dilaku-
kan pada saat upacara bendera dan rapat 
bersama dewan guru. Perbedaanya terletak 
pada ketegasan kepala sekolah dalam me-
ngendalikan guru-guru dan karyawannya.  

Pengambilan keputusan oleh kepala 
sekolah dilakukan melalui rapat dewan gu-
ru dan karyawan sekolah. Perbedaannya 
terletak pada fungsi kontrol dan evaluasi 
yang dilakukan oleh kepala sekolah. 

Pendelegasian wewenang kepala se-
kolah sekolah menengah negeri di Tanah 
Merah Kabupaten Boven Digoel Papua di-
lakukan secara formal, nonformal dan pen-
delegasian otomatis. Pendelegasian formal 
dilakukan melalui keputusan kepala seko-
lah dengan surat pendelegasian wewenang 
secara resmi. Pendelegasian nonformal di-
lakukan secara lisan, sedangkan pendelega-
sian otomatis adalah adalah kesepakatan 
bahwa jika kepala sekolah berhalangan oto-
matis wakil kepala sekolah urusan kuriku-
lum mengambil alih tugas kepala sekolah. 

Program pengembangan sekolah be-
lum dilakukan secara maksimal oleh kepala 
sekolah. Sarana dan prasarana sekolah 
menengah negeri di Tanah Merah Boven 
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Digoel Papua memenuhi standar dan cukup 
memadai dalam mendukung proses pem-
belajaran di sekolah. Namun terbatasnya 
kualitas sumber daya guru dan karyawan di 
sekolah menyebabkan tidak optimalnya 
pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut 
dalam proses pembelajaran.  

Kepala sekolah menengah negeri di 
semua tingkatan di Tanah Merah Boven 
Digoel Papua selalu melakukan program 
perbaikan pembelajaran di sekolah  setiap 
awal semester dan awal tahun pelajaran. 
Namun jarangnya supervisi yang dilakukan 
menyebabkan program ini tidak berjalan 
optimal di sekolah. Pembinaan dan pengem-
bangan staf atas inisiatif kepala sekolah 
tidak pernah dilakukan. Hal ini menyebab-
kan rendahnya kualitas sumber daya ma-
nusia di sekolah. 

Saran-saran yang dapat disampaikan 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Untuk kepala sekolah yang menjalankan tu-
gas dan fungsinya dengan memimpin seca-
ra demokratis dengan gaya pengambilan 
keputusan yang partisipatif, seperti yang 
SMA Negeri 1 Tanah Merah, dan SMK 
Negeri 1 Tanah Merah, sebaiknya disertai 
dengan ketegasan kepala sekolah dalam 
menegakan disiplin guru, karyawan, dan 
siswa. Ketidaktegasan kepala sekolah nam-
pak dari tidak disiplinnya guru dan karya-
wan dalam menjalankan tugasnya, yang 
berimbas juga pada ketidakdisiplinan siswa 
dalam mengikuti proses belajar-mengajar di 
sekolah. Hal ini menjadi akar masalah 
rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten 
Boven Digoel. 

Berikutnya, kepala sekolah sebaiknya 
adalah orang yang mampu menjalankan tu-
gas dan fungsinya degan memimpin secara 
autokratif dengan gaya pengambilan kepu-
tusan yang direktif, namun harus mampu 
juga membangun komunikasi yang intensif 
dengan bawahan, memahami situasi, kon-
disi, dan karakter individu bawahannya su-
paya tidak tercipta jarak yang terlalu jauh 
antara bawahan dan atasan. Pengendalian 
diri seorang kepala sekolah dalam meng-
hadapi setiap masalah juga sangat penting, 
supaya bawahan tidak merasa tertekan dan 

terpaksa dalam menjalankan tugas-tugas-
nya di sekolah.  

Jika menjalankan tugas dan fungsinya 
dengan memimpin secara demokratis yang 
keputusannya partisipatif disertai ketegas-
an dan keteladanan, dan juga memimpin 
secara autoratif yang keputusannya direktif 
disertai pengendalian diri dan adanya ko-
munikasi yang manusiawi, maka pening-
katan mutu pendidikan sekolah menengah 
negeri di Tanah Merah Kabupaten Boven 
Digoel, Papua akan mengalami peningkat-
an yang signifikan. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis besarnya pengaruh budaya organisasi, penghargaan 
dan kepercayaan terhadap motivasi berprestasi pegawai dinas pendidikan pemuda dan 
olahraga Kabupaten Rokan Hulu. Survei dilakukan terhadap 75 orang pegawai yang 
dijadikan sampel penelitian dengan teknik simple random sampling. Pengolahan data 
dilakukan dengan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) budaya organisasi 
berpengaruh langsung positif terhadap motivasi berprestasi, (2) penghargaan berpengaruh 
langsung positif terhadap motivasi berprestasi, (3) kepercayaan berpengaruh langsung positif 
terhadap motivasi berprestasi, (4) budaya organisasi berpengaruh langsung positif terhadap 
kepercayaan, (5) penghargaan berpengaruh langsung positif terhadap kepercayaan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan motivasi 
berprestasi pegawai dapat dilakukan dengan meningkatkan budaya organisasi, penghargaan 
dan kepercayaan. Sementara untuk meningkatkan kepercayaan pegawai dapat dilakukan 
dengan meningkatkan budaya organisasi dan penghargaan. 
Kata Kunci: budaya organisasi, penghargaan, kepercayaan, motivasi berprestasi 
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Abstract  
The purpose of this study was to analyze the magnitude of the effect of organizational culture, 
appreciation and trust toward the employees’ achievement motivation of Education, Youth and Sports 
education Ministery of Rokan Hulu Regency. The survey was conducted on 75 employees. Sample was 
taken by simple Random Sampling Technique. Data analysis was done by path analysis. The results 
showed that: (1) Organizational culture has a direct positive effect toward achievement motivation, (2) 
The reward has a direct positive effect toward achievement motivation, (3) Trust has a direct positive 
effect toward achievement motivation, (4) Organizational culture has a direct positive effect toward the 
trust, (5) Reward has a positive direct effect toward the trust. Based on the research results could be 
concluded that to improve employees’ achievement motivation could be done by improving 
organizational culture, appreciation, and trust. Meanwhile, to increase the confidence of employees 
could be done by improving the organizational culture and appreciation. 
Keywords: organizational culture, reward, trust, achievement motivation 
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Pendahuluan 

Pencapaian tujuan organisasi sangat 
ditentukan oleh anggota organisasi. Begitu 
juga pada dinas pendidikan pemuda dan 
olahraga (Disdikpora) Kabupaten Rokan 
Hulu. Pencapaian tujuan dinas ditentukan 
oleh para pegawainya. Tujuan disdikpora 
akan bisa tercapai secara optimal apabila 
pegawainya memiliki motivasi berprestasi 
yang tinggi. 

 Motivasi berprestasi merupakan a 
social form of motivation involving a competitive 
desire to meet standards of excellence (Colman, 
2001, p. 35). Memiliki motivasi berprestasi 
akan membuat pegawai bekerja dengan le-
bih keras agar kerberhasilan kerja bisa dira-
ih. Pegawai yang memiliki motivasi ber-
prestasi akan menampilkan perilaku kerja 
yang lebih baik bukan hanya sekedar me-
laksanakan pekerjaan. 

Motivasi berprestasi secara sederhana 
dapat dikatakan sebagai keinginan pegawai 
melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-ba-
iknya dan berupaya memenuhi atau bahkan 
melebihi target kerja yang ditetapkan. Hal 
ini sesuai dengan pendapat McClelland 
(George & Jones, 2005) yang mengemuka-
kan achievement motivations is the desire to 
perform challenging tasks well and to meet one 
own hight standards. Pendapat lainnya ten-
tang motivasi berprestasi dikemukakan 
Slocum, yaitu “achievement motivation model 
states that people are motivated according to the 
strenghtof their desire either to perform (1) in 
terms of a standard of excellence or (2) to succeed 
in competitive situation. Characteristices of high 
achievers are they like to set their own goals, they 
avoid selecting extremely difficult goals, and 
prefer moderate goals, (3) they prefers tasks that 
provide immediete feedback” (Slocum & 
Hellriegel, 2009, pp. 134–136). 

Berdasarkan kajian pendahuluan, pe-
nulis melihat motivasi berprestasi pegawai 
disdikpora Kabupaten Rokan Hulu perlu 
ditingkatkan. Beberapa permasalahan yang 
terlihat diantaranya pegawai dalam melak-
sanakan pekerjaan terkesan hanya untuk 
melepaskan tanggung jawab, tanpa ada upa-
ya mewujudkan pekerjaan yang optimal. 
Selain itu, apabila terdapat tugas yang lebih 

berat, pegawai mengemukakan kurang ber-
semangat untuk menyelesaikannya. 

Banyak faktor yang diduga mempe-
ngaruhi motivasi berprestasi seseorang. 
Faktor-faktor tersebut diantaranya budaya 
organisasi, penghargaan dan kepercayaan. 
Budaya organisasi merupakan a shared set of 
belief and values within an organization 
(McShane, Olekalns, & Travaglione, 2013, p. 
446). Budaya organisasi yang positif seperti 
budaya saling membantu, budaya saling 
bekerja sama tentunya akan dapat mening-
katkan motivasi berprestasi seseorang. Pe-
nelitian Tiur Asi Siburian mengemukakan 
the direct influence of organizational culture on 
achievement motivation with path coefficients of 
0,901 (Siburian, 2013, p. 247). Selanjutnya 
penelitian dari Kavousipour, Noorafshan, 
Pourahmad, & Dehghani-Nazhvani (2015, 
p. 27) menyatakan The culture of students can 
affect achievement motivation. 

Pengertian budaya organisasi lainnya 
adalah "organizational culture is the totality of 
the assumptions, values, norms, and behaviour 
of employees that create physical and social arte-
facts of an organization (Sinha, 2008, p. 338). 
Selanjutnya Robbins, Judge, & Hasham 
(2012, p. 577) menyatakan organizational cul-
ture is a system of shared meaning held by mem-
bers that distinguishes the organization from 
other organizations. Kedua pendapat tersebut 
menekankan bahwa budaya organisasi me-
rupakan perpaduan norma dan sikap ber-
sama anggota organisasi. Budaya organisasi 
dapat berupa fisik maupun sosial dan me-
rupakan ciri khas dari organisasi. Setiap 
organisasi memiliki budaya yang berbeda 
dengan organisasi lainnya. 

Selanjutnya pengertian budaya orga-
nisasi dari ahli lain yaitu, organizational cul-
ture is a shared set of belief and vakues within an 
organization (Schermerhorn, Hunt, Uhl-Bien, 
& Osborn, 2012, p. 9). Colquit, LePine, & 
Wesson (2009, p. 534) menyatakan organiza-
tional culture as the shared social knowledge 
within an organization regarding the rules, 
norms and values that shape the attitudes and 
behaviors of its employees. 

Budaya organisasi mempengaruhi mo-
tivasi berprestasi seseorang dalam bekerja. 
Widodo (2015, p. 187) mengemukakan bah-
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wa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan 
yang merangsang motivasi pasti disenangi 
dan dihargai oleh semua orang. Pendapat 
selanjutnya dari Champoux (2011, p. 160) 
Champoux yang mengemukakan people ac-
quired the need for achievement through sociali-
zation to the values of their culture. He based 
this conclusion on the results of his extensive 
studies of the presence of need for achievement 
concepts and themes in the folklore, mythology, 
and art of various societies. 

Dalam mengembangkan budaya, or-
ganisasi pimpinan dapat melakukannya de-
ngan berbagai  cara, yaitu pemantapan nilai 
dasar budaya, melakukan pembinaan, mem-
buat acara rutin, memberikan penilaian dan 
penghargaan tanggap terhadap masalah in-
ternal dan eksternal serta melaksanakan ko-
ordinasi dan kontrol (Warsilah & Wijayanti, 
2015, p. 97). 

Penghargaan juga mempengaruhi 
motivasi berprestasi. Penghargaan adalah 
something of value given to the employee on the 
basis of the elicited behavioral response; it is 
meant to reinforce the occurrence of the desired 
response. Most attention has been paid to the 
response reward connection (Muchinsky, 2006, 
p. 397). Adanya penghargaan akan menja-
dikan seseorang merasa dihargai setelah 
melakukan pekerjaan. Penghargaan tentu 
saja akan menjadikan dorongan atau moti-
vasi kepada seseorang untuk melaksanakan 
pekerjaan dengan lebih lagi. Penelitian 
Manafi, Mohammadi, & Hejazi (2015, p. 
135) menyatakan environmental factors 
achievement motivation: Incentives: Including 
reinforcement and reward mechanism. Peneliti-
an Hossain & Sultana (2014, p. 191) me-
ngemukakan achievement motivation entails 
three factors; namely, motive of individual, 
probability of success of a given task and the 
incentives or reward given for that task. 

Penghargaan juga didefinisikan oleh 
ahli lain seperti a reward is any good thing 
given by a community to one of its members in 
recognition of what that person in particular has 
done (Woodruff, 2011, p. 11). Pada dasarnya 
setiap pegawai membutuhkan pengharga-
an dari organisasinya. Slocum & Hellriegel 
(2007, pp. 370–373) menyatakan a reward is 
an event that a person finds desirable or pleasing. 

Rewards which are used by organizations are (1) 
material rewards: pay, pay raises, bonus, incen-
tive plan, (2) rewards from the task: sense of 
achievement, jobs with more responsibility, job 
autonomy/self direction, and performing impor-
tant task (3) social/interpersonal rewards: praise, 
developmental feedback, requests for suggestions. 

Penghargaan yang tepat dan sesuai 
akan menjadikan karyawan termotivasi un-
tuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih 
baik. Hal ini dijelaskan oleh Wagner & 
Hollenbeck (2010) berikut ini. One way to try 
to create motivation is through rewards, and 
perhaps the easiest thing to say to a manager, in 
theory, is that he or she should “pay for per-
formance” or “link rewards to accomplishment. 
Tujuan diberikannya penghargaan salah sa-
tunya akan dapat mempertahan motivasi 
karyawan. Pendapat ini dipertegas oleh 
Griffin & Moorhead (2014, p. 161) yaitu the 
purpose of the reward system in most 
organizations is to attract, re-tain, and motivate 
qualified employees. 

Penghargaan yang diberikan kepada 
karyawan secara umum dibagi dalam tiga 
pilihan, yaitu (Fahmi, 2016, pp. 64–65): (a) 
penghargaan dalam bentuk finansial tunai. 
Ini diterima langsung oleh karyawan terse-
but seperti gaji (salary), bonus, uang lembur 
dan sejenisnya yang bersifat tunai; (b) peng-
hargaan dalam bentuk finansial tunjangan. 
Pemberian reward seperti ini dalam bentuk 
tanggungan biaya kesehatan, biaya melahir-
kan, uang cuti, jaminan asuransi, biaya pe-
meliharaan rumah, pengisian pulsa telepon 
dan sejenisnya; (c) penghargaan dalam ben-
tuk non finansial. Pemberian reward dalam 
bentuk non-finansial ini seperti kenyaman-
an bekerja dengan suasana ruangan kantor 
yang sesuai harapan karyawan. 

Kepercayaan merupakan keyakinan 
seseorang terhadap orang lain ataupun 
kepada organisasinya. Colquit et al. (2009, 
pp. 223–224) mengemukakan Trust is defined 
as the willingness to be vulnerable to an author-
ity based on positive expectations about the au-
thoritys actions and intentions. There are three 
dimensions of trust: (1) competence, defined as 
the skills, abilities and areas of expertise that 
enable an authority to be successful in some spe-
cific area, (2) character, conveys an alignment 
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between words and deeds – a sense that autho-
rities keep their promises, walk the talk and do 
what they say they will do. It means that the 
authorities have integrity- they have honest 
motives and intentions, (3) benevolence, defined 
as the belief that the authority wants to do good 
for the trustor, if authorities are perceived as be-
nevolent, it means that they care for employees, 
are concerned about their well being, and feel a 
sense of loyalti to them.  

Pegawai yang memiliki kepercayaan 
terhadap rekan kerja dan pimpinan akan 
merasa termotivasi untuk melaksanakan 
pekerjaan dengan lebih baik. Kepemimpin-
an efektif dapat dibangun dengan komu-
nikasi dan koordinasi yang efektif dengan 
semua bawahan (Sukendar & Usman, 2013, 
p. 293). Kepercayaan pegawai terhadap 
intitusi atau organsasi akan membuat pega-
wai berkeyakinan dalam diri untuk bekerja 
dengan lebih baik. Penelitian Okello & 
Gilson (2015, p. 82) menyatakan Workplace 
trust relationships with colleagues, supervisors 
and managers, employing organisation and 
patients directly and indirectly influence HW 
motivation. 

Terdapat lima dimensi dari keperca-
yaan. Robbins & Judge (2013, p. 458) me-
ngemukakan trust is a positive expectation 
that another will not- through words, actions, or 
decisions- act opportunistically. Evidence has 
identified five dimensions of trust : (1) integrity 
refers to honesty and truthfulness, (2) compe-
tence encompasses an individuals technical and 
interpersonal knowledge and skills, (3) concis-
tency relates to an individuals reliability, pre-
dictability, and good judgment in handling situ-
ations, (4) loyalty is the willingness to protect 
and save face for another person, and (5) 
opennes: ready to receive new ideas. 

Selanjutnya hal yang sama juga dike-
mukakan oleh DeJanasz, Dowd, & 
Schneider (2009, pp. 33–34), yaitu trust is a 
multifaceted concept that captures ones faith or 
belief in the integrity or reliability of another per-
son or thing. Trust is composed of five elements: 
(1) integrity-honesty and sincerity, (2) compe-
tence-knowledge and ability, (3) concistency-
conformirty with previous practice, (4) loyality- 
faithfulness to ones friends and ideals, (5) 
opennes-not closed to new ideas, willing to share 
ideas with others. 

Pegawai yang sudah percaya terha-
dap organisasi tidak akan ragu melakukan 
yang terbaik dalam pekerjaannya. The most 
important thing about low Trust is the high price 
everyone pays for it (Price-Jones, 2010, p. 156). 
Pendapat lainnya mengemukakan without 
trust employees may focus on self protectio 
weakening their willingness to cooperate and 
collaborate, demaging their motivation 
(DeJanasz et al., 2009, p. 35). 

Budaya organisasi akan mempenga-
ruhi kepercayaan. Pegawai yang bekerja 
dalam budaya organisasi yang positif akan 
merasakan percaya terhadap organisasinya. 
Kepercayaan terhadap organisasi tentu 
akan meningkatkan kinerja mereka. Institu-
tional trust is malleable, shaped by sociocultural 
factors and value systems (Hmielowski, 
Feldman, Myers, Leiserowitz, & Maibach, 
2014, p. 4). Pendapat selanjutnya adalah all 
the organizational culture functions come 
together to serve an overarching function—
reduction of anxiety and uncertainty in human 
relationships (Champoux, 2011, p. 79). 

Beberapa hasil penelitian juga menun-
jukkan bahwa budaya organisasi mempe-
ngaruhi kepercayaan. Kaur & Madan (2013, 
p. 133) mengemukakan Trust is a function of 
perceived risk; Trust deepens over time and with 
increased reciprocity; Trust is a matter of degree; 
Culture affects trust. Selanjutnya penelitian 
Yusuf (2017, p. 214) yang mengemukakan 
organizational culture had a direct effect on 
lecturer’s trust. 

Penghargaan juga mempengaruhi ke-
percayaan. Pegawai yang diberikan peng-
hargaan akan percaya terhadap organaisasi-
nya. Hasil penelitian Victor & Hoole (2017, 
p. 213) Victor dan Hoole menyebutkan 
results indicated that there is a moderate-to-
strong positive relationship between the three 
constructs, and that rewards are able to predict 
trust and engagement. Pendapat lain menye-
butkan the results suggest that reward struc-
tures have a strong influence on trust, and that 
the effect is mediated by causal schemas, sus-
picion effects, and self-perception (Ferrin & 
Dirks, 2003). 

Berdasarkan permasalahan utama 
dan teori yang ditemukan, maka penelitian 
ini akan melihat tentang motivasi berpres-
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tasi pegawai yang dilihat dari faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ter-
sebut adalah budaya organisasi, pengharga-
an dan kepercayaan. Adapun rumusan per-
masalahan dalam penelitian ini adalah: (1) 
pengaruh langsung budaya organisasi ter-
hadap motivasi berprestasi; (2) pengaruh 
langsung penghargaan terhadap motivasi 
berprestasi; (3) pengaruh langsung keper-
cayaan terhadap motivasi berprestasi; (4) 
pengaruh langsung budaya organisasi ter-
hadap kepercayaan; (5) pengaruh langsung 
penghargaan terhadap kepercayaan. 

Berdasarkan uraian yang telah di-
sampaikan, maka Tujuan penelitian ini ad-
alah untuk menganalisis besarnya penga-
ruh budaya organisasi, penghargaan dan 
kepercayaan terhadap motivasi berprestasi. 
Penelitian ini dilaksanakan di dinas pe-
ndidikan pemuda dan olahraga Kabupaten 
Rokan Hulu.  

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pe-
nelitian ini adalah metode survey dengan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini meng-
gunakan teknik analisis jalur atau path 
analysis. Studi kausal dalam penelitian ini 
untuk mengkaji keterkaitan antarvariabel 
penelitian serta mengukur pengaruh satu 
variabel terhadap variabel lainnya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pegawai dinas pendidikan pemuda 
dan olahraga. Jumlah sampel penelitian 
ditentukan dengan menggunakan rumus 
Slovin. Berdasarkan hasil perhitungan dike-
tahui sampel berjumlah 75 orang. Peng-
ambilan sampel dilakukan dengan teknik 
simple random sampling. 

Data dikumpulkan dengan menggu-
nakan kuesioner. Kuesioner yang diguna-
kan terdiri dari kuesioner budaya organi-
sasi, kuesioner penghargaan, kuesioner ke-
percayaan dan kuesioner motovasi berpres-
tasi. Sebelum dijadikan instrumen peneliti-
an, kuesioner tersebut diujicobakan terlebih 
dahulu untuk menentukan validitas dan 
reliabilitasnya.  

Pengujian validitas dilakukan dengan 
menggunakan rumus Pearson Product 
Moment. Pengujian reliabilitas dilakukan 
dengan rumus Alpha Cronbach. Pola keter-
ikatan antarvariabel dalam penelitian ini 
disajikan pada Gambar 1. 

Analisis data menggunakan teknik 
analisis data secara deskriptif dan inferen-
sial. Penggunaan teknik deskriptif digun-
akan untuk memperoleh gambaran karak-
teristik penyebaran nilai setiap variabel 
yang diteliti. Analisis inferenssial diguna-
kan untuk menguji hipotesis dengan meng-
gunakan analisis jalur. 

 

 
Gambar 1. Model Hipotetik Penelitian 

Keterangan : 
X1 :Budaya Organisasi   X3 : Kepercayaan 
X2 : Penghargaan   Y : Motivasi Berprestasi 

 

ρy2 

ρy3 

X1 

X2 

Y 
X3 

ρy1 

ρ31 

ρ32 
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Analisis deskriptif digunakan dalam 
hal penyajian data, ukuran sentral dan 
ukuran penyebaran. Penyajian data meng-
gunakan daftar distribusi dan histogram. 
Ukuran sentral meliputi Modus, Median 
dan Mean. Ukuran penyebaran meliputi 
varians dan simpangan baku. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian 
ini menggunakan α = 0,05. Sebelum me-
lakukan pengujian hipotesis dilakukan ter-
lebih dahulu uji normalitas galat taksiran 
regresi dengan menggunakan teknik Lillie-
forse serta uji signifikansi dan uji linieritas 
model regresi linier sederhana sesuai de-
ngan model hubungan antarvariabel yang 
dirumuskan dalam kajian teoretik dengan 
menggunakan analisis varian (ANAVA). 
Sementara itu, untuk mengukur pengaruh 

langsung dan tak langsung dari variabel 
bebas terhadap suatu variabel terikat ter-
lihat dari koefesien jalur. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di-
rangkum data statistik yang diperoleh se-
suai dengan Tabel 1. 

Untuk membantu pengolahan data 
hasil penelitian digunakan Program SPSS 
versi 20. Berdasarkan hasil pengolahan data 
penelitian diperoleh hasil akhir sebagai-
mana terlihat pada Gambar 2. 

Pengujian hipotesis dilakukan de-
ngan bantuan program SPSS versi 20. Hasil 
penelitiannya dapat dilihat pada Tabel 2, 
Tabel 3 dan Tabel 4. 

 

Tabel 1. Rangkuman Data Statistik Penelitian 

 Budaya 
Organisasi 

Penghargaan Kepercayaan Motivasi 
Berprestasi 

N       Valid 
          Missing 
Mean 
Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

75 
0 

105.81 
1.215 
107.00 

99 
10.524 
110.748 

55 
75 
130 
7936 

75 
0 

108.68 
1.237 

109.00 
100 

10.714 
114.788 

45 
83 
128 

8151 

75 
0 

102.88 
.597 

102.00 
102 

5.167 
26.702 

30 
90 
120 

7716 

75 
0 

108.01 
1.456 

110.00 
103 

12.609 
158.986 

52 
80 
132 
8101 

 

 
Gambar 2. Koefesien Jalur Hasil Penelitian 

Keterangan: 
X1 : Budaya Organisasi   X3 : Kepercayaan 
X2 : Penghargaan    Y : Motivasi Berprestasi 

ρy3 0.333 
ρ31 0.224 

ρ32 0.411 

ρy2 0.381 

ε1 0.369 Ρy1  0.303 
ε2 0.728 

X2 

Y X3 

X1 
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Tabel 2. Koefesien Regresi Variabel Dependen Motivasi Berprestasi 

 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficient 

 
 
t 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

Constant 
Budaya Organisasi 

Penghargaan 
Kepercayaan 

-43.997 
.363 
.448 
.813 

13.528 
.096 
.101 
.214 

 
.303 
.381 
.333 

-3.252 
3.766 
4.433 
3.804 

.002 

.000 

.000 

.000 

Tabel 3. Koefesien Regresi variabel Dependen Kepercayaan 

 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficient 

 
 
t 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

Constant 
Budaya Organisasi 

Penghargaan 

48.927 
.110 
.198 

4.737 
.052 
.051 

 
.224 
.411 

10.330 
2.137 
3.917 

.000 

.036 

.000 

Tabel 4. Kesimpulan Pengaruh Variabel X1, X2, X3 terhadap Y 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .777 .604 .587 8.100 

 
 

Berdasarkan Gambar dan Tabel ter-
sebut dapat diketahui bahwa penelitian ini 
menunjukkan sebagai berikut. 

Budaya Organisasi Berpengaruh Langsung 
Positif terhadap Motivasi Berprestasi 

Ini dapat dilihat dari koefesien jalur bu-
daya organisasi (X1) ke motivasi berprestasi 
(Y) atau ρy1 sebesar 0,303 signifikan pada α 
= 0.05 yang berarti koefesien jalur adalah 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H0 
ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat di-
nyatakan pengaruh langsung positif buda-
ya organisasi terhadap motivasi berprestasi. 
Artinya setiap kenaikan satu satuan pada 
variabel eksogen budaya organisasi akan 
menyebabkan kenaikan sebesar 0,303 atau 
30,3% pada variabel endogen motivasi ber-
prestasi. 

Untuk meningkatkan motivasi ber-
prestasi perlu ditingkatkan pula budaya or-
ganisasi. Budaya organisasi merupakan fak-
tor yang paling kuat dalam meningkatkan 
motivasi. Hal ini dijelaskan oleh Mullins 
(2006, p. 187) Mullins  nine key motivating fac-
tors that also forn the basis of cultural assesment 
... (9) internalization- of cultural beliefs and 
values. Internalization determines our attitude, 

convictions and behaviors, and is the most 
powerful and permanent of the nine motivating 
factor. 

Penghargaan Berpengaruh Langsung 
Positif terhadap Motivasi Berprestasi 

Ini dapat dilihat dari koefesien jalur 
peghargaan (X2) ke motivasi berprestasi (Y) 
atau ρy2 sebesar 0,381 signifikan pada α = 
0.05 yang berarti koefesien jalur adalah 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H0 
ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat 
dinyatakan pengaruh langsung positif peng-
hargaan terhadap motivasi berprestasi. Ar-
tinya setiap kenaikan satu satuan pada va-
riabel eksogen penghargaan akan menye-
babkan kenaikan sebesar 0,381 atau 38,1% 
pada variabel endogen motivasi berprestasi. 

Motivasi berprestasi dapat ditingkat-
kan dengan memberikan penghargaan yang 
sesuai berdasarkan hasil pekerjaan. Peng-
hargaan tidak hanya berupa uang tetapi da-
pat berupa bentuk lain. Financial incentives 
may be more motivating in the short term, in the 
long run, nonfinancial incentives are more moti-
vating (Robbins & Judge, 2013, p. 269).  
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Kepercayaan Berpengaruh Langsung Posi-
tif terhadap Motivasi Berprestasi. 

Ini dapat dilihat dari koefesien jalur 
kepercayaan (X3) ke motivasi berprestasi 
(Y) atau ρy3 sebesar 0,333 signifikan pada α 
= 0.05 yang berarti koefesien jalur adalah 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H0 
ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat 
dinyatakan pengaruh langsung positif ke-
percayaan terhadap motivasi berprestasi. 
Artinya setiap kenaikan satu satuan pada 
variabel eksogen kepercayaan akan menye-
babkan kenaikan sebesar 0,333 atau 33,3% 
pada variabel endogen motivasi berprestasi. 

Motivasi berprestasi dapat ditingkat-
kan dengan meningkatkan rasa kepercaya-
an. Pegawai yang sudah percaya terhadap 
organisasi akan termotivasi untuk bekerja 
dengan lebih giat. Kepercayaan karyawan 
terhadap pimpinan akan sangat membantu 
meningkatkan motivasi berprestasinya.  
Employees identify with and feel obliged to work 
for an organization only when they trust its 
leader (Rousseau) 

Budaya Organisasi Berpengaruh Langsung 
Positif terhadap Kepercayaan 

Ini dapat dilihat dari koefesien jalur 
budaya organisasi (X1) ke kepercayaan (X3) 
atau ρ31 sebesar 0,224 signifikan pada α = 
0.05 yang berarti koefesien jalur adalah 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa H0 
ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat di-
nyatakan pengaruh langsung positif buda-
ya organisasi terhadap kepercayaan. Arti-
nya setiap kenaikan satu satuan pada varia-
bel eksogen budaya organisasi akan menye-
babkan kenaikan sebesar 0,224 atau 22,4% 
pada variabel endogen kepercayaan. 

Kepercayaan pegawai terhadap orga-
nisasi dapat ditingkatkan dengan memba-

ngun budaya organisasi yang positif. Bu-
daya organisasi akan dapat mempe-ngaruhi 
perilaku anggota organisasi, salah satu nya 
kepercayaan. Organizational culture some-
times called corporate culture, is a system of 
shared beliefs and values that develops whitin 
and organization and guides the behavior of its 
members (Kinicki & Williams, 2011, p. 236). 

Selain dapat meningkatkan keperca-
yaan, budaya organisasi juga akan mempe-
ngaruhi kompetensi. Hasil penelitian secara 
parsial terdapat pengaruh positif dan sig-
nifikan variabel budaya organisasi terhadap 
kompetensi guru (Syakir & Pardjono, 2015, 
p. 236).   

Penghargaan Berpengaruh Langsung 
Positif terhadap Kepercayaan 

Ini dapat dilihat dari koefesien jalur 
penghargaan (X2) ke kepercayaan (X3) atau 
ρ32 sebesar 0,411 signifikan pada α = 0.05 
yang berarti koefesien jalur adalah signifi-
kan. Hal ini menunjukkan bahwa H0 dito-
lak dan H1 diterima, sehingga dapat dinya-
takan pengaruh langsung positif penghar-
gaan terhadap kepercayaan. Artinya setiap 
kenaikan satu satuan pada variabel eksogen 
penghargaan akan menyebabkan kenaikan 
sebesar 0,411 atau 41,1% pada variabel en-
dogen kepercayaan. 

Penghargaan yang tepat juga akan 
meningkatkan kepercayaan pegawai. Sistem 
penghargaan memiliki banyak pengaruh 
termasuk membangun kepercayaan. Reward 
management policy and practice are subject to a 
number of influences (Armstrong, 2007, p. 12). 

Untuk mempermudah pemahaman 
terhadap hasil uji hipotesis yang telah diba-
has, rangkuman hasil penelitian disajikan 
pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Rekapitulasi hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

No Koefesien Jalur t 
hitung 

t 
tabel 

Arti Kesimpulan 

1 ρy1 0.303   α=0,05 3.766 1.661 Signifikan Berpengaruh positf dan langsung 
2 ρy2 0.381   α=0,05 4.433 1.661 Signifikan Berpengaruh positf dan langsung 
3 ρy3 0.333   α=0,05 3.804 1.661 Signifikan Berpengaruh positf dan langsung 
4 ρ31 0.224   α=0,05 2.122 1.661 Signifikan Berpengaruh positf dan langsung 
5 ρ32 0.411   α=0,05 3.889 1.661 Signifikan Berpengaruh positf dan langsung 
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Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di-
tarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai 
berikut. Pertama, Budaya organisasi berpe-
ngaruh langsung positif terhadap motivasi 
berprestasi. Artinya budaya organisasi da-
pat meningkatkan motivasi berprestasi pe-
gawai dinas pendidikan pemuda dan olah-
raga Kabupaten Rokan Hulu. Kedua, peng-
hargaan berpengaruh langsung positif ter-
hadap motivasi berprestasi. Artinya peng-
hargaan dapat meningkatkan motivasi ber-
prestasi pegawai dinas pendidikan pemuda 
dan olahraga Kabupaten Rokan Hulu. 

Ketiga, kepercayaan berpengaruh 
langsung positif terhadap motivasi berpres-
tasi. Artinya kepercayaan dapat mening-
katkan motivasi berprestasi pegawai dinas 
pendidikan pemuda dan olahraga Kabu-
paten Rokan Hulu. Keempat, budaya orga-
nisasi berpengaruh langsung positif terha-
dap kepercayaan. Artinya budaya organisa-
si dapat meningkatkan kepercayaan pega-
wai dinas pendidikan pemuda dan olah 
raga Kabupaten Rokan Hulu. Keempat, 
penghargaan berpengaruh langsung positif 
terhadap kepercayaan. Artinya pengharga-
an dapat meningkatkan kepercayaan pega-
wai dinas pendidikan pemuda dan olahraga 
Kabupaten Rokan Hulu. Kelima, variabel 
penghargaan memiliki pengaruh langsung 
positif paling besar terhadap motivasi ber-
prestasi dibandingkan variabel lain, yaitu 
budaya organisasi dan kepercayaan. Varia-
bel penghargaan juga memiliki pengaruh 
langsung positif lebih besar dari variabel 
budaya organisasi terhadap kepercayaan. 

Beberapa saran yang dapat diberikan 
setelah penelitian ini adalah sebagai beri-
kut. Pertama, kepada pimpinan di ling-
kungan dinas pendidikan pemuda dan 
olahraga Kabupaten Rokan Hulu untuk 
lebih meningkatkan pemberian pengharga-
an kepada para pegawai, karena pening-
katan penghargaan dapat meningkatkan 
motivasi berprestasi pegawai dan juga me-
ningkatkan kepercayaan mereka. Selain itu, 
perlu juga untuk meningkatkan budaya or-
ganisasi yang positif dan kepercayaan pega-
wai. Peningkatan dua variabel ini juga akan 

meningkatkan motivasi berprestasi yang 
pada akhirnya tentu akan mengoptimalisa-
sikan pencapaian tujuan dinas pendidikan 
pemuda dan olahraga. 

Kedua, disarankan kepada para pega-
wai untuk selalu menampilkan perilaku 
yang positif sehingga akan menjadikan 
budaya organisasi yang positif yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan motivasi 
berprestasi. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan kemampuan manajerial kepala satuan 
PAUD dan self-efficacy guru dengan kinerja guru PAUD. Penelitian ini merupakan penelitian 
korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian adalah seluruh guru PAUD 
non-formal yang ada di Kecamatan Bukit Kerman yang  berjumlah 59 guru. Teknik sampling 
yang digunakan adalah sampling jenuh dimana populasi dijadikan sampel. Data 
dikumpulkan menggunakan angket yang telah divalidasi oleh ahli dan selanjutnya di uji 
validitas dan reliabilitasnya. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, regresi linear 
sederhana dan regresi linier ganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) terdapat 
hubungan yang signifikan antara kemampuan manajerial satuan PAUD dengan kinerja guru, 
(2) terdapat hubungan yang signifikan antara self-efficacy dengan kinerja guru, (3) terdapat 
hubungan yang signifikan antara kemampuan manajerial kepala satuan PAUD dan self-efficacy 
guru secara simultan terhadap kinerja guru. 
Kata Kunci: Kemampuan manajerial, self-efficacy, kinerja guru 
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TEACHER SELF-EFFICACY ON TEACHER’S PERFORMANCE OF EARLY 
CHILDHOOD EDUCATION IN BUKIT KERMAN DISTRICT KERINCI REGENCY 

Abstract 
This study aims to determine the relationship between the managerial ability of the principal of early 
childhood education and teacher self-efficacy and teacher’s performance. This study uses a quantitative 
approach. The sample of the research was all non-formal early childhood teachers in Bukit Kerman 
district, which amounted to 59 teachers. The sampling technique used was saturated sampling where 
the population was sampled. Data were collected using questionnaires that have been validated by 

experts and subsequently tested for validity and reliability. Data were analyzed using descriptive 
statistics, simple linear regression and multiple linear regression and coefficient of determination 
calculation. The result of the test shows that: (1) there is a significant relationship between the 
managerial ability of principal of early childhood education and teacher’s performance, (2) there is a 
significant relationship between self-efficacy with teacher’s performance, and (3) there is a significant 
relationship between managerial ability of principal of early childhood education and teacher self-efficacy 
simultaneously on teacher performance 
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Pendahuluan 

Pemerintah Indonesia sedang mem-
persiapkan generasi emas sebagai hadiah 
ulang tahun kemerdekaan yang ke 100. Ge-
nerasi emas adalah generasi pemegang 
estafet kepemimpinan yang nantinya akan 
membangun Indonesia menjadi negara 
yang mandiri, makmur secara ekonomi dan 
berkarakter. Generasi emas seyogyanya 
adalah generasi yang berharga dan bernilai 
sehingga harus dikelola dengan baik.  

Berbicara mengenai generasi emas 
tentunya tidak lepas dari peran pendidikan. 
Pendidikan adalah tempat dimana sumber 
daya manusia dikelola, dididik dan dibina. 
Jika sistem pendidikan berkualitas maka 
akan menghasilkan output yang berkualitas 
pula. Pemerintah gencar melakukan per-
baikan dan pemerataan pendidikan untuk 
menyonsong generasi emas 2045. Salah sa-
tunya adalah perbaikan dan pemerataan di-
bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
Anak-anak yang berada pada lembaga PA-
UD nantinya akan menjadi kader generasi 
emas sebagai hadiah ulang tahun satu abad 
kemerdekaan Indonesia. 

Pendidikan anak usia dini merupakan 
pembinaan yang ditujukan kepada anak 
usia 0-6 tahun yang dilakukan melalui pem-
berian rangsangan pendidikan untuk mem-
bantu pertumbuhan dan perkembangan jas-
mani maupun rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan le-
bih lanjut seperti yang dijelaskan dalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional (Depdik-
nas, 2003).  Kelompok anak usia 0-6 tahun 
akan berusia 28-34 tahun pada tahun 2045. 
Usia tersebut merupakan usia produktif 
untuk menopang kekuatan ekonomi dan 
daya saing bangsa. Oleh karena itu PAUD 
menjadi salah satu fokus utama pemerintah 
dalam melahirkan generasi emas. Selain itu 
anak-anak usia dini juga belum terkontami-
nasi dengan budaya negatif sehingga perlu 
diarahkan dan dibina dengan memberikan 
layanan yang tepat agar pertumbuhan dan 
perkembangannya berkembang ke arah 
yang lebih baik. 

Penyelenggaraan pendidikan anak 
usia dini dilakukan dalam bentuk formal, 

non-formal dan/atau Informal. Pendidikan 
jalur formal berbentuk Taman Kanak-Ka-
nak (TK) dan Raudatul Athfal (RA), sedang-
kan pendidikan non-formal dilakukan me-
lalui Kelompok bermain (KB), Taman Peni-
tipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang 
sederajat. Pendidikan anak usia dini pada 
jalur informal diselenggarakan dalam ben-
tuk pendidikan keluarga atau pendidikan 
yang diselenggarakan oleh lingkungan 
(Depdiknas, 2003). Berdasarkan Data Pokok 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat (DAPO PAUD DIKMAS) terda-
pat 195.174 lembaga pendidikan anak usia 
dini baik formal maupun non-formal yang 
melayani 5.028.323 anak di seluruh wilayah 
Indonesia. Jumlah ini akan terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Banyak-
nya jumlah lembaga mencerminkan keter-
tarikan dan kesadaran masyarakat akan pen-
tingnya pelaksanaan PAUD di Indonesia. 

Peningkatan jumlah lembaga PAUD 
tentunya harus dibarengi dengan manaje-
men yang baik pula. Tata kelola lembaga 
pendidikan harus dilakukan sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan. Pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidik-
an dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 137 Tahun 2014 (Menteri Pendidik-
an dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
2014) sebagai standar nasional pengelolaan 
PAUD yaitu terdiri dari; (1) Standar Tingkat 
Pencapaian Perkembangan Anak; (2) Stan-
dar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Peni-
laian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Ke-
pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasara-
na; (7) Standar pengelolaan; dan 8) Standar 
Pembiayaan. Setiap lembaga PAUD berke-
wajiban memenuhi standar tersebut agar 
penyelenggaraan dapat berjalan dengan 
efektif dan efisien. Pada penyelenggaraan 
tidak semua lembaga PAUD dapat meme-
nuhi standar nasional yang telah ditetap-
kan, sehingga mempengaruhi kualitas pela-
yanan PAUD itu sendiri.  

Kepala lembaga PAUD berperan da-
lam menentukan kesuksesan tercapainya 
standar pengelolaan nasional.  Pengetahuan 
dan kepiawaian kepala sekolah dalam me-
manage lembaga yang dipimpinnya diperlu-
kan dalam menerapkan standar pengelola-
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an PAUD. Stronge, Richard, & Catano (2013, 
p. 163) menyebutkan beberapa karakteristik 
spesifik dari perilaku dan tanggung jawab 
kepala sekolah yang berkontribusi secara 
langsung terhadap aktivitas kepemimpinan 
terdapat dalam beberapa kategori yaitu: 
kepemimpinan, pengajaran, iklim sekolah, 
administrasi sumber daya manusia, evalu-
asi guru, manajemen organisasional, komu-
nikasi dan hubungan komunitas, profesio-
nalis kepala sekolah, serta peran kepala 
sekolah dalam pencapaian peserta didik. 

Manajemen yang efektif merupakan 
salah satu faktor tercapainya penerapan 
pengelolaan yang baik. Manajemen adalah 
proses merencanakan, mengorganisasikan, 
memimpin dan mengendalikan usaha-usa-
ha anggota-anggota organisasi serta penda-
yagunaan seluruh sumberdaya organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetap-
kan (Wahjosumidjo, 2010, p. 94). Dalam 
pendidikan anak usia dini perencanaan me-
liputi pembuatan visi dan misi lembaga, 
rencana program tahunan dan rencana 
program semester, dan rencana evaluasi 
belajar. Pengorganisasian terkait dengan 
pengelompokan sumberdaya sesuai bidang 
seperti pengorganisasian guru dan penge-
lompokkan anak. Sedangkan fungsi kepe-
mimpinan terkait dengan gaya pendekatan 
kepala sekolah dalam mempengaruhi dan 
memotivasi bawahannya. Evaluasi bertuju-
an untuk merefleksikan hasil pelaksanaan 
program yang diterapkan.  

Kepala satuan PAUD diharapkan da-
pat menguasai kemampuan manajerial se-
hingga penyelenggaran dapat berjalan sesu-
ai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat 
Basri (2014, p. 172) yang menyatakan jika 
seluruh kompetensi manajerial dikuasai 
dan dilaksanakan dengan baik, maka se-
kolah unggul dan mandiri akan dapat di-
capai. Kepala PAUD dituntut untuk dapat 
berimprovisasi dengan mengeluarkan ide-
ide positif sehingga lembaga tidak ber-
gantung pada sumber daya yang ada. 

Sebagai sumber daya manusia di se-
kolah, kepala sekolah yang bertugas meng-
gerakkan dan mengembangkan lembaga se-
harusnya dapat meningkatkan mutu seko-

lah dengan menunjukkan kemampuan pe-
ngelolaan dan kemampuan dibidang mana-
jemen. Akan tetapi banyak ditemukan pe-
ngelolaan lembaga satuan PAUD yang 
belum maksimal. Berdasarkan observasi 
yang dilakukan di dua lembaga PAUD di 
Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerin-
ci, terdapat lembaga yang penyelengga-
raannya tidak sesuai dengan standar nasio-
nal PAUD. Idealnya sebuah lembaga PAUD 
seharusnya mempunyai perencanaan yang 
matang baik rencana pendek maupun jang-
ka panjang. Akan tetapi terdapat lembaga 
PAUD yang tidak memiliki perencanaan 
tersebut. Masalah lain yang ditemukan ada-
lah perawatan sarana prasarana yang buruk 
seperti peralatan permainan outdoor yang 
sudah rusak sehingga anak-anak tidak da-
pat menggunakannya. Kepala sekolah tidak 
memiliki inisiatif untuk melakukan per-
baikan terhadap sarana dan prasarana yang 
ada. Padahal pada prinsipnya anak usia di-
ni harus belajar dengan nyaman dan aman 
tanpa ada hal-hal yang membahayakan. Pe-
nerapan manajemen yang kurang baik da-
pat menghambat pencapaian anak. Nzoka 
& Orodho (2014, p. 86) dalam penelitiannya 
menegaskan bahwa the expected improved 
students’ academic performance was not realized 
due largely to the fact that most school managers 
had not good management skill. Hal ini berarti 
prestasi akademis siswa yang diharapkan 
meningkat tidak terwujud karena sebagian 
besar manajer sekolah tidak memiliki ke-
mampuan manajerial  yang baik. Menurut 
Schermerhon (2011, p. 17) kemampuan ma-
najerial adalah kemampuan atau karakteris-
tik personal yang membantu tercapainya 
kinerja yang tinggi dalam tugas manaje-
men. Me-manage atau mengelola sekolah 
adalah mengatur agar seluruh potensi seko-
lah berfungsi secara optimal dalam mendu-
kung tercapainya tujuan sekolah. Kepala 
sekolah mengatur agar guru dan staf lain 
bekerja secara optimal, dengan mendaya-
gunakan sarana/prasarana yang dimiliki 
serta potensi masyarakat demi mendukung 
ketercapaian tujuan sekolah. Rendahnya 
kemampuan manajerial kepala sekolah juga 
mempengaruhi mutu sekolah. Hal ini se-
nada dengan hasil penelitian yang dilaku-
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kan oleh Mukherjee, (2013, p.81) yang meng-
ungkapkan bahwa terdapat hubungan yang 
kuat antara kemampuan manajerial kepala 
sekolah dengan peforma sekolah. Mutu se-
kolah dapat dilihat dari kualitas pendidik, 
peserta didik, proses pembelajaran, sarana 
prasarana serta manajemen sekolah.  

Salah satu kunci utama yang paling 
krusial dalam meningkatkan mutu sekolah 
adalah guru, kerena guru merupakan pilar 
utama pencapaian tujuan pendidikan. Mem-
pertimbangkan pentingnya sumber daya 
manusia dalam suatu organisasi, para guru 
adalah faktor yang paling penting dalam 
sistem pendidikan (Shahmohammadi, 2017, 
p.60). Kepala sekolah ikut berperan dalam 
peningkatan kinerja guru, mulai dari perek-
rutan hingga evaluasi. Kinerja guru dalam 
pembelajaran berkaitan dengan kemampu-
an guru dalam merencanakan, melaksana-
kan dan menilai pembelajaran baik proses 
maupun hasil pembelajaran tersebut (Mul-
yasa, 2013). Guru seharusnya mampu me-
nguasai materi pembelajaran, menciptakan 
pembelajaran yang menyenangkan, mem-
buat media pembelajaran yang kreatif dan 
inovatif, membuat penilaian dan mengeva-
luasi hasil pembelajaran serta mampu mem-
buat tindak lanjut dari hasil evaluasi terse-
but. Kinerja guru guru juga dapat dikaitkan 
dengan penguasaan kompetensi yang harus 
dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, 
kompetensi profesional, kompetensi kepri-
badian dan kompetensi sosial.  

Kompetensi guru di Indonesia masih 
tergolong belum maksimal. Hasil rerata uji-
an kompetensi guru (UKG) nasional pada 
tahun 2015 yaitu 56.9, sementara itu hasil 
UKG guru taman kanak-kanak di Kabu-
paten Kerinci tahun 2015 menunjukkan 
rerata 52,41 (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan). Hasil ini belum mencapai 
target nasional yaitu nilai rerata 55. Hasil 
UKG adalah cerminan pengetahuan ke-
mampuan guru mengenai kompetensi pe-
dagogik dan kompetensi profesional. Hal 
ini dapat menjadi salah satu bukti kurang 
maksimalnya kinerja guru sebagai pen-
didik. Kurangnya kompetensi dan kinerja 
guru berakibat pada prestasi siswa ; Sule, 

2013, p. 39; Kimani, Kara, & Njagi, 2013, p. 
2) 

Sejalan dengan hal di atas, lanjutan 
hasil observasi dan wawancara yang dila-
kukan terhadap guru, terdapat guru yang 
belum maksimal dalam mengajar. Guru 
cenderung pasif dalam mengelola suasana 
kelas. Guru memberikan kegiatan berulang 
yaitu mewarnai dan mengerjakan lembar 
kerja sehingga anak merasa bosan dan tidak 
tenang. Masalah lain yaitu terdapat guru 
yang tidak memiliki rencana pelaksanaan 
pembelajaran harian (RPPH). Perangkat ini 
merupakan perangkat penting dalam me-
laksanakan pembelajaran. Kegiatan pem-
belajaran pada pendidikan anak usia dini 
seharusnya berdasar pada RPPH yang telah 
dibuat sebelumnya yang mencakup tema, 
kegiatan dan media pembelajaran. Pada 
proses pembelajaran guru hanya menggu-
nakan media yang tersedia seperti papan 
tulis, buku tulis dan lembar kerja. Per-
masalahan-permasalahan diatas menggam-
barkan belum maksimalnya kinerja guru. 
Peran guru seharusnya terus ditingkatkan 
karena mereka adalah pilar utama di sektor 
ini (Johari, Yean Tan, & Tjik Zulkarnain, 
2018, p. 108). 

Ada banyak faktor yang mempenga-
ruhi kinerja guru. Salah  satunya adalah self-
efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan diri 
seseorang bahwa ia dapat menguasai situasi 
dan memberi hasil positif atas apa yang 
telah dikerjakan. Bandura (1997, p. 5) me-
ngatakan Self-efficacy adalah penilaian diri, 
apakah seseorang dapat melakukan tindak-
an yang baik atau buruk, tepat atau salah, 
bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai de-
ngan yang dipersyaratkan. Self-efficacy guru 
mempunyai dampak besar pada kualitas 
pembelajaran yang akan dialami anak di-
dalam kelas. Guru dengan self efficacy yang 
rendah sering terperosok dalam permasa-
lahan kelas dan cenderung mengatakan 
bahwa kemampuan anak yang rendah 
merupakan alasan mengapa mereka tidak 
menguasai pembelajaran (Santrock, 2011, p. 
450). Hasil penelitian Türkoğlu, Cansoy, & 
Parlar (2017, p. 769) membuktikan bahwa 
keyakinan self-efficacy guru prasekolah ada-
lah indikator signifikan dari kepuasan 



208   −   Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 

Volume 6, No 2, September  2018 

profesional guru dan variabel profesional 
yang berkaitan dengan keyakinan guru pra-
sekolah memiliki pengaruh pada keterlibat-
an siswa, strategi pengajaran dan keteram-
pilan manajemen kelas. Sak (2015, p.1629) 
mengatakan penting untuk memahami 
bagaimana self-efficacy guru dapat mempe-
ngaruhi proses belajar siswa. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan peneliti-
an korelasional dengan pendekatan kuanti-
tatif. Penelitian ini dilaksanakan di 16 lem-
baga PAUD yang tersebar di Kecamatan 
Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Propinsi 
Jambi dengan jumlah 59 guru. Teknik 
sampling yang digunakan adalah sampling 
jenuh, artinya populasi dijadikan sampel. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket. Angket berisi pernyataan 
dari masing-masing variabel yaitu kemam-
puan manajerial kepala satuan PAUD, self-
efficacy guru dan kinerja guru. Penskoran 
angket kemampuan manajerial kepala sa-
tuan PAUD dan kinerja guru menggunakan 
rating scale. Rating scale pada penelitian ini 
mempunyai empat pilihan jawaban berupa 
skor yaitu skor 4 berarti sangat baik, skor 3 
berarti baik, skor 2 berarti cukup, dan skor 
1 berarti kurang. Skala pengukuran yang 
digunakan untuk mengukur self-efficacy 
guru adalah skala Likert yang terdiri dari 
empat pilihan jawaban yaitu: sangat setuju 
(SS), setuju (S), kurang setuju (KS), dan 
sangat tidak setuju (STS). Butir dalam skala 
self-efficacy guru terdiri dari item favorable 
(item F) dan item unfavorable (item UF). Item 
favorable adalah item yang berisi pernyataan 
positif sedangkan item unfavorable adalah 
item yang berisi pernyataan negatif. Ada-
pun indikator kemampuan manajerial ke-
pala satuan PAUD adalah perencanaa, 
pengorganisasian, penggerakkan, penga-
wasan, evaluasi dan pelaporan. Indikator 
self-efficacy guru adalah instructional stra-
tegies, student engagement dan classroom 
Management. Indikator kinerja guru yaitu 
merencanakan pembelajaran, melaksana-
kan pembelajaran, dan menilai pembel-
ajaran. Pengujian validitas menggunakan 

menggunakan validitas konstrak (construct 
validity). Validitas konstrak menggunakan 
pendapat para ahli (judgment experts). Se-
telah intrumen disetujui oleh para ahli maka 
dilanjutkan dengan dengan uji coba instru-
men. Instumen diuji cobakan pada guru 
PAUD (KB, TPA, dan SPS) di beberapa 
kecamatan di Kabupaten Kerinci yang ber-
jumlah 30 orang guru.  

Hasil perhitungan angket yang telah 
diujicobakan dibandingkan dengan angka 
kritik pada tabel product moment atau rtabel 

(sig 5%) dengan rhitung yang diperoleh dari 
pengujian menggunakan spss for window ver 
17.0 Hasil uji coba angket kinerja guru 
didapatkan 31 item valid dan 4 item tidak 
tidak valid. Pada hasil uji coba instrumen 
kemampuan manajerial kepala PAUD di-
dapatkan jumlah item yang valid sebanyak 
25 item dan item yang gugur sebanyak 3 
item Hasil uji coba instrumen self-efficacy 
terdapat 22 item yang valid sedangkan jum-
lah item yang gugur sebanyak 2 item. De-
ngan demikian, setelah menggugurkan item 
yang tidak valid maka jumlah item yang 
digunakan angket kinerja guru berjumlah 
31 item, kemampuan manajerial kepala sa-
tuan PAUD sebanyak 25 item untuk varia-
bel dan self-efficacy guru sebanyak 22 item.  

Pengujian reliabilitas dalam peneliti-
an ini menggunakan internal consistency yai-
tu dilakukan dengan cara menguji cobakan 
intrumen sekali saja, kemudian data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. 
Pengujian ini dilakukan dengan program 
spss for window ver 17.0 menggunakan Alpha 
Cronbach’s yaitu dengan membandingkan 
nilai koefisien alpha.  Suatu instrumen dapat 
dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi 
jika nilai koefisien alpha Cronbach lebih 
besar dari 0,70.  

Hasil reliabilitas angket kemampuan 
manajerial kepala satuan PAUD yaitu 0,905, 
self-efficacy guru yaitu 0,861, dan kinerja gu-
ru yaitu 0,882. Dengan hasil uji reliabilitas 
tersebut maka dapat dikatakan bahwa keti-
ga angket yakni kinerja guru, kemampuan 
manajerial kepala satuan PAUD, dan self-
efficacy guru adalah reliabel. Dengan demi-
kian, ketiga angket tersebut layak diguna-
kan untuk mengambil data penelitian. 
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Adapun teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisis 
deskriptif, analisis regresi sederhana dan 
analisis regresi ganda. Analisis deskriptif 
digunakan untuk mendeskripsikan atau 
menggambarkan keadaan subyek peneliti-
an tanpa melakukan pengambilan kesim-
pulan. Skor jawaban masing-masing res-
ponden akan dikategorikan menjadi tiga 
kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 
Analisis data dalam penelitian ini menggu-
nakan analisis regresi. Analisis regresi da-
lam penelitian ini menggunakan  uji lineari-
tas dan uji multikoliniaritas. Uji linieritas 
bertujuan untuk mengetahui apakah dua 
varabel mempunyai hubungan yang linear 
atau tidak secara signifikan. Uji multikoli-
nearitas bertujuan untuk menguji atau 
membuktikan ada atau tidaknya hubungan 
yang linear antara variabel kemampuan 
manajerial kepala satuan PAUD (X1) dan 
self-efficacy guru (X2).  

Salah satu syarat regresi adalah dua 
variabel independen tidak berhubungan 
satu sama lain. Uji regresi linier sederhana 
digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 2 
yang berbunyi “ada hubungan yang signifi-
kan antara kemampuan manajerial kepala 
satuan PAUD dengan kinerja guru” dan 
“ada hubungan yang signifikan antara self-
efficacy guru dengan kinerja guru”.Uji re-
gresi ganda digunakan untuk menguji hipo-
tesis ke 3 yaitu “ada hubungan yang signi-
fikan kemampuan manajerial kepala satuan 
PAUD dan self-efficacy guru dengan kinerja 
guru”.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data hasil penelitian kemudian di-
deskripsikan dan dikategorikan. Berikut 
adalah kategori skor setiap variabel. 

Tabel 1. Kategori Skor Kinerja Guru 

Kategori Skor F % 

Tinggi X > 93,2 13 22% 

Sedang 76,4 < X < 93,2 36 61% 

Rendah X < 76,4 10 17% 

 

Tabel 2. Kategori Skor Kemampuan 
Manajerial Kepala satuan PAUD 

Kategori Skor F % 

Tinggi X > 75,6 12 20,3% 

Sedang 63,3 < X < 75,6 36 61% 

Rendah X < 63,3 11 18,7% 

Tabel 3. Kategori Skor Self-Efficacy Guru 

Kategori Skor F % 

Tinggi X > 67,9 18 30,5% 

Sedang 55,9 < X < 67,9 34 57,6% 

Rendah X < 55,9 7 11,9% 

 
Data yang sudah diperoleh kemudian 

di uji terlebih dahulu dalam berbagai uji 
asumsi sebelum melakukan uji regresi. Uji 
Asumsi meliputi uji normalitas, uji line-
aritas, dan uji multikolinearitas. Berikut ini 
akan dipaparkan hasil analisis hasil uji 
asumsi. 

 Hasil uji normalitas menunjukkan ni-
lai probabilitas (signifikansi) untuk kemam-
puan manajerial kepala satuan PAUD sebe-
sar 0,181 (p > 0,05), self-efficacy guru sebesar 
0,060 (p > 0,05), dan kinerja guru sebesar 
0,153 (p > 0,05). Melihat nilai probabilitas 
ketiga variabel penelitian lebih besar dari 
0,05 maka dapat disimpulkan seluruh data 
variabel penelitian terdistribusi normal. 

Dua variabel dikatakan mempunyai 
hubungan yang linear apabila signifikansi-
nya kurang dari 0,05 maka model regresi 
linear diterima (Sudjana, 2002,p.128). Hasil 
output spps menunjukkan bahwa kemampu-
an manajerial kepala PAUD dengan kinerja 
guru memiliki hubungan yang linear de-
ngan p = 0,000 dan self-efficacy guru memi-
liki hubungan yang linear dengan p = 0,000.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bah-
wa variabel-variabel bebas memiliki hu-
bungan yang linear dengan variabel terikat. 

Pada uji multikolinieritas didapatkan 
hasil output spss diatas nilai tolerance yaitu 
0,508 dan VIF 1,967. Dengan perolehan di 
atas dapat disimpulkan bahwa nilai tole-
rance lebih besar dari 0,1 (0,508 > 0,1) dan 
nilai VIF lebih kecil dari 10 (1,967 < 10) maka 
tidak terjadi multikolinearitas. 

Hasil pengujian Hipotesis pertama 
didapatkan bahwa terdapat hubungan yang 
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signifikan antara kemampuan manajerial 
kepala satuan PAUD denga kinerja guru 
PAUD di Kecamatan Bukit Kerman. Hasil 
pengujian hipotesis pertama dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis 1 

Sumber Koef Reg R R2 P 

Konstanta 
X1 

15.631 
0, 996 

0,727 0,529 0,000 

 
Data pada Tabel 4 menunjukkan bah-

wa nilai probabilitas kurang dari 0,05. 
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 
terdapat hubungan yang positif dan signifi-
kan anatara kemampuan manajerial kepala 
satuan PAUD dengan kinerja guru. Hasil uji 
regresi untuk hipotesis 1 didapatkan nilai 
konstanta (a) yaitu 15,631 dan nilai koefisien 
regresi (b) sebesar 0,996, sehingga dapat 
dibuat persamaan regresi linier sederhana 
yaitu Y = 15,631 + 0,996 X1. Persamaan di 
atas mennggambarkan bahwa nilai koefi-
sien X1 bernilai positif sebesar 0,996 yang 
berarti jika kemampuan manajerial kepala 
PAUD meningkat 1 poin maka nilai kinerja 
guru akan meningkat 0,996 poin. Perolehan 
nilai koefiesien korelasi sebesar 0,727 dan 
koefisien determinasi sebesar 0,529. Hal ini 
berarti bahwa kemampuan manajerial ke-
pala satuan PAUD secara parsial berpenga-
ruh sebesar 52,9% terhadap kinerja guru. 

Kemampuan manajerial adalah ke-
mampuan kemampuan seseorang dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 
untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil te-
muan memperlihatkan bahwa kemampuan 
manajerial kepala satuan PAUD di Keca-
matan Bukit Kerman berada pada kategori 
sedang. Hasil ini berarti guru memberikan 
persepsi yang cukup baik terhadap kemam-
puan manajerial kepala sekolah.  

Hasil temuan menunjukkan bahwa 
kemampuan manajerial kepala satuan PA-
UD mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan dengan kinerja guru. Semakin 
baik kemampuan manajerial kepala satuan 
PAUD maka kinerja guru juga akan se-
makin baik. Kemampuan manajerial kepala 
satuan PAUD memberikan kontribusi sebe-
sar 52,9% dan sisanya dipengaruhi oleh va-

riabel lain. Keterkaitan antara kemampuan 
manajerial kepala sekolah dijelaskan oleh 
Gorton (1976, p. 207) yang menyatakan 
bahwa kompetensi manajerial kepala seko-
lah mengambil peran penting dalam me-
ningkatkan kinerja guru. Mulyasa (2013, p. 
227) menambahkan faktor yang mempe-
ngaruhi kinerja guru yaitu manajemen atau 
gaya kepemimpinan kepala sekolah, sistem 
manajemen yang diterapkan oleh kepala 
sekolah dalam mengelola dan memimpin 
serta mengendalikan tenaga pendidikan. 
Tehseen & Hadi (2015, p. 241) juga mengata-
kan faktor yang dapat mempengaruhi ki-
nerja guru berdasarkan analisis literatur ya-
itu motivasi, karakteristik guru, karakteris-
tik siswa, dan konteks sekolah (fasilitas, 
dukungan administratif, kpemimpinan ke-
pala sekolah). Oleh karena itu kepala seko-
lah harus bertindak sebagai manajer yang 
efektif. Manajer yang efektif yaitu manajer 
yang menjalankan semua fungsi manaje-
men dengan tepat, efektif dan efisien. Ke-
pala sekolah seharusnya dapat mengem-
bangkan semua sumber daya organisasi ter-
utama guru sebagai tonggak mutu sekolah. 
Kepala sekolah baik dapat menelola ling-
kungan organisasi yang nyaman agar guru 
dapat bekerja dengan maksimal. Hal yang 
sama diungkapkan oleh Xu & Ye (2014, p. 
1283) yang mengatakan atmosfer organisasi 
memainkan peran dalam kompetensi dan 
kinerja pekerjaan. Penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Elfaradis (2016) juga 
mendukung adanya hubungan antara ke-
mampuan manajerial kepala sekolah de-
ngan kinerja guru dimana. Kepala sekolah 
dan guru sejatinya dapat bekerja sama de-
ngan baik dan melakukan tugasnya masing-
masing dengan baik.  

Hasil pengujian Hipotesis kedua di-
dapatkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara self-efficacy guru dengan 
kinerja guru PAUD di Kecamatan Bukit 
Kerman. Hasil pengujian hipotesis kedua 
dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil uji hipotesis 2 

Sumber Koef Reg R R2 P 

Konstanta 
X2 

5,830 
1,275 

0,914 0,835 0,000 
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Data pada tabel 5 menunjukkan 
bahwa nilai probabilitas kurang dari 0,05. 
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara 
self-efficacy guru PAUD dan kinerja guru. 
Berdasarkan hasil uji regresi didapatkan 
nilai konstanta (a) yaitu 5,830 dan nilai 
koefisien regresi (b) sebesar 1,275, sehingga 
dapat dibuat persamaan regresi linier 
sederhana yaitu Y = 5,830 + 1,275X1. 

Persamaan diatas mennggambarkan 
bahwa nilai koefisien self-efficacy guru 
bernilai positif 1,275 yang berarti jika self-
efficacy guru PAUD meningkat 1 poin maka 
nilai kinerja guru akan meningkat 1,275 
poin. Perolehan nilai koefiesien korelasi se-
besar 0,914 dan koefisien determinasi sebe-
sar 0,835. Hal ini berarti bahwa kemampuan 
self-efficacy guru PAUD secara individual 
berpengaruh sebesar 83,5% terhadap kiner-
ja guru. 

Self-efficacy guru merupakan salah 
satu faktor internal yang mempengaruhi 
kinerja guru. Self-efficacy guru PAUD di Ke-
camatan Bukit Kerman berada pada katego-
ri sedang. Hal ini berarti guru cukup yakin 
terhadap kemampuannya sebagai guru. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bah-
wa self-efficacy guru PAUD memiliki hu-
bungan yang positif dan signifikan terha-
dap kinerja guru. Self-efficacy guru mem-
berikan kontribusi sebesar 83,5% terhadap 
kinerja guru secara individual. Hasil ini 
menunjukkan bahwa self-efficacy guru mem-
berikan pengaruh yang sangat besar pada 
kinerja guru. Semakin tinggri self-efficacy 
guru makan semakin tinggi pula kinerja-
nya. Besarnya pengeruh self-efficacy terha-
dap kinerja guru membuktikan bahwa fak-
tor internal ternyata lebih kuat dalam mem-
pengaruhi kinerja seseorang. Seseorang 
akan bekerja dengan optimal jika memiliki 
dorongan yang kuat dari dalam dirinya. 
Chang & Engelhard (2016, p. 177) menyata-
kan beberapa penelitian telah menunjukkan 
bahwa self-efficacy yang kuat terkait dengan 
antusiasme, motivasi yang lebih tinggi, usa-
ha yang lebih besar, ketekunan, dan keta-
hanan di seluruh rentang karir mengajar. 
Hal ini menunjukkan bahwa self-efficacy 
guru, keyakinan yang dipegang oleh guru 

mengenai kompetensi profesional mereka 
sendiri dapat mempengaruhi profesional 
mereka. 

Besarnya pengaruh self-efficacy guru 
pada kinerja guru PAUD didukung oleh 
beberapa penelitian. Temuan penelitian ter-
sebut menyatakan guru akan mempunyai 
kinerja yang baik bila mempunyai self-
efficacy yang tinggi (Olayiwola, 2011, p. 441; 
Toran 2017, p.121). Keyakinan guru dalam 
pengajaran membantu untuk menentukan 
kinerja profesional mereka.  

Tabel 6. Hasil uji hipotesis III 

Sumber Koef Reg R R2  P 

Konstanta 
X1 
X2 

-0,032 
0,232 
1, 109 

0,922 0,850 0,000 

 
Analisis terhadap variabel kinerja 

guru berada pada kategori sedang. Hasil ini 
menunjukkan bahwa guru PAUD di Keca-
matan Bukit Kerman mempunyai kinerja 
yang cukup baik. Hasil uji hipotesis menun-
jukkan bahwa kemampuan manajerial ke-
pala satuan PAUD dan self-efficacy guru ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap 
terhadap kinerja guru. Hal ini menunjukkan 
pentingnya variabel kemampuan manajeri-
al kepala satuan PAUD dan self-efficacy guru 
secara bersama-sama untuk meningkatkan 
kinerja guru. Melalui persamaan regresi ber-
ganda dapat diartikan, bahwa semakin ting-
gi kemampuan manajerial kepala satuan 
PAUD dan self-efficacy guru, maka akan se-
makin tinggi pula peningkatan kinerja gu-
ru. Sebaliknya, jika semakin rendah ke-
mampuan manajerial kepala satuan PAUD 
dan self-efficacy guru, maka semakin rendah 
pula kinerja guru. 

Perolehan nilai koefesien determinasi 
yaitu sebesar 0,850 yang berarti kemam-
puan manajerial kepala satuan PAUD dan 
self-efficacy guru berpengaruh sebesar 85% 
terhadap kinerja guru secara simultan. Ada-
pun perolehan sumbangan efektif kemam-
puan manajerial kepala satuan PAUD terha-
dap kinerja guru adalah 12,2% sedangkan 
perolehan sumbangan efektif self-efficacy gu-
ru terhadap kinerja guru yaitu 72,8%. Hasil 
ini memperlihatkan self-efficacy jauh lebih 
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dominan memberikan kontribusi kepada 
kinerja guru. Hal ini didukung oleh peneli-
tian Cherian & Jacob (2013, p. 87) yang 
mengungkapkan bahwa self-efficacy guru 
prasekolah adalah prediktor kuat dalam 
praktik pengajaran mereka. Guru yang 
memiliki self-efficacy tinggi percaya bahwa 
mereka mampu melaksanakan tugas de-
ngan baik dan yakin akan hasil yang positif. 
Khurshid, Qasmi, & Ashraf (2012, p. 205) 
memandang self-efficacy guru dan kinerja 
pekerjaan seagai komponen yang paling 
penting dari sistem pendidikan dan jika 
guru memiliki kepercayaan diri dan self-
efficacy akan membantu mereka untuk be-
kerja secara efektif dan efisien.  

Meskipun self-efficacy guru menjadi 
faktor yang paling dominan, faktor kemam-
puan manajerial kepala satuan PAUD 
sebagai faktor eksternal juga berkontribusi 
dalam meningkatkan kinerja guru. Tehseen 
& Hadi (2015, p. 233) menyatakan mana-
jemen yang efektif membuat perbaikan 
signifikan dalam perilaku dan kinerja guru. 
Hal ini berarti kinerja guru juga akan me-
ningkat jika dibarengi dengan manajemen 
sekolah yang baik. Kepala sekolah dapat 
melaksanakan kegiatan pengembangan ki-
nerja guru dalam pembelajaran. Wirawan 
(2009) menegaskan kinerja guru merupakan 
hasil sinergi faktor eksternal dan internal. 
Dengan demikian self-efficacy yang tinggi 
ditambah dengan kemampuan manajerial 
kepala sekolah yang tinggi akan mening-
katkan kinerja. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, dapat disampaikan simpulan 
sebagai berikut. Analisis deskriptif mem-
perlihatkan kemampuan manajerial kepala 
satuan PAUD, self-efficacy guru, dan kinerja 
guru berada pada kategori sedang. Hasil uji 
hipotesis menunjukkan Kemampuan mana-
jerial kepala satuan PAUD mempunyai hu-
bungan yang positif dan signifikan dengan 
kinerja guru. Kemampuan manajerial mem-
berikan kontribusi sebesar 52,9% terhadap 
kinerja guru. Dengan demikian semakin 
tinggi kemampuan manajerial kepala satu-

an PAUD maka semakin tinggi pula kinerja 
guru. Self-efficacy guru mempunyai hubung-
an yang positif dan signifikan dengan ki-
nerja guru. Self-efficacy guru memberikan 
kontribusi sebesar 83,5% terhadap kinerja 
guru. Dengan semikian semakin tinggi self-
efficacy guru maka kinerja guru juga sema-
kin tinggi. Kemampuan manajerial kepala 
satuan PAUD dan self-efficacy guru secara 
bersama-sama mempunyai hubungan yang 
positif dan signifikan terhadap kinerja guru. 
Kemampuan manajerial kepala satuan PA-
UD dan self-efficacy guru memberikan kon-
tribusi 85% terhadap kinerja guru. Hal ini 
berarti kemampuan manajerial yang baik 
dan self-efficacy guru yang tinggi akan dapat 
meningkatkan kinerja guru.  

 Sehubungan dengan hasil diatas per-
lu adanya upaya dari guru dan kepala seko-
lah untuk meningkatkan kinerja guru, self-
efficacy dan kemampuan manajerial. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa self-
efficacy guru merupakan faktor yang paling 
dominan berpengaruh terhadap kinerja gu-
ru. Oleh karena itu, self-efficacy guru dapat 
menjadi salah satu aspek yang sangat perlu 
diperhatikan dalam meningkatkan kinerja 
guru di Kecamatan Bukit Kerman. 
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Abstrak 
Keharusan publikasi ilmiah dari Pemerintah, dapat mendorong dosen untuk meningkatkan 
kualitas, kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah. Sehubungan dengan hal ini, tujuan 
penelitian ini adalah mengeksplor kinerja dosen di bidang penelitian dan publikasi ilmiah. 
Informasi ini dapat digunakan oleh stakeholder untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja 
dosen. Penelitian ini merupakan penelitian survei dan untuk mengumpulkan data digunakan 
kuesioner yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi, dilengkapi dengan teknik observasi. 
Pada tahap awal, responden penelitian ini adalah 92 dosen Universitas Negeri Yogyakarta 
yang terdiri dari 22 Asisten ahli, 26 Lektor, 28 Lektor Kepala, dan 16 Profesor. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir skor kinerja dosen dalam bidang penelitian 
dan publikasi ilmiah untuk semua kelompok jabatan mengalami peningkatan, tetapi ada 
perbedaan skor kinerja dosen dalam penelitian dan publikasi ilmiah bila dilihat dari jabatan 
dosen. Guru Besar menduduki ranking tertinggi, baik untuk skor kinerja dosen dalam 
penelitian maupun publikasi ilmiah diikuti oleh Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli. 
Kata kunci: kinerja dosen, penelitian, publikasi ilmiah  

 
LECTURERS’ PERFORMANCE IN SCIENTIFIC RESEARCH AND PUBLICATION 

Abstract 
The necessity of scientific publication insisted by the government can encourage lecturers to improve 
their scientific research and publication, both in quality and quantity. In connection with this fact, this 
research is aimed at exploring lecturers’ performance in terms of scientific research and publication. The 
information gained through the result of this study can be used by the stakeholder to develop the 
lecturers’ performance. This study is a survey research employing high-validity-and-reliability 
questionnaire to collect the data, completed with the employment of observation technique. At the initial 
stage, the respondents of the study were 92 lecturers of Universitas Negeri Yogyakarta consisting of 22 
instructors, 26 assistant professors, 28 associate professors, and 16 professors. The results of the study 
indicate that during the last three years, there is an increase on the total scientific research performance 
score and publication at every level of the functional position, but there is also a difference the scientific 
research performance score and publication seen from these functional positions. Professors are at the 
highest rank of the scientific research performance score and publication, followed by associate 
professors, assistant professors, and instructors.  
Keywords: lecturers’ performance, scientific research, scientific publication 
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Pendahuluan 

Ada dua tantangan yang dihadapi 
Bangsa Indonesia, yakni Era MEA dan revo-
lusi industri 4.0. Pada era Masyarakat Eko-
nomi Asian (MEA) yang mulai diberlaku-
kan pada 31 Desember 2015 (Chia, 2013) 
terjadi “single market and production base: free 
flow of goods, free flow of services, free flow of 
investment, free flow of capital, free flow of 
skilled labour, priority integration sector, food, 
agriculture and foresty”. Sementara itu, pada 
era revolusi industri 4.0 semua mesin di-
hubungkan dengan yang lain, bertumpu 
pada cyber physical system yang akan meng-
ubah secara radikal cara manusia berkehi-
dupan, bekerja, dan berkomunikasi. Inovasi 
yang dihasilkan untuk membuat kehidup-
an lebih nyaman tidak terbatas, tetapi tan-
tangan yang harus dipecahkan juga sangat 
kompleks. Pekerjaan yang semula dilaku-
kan manual dengan mengandalkan tenaga 
manusia semata sudah digantikan oleh 
mesin dan teknologi informasi. 

Teknologi informasi yang ada saat ini 
mampu menyediakan berbgai informasi, 
termasuk informasi yang terkait dengan 
pembelajaran. Hampir semua tugas guru 
“di-handle” oleh Google dan/atau internet. 
Bahkan cara berpikir, mulai dari yang ren-
dah sampai yang tingkat tinggi juga di-
sediakan oleh Google dan/atau internet. 
Fakta ini memberikan sinyal bahwa guru 
dituntut untuk mampu mengajarkan kogni-
tif tingkat tinggi. Mengajarkan cara berpikir 
tingkat tinggi hanya dapat dilakukan de-
ngan cara memberi contoh dan ini hanya 
dapat dilakukan oleh guru yang berkua-
litas. Terkait dengan hal ini, penelitian 
Abrami et al. (2008) yang melakukan meta-
analisis terhadap 341 penelitian yang meng-
gunakan pendekatan eksperimen dan kuasi 
eksperimen tentang strategi mengajari sis-
wa untuk berfikir kritis menemukan bahwa 
memberikan peluang untuk berdialog, mem-
biarkan siswa untuk menghadapi perma-
salahan-permasalahan, memberikan contoh 
berfikir kritis, dan memberikan pembinaan 
pada siswa akan berdampak positif pada 
keterampilan berpikir kritis. 

Guru yang berkualitas tidak hanya 
mampu menyelenggarakan pendidikan di 

dalam kelas (pembelajaran), tetapi juga 
mampu melakukan pendidikan berkualitas 
di luar kelas. Semakin tinggi kualitas guru, 
semakin tinggi kualitas pembelajaran, dan 
pada gilirannya semakin tinggi pula kuali-
tas pendidikan. Hal ini sejalan dengan pen-
dapat Marzano, Frontier, & Livingston 
(2011) yang mengatakan bahwa semakin 
banyak kegiatan positif guru di dalam kelas, 
semakin tinggi prestasi belajar siswa. Se-
mentara itu, Barber & Mourshed (2012) 
mengatakan bahwa prestasi belajar siswa 
dimulai dari guru dan kepala sekolah yang 
efektif. Bahkan di bagian lain Barber dan 
Mourshed menjelaskan bahwa “student 
placed with high performing teachers will 
progress three times as fast as those placed with 
low performing teachers”. 

Uraian tersebut menggambarkan be-
gitu pentingnya pendidik atau guru atau 
dosen bagi perguruan tinggi. Kualitas 
lulusan perguruan tinggi sangat tergantung 
pada kinerja dosen. Jones, Jenkin, & Lord 
(2006, p. 3) dalam buku mereka yang ber-
judul “Developing Teacher Effective Perfor-
mance” menuliskan bahwa “Performance 
means both behaviours and result. Behaviours 
emanate from the performer and tranform 
performance from abstraction to action. Not just 
the instruments for result, behaviours are also 
outcomes in their own right – the product of 
mental and physical effort applied to task – and 
can be judged apart from result”. Dalam pe-
ngertian ini Jones et al. (2006, p. 4) mengata-
kan “performance leads to the conclution that an 
individual’s performance needs to be gauged 
with both behaviours and outcomes in mind”. 
Dalam arti unjuk kerja, kinerja merupakan 
kumpulan total dari perilaku yang ditun-
jukkan seseorang pekerja, dengan demikian 
kinerja dosen adalah hasil yang dicapai oleh 
dosen dalam melaksanakan tugas yang 
dibebankan kepadanya dan menjadi tang-
gung jawab dosen didasarkan kepada ke-
cakapan, pengalaman, dan kesungguhan 
dalam rentang waktu tertentu. 

Kinerja merupakan fungsi dari ke-
mampuan dan motivasi; seseorang yang 
memiliki kemampuan tinggi tidak akan ber-
kinerja tinggi manakala dia tidak memiliki 
motivasi tinggi. Hal ini selaras dengan hasil 
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penelitian Astuti (2017) yang menemukan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
motivasi terhadap kinerja guru SD di Ka-
bupaten Cilacap. Sementara itu, Mugimu, 
Nakabugo, & Katunguka (2013) yang meng-
ambil asumsi Teori Sistem Motivasi (MST) 
mengatakan bahwa pencapaian aktual 
seseorang itu mengacu pada keterampilan 
dan motivasi orang tersebut. Selain itu, Ford 
(1992) menyatakan bahwa motivasi dapat 
didefinisikan dalam tiga fungsi psikologis 
yang berfungsi untuk mengarahkan, mem-
beri energi, dan mengatur aktivitas yang 
diarahkan pada tujuan: sasaran pribadi, 
proses gairah emosional, dan kepercayaan 
agen pribadi. 

Sementara itu, Berk (1986) menjelas-
kan cara melakukan penilaian kinerja, yaitu 
proses mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan yang sistematik untuk mem-
buat keputusan tentang individu. Ada lima 
aspek utama yang tersirat dan tersurat pada 
definisi tersebut, yaitu: proses, pengumpul-
an data, pengamatan sistematik, integrasi 
data, dan keputusan individu. Selanjutnya 
Cronbach (1985) menjelaskan bahwa semua 
tes pada dasarnya adalah untuk mengukur 
kinerja dalam suatu segi. Penilaian kinerja 
biasanya digunakan terhadap suatu tugas 
yang membutuhkan respons nonverbal, 
misal tes praktik untuk mengajar, melukis, 
menyanyi, dan melawak. Tes kinerja meng-
acu pada suatu standar yang ingin dicapai 
atau yang ditetapkan sebagai batas mini-
mum yang harus bisa dilakukan peserta tes, 
sehingga standar yang ingin dicapai harus 
ditetapkan lebih dahulu. Pada penilaian 
kinerja, seseorang dapat disuruh untuk me-
lakukan respon ganda terhadap suatu per-
tanyaan sesuai dengan suatu ketetapan ter-
tentu (Yen, 1993). Respons ganda ini meru-
pakan informasi yang dibutuhkan untuk 
menentukan kinerja seseorang dalam bi-
dang tertentu. Oleh karena itu pada penilai-
an kinerja, dimensi yang diukur tidak hanya 
satu, melainkan lebih.  

Beberapa hasil penelitian dan peratur-
an perundang-undangan yang telah dipa-
parkan di atas menunjukkan bahwa kinerja 
dosen merupakan faktor utama dalam men-
jaga kualitas pendidikan. Bila kinerja dosen 

dapat terjaga dengan baik maka hasil proses 
pendidikan yang diperoleh tetap berkuali-
tas dengan baik. Dalam rangka mewujud-
kan kondisi ini diperlukan suatu penilaian 
yang kontinu terhadap kinerja dosen agar 
diperoleh informasi yang terkini mengenai 
kondisi kinerja dosen. Dengan harapan apa-
bila terjadi penurunan kinerja dosen akan 
segera diketahui dan dapat diberikan tin-
dakan yang tepat. Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian Peleyeju & Ojebiyi (2013) 
yang merekomendasikan bahwa pengelola 
perguruan tinggi harus menjamin penilaian 
kinerja dosen secara menyeluruh dan terus 
menerus dalam rangka meningkatkan kua-
litas dosen dan kualitas manajemen secara 
keseluruhan di perguruan tinggi. Lebih di-
tekankan lagi oleh Bai, Rajput, Hussain, & 
Khoja (2014) bahwa evaluasi kinerja dosen 
merupakan tantangan serius bagi pengelola 
perguruan tinggi.  

Pasal 1 Permenristekdikti Nomor 44 
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pen-
didikan Tinggi (Menteri Riset Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 
2015) dijelaskan dosen adalah pendidik pro-
fesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tek-
nologi, dan seni melalui pendidikan, pene-
litian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Penilaian kinerja dosen seharusnya men-
cakup kinerja dosen di bidang pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masya-
rakat. Akan tetapi, pada kesempatan ini ha-
nya diteliti kinerja dosen di bidang pene-
litian dan publikasi ilmiah karena kinerja 
dosen di bidang lainnya sudah dilakukan 
penelitian. Selain itu, menurut Hemmings & 
Kay (2014) di beberapa negara, misal Aus-
tralia, Selandia Baru, Inggris mengakui pe-
nelitian lebih penting daripada pembel-
ajaran, dan pengabdian pada masyarakat. 
Hal ini diprtegas oleh Mugimu et al. (2013) 
yang mengatakan bahwa pembelajaran dan 
penelitian merupakan pilar utama dalam 
pendidikan tinggi. 

Perbedaan utama antara guru dan do-
sen adalah penelitian dan publikasi ilmiah. 
Dosen berkewajiban melakukan penelitian 
dan menerbitkan karya ilmiah, sedangkan 
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guru tidak. Penelitian yang dilakukan do-
sen dapat berhasil dengan baik manakala 
ada dana yang mencukupi, beban tidak 
terlalu berat, dan ada kemauan bekerja yang 
tinggi. Hal ini selaras dengan hasil peneli-
tian Mugimu et al. (2013) yang menunjuk-
kan bahwa pendanaan yang tidak mema-
dai, beban kerja yang berat, dan motivasi 
yang buruk menjadi kendala utama bagi 
keberhasilan penelitian mereka. Sementara 
itu, menurut Rohmah, Huda, & Kusmin-
tardjo (2016) faktor pendukung strategi pe-
ningkatan kemampuan dosen dalam penu-
lisan karya ilmiah itu ada lima. Kelima 
faktor itu adalah: (1) terdapat alokasi dana 
untuk pelaksanaan pelatihan, (2) terdapat 
alokasi dana penelitian dan pengabdian 
masyarakat, (3) adanya usaha penambahan 
fasilitas publikasi jurnal ber-ISBN, (4) ada-
nya alokasi dana untuk pemberian insentif 
sebagai penghargaan kepada dosen yang 
berprestasi dalam menghasilkan karya ilmi-
ah, serta (5) adanya keaktifan dosen dalam 
mengikuti forum ilmiah. 

Begitu pentingnya penelitian yang 
dilanjutkan dengan publikasi ilmiah, maka 
Pemerintah mewajibkan dosen untuk mela-
kukan kedua hal tersebut dan telah diatur 
dalam Peraturan Menteri Penertiban Apa-
ratur Negara dan Reformasi Birokrasi No-
mor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsio-
nal Dosen dan Angka Kreditnya (Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi, 2013). Dalam Permen 
PAN & RB tersebut dosen yang ingin mem-
peroleh jabatan akademik Asisten Ahli, atau 
kenaikan jabatan dari Asisten Ahli ke 
Lektor, atau dari Lektor Kepala harus me-
miliki publikasi ilmiah. Untuk dosen yang 
memiliki jabatan akademik Asisten Ahli 
dan Lektor, penanganan pengelolalan karir 
jabatan akademiknya diserahkan kewe-
nangannya kepada Perguruan Tinggi Nege-
ri (PTN) untuk dosen di PTN kepada Koor-
dinator Perguruan Tinggi Swasta (Koper-
tis)/ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
untuk dosen perguruan tinggi swasta (PTS).  

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 
2017 (Menteri Riset Teknologi dan Pen-
didikan Tinggi Republik Indonesia, 2017) 
yang mewajibkan publikasi untuk Lektor 

Kepala dan Profesor adalah dalam rangka 
mendorong peningkatan kuantitas dan 
kualitas publikasi ilmiah pada tingkat 
nasional dan internasional. Meningkatnya 
jumlah publikasi pada jurnal internasional 
dan jurnal internasional bereputasi akan 
mendorong Indonesia mampu bersaing 
dengan bangsa-bangsa lain. Pada saat ini 
jumlah publikasi internasional Indonesia 
masih berada di bawah publikasi negara-
negara maju, bahkan juga berada di bawah 
Malaysia dan Singapura. 

Dikeluarkannya Permenristekdikti 
Nomor 20 Tahun 2017 adalah dengan tu-
juan untuk: (1) mendorong dosen yang su-
dah berada pada jenjang jabatan akademik 
Lektor Kepala dan Profesor untuk melak-
sanakan tugasnya sebagai pendidik profe-
sional dan ilmuwan dengan melaksanakan 
tridarma perguruan tinggi secara sungguh-
sungguh, (2) mendorong Lektor Kepala dan 
Profesor untuk secara aktif dan produktif 
melakukan publikasi ilmiah di jurnal nasio-
nal terakreditasi, jurnal internasional, dan 
jurnal internasional bereputasi, dan (3) me-
ningkatkan jumlah publikasi dosen dan il-
muwan Indonesia pada tingkat internasio-
nal sehingga mampu bersaing dengan pub-
likasi bangsa-bangsa lain sejalan dengan 
Nawacita serta untuk memperoleh rekog-
nisi internasional terhadap publikasi ilmiah 
ilmuwan Indonesia.  

Sehubungan dengan uraian tersebut, 
maka penelitian ini hanya memfokuskan 
pada kinerja dosen di bidang penelitian dan 
publikasi ilmiah. Selaras dengan fokusnya, 
tujuan penelitian ini adalah untuk meng-
eksplor kinerja dosen di bidang penelitian 
dan publikasi ilmiah agar stakeholder dapat 
melakukan pembinaan terhadap kinerja 
dosen. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
survei yang dilakukan pada bulan Maret 
sampai dengan Agustus 2018. Data dikum-
pulkan dengan teknik survei menggunakan 
kueisioner yang terdiri dari 20 butir yang 
setiap butirnya memiliki empat jawaban. 
Validitas isi instrumen dilakukan melalui 
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expert judgments oleh 10 pakar dilanjutkan 
dengan analisis menggunakan formula 
Aiken. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
semua butir dapat diterima karena koefisien 
validitas isi (V) terkecil sebesar 0,736, se-
dangkan menurut Aiken (1985) bila n = 10, 
c = 5, dan p=0,05 diperoleh V =0,730. Se-
mentara itu, reliabilitas instrumen diesti-
masi dengan formula Cronbach Alpha dan 
diperoleh α = 0,844 (Retnowati, Mardapi, 
Kartowagiran, & Suranto, 2017). Pengum-
pulan data dilengkapi dengan teknik obser-
vasi untuk mengecek kelengkapan dan ku-
alitas dokumen. 

Pada tahap awal, responden peneli-
tian ini adalah 92 dosen Universitas Negeri 
Yogyakarta yang terdiri dari 22 Asisten ahli, 
26 Lektor, 28 Lektor Kepala, dan 16 Pro-
fesor. Selanjutnya, hasil penelitian ini harus 
ditulis dalam jurnal ilmiah. Dosen yang 
memiliki jabatan akademik Lektor Kepala 
atau Profesor sebagai pembimbing mahasis-
wa program magister atau program doktor 
dalam menyusun karya ilmiah untuk di-
publikasikan di jurnal nasional terakredi-
tasi, jurnal internasional, atau jurnal inter-
nasional bereputasi, dan berkedudukan se-
bagai penulis pendamping atau penulis ko-
respondensi, dapat menggunakan karya tu-
lis tersebut untuk pemenuhan kewajiban 
memperoleh tunjangan profesi dan tunjang-
an kehormatan profesor. Dosen yang sudah 
dapat menunjukkan bukti penyerahan (sub-
mitted) artikelnya ke pengelola jurnal, na-
mun belum diterbitkan, dapat dianggap 
sudah memenuhi syarat publikasi ilmiah di 
jurnal. 

Data yang berhasil dikumpulkan un-
tuk kinerja dosen di bidang penelitian sama 
dengan jumlah penelitian dikalikan bobot-
nya. Penelitian tingkat lokal diberi bobot 1, 
penelitian tingkat nasional diberi bobot 2, 
penelitian tingkat regional diberi bobot 3, 
dan penelitian tingkat internasional diberi 
bobot 4. Sebagai Ketua Tim peneliti diberi 
bobot 2 dan anggota Tim peneliti diberi 
bobot 1. Sama halnya dengan penelitian, 
penulisan karya ilmiah juga diberi bobot. 
Artikel yang ditulis pada jurnal tingkat 
lokal diberi bobot 1, jurnal tingkat nasional 
diberi bobot 2, jurnal internasional diberi 

bobot 3, dan jurnal internasional bereputasi 
diberi bobot 4. Penulis pertama/utama 
diberi bobot 2, sedangkan penulis kedua 
atau ketiga diberi bobot 1. 

Data yang dikumpulkan berbentuk 
skor, yakni banyaknya penelitian atau ba-
nyaknya artikel yang dihasilkan dikalikan 
dengan bobot. Skor yang diperoleh dides-
kripsikan kemudian dianalisis mengguna-
kan teknik Kruskal Walls untuk mendes-
kripsikan ada atau tidak adanya perbedaan 
skor (jumlah penelitian dan/atau publikasi 
ilmiah x bobot; artikel terbit di jurnal in-
ternasional bereputasi) antara Asisten Ahli, 
Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. 
Selanjutnya hasil analisis data kuantitatif ini 
diinterpretasikan dan dilengkapi dengan 
data kualitatif hasil wawancara dengan 
responden. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
survei dengan tujuan mendeskripsikan 
kinerja dosen dalam bidang penelitian dan 
publikasi ilmiah. Responden penelitian ini 
adalah 92 dosen UNY yang berasal dari 
tujuh fakultas, yakni Fakultas Teknik (FT), 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahu-
an Alam (FMIPA), Fakultas Ekonomi (FE), 
Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu 
Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Keolah-
ragaan (FIK), dan Fakultas Bahasa Sastra 
dan Seni (FBS). Dosen yang menjadi res-
ponden penelitian ini masing-masing fakul-
tas terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor 
Kepala, dan Guru Besar. Kinerja mereka di 
bidang penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa ada 
kenaikan skor penelitian dari tahun 2015 ke 
tahun 2016, baik untuk dosen tingkat Asis-
ten ahli, Lektor, Lektor Kepala, maupun 
Guru Besar. Sementara itu dari tahun 2016 
ke tahun 2017 skor penelitian dosen relatif 
konstan, bahkan untuk dosen tingkat Guru 
Besar mengalami sedikit penurunan. Selan-
jutnya, deskripsi skor penelitian dosen pada 
tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
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Gambar 1. Kinerja Dosen dalam Bidang 

Penelitian 

Tabel 1. Deskripsi Skor Penelitian Dosen 
Tahun 2016 dan 2017 

Ket Jml 
Penelitian 2016 Penelitian 2017 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

Guru Besar 16 63.44 2.60 61.25 1.12 
Lektor Kepala 28 47.46 2.25 49.41 1.96 
Lektor 26 48.17 2.02 48.31 1.98 
Asisten Ahli 22 30.98 1.12 29.93 1.74 
Total 92  

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 

tahun 2016 ke tahun 2017, selain skor pe-
nelitian dosen meningkat ternyata standar 
deviasi atau varian skornya cenderung me-
nurun kecuali dosen dengan jabatan Asisten 
Ahli. Hal ini dikarenakan kesempatan do-
sen dengan tingkat Asisten Ahli untuk me-
lakukan penelitian tingkat nasional dan/ 
atau tingkat internasional sangat kecil, se-
dangkan penelitian jenis itulah yang memi-
liki bobot tinggi. Varian skor penelitian do-
sen dengan jabatan Asisten Ahli, baik tahun 
2016 maupun tahun 2017 lebih kecil bila 
dibandingkan dengan varian skor lainnya, 
tetapi tahun 2017 lebih besar dari tahun 
2016. Ini berarti bahwa sudah ada dosen 
dengan jabatan Asisten Ahli yang ikut pe-
nelitian dosen yang jabatannya lebih tinggi. 

Untuk mengetahui apakah perbedaan 
skor penelitian antara dosen dengan jabatan 
Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan 
Guru Besar (Profesor) itu signifikan atau ti-
dak dapat digunakan Teknik Kruskal Walls 
Test. Hasil analisis data dengan teknik 
Kruskal Wallis dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji beda dengan Teknik 
Kruskal Wallis 

 2016 2017 

Chi-Square 14.60 14.15 

Df 3 3 

Asymp. Sig 0.002 0.003 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa ternyata 
ada perbedaan skor penelitian yang signi-
fikan antara dosen dengan jabatan Asisten 
Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar 
(Profesor), baik untuk tahun 2016 maupun 
tahun 2017. Tahun 2016 dengan Chi-Square 
14,599, df = 3, dan p = 0,002, sedangkan 
tahun 2017, Chi-Square 14,146, df = 3, dan p 
= 0,003. Skor penelitian terkecil dimiliki 
oleh dosen dengan jabatan Asisten Ahli dan 
semakin tinggi jabatan dosen, semakin ting-
gi pula skor penelitiannya. 

Luaran penelitian adalah publikasi il-
miah, semakin tinggi tingkat penelitian 
(misal penelitian tingkat nasional), semakin 
tinggi pula tuntutan luarannya, mulai dari 
artikel yang dimuat di jurnal nasional tidak 
terakreditasi sampai pada artikel yang di-
muat di jurnal internasional bereputasi (pa-
ling tidak terindeks Scopus Q3). Kinerja 
dosen pada bidang publikasi ilmiah dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

 

  
Gambar 2. Kinerja Dosen dalam Bidang 

Publikasi 

Gambar 2 menunjukkan bahwa tidak 
ada perbedaan skor publikasi antara dosen 
jabatan Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, 
dan Guru Besar; ke empat jenis garis itu 
cenderung sama mendatar. Lain halnya 
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pada jurnal internasional bereputasi, skor 
publikasi Guru Besar menanjak pesat. 
Deskripsi skor publikasi dosen dapat dilihat 
pada Tabel 3. Hal ini dipertegas dengan 
hasil analisis uji-beda menggunakan 
Kruskall Walls Test yang dapat dilihat pada 
Tabel 4.  

Tabel 3. Deskripsi Skor Kinerja Dosen 
dalam Bidang Publikasi  

Ket Jml 
Rerata skor publikasi 

A B C D 

Guru Besar 16 45.84 52.44 52.53 65.25 

Lektor Kepala 28 44.14 45.86 46.13 45.16 

Lektor 26 42.73 44.33 46.13 43.29 

Asisten Ahli 22 54.43 45.57 43.02 38.36 

Total 92  

Tabel 4. Hasil Uji beda dengan Teknik 
Kruskal Wallis 

 Jenis publikasi 

 A B C D 

Chi-Square 3.26 2.11 3.77 19.98 

Df 3 3 3 3 

Asymp. Sig .360 .551 .286 .000 

Keterangan: 
A = Nasional tidak terakreditasi 
B = Nasioanal terakreditasi 
C = Internasional tidak bereputasi 
D = Internasional bereputasi 

 
Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan skor publikasi ilmiah pada 
jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal 
nasional terakreditasi, jurnal internasional 
antara dosen dengan jabatan Asisten Ahli, 
Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Ta-
bel tersebut juga menunjukkan bahwa ada 
perbedaan skor publikasi ilmiah pada jurnal 
internasional bereputasi antara dosen de-
ngan Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, 
dan Guru Besar; Guru Besar memiliki skor 
tertinggi. 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dosen dengan jabatan paling rendah memi-
liki skor penelitian paling rendah. Hal ini 
dikarenakan pengalaman mereka masih 
rendah. Menurut Hemmings & Kay (2014) 

pengalaman dapat mempengaruhi kinerja 
dosen dalam bidang penelitian. Lebih jauh 
Hemming dan Kay menjelaskan bahwa do-
sen muda yang berarti kurang berpenga-
laman juga akan merasa kebingungan un-
tuk membagi waktu melaksanakan tugas di 
bidang penelitian, pembelajaran, dan peng-
abdian pada masyarakat. Oleh karenanya 
Hemming dan Kay menyarankan agar do-
sen kelompok ini aktif mengikuti pelatihan 
dan/atau magang ke peneliti senior. 

Terkait dengan kemampuan dosen 
melakukan penelitian ini, Hutchinson & 
Lovell (2004) menegaskan bahwa kualitas 
penelitian seorang dosen dipengaruhi oleh 
jenis pelatihan yang diterima. Lebih jauh 
Hutchinson dan Lovell (2004) mengatakan 
bahwa semakin baik pelatih itu memberi-
kan motivasi dan pemahaman tentang pe-
nelitian dan berbagai metodologi peneliti-
an, semakin tinggi kemampuan dosen ter-
latih pada bidang penelitian. Sayangnya, 
kemampuan ini berhenti pada saat pelatih-
an selesai, mereka tidak mampu menerap-
kan keahliannya itu setelah mereka kembali 
ke tempat kerja. Hal ini selaras dengan hasil 
penelitian Mugimu et al. (2013) yang dilaku-
kan di Makerere University (MU). Peneliti-
an ini menunjukkan bahwa pada awalnya 
para peserta pelatihan itu yakin akan ke-
mampuannya melakukan penelitian, na-
mun setelah kembali ke tempat kerja de-
ngan beban mengajar yang berat, dana ku-
rang memadai, dan sistem remunerasi yang 
buruk menyebabkan mereka kurang sema-
ngat (kurang termotivasi) melakukan pene-
litian. Menurut Stella (2008), motivasi itu 
penting, bahkan orang yang memiliki pe-
ngetahuan, keterampilan, dan kemampuan 
akan berkinerja buruk jika mereka tidak ter-
motivasi. Ketika pekerja kekurangan moti-
vasi mereka cenderung menggunakan anti-
kerja perilaku seperti ketidakhadiran, kela-
laian tugas, keterlambatan, kegagalan un-
tuk memenuhi tenggat waktu, tampilan 
frustrasi terbuka dan semua faktor ini be-
kerja negatif untuk kinerja dan kredibilitas 
suatu organisasi. 

Adanya perbedaan skor penelitian 
antara dosen dengan jabatan Asisten Ahli, 
Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar; 
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Guru Besar memiliki skor tertinggi adalah 
wajar. Hal ini dikarenakan dosen dengan 
jabatan rendah hanya sedikit memiliki ak-
ses untuk melakukan penelitian pada ting-
kat nasional dan/atau internasional, se-
dangkan penelitian dengan tingkat nasional 
dan internasional memiliki skor penelitian 
tinggi. 

Bila diperhatikan Gambar 1 maka 
akan tampak garis skor penelitian dosen de-
ngan jabatan Lektor hampir berimpit de-
ngan garis skor penelitian dosen dengan 
jabatan Lektor Kepala. Ini berarti bahwa 
sudah ada kerjasama antara dosen dengan 
jabatan Lektor dan dosen dengan jabatan 
Lektor Kepala. Hasil penelitian ini mem-
berikan inspirasi bahwa perlunya keterli-
batan lebih jauh dari fihak universitas, misal 
selain melibatkan mahasiswa, dosen senior 
yang berjabatan Guru Besar juga harus 
melibatkan dosen yang berjabatan Asisten 
Ahli. Hal ini selaras dengan pendapat Ford 
(1992) yang menyatakan bahwa Fakultas 
harus memfasilitasi para dosen agar mereka 
tidak kehilangan motivasi untuk melaku-
kan penelitian. Bahkan harus dipayakan 
agar di fakultas timbul budaya meneliti 
walaupun dengan berbagai kendala. 

Salah satu luaran penelitian adalah 
publikasi ilmiah dan kinerja dosen dalam 
bidang publikasi ilmiah dapat dilihat pada 
Gambar 2. Gambar ini menunjukkan bahwa 
kinerja dosen dengan jabatan Asisten Ahli, 
Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar 
dalam menulis artikel pada jurnal nasional 
tidak terakreditasi, jurnal nasional terakre-
ditasi, dan jurnal internasional mendekati 
sama. Bahkan dosen dengan jabatan Asisten 
Ahli memiliki skor publikasi ilmiah yang 
lebih tinggi dari pada skor publikasi ilmiah 
Guru Besar. Hal ini wajar karena dosen 
dengan jabatan Guru Besar jarang sekali 
menulis artikel yang termuat dalam jurnal 
nasional tidak terakreditasi, atau hanya 
menjadi penulis kedua, sedangkan penulis 
pertamanya adalah dosen dengan jabatan 
Asisten Ahli.  

Berbeda dengan artikel yang dimuat 
di jurnal internasional terindeks, skor publi-
kasi ilmiah dosen dengan jabatan Guru 
Besar meningkat tajam. Guru Besar yang 

biasanya menjadi promotor dan/atau ko-
promotor mahasiswa program doktor yang 
juga memiliki kewajiban untuk melakukan 
publikasi ilmiah pada jurnal internasional 
terindeks. Mahasiswa program doktor ha-
rus melakukan publikasi ilmiah pada jurnal 
internasional terindeks sebagai penulis per-
tama, sedangkan promotor dan/atau ko-
promotornya sebagai penulis kedua atau 
ketiga. 

Sementara itu, Tabel ini memaparkan 
bahwa tidak ada perbedaan skor publikasi 
ilmiah antara dosen dengan jabatan Asisten 
Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Be-
sar, baik pada jurnal nasional tidak terakre-
ditasi, jurnal nasional terakreditasi, dan jur-
nal internasional. Tabel 2 juga menunjuk-
kan bahwa ada perbedaan skor publikasi 
ilmiah pada jurnal internasional terindeks 
antara dosen dengan jabatan Asisten Ahli, 
Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar; 
dosen dengan jabatan Guru Besar memiliki 
skor tertinggi. 

Bila dicermati dengan seksama ter-
nyata skor kinerja dosen di bidang peneli-
tian dan publikasi ilmiah masih rendah, 
masing-masing hanya mencapai skor 40 
dan 45 dari skor maksimum 80. Kinerja do-
sen di bidang penelitian dan publikasi ilmi-
ah masih memerlukan perbaikan, dan salah 
satu cara yang dapat dilakukan adalah me-
motivasi dan memfasilitasi dosen. Hasil pe-
nelitian (Rohmah et al., 2016) menunjukkan 
bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk 
memperbaiki kinerja dosen di bidang pene-
litian dan publikasi ilmiah adalah: (1) me-
nyelenggarakan pelatihan, (2) mengalokasi-
kan dana untuk melakukan penelitian dan 
publikasi ilmiah, (3) memfasilitasi jurnal, (4) 
memberikan insentif bagi dosen yang ber-
hasil menulis di jurnal internasional ter-
indeks, dan (5) membentuk Forum Ilmiah 
Dosen. 

Senada dengan Rohmah et al. (2016), 
Hemmings & Hill (2009) menyatakan bah-
wa untuk meningkatkan kinerja dosen di 
bidang penelitian dan publikasi ilmiah 
dapat dilakukan oleh pimpinan universitas 
dengan cara: (1) menyediakan waktu dan 
kesempatan yang cukup untuk memikir-
kan, dan mengeluarkan ide-ide dengan 
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peneliti dan kelompok peneliti individual 
lainnya, (2) memberikan dukungan siste-
matis melalui program pembinaan dan pen-
dampingan, (3) mengakses forum peneliti-
an dan mendorong kehadiran di konferensi 
yang berorientasi pada penelitian, (4) me-
nyesuaikan pelatihan penelitian dengan 
kebutuhan peneliti perorangan dan dengan 
demikian memastikan keragaman teknik 
dan metode penelitian yang lebih baru, (5) 
mengurangi efek dari kekuatan luar yang 
mengalihkan perhatian dari usaha peneliti-
an, dan (6) merekrut, mengembangkan, dan 
mempertahankan dosen-dosen yang mam-
pu melakukan penelitian berkualitas tinggi.  

Sementara itu Sukirno (2017) dalam 
penelitiannya di beberapa perguruan tinggi 
negeri dan swasta yang ada di Indonesia 
menemukan bahwa sistem penghargaan 
yang lebih tinggi, komitmen dosen dan ke-
puasan dosen secara signifikan meningkat-
kan kinerja dosen di institusi pendidikan 
tinggi. Komitmen dosen memberikan dam-
pak yang paling dominan pada kinerja 
dosen. Karyawan yang berkomitmen akan 
senang untuk tetap bersama dan melanjut-
kan layanan mereka ke organisasi, percaya 
pada nilai-nilai organisasi dan bekerja lebih 
baik untuk organisasi. Di bagian lain, 
Sukirno (2017) menjelaskan implikasi dari 
temuan penelitian ini terhadap praktik 
pendidikan tinggi di Indonesia, yakni im-
balan finansial yang lebih baik dan imbalan 
non-finansial dapat menjadi pendekatan 
yang baik untuk meningkatkan kepuasan 
dosen. 

Lebih jauh Sukirno (2017) menjelas-
kan bahwa sistem penghargaan yang baik 
memiliki dampak positif dan signifikan ter-
hadap loyalitas karyawan terhadap organi-
sasinya. Variasi hadiah akan mewakili 
volatilitas komitmen karyawan. Komitmen 
karyawan terhadap organisasi diwakili oleh 
perilaku mereka. Penelitian ini memberikan 
bukti bahwa penerapan sistem pengharga-
an yang lebih baik akan meningkatkan ko-
mitmen dosen di perguruan tinggi di Indo-
nesia. Bahkan Idowu (Sukirno, 2017) mene-
gaskan bahwa sistem hadiah berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan di orga-

nisasi mana pun, terutama di negara ber-
kembang. 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan em-
pat hal utama. Pertama, selama tiga tahun 
terakhir ada kecenderungan peningkatan 
skor penelitian dan skor publikasi ilmiah 
bagi dosen di semua kelompok jabatan. Ke-
dua, ada perbedaan skor penelitian dilihat 
dari jabatan dosen, baik di tahun 2016 mau-
pun tahun 2017. Ketiga, tidak ada perbeda-
an skor publikasi ilmiah pada jurnal nasio-
nal tidak terakreditasi, jurnal nasional ter-
akreditasi, dan jurnal internasional, tetapi 
ada perbedaan skor publikasi internasional 
terindek dilihat dari jabatan dosen. Dosen 
dengan jabatan Guru Besar menduduki 
skor tertinggi, baik untuk penelitian mau-
pun publikasi ilmiah diikuti oleh Lektor 
Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli. Keempat, 
kinerja dosen di bidang penelitian dan 
publikasi ilmiah masih termasuk katagori 
sedang dan masih dapat ditingkatkan.  

Saran yang dapat disampaikan dari 
penelitian ini yakni peningkatan kinerja 
dosen di bidang penelitian dan publikasi 
ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, beberapa di antaranya adalah sebagai 
berikut. Pertama, Pimpinan universitas da-
pat: (a) memberikan reward bagi dosen yang 
berhasil melakukan publikasi ilmiah inter-
nasional terindeks, (b) memberikan pelatih-
an tentang metodologi penelitian dan/atau 
cara menulis artikel yang layak dipubli-
kasikan di jurnal internasional terindeks, (c) 
dan mefasilitasi kelompok dosen yang ber-
inisiatif melakukan pelatihan secara man-
diri. Kedua, Pimpinan universitas dapat 
merekrut, mengembangkan, dan memper-
tahankan dosen yang mampu melakukan 
penelitian yang berkualitas tinggi. 
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Abstract 
This study aims: (1) to map the practice of skill learning management in several special schools 
recently; (2) to gain information of things needed in developing the skill learning model (3) to create 
vocational skill learning management model to prepare mild mentally retarded children in 
entering the world of work; (4) and to find out information of the model effectiveness. The design 
of this research and development broadly comprises three phases: (1) the preliminary study 
covering the literature study, the arena study,(2) questionnaire distribution and need analysis 
through the FGD with 30 headmasters, 102 teachers and 33 parents from 33 special schools in 
Yogyakarta as the research subject; (3) the model development including the formulation of the 
model, validation of the model draft by 14 practitioners (headmaster and teacher) and 10 experts, 
and the revision of the model; and (4) the limited testing by 6 practitioners, the small group testing 
by 12 practitioners, the extended testing by 33 practitioners, and final model revision. Data analysis 
uses descriptive statistical analysis techniques and descriptive qualitative analysis. The results 
show that: 1) the practice of vocational skill learning management in special schools recently 
outlining following evidences (a) the skill material is not appropriate to the needs of DUDI (World 
of Business and Industry), (b) study group classification is based on the class grade, (c) thematic 
learning approach is in line with the skill themes, (d) the use of drilling methods, (e) learning 
evaluation is oriented on the result, (f) has not organized field practice (PKL) and job training yet, 
(g) schools have not established cooperation with parents and DUDI yet, and (h) the headmasters 
have not fully implemented the management function. 2) the needs of model development are (a) 
vocational skill material selection based on the need of DUDI; (b) study group classification based 
on the types of skill; (c) thematic learning approach based on the skill themes; (d) the use of drilling 
methods; (e) learning evaluation on the process and result; (f) organizing field practice and job 
training; (g) establishing cooperation with parents and DUDI; (h) the charismatic headmasters who 
have a lot of ideas are able to implement the function of management in vocational skill learning. 
3) The resulting model are (a) vocational skill material selection based on the need of DUDI; (b) 
study group classification based on the types of skill; (c) thematic learning approach based on the 
skill themes; (d) the use of drilling methods; (e) learning evaluation on the process and result; (f) 
organizing field practice and job training; (g) establishing cooperation with parents and DUDI; (h) 
the charismatic headmasters who have a lot of ideas are able to implement the function of 
management in vocational skill learning. 4) The result of model content testing in very good 
category and the result of model applicability testing in very good category.  
Keywords: learning management, vocational skills, mild mentally retarded children ready to enter the 
world of work 
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Introduction 

According to the data taken from 
Educational Primary Data (DAPODIK) in 
2017 shows that the number of special need 
children studying at special school in Yog-
yakarta is about 5, 023. The number covers 
12 special schools in Gunungkidul district 
with 729 children, 20 special schools in 
Bantul District with 1,531 children, 8 special 
schools in Kulon Progo District with 532 
children, 29 special schools in Sleman Dis-
trict with 1,579 children, and 9 special 
schools in Yogyakarta with 652 children.  

All students consist of Visual Impair-
ment (A) 4.48% (222 children), Hearing 
Impaired Speech (B) 14.99% (753 children), 
Mild Mentally Retarded (C) 66.80% (3.355 
children), Orthopedically Handicapped (D) 
1.87% (94 children), Unsociable (E) 0.78% 
(155 children), dan Autis 8.84% (444 chil-
dren). The data shows that the number of 
mild mentally retarded children is the high-
est of all. Mild mentally retarded children 
have the lowest self-reliance level of other 
special need children. It can be interpreted 
that if there is no any concern to them, there 
will be more unemployed special need chil-
dren. The problem cannot certainly be left 
alone, but it needs to find out the solution. 
This study is trying to give contribution to 
the improvement of the educational mana-
gement for mild mentally retarded children 
by giving various applied vocational skills 
that help them work.the contribution will be 
about the implementation of management 
function covering planning, organizing, exe-
cuting, and evaluating toward vocational 
skill learning.  

Mild mentally retarded children or 
Intellectual Disabillity level Mild skill 
domain has several characteristics as stated 
by (American Psychiatric Association, 2013, 
p. 36), that they need assistance in complex 
daily activity. In their teenage and adult, the 
assistances include shopping daily meal, 
transportation, household and preparing/ 
serving dish. Vocational skill trained must 
be adjusted by the difficulty level and the 
needs of special need children and children 
carrier development.  

According to Syamsi (2010, p. 90) the 
results of his research stated that the devel-
opment of training for children with special 
needs to become new entrepreneurs with a 
flexible and practical entrepreneurship train-
ing, the affordable cost of implementation, 
the flexible implementation, the fast im-
plementation process, can be implemented 
by anyone and everywhere reflecting a basic 
form of robust and future oriented entre-
preneurship training.   

According to Levinson & Palmer 
(2005, pp. 11–15):   

For most people, work is essential to a 
livelihood, a sense of worth and accomplish-
ment, and overall life satisfaction. Unfortu-
nately, a disproportionate number of stu-
dents with disabilities or low academic per-
formance do not go on to experience steady, 
satisfying, or gainful employment. Schools 
must give more focus, in both time and re-
sources, to preparing noncollege track stu-
dents for work or postschool training. A 
comprehensive transdisciplinary approach 
to both assessment and planning are essen-
tial elements of programs that successfully 
prepare students for postschool life. 

According to (Rejokirono, 2015, pp. 
87–104), the time allocation for skills learn-
ing that reaches 70% should be enlarged in 
the DUDI practice so they will not be awk-
ward if they come to the real work. Field 
Practice is allocated at least one month in 
one semester while the technical things are 
submitted to teachers and employers. Some 
of the field practices are taken by weekly 
system and the other one is taken for twice 
a week in DUDI,  

Shahid, Naheed, & Javed (2012, p. 14) 
stated that  the result showed that teachers 
actively perform to motivate and encourage 
the students thereby creating interest re-
garding vocational training among them. 
And students are getting equal opportuni-
ties of training as normal children. Teachers 
take a part actively in motivating and en-
couraging students. Furthermore, the study 
concluded that special students are very 
much satisfied with the vocational training 
programs and they are confident about 
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getting employment opportunities in near 
future.  

According to Steyn & Vlachos (2011), 
teachers take part actively in motivating 
children with special need to follow the vo-
cational training program. Vocational train-
ing program can improve children’ confi-
dence, but it should be maintained conti-
nuously to train children with special need 
in greater number. 

Go further Steyn & Vlachos (2011) 
explained deeply below. 

Little information is available on future 
vocational preparation for intellectually 
disabled students in South African schools. 
Currently teachers adapt the National Cur-
riculum Statement (NCS) to educate these 
students. The NCS was adapted to make the 
learning material suitable for intellectually 
disabled students. The programme was 
implemented and a mixed method research 
design facilitated a case study done in a 
school for intellectually disabled students. 
Findings revealed that a school vocational 
training programme can be managed 
successfully to the benefit of the parents, 
students and Department of Education. 

Steyn & Vlachos conclusion shows 
that it depends on the punctuality, hard-
working, the ability of adapted communi-
cation, attitude to other, the use of tools and 
materials, output quality and the consistence 
of the achievement differs from good and 
worthy. Furthermore Steyn & Vlachos stated: 

...Vocational training should be fully 
integrated into the overall educational 
system within the school. The programme 
should be enforced legally and form part of 
the curriculum and be an addition to the 
school programme. Meanwhile teachers will 
have to take responsibility for their own 
professional development to facilitate voca-
tional training classes. 

Vocational Training Program should 
be integrated well in the whole of education 
system at school. The program must be con-
ducted legally and be a part of the curri-
culum and not be an additional program at 
school. Student with poor ability will be 
better if he is encouraged with the repeated 
assignments. The ability including tasks 

fulfillment less than a week takes a longer 
time to complete it properly. 

Furthermore, according to Abtahi, 
Naraghi, & Shariatmadari (2010, pp. 517–
528)  

Thus, helping the intellectually disabled 
students in Iran to acquire job empower-
ment skill, but the other two groups, the 
teachers and employers, believed it lacks 
enough competence and efficiency to do so. 
The results have been illustrated in a model 
developed by the researcher has been 
brought at the end of the article. 

The main objective of this study is 
empowering the job role in the vocational 
secondary school curriculum system for 
male mild mentally retarded students who 
can be trained in Iran. For the outcome of 
this study focuses on the influence of each 
curriculum element (objectives, content, 
time, and evaluation procedures), on each 
work skills element (general and social 
skills, self-management, economic adequ-
acy, and professional rehabilitation). The 
result is illustrated in a model developed by 
the researcher, as follows: The purpose of 
educating the trainable mentally-retarded 
students is to prepare them for life and help 
them to learn skills to lead an independent or 
the least dependent life. The objectives of the 
curriculum are to train them to find a job and 
to keep their future occupation.  

The result of Mumpuniarti's (2006, p. 
16) research, development of vocational 
ability of mild mentally retarded student 
needed a management or development ma-
nagement to get effective and efficient 
effort. This form of management needs to be 
undertaken by special schools of mild men-
tally retarded student by means of coope-
ration with parents, community service pro-
viders, and other professionals, when plan-
ning the vocational type to be fostered, re-
sources that can be used, phasing in coach-
ing, addressed with the vocational type, the 
pattern of implementation in coaching, and 
evaluation of success. 

According to (Supartini, Suharmini, & 
Purwandari, 2010), the findings of the study 
showed: (1) development of life skill educa-
tion substance model for mild mentally 
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retarded children was as follows (a) study-
ing the theories of life skills for mild 
mentally retarded children, (b) studying 
GBPP Bina Diri for mild mentally retarded 
children (d) identifying parents 'expecta-
tions, (e) identifying students' abilities and 
potentials, (2) Have teacher the handbooks 
validated by media experts, and materials 
reviewers from academic staffs who are 
educating mild mentally retarded children, 
headmasters and teachers of SLB, (3) The 
teacher handbook has been socialized to 
several SLBs, and several books are placed 
in the Yogyakarta State University Library. 

Nanda, Silvia, & Kasiyati (2014, p. 
562) stated that supervising teachers have a 
big role in training their students skills to be 
a team that attracts the business community 
to have cooperation in terms of livestock 
development, and one of them is the busi-
ness world in marketing of quail eggs. 

Anwaruhamka (2010, p. 2) states that 
link and match also provides opportunities 
for Vocational High School students to de-
velop learning creativity in a more realistic 
educational media. The Vocational High 
School should be able to utilize this business 
world as the most effective training media 
for skills formation and professional attitude 
of graduate potential. By having the agree-
ment between the school and the business 
world, teaching and learning activities of 
learners in Vocational High School will gain 
a very valuable experience in preparation 
for entering the job market. This learning 
process is called multiple system education. 

Saraswati (2012, p. 1) conveyed the 
research result as follows: that there is a role 
of business world to education of industrial 
work practice covering the following three 
sub variables: as provider of practice place 
for student scored 842 of 10 items, as pro-
vider of fund for organizing industrial work 
practice scored 705 of 10 items, and designs 
educational programs and imple-mentation 
program up to evaluation of student learn-
ing outcomes in vocational education scored 
883 of 10 items. While the business world 
that has a role in industrial work practice 
education in SMK Pelayaran Tayu is 
shipping or nautical business.  

Rejokirono (2015) said that field 
practice provides real experience about the 
world of work as well trains children to 
adapt to the environment. While internship 
provides a direct experience for children in 
doing the job. Through field practice and 
internship programs, children are more 
prepared to enter the world of work. The 
readiness of the children to enter the world 
of work can be seen from the competence 
they have, as well as the number of children 
who have been accepted to work in DUDI 
places or open business in groups or open 
their own business with their family. 

According to Purwanto's (2013) agree-
ment, the training curriculum needs to be 
designed to meet the required competencies 
in DUDI, in this case it is adjusted to the 
needs of the level and type of work for 
technician in PT. Main Trakindo that is well 
known as Market Driven. The final goal in 
vocational education is vocational gradu-
ates can work in DUDI, therefore students 
who have taken internship in DUDI are able 
to know directly their competence so that 
they can be placed or employed in accor-
dance with their field. One indication of the 
success of SMK is the absorptivity of gra-
duates in DUDI. 

According to Cahyono (2015), regard-
ing the research data about the influence of 
life skill educational method on vocational 
skills of mild mentally retarded students, 
showed that: (1) the application of life skill 
education method can be applied for mild 
mentally retarded students to improve the 
ability of vocational skill in making various 
flavor of banana chips; (2) in applying life 
skill education methods, there some consi-
deration should be noted in classroom ac-
tion research: (a) it is necessary to have a 
systematic, practical, systematic teaching 
plan that is simple and easy to implement in 
the field; (b) the implementation of life skill 
education method should be carried out 
seriously and carefully; (3) there are some 
considerations in applying life skill edu-
cation method: (a) observer must be very 
careful in giving treatment when seeing the 
activities during the students working on 
vocational activities to make various fla-
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vored banana chips; (b) it is necessary to 
guide the students’ behavior in conducting 
vocational task of making the chips in the 
observation. It needs to improve students’ 
behavior.  

According to Tukiman & Jabar (2014, 
p. 128) the results of his research stated that 
the leadership of elementary school head-
master of Kanisius Sengkan has built confi-
dence and mutual trust between head-
masters, teachers and employees. The trust 
is built primarily through the trustworthy 
example of the headmaster's own life. The 
headmaster always seeks a fit between what 
is said and what is done. 

Some of the study results confirm that 
learning vocational skills for mild mentally 
retarded children when it is well planned, 
organized and well implemented, and con-
ducted an evaluation to determine the result 
outcomes and for improvement, it will pro-
duce qualified learning. Education for mild 
mentally retarded children should focus on 
the development of vocational skills proper 
to the child potential and in accordance with 
the needs of the world of work, as well as 
provide working experience through field 
practice and internship in business places. 

Research Method 

The research and development steps 
of Gall, Gall, & Borg (2003, p. 775) were 
developed by researchers into 3 stages: (1) 
Preliminary research to map the current 
situation and to find out the need for 
development, (2) model development stage, 
and (3) model product testing. 

Development Model 

Vocational Skills Learning Manage-
ment Model to prepare mild mentally 
retarded children to enter the world of work 
does not stand alone but it is made 
integrated in classroom learning at SMALB 
level to improve the quality and relevance 
of graduates with the needs of the world of 
work, especially DUDI. 

Model development is carried out 
through three stages: (1) pre-model devel-
opment stage or preliminary study, (2) mo-

del development stage, and (30 validation 
stage or model testing. The preliminary 
stage is conducted to determine the current 
condition of vocational skills learning ma-
nagement and to know the expectations or 
needs required for development.  

Preliminary Study Stage 

Literature Study 

The literature study was conducted to 
collect the supporting materials to make the 
model draft. Literature study was carried 
out by studying the books, research journals 
and articles relevant to the title of this re-
search. 

Preliminary Study 

A preliminary study was conducted 
to find out the current implementation of 
vocational skills learning management and 
to find out what is needed for development. 
Preliminary study included (1) question-
naire distribution, observation and inter-
view to gather the previous information, (2) 
Focus Group Discussion (FGD) with stake-
holders to discuss current skill-learning 
management conditions and needs for 
model development; and (3) questionnaires 
distribution to headmasters, teachers, and 
parents/families to get additional informa-
tion about the current condition. Research 
subjects at this stage consisted of 30 school 
headmasters, 102 teachers of SLB and 33 
parents. 

Information Collection Stage 

This stage is conducted through ques-
tionnaire distribution to collect information 
or input for the need of model development. 
There are 30 headmasters, 102 SLB teachers 
and 33 parents who take part in this stage. 

Development Stage.  

There are some activities conducted in 
the development stage. 

Formulating Model Draft. 

Draft of vocational skill management 
model in preparing mild mentally retarded 
children to enter the world of wok is created 
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based on the information and input collect-
ed from the literature study, FGD, and 
questionnaire distribution. 

Validating Model Draft by Practitioners and 
Experts 

Model draft are validated by 14 pros-
pective users (headmaster and teacher) and 
by 10 expert teams from management, edu-
cation, special education, vocational skill, 
and linguistic background. The validation 
process is initiated by implementing model 
draft through FGD to obtain some inputs. 
After conducting FGD, the participants are 
required to give evaluation seen from the 
aspect of model systematics, model sub-
stance, linguistics, and graphics. The re-
search subjects in this stage consist of 14 
practitioners and 10 expert teams. ng. 

Revising Model Draft.  

Model revision is carried out based on 
inputs or guidance from the assigned expert 
or team. The inputs of the expert team will 
refine the model draft that is prepared to 
conduct implementation testing.  

Model Testing 

Model testing is carried out through 
three stages: limited testing with the subject 
of 6 headmasters of DIY area and 6 teachers 
of SLB in DIY area that conducting SMALB 
level. Each respondent is given model draft 
to implement at school. After they imple-
ment the model draft for about one to two 
months, they are invited to discuss their 
experiences in implementing the model, 
their inputs to improve the model, and they 
complete the questionnaire to evaluate the 
model. The result of questionnaire scores is 
analyzed to determine the extent to which 
the model can be implemented while the 
inputs are discussed to revise the model. 

Model testing is also conducted with 
small group consisting of 12 headmasters 
and 9 teachers of SLB in DIY. Small group 
testing is initiated by implementing model 
draft in 9 SLB that considered having 
commitment of appropriate education for 
mild mentally retarded children orienting 
the development of vocational skill based 

on market needs or world of work for mild 
mentally retarded children. The result of 
questionnaire scores is analyzed to deter-
mine the extent to which the model can be 
implemented while the inputs in the form of 
oral explanation will be used as the material 
to revise the model. 

The extended testing is carried out 
with 33 headmasters and 18 teachers of SLB 
in DIY area in SMALB level. The extended 
testing will contribute the evaluation of mo-
del effectivity seen from the filled question-
naire while the written or oral inputs during 
FGD will be used to revise the model. Eva-
luation points on FGD of the limited testing, 
small group testing, and extended testing 
use the same questionnaire that consist of 
two parts. First part evaluates the model 
content including 8 items of model syste-
matics, 4 items of model substance, 5 items 
of linguistics, and 6 items of graphics. Se-
cond part evaluates the model implemen-
tation consisting of 8 statements or ques-
tions, as follows: is the model: (1) needed by 
the school, (2) important for the school, (3) 
useful for the school, (4) applicable, (5) sim-
ple for school, (6) practicable, (7) easy to ap-
ply, and (8) helpful for school. The collected 
data of the limited testing is ranged at score 
from 1 to 5. The higher the score achieved, 
the model is stated well or meet the need of 
the development of skill learning manage-
ment model in preparing mild mentally 
retarded children in entering the world of 
work. In contrast, if the score is low, it 
means the model does not meet the need. 
Score is analyzed for each item and the 
whole. The overall average score is then 
converted into percentage to find out 
whether it has met the need or not.  

Furthermore, to simplify the data 
analysis, score result is converted into per-
centage. Then it is converted into category. 
There are four optional items for the score: 
A for score 4, B for score 3, C for score 2, and 
D for score 1 that converted into the follow-
ing intervals 0-25% in very poor category, 
26-50% in poor category, 51-75% in good 
category, and 76-100% in very good cate-
gory while the five item score has the fol-
lowing options: A for score 5, B for score 4, 
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C for score 3, D for score 2 and E for score 1 
with the intervals: 0-20% in very poor 
category, 21-40% in poor category, 41-60% 
in fair category, 61-80% in good category, 
and 81-100% in very good category. 

Besides the score, there is also data 
collected from inputs in descriptive form. 
These inputs will be used as the materials to 
revise the model that meet the need.   

Findings and Discussion 

The whole research and development 
was conducted in one year. It took from 
January to June 2016. The fact at the field 
showed that there’s a small number of mild 
mentally retarded children graduated from 
SLB that able to work about 10%while 90% 
of the rest is unemployed. Furthermore, the 
researcher conducted observation and inter-
view to find out the implementation of vo-
cational skill learning management. There 
was some information gathered through the 
observation and interview; (1) vocational 
skill learning is conducted at school but it 
has not organized field practice or intern-
ship program at business place or DUDI, (2) 
the skill material has not adjusted to the 
market need, (3) the classification of study 
group relies on the grade level but it does 
not consider the homogeneity of skill type 
chosen by the students, (4) school and teach-
er have not optimized the role of parents 
and employer in vocational skill learning, 
(5) school has not empowered DUDI for 
field practice and internship program, (6) 
there is no any powerful commitment yet 
from the headmaster to prepare mild men-
tally retarded children in entering the world 
of work. 

 Go further, through FGD conducted 
on 21 July 2016 obtained a lot of inputs 
about the needs required in the model de-
velopment. It was formulated model draft 
through FGD by developing the embryo of 
model draft combined with FGD partici-
pants ‘inputs. The formulated model has the 
following specifications: (1) vocational skill 
learning is carried out at school and field 
practice and internship are conducted at 
business places or DUDI; (2) skill material is 

adjusted to the market needs; (3) non skill 
school subjects are delivered through the-
matic approach with the themes related to 
the skills chosen by the students and if it is 
possible to combine vocational skill subjects 
with non-skill subjects (Indonesian Langu-
age, Mathematics, Science, Social, and 
Civics); (4) classification of study group is 
based on the homogeneity of skill type cho-
sen by the student; (5) school and teacher 
optimize the role of parents and employer 
to take part in vocational skill learningl; (6) 
school empowers DUDI for field practice 
and internship program; (7) headmaster 
should fully committed to prepare mild 
mentally retarded children in entering the 
world of work; and (8) education is carried 
out integrated and continuously from TK-
LB, SDLB, SMPLB, SMALB, and post school 
service to accompany mild mentally retard-
ed children in entering the world of work as 
presented in the following grand design. 
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Figure 1. Grand Design of 

Educational Management of Mild 
Mentally Retarded Children 

Paying attention to Figure 1 educa-
tional service for mild mentally retarded 
children is designed integrally and conti-
nuously from Special Kindergarten (TKLB), 
Special Elementary School (SDLB), Special 
First Secondary School (SMPLB), Special 
High School (SMALB), and post school ser-
vice. This design presenting the description 
to make mild mentally retarded children 
able to work should be prepared earlier. 
Each educational level has potential focus to 
develop. Figure 1 shows that on TKLB ori-
enting learning with playing design, SDLB 
learning focusing on reading, writing, and 
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counting competence; SMPLB focusing on 
early vocational competence; SMALB focus-
ing on development of vocational skill com-
petence, continued by transitional service 
maximally 2 years by school, community 
organization, and other parties that concern 
to the mild mentally retarded children 
future.  

 

SDLB

Transitional 
Program & 

Internship

Employment
,  staff

School

Independen
t Business

School and/or 
Community  

Sheltered 
Workshop/ 

Business Home 

of Mild Mentally 
Retarded

Community (family, 
businessman, 

organization, Forum, etc)

SMPLB

TKLB

SMALB

Business 
group

SCHEME OF PREPARING MILD MENTALLY RETARDED CHILDREN IN ENTERING

THE WORLD OF WORK

Evaluation

Graduate
Private

 
Figure 2. Scheme of Preparing Mild 

Mentally Retarded Children in 
Entering the World of Work 

Figure 2 emphasizes that education 
must be fully organized from TKLB, SDLB, 
SMPLB, SMALB, transition period, distri-
bution to the world of work, and conducted 
continuous evaluation to give input for 
future learning improvement. Problems 
found when the children entering the world 
of work will give input for improving learn-
ing process at school. 
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SDLB 1
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Figure 3. Classification of Study 

Group based on Skill Type 

The display in Figure 3 shows that the 
classification of study groups at the SMPLB 
and SMALB levels is based on the chosen 
skill type. In one study group can consist of 
several grade levels, but it has the same 

choice of vocational skills. Although the 
children sit in one study group, the material 
will be tailored to the ability of each child. 

 

SYNERGY RELATIONSHIP

School

DUDI

Parent/ 
Family 

School, Parent and DUDI 

should be synergistic.

 

Figure 4. Figure 4 Synergistic 
Cooperative Relationship 

Figure 4 shows that between school, 
parent, and entrepreneur or DUDI should 
establish a synergistic, mutually helpful, 
complementary relationship for the realiza-
tion of quality learning and can prepare 
mild mentally retarded children to enter the 
world of work. Figures 1, 2, 3 and 4 will 
form the basis of model development that is 
expected to prepare mild mentally retarded 
children to enter the world of work. The 
draft model that has been formulated is 
further validated by practitioners and ex-
perts. The next step after being revised 
through the validation of practitioners and 
validation of expert teams, testing and FGD 
are conducted to determine the level of 
applicability, and the last stage in this study 
is the final product revision.  

The research findings are as follows: 

Implementation of vocational skills learning 
management. 

a. Vocational skills learning materials for 
mild mentally retarded children are not 
appropriate to the needs of the world of 
work/DUDI, and there are too many 
types of material.  

b. Classification of study groups is based on 
grade level. Children are divided and 
moved on all types of skills organized by 
school.  
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c. A vocational skill learning approach for 
mild mentally retarded children set 
thematically with common themes that 
unrelated to the skills learned is widely 
implemented in the classroom. 

d. Skill learning methods are lecturing, dis-
cussion, and task giving. 

e. Vocational skills learning assessment for 
mild mentally retarded children is carri-
ed out through the Learning Outcome 
Test (semester final test), assessment of 
school examination.  

f. Implementation of field practice and 
internship is carried through practice in 
this school.  Field practice or internship is 
not conducted in DUDI. 

g. Involvement of the role of parents and 
employers is limited to membership of 
the school committee, and limited to at-
tend meeting twice a year. 

h. The role of the SLB headmaster is not di-
rectly involved in skill learning manage-
ment. He has no commitment to accom-
pany the child into the world of work. He 
does not have a follow-up program after 
the child graduates. 

What is required for model development? 

a. Learning materials that fit the market 
needs, vocational skills material follow-
ed by one or two kinds of skills, voca-
tional skills based on the potential or 
needs of the child. 

b. Classification of study groups that pro-
vide a lot opportunities as many as pos-
sible to children to learn skills, and based 
on the type of selected skill. 

c. A learning approach that can encourage 
children to master certain skills, and an 
integrative functional thematic learning 
approach. 

d. Learning methods that provide oppor-
tunities for children to master the skill 
competence, the use of drilling methods. 

e. Assessment of learning that does not 
harm the child, assessing the process, 
results, and portfolio. 

f. Organizing field practice and internship 
directly in the workplace or employer 
place with adequate time. 

g. Involvement of the role of parents and 
employer in selecting skill type for chil-
dren, school activity and field practice or 
internship, follow up program after 
school, and giving input to make the skill 
teaching meet the need. 

h. The world of work that facilitates field 
practice and internship program.  

i. The role of headmaster that fully com-
mitted in giving service based on chil-
dren need, able to bring school commu-
nity in one vision and mission, able to 
build network with government institu-
tion or private one especially business 
party. 

What kind of appropriate vocational skill 
learning management model to prepare 
mild mentally retarded children in entering 
the world of work?   

a. Model with learning material related to 
the market need, one or two selected vo-
cational skill types, and vocational skill 
material that go along with the children 
potentials or their needs. This model is 
accordance with American Psychiatric 
Association (2013, p. 36) that vocational 
skill trained must be adjusted with the 
difficulty level and the need of children 
with special need and children carrier 
development. 

b.  Model with study group classification 
which give more chances to students 
learning skills based on selected skill 
types.  

c. Model with learning approach which 
supports children in mastering certain 
skill competence and integrative func-
tional thematic approach.  

d. Model with learning method which gives 
children chance to master skill compe-
tence and the use of drilling method. 

e. Model with advantageous learning as-
sessment, assessment through process 
and result, and portfolio.  

f. Model with the organization of field 
practice and internship directly in the 
workplace or employer place with ade-
quate time. 

g. Model with the involvement of the role 
of parents and employer in selecting 
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skill type for children, school activity 
and field practice or internship, follow 
up program after school, and giving 
input to make the skill teaching meet the 
need of the world of work, and facili-
tates field practice and internship. This 
model is in accordance with the research 
result by Saraswati (2014) stated that bu-
siness world as field practice, program 
planning and program implementation. 

h.  Model with The role of headmaster that 
fully committed in giving service based 
on children need, able to bring school 
community in one vision and mission, 
able to build network with government 
institution or private one especially bu-
siness party. It is in accordance with the 
research result by Tukiman & Jabar 
(2014) that leader or headmaster builds 
trust especially through trustable head-
master life sample. Headmaster always 
tries to fit between he says and he does. 

Is the model of vocational skill learning ma-
nagement to prepare mild mentally retard-
ed children in entering the world of work 
effectively applied? Table 1 to 6 is presented 
to answer question. 

The score result of limited testing eva-
luating of the content of the model is pre-
sented in the Table 1. 

Table 1. Description of the Respondent’ 
response in Limited Testing 

Evaluating the Content of the 
Model  

No Aspect 
Average 

Score 
Percentage 

1 Model Systematics 4.50 90.00% 
2 Model Substance 4.45 89.00% 
3 Model Linguistics 4.53 90.60% 
4 Model Graphics 4.47 89.40% 

Total  17.95 359.00% 
Average 4.49 89.75% 

 
The score result of limited testing eva-

luating of the content of the model describes 
in the percentage of score 1 there is no one 
choosing (0%), score 2 there is no one choos-
ing (0%), score 3 there is no one choosing 
(0%), score 4 reaches 51.45% dan score 5 

reaches 48.55%. This result shows that the 
model is appropriate and it can be used. 

While the score average of each aspect 
can be described as follows: aspect of model 
systematics reachesscore average 4.50 (90%), 
aspect of model substance reaches score 
average 4.45 (89%), aspect of linguis-tics 
reaches score average 4.43 (90,6%), and as-
pect of graphics reaches score average 4.57 
(89,4%). The score average from the whole 
aspects of small group limited testing is 4.49 
or 89.75 of the highest score 5 or 89.75%. 

The result shows that aspect of model 
systematics, model substance, model lingu-
istics and model graphics reaches a very 
high score. It means all aspects are appropri-
ate component to be the material or content 
of the vocational skill learning management 
to prepare mild mentally retarded children 
in entering the world of work.  

Furthermore, it is presented the result 
of model applicability testing. Model appli-
cability is meant to find out how effective 
the model applied at school. There are 8 
items of statement filled by the prospective 
user to measure the model applicability. 

The score result of limited testing eva-
luating of the model applicability is present-
ed in the Table 2. 

Table 2. Description of the Respondent’ 
response in Limited Testing 

Evaluating the Model Applicability 

No Aspects 
Ave-
rage 
Score 

Percen-
tage 

1 Model is needed by school 5.00 100.00% 
2 Model is essential for school 4.67 93.40% 
3 Model is expected by school 4.83 96.60% 
4 Model is useful for school 5.00 100.00% 
5 Model is helpful for school 4.67 93.40% 
6 Model is simple for school 4.67 93.40% 
7 Model is easily applied 5.00 100.00% 
8 Focus on vocational skill 

development 
4.67 93.40% 

Total  38.51 770.20% 

Average 4.81 96.28% 

 
The score result of limited testing eva-

luating of the model applicability describes 
in the percentage of score 1 there is no one 
choosing (0%), score 2 there is no one choos-



236   −   Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 

Volume 6, No 2, September  2018 

ing (0%), score 3 there is no one choosing 
(0%), score 4 reaches 18.75%, and score 5 
reaches 81.25%. the percentage result shows 
that model draft facilitate school in vocatio-
nal skill learning management and really re-
quired. While the score average of the whole 
8 items is 4.81 of the highest score 5 (96.28%).   

The result shows that model of voca-
tional skill learning management to prepare 
mild mentally retarded children in entering 
the world of work can be applied in a very 
good category and in general, this model is 
helpful, facilitating, and well applied.  

In the following tables, it is present-
ed the score result of limited testing. The 
whole aspects consisting systematics, sub-
stance, linguistics, and graphics reach very 
good score with the lowest score 4.45 and 
the highest one is 4.50 of the highest or 
maximum score 5. 

Small Group Testing 

Small group testing involves 12 parti-
cipants of headmaster and teachers from 9 
SLB in Special region of Yogyakarta. Testing 
process is initiated by applying the model 
and ended by distributing questionnaire 
with four aspects consisting of 23 items to 
evaluate the content of model and 8 items to 
evaluate the model applicability. The result 
of small group testing to evaluate the con-
tent of the model is presented in Table 3. 

Table 3. Description of the Prospective User 
in Limited Testing Evaluating the 

Content of the Model  

No Aspect 
Average 

Score 
Percentage 

1 Model Systematics 4.45 89% 
2 Model Substance 4.39 87.8% 
3 Model Linguistics 4,32 86.4% 
4 Model Graphics 4.40 88% 

Total  17.56 351.2% 

Average 4.39 87.8% 

 
The score result of limited testing des-

cribes in the percentage of questionnaire 1 
there is no one choosing (0%), score 2 there 
is no one choosing (0%), score 3 there is no 
one choosing (0%), score 4 reaches 41.30% 
and score 5 reaches 58.70%. this result 

shows that the model is appropriate and it 
can be applied. 

 While the score average of each aspect 
in questionnaire 1 is described as follow: 
aspect of model systematics reaches 4.45, as-
pect of model substance reaches 4.39, aspect 
of linguistics reaches 4.32, and aspect of 
graphics reaches 4.40.  the average of whole 
aspect score is 4.39, the result shows that the 
percentage 87.8% in very good category. 

Table 4 presents the result of small 
group testing in evaluating model appli-
cability.  

Table 4. Description of the Prospective User 
in Limited Testing Evaluating the 

Model Applicability 
 

No Aspect 
Ave-
rage 
Score 

Percen-
tage 

1 Model is needed by school 4.75 95% 
2 Model is essential for school 4.92 98.4% 
3 Model is expected by school 4.58 91.6% 
4 Model is useful for school 4.67 93.4% 
5 Model is helpful for school 4.75 95% 
6 Model is simple for school 4.58 91.6% 
7 Model is easily applied 4.75 95% 
8 Focus on vocational skill 

development 
4.50 90% 

Total 37.5 750% 
Average 4.69 93.75% 

 
The score result of limited testing eva-

luating of the model applicability describes 
in the percentage of score 1 there is no one 
choosing (0%), score 2 there is no one choos-
ing (0%), score 3 there is no one choosing 
(0%), score 4 reaches 31.25%, and score 5 
reaches 68.75%. The average score on ques-
tionnaire 2 evaluating model applicability is 
4.69. the result shows that percentage 93.8% 
in very good category. The result shows that 
model of vocational skill learning manage-
ment to prepare mild mentally retarded 
children in entering the world of work can 
be very well applied.  

Extended Testing 

The extended testing involves 30 par-
ticipants consisting of headmaster and 
teacher of 18 selected SLBs in DIY. The se-
lected SLBs are assigned based on the track 
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record that those schools have paid atten-
tion toward vocational skill learning, and 
fully committed in preparing mild mentally 
retarded children in entering the world of 
work. The third testing is conducted by or-
ganizing FGD initially about the implement-
ed model and questionnaire distribution to 
find out whether the model can be applied. 
Testing process of the extended testing is 
initiated by applying model, FGD and end-
ed by questionnaire distribution. Testing is 
initiated by applying model and ended by 
completing questionnaire of 4 aspects co-
vering 23 items to evaluate the content of the 
model, and 8 items of model applicability. 
The score result of extended testing in eva-
luating the content of the model can be seen 
in the Table 5. 

Table 5. Description of the Respondent 
response in Limited Testing 

Evaluating the Content of the 
Model  

No Aspect 
Average 

Score 
Percentage 

1 Model Systematics 4.55 91% 
2 Model Substance 4.66 93.2% 
3 Model Linguistics 4.60 92% 
4 Model Graphics 4.67 93.4% 

Total 18.48 369.6% 
Average 4.62 92.4% 

 
The extended testing involves 33 res-

pondents of headmaster and teacher from 
18 SLBs which conducting SMALB level for 
mild mentally retarded children, and alrea-
dy applied model draft of vocational skill 
learning management to prepare mild men-
tally retarded children in entering the world 
of work.  

The score result of limited testing eva-
luating of the content of the model describes 
in the percentage of score 1 there is no one 
choosing (0%), score 2 there is no one choos-
ing (0%), score 3 there is no one choosing 
(0%), score 4 reaches 46.09% and score 5 
reaches 52.61%. the result shows that model 
is appropriate and it can be applied. The 
score average of each aspect on question-
naire 1 is as follows: aspect of model system-
atics reaches 4.55; aspect of model substance 

reaches 4.66; aspect of linguistics reaches 
4.60; and aspect of graphics reaches 4.67.  the 
average of the whole aspects is 4.62; in per-
centage of 92.4% under very good category. 
Both written and spoken inputs delivered 
on FGD will be used in revising the model 
that more appropriate to children need and 
world of work chance. 

Moreover, Table 6 presents the score 
result of the extended testing in evaluating 
model applicability. 

Table 6. Description of the Respondents’ 
Response in Extended Testing 

Evaluating the Model Applicability 

No Aspect 
Ave-
rage 
Score 

Percen-
tage 

1 Model is needed by school 4.80 96% 
2 Model is essential for school 4.77 95.4% 
3 Model is expected by school 4.70 94% 
4 Model is useful for school 4.43 88.6% 
5 Model is helpful for school 4.60 92% 
6 Model is simple for school 4.37 87.4% 
7 Model is easily applied 4.47 89.4% 
8 Focus on vocational skill 

development 
4.73 94.6% 

Total 36.87 737.4% 

Average 4.61 92.18% 

 
The score result of limited testing eva-

luating of the model applicability describes 
in the percentage of score 1 there is no one 
choosing (0%), score 2 there is no one choos-
ing (0%), score 3 there is no one choosing 
(0%), score 4 reaches 39.17%, and score 5 
reaches 60.83%. while the average score is 
4.61, in percentage shows 92.18% under 
very good category. The percentage result 
shows that model draft facilitates school 
and really required. Those tables answer the 
question 4 as follows:     
a. The implementation of systematics as-

pect shows that it can be well applied. It 
can be seen from the limited testing score 
that reaches 4.50 (90%); score of small 
group testing reaches 4.45 (89%); and the 
score of extended testing reaches 4.55 
(91%). 

b. The implementation of substance aspect 
shows that it can be well applied. It can 
be seen from the score percentage of 
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limited testing reaches 4.45 (89%); small 
group testing reaches 4.39 (87.8%); and 
the extended testing reaches score of 4.66 
(93%). 

c. The implementation of linguistics aspect 
shows that it can be well applied. It can 
be seen from the score percentage of li-
mited testing reaches 4.43 (90.6%); small 
group testing reaches 4.32 (86.4%); and 
the extended testing reaches score of 4.60 
(92%). 

d. The implementation of graphics aspect 
shows that it can be well applied. It can 
be seen from the score percentage of li-
mited testing reaches 4.57 (89.4%); small 
group testing reaches 4.40 (88%); and 
extended testing reaches score of 4.67 
(93.4%). 

e. Model is really needed by school. It can 
be seen from the score result of limited 
testing reaches 5.00 (100%); small group 
testing reaches 4.75 (95%); and extended 
testing reaches score of 4.80 (96%). 

f. Model is essential for school. It can be 
seen from the score result of limited test-
ing reaches 4.67 (93.4%); small group test-
ing reaches 4.92 (98.4%); and the extend-
ed testing reaches score of 4.77 (95.4%). 

g. Model is really expected by the school. It 
can be seen from the score result of li-
mited testing reaches 4.83 (96.6%); small 
group testing 4.58 (91.6%); and the extend-
ed testing reaches score of 4.70 (94%). 

h. Model is very useful for school. It can be 
seen from the score result of limited tes-
ting reaches 5.00 (100%); small group test-
ing reaches 4.67 (93.4%); and the extend-
ed testing reaches score of 4.43 (88.6%). 

i. Model is very helpful for school. It can be 
seen from the score result of limited 
testing reaches 4.67 (93.4%); small group 
testing 4.75 (95%); and the extended 
testing reaches score of 4.60 (92%). 

j. Model is simple for school. It can be seen 
from the score result of limited testing 
reaches 4.67 (93.4%); small group testing 
reaches 4.58 (91.6%); and the extended 
testing 4.37 (87.4%). 

k. Model is practicable used. It can be seen 
from the score result of limited testing 
reaches 5.00 (100%); small group testing 

4.75 (95%); and the extended testing 
reaches score of 4.47 (89.4%). 

l. Model can be well applied. It can be seen 
from the score result of limited testing 
reaches 4.67 (93.4%); small group testing 
reaches 4.50 (90%); and the extended 
testing reaches 4.73 (94.6%). 

 
The impact of changing the vocational 

skill learning management can be seen from 
several indicators below: 

1) Empowerment of active communication 
among teacher, parent, and employer in 
educating and training children to be 
skillful and adjusted to the need of mar-
ket and children.   

2) Empowerment of active and harmonic 
communication between mild mentally 
retarded children and business party so 
it can improve children’ confidence, and 
employer‘s understanding to the children. 

3) Forming the fully committed community 
in giving mild mentally retarded chil-
dren space and chance to work in each 
activity involving them as part of the 
activity. 

4) Proving some of mild mentally retarded 
children that can work as follows: 
a) Sahid Gurid works for grocery store 

on Jl. Imogiri Timur Yogyakarta, res-
ponsible for distributing to the dis-
tributors. 

b) Febriansyah Andrianto works for 
company of Sabun Nuansa Wangi 
Alam in Gunungpati Semarang, res-
ponsible for production and packing 
process. 

c) Nanang & Fajar Nugroho work for 
Bixa Batik (natural colored Batik), 
responsible for slamming and other 
process. 

d)  Four children (Sahid, Eko, Darmaji, 
& Faldian) had got internship in Si-
domuncul Pupuk Nusantara Sema-
rang, for two months and stated pass 
in satisfied category can adapt well, 
work well, and given chance to be 
permanent employer. 

e)  Mahendra Yusron, Sifa, & Nurul, 
work for DJ. Collection Bangunta-
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pan Bantul Yogyakarta, fashion and 
embroidery. 

f) Hari Prasetyo works for Batik Gaul 
in Malangan Banguntapan Bantul, 
fashion and embroidery factory. 

g) Purbo Tri Laksono opens motor, car, 
and carpet wash at his home gaining 
fully support from his parents. 

h) Establishment of Educational and 
Empowerment Foundation of Indo-
nesian Special Mild Mentally Retard-
ed Children (YAPPASTI), that be-
comes pioneer and educational con-
sultant for mild mentally retarded 
children by implementing model of 
vocational skill learning management 
to prepare mild mentally retarded 
children in entering the world of 
work and supports the community 
establishment that gives space and 
chance to children work. The YAP-
PASTI guided children consist of 30 
children that being prepared to 
work. 

Conclusion 

The research product is the model of 
vocational skill learning management to 
prepare mild mentally retarded children in 
entering the world of work. The model is 
ensured as one of the solutions to overcome 
problem faced by the alumni of SLB who 
have not got empowerment optimally. Mo-
del of vocational skill learning management 
to prepare mild mentally retarded children 
in entering the world of work is a kind of 
comprehensive, integrated, continuous, and 
functional learning. In this model, learning 
involves the active role of family, business 
party, and community and oriented to chil-
dren ability and their need to master certain 
vocational skill as the preparation entering 
the world of work.  

Model of vocational skill learning ma-
nagement has been arranged through a long 
process  from need analysis, writing model 
draft, model validation, model revision, 
field testing, and revision of final model. 
Therefore, model has been adjusted to the 
need of prospective user as involving teach-

ers, headmasters, parents, and stakeholders 
of the related education.  

The model has the following specifi-
cation: (1) vocational skill material has been 
adjusted to the need of DUDI or market so 
the students’ vocational skill competence 
appropriate to the need of DUDI or market; 
(2) study group classification is based on the 
similarities of the skill types not on the class 
grade; (3) the use of thematic learning proc-
ess approach with the relevant themes of 
skill; (4) the use of skill training method 
(drill method); (5) the implementation of 
portfolio learning evaluation; (6) the organi-
zation of field practice (PKL) and internship 
at DUDI;  (7) the participation of parents 
and employer role in vocational skill learn-
ing; and (8) the existence of headmaster role 
who can implement management function 
well. 

The implementation of the model of 
vocational skill learning management to 
prepare mild mentally retarded children in 
entering the world of work optimally has 
several implications as follows: (1) Head-
master should have vision and mission and 
strong desire to bring skillful mild mentally 
retarded children and ready to enter the 
world of work by establishing a big coope-
ration between parents and employer; (2) 
Schools have the courage to implement 
learning by prioritizing the development of 
vocational skills and increase learning di-
rectly in places of employers; (3) Schools use 
a modified curriculum by providing ade-
quate vocational skills content, tailored to 
the child's potential and potential environ-
ments including market potential; (4) the 
headmaster is dare to step out of the mono-
tonous learning to take con-crete steps to 
provide the children’ experience of conduct-
ing business training in business premises, 
and tries to empower or distribute to work. 
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Abstrak 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Tunas Bangsa Sunter Jakarta Utara. Adapun tujuan  dari 
penelitian ini adalah memperoleh pemahaman mendalam Manajemen Pendidikan Karakter 
SMP Tunas Bangsa. Data yang dikumpulkan dari responden melalui wawancara, observasi 
dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teori dan 
waktu. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data dan 
display data. Hasil temuan penelitian meliputi: (1) Perencanaan Pendidikan Karakter di 
Sekolah Tunas Bangsa, yang selaras dengan visi dan misi, dengan berfokus kepada karakter 
ketaatan dan penuh perhatian, Kepala sekolah dan timnya membuat program sekolah 
berbasis karakter; (2) Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter, semua program sekolah 
tersebut disosialisasikan melalui staff meeting, pekan informasi pembelajaran dengan orang 
tua siswa dan seluruh siswa di awal tahuan pembelajaran; 3) Pengawasan pelaksanaan 
Program Pendidikan Karakter, untuk memastikan semua kegiatan sekolah berjalan sesuai 
dengan perencanaan, visi, misi yang ada. Kepala sekolah harus memastikan dengan observasi 
kepada siswa dan guru dengan standard performa. Temuan mengarah pada rekomendasi 
untuk menerapkan pendidikan karakter dapat membentuk siswa untuk memiliki 
kepemimpinan, kemandirian, perilaku yang baik, tanggung jawab sendiri, rasa yang baik di 
masyarakat, kreatif dan inovatif, ini semua termasuk kepala sekolah, guru dan juga orang tua 
untuk terlibat agar dapat terlaksana dan tujuan tercapai. 
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 

 
EDUCATION MANAGEMENT IN FORMING STUDENT CHARACTER OF 

SMP TUNAS BANGSA SUNTER 

Abstract 
This research was carried out at SMP Tunas Bangsa Sunter, North Jakarta. The purpose of this study 
was to obtain an in-depth understanding of the Tunas Bangsa Middle School Character Management. 
Data collected from respondents through interviews, observation and documentation studies.The data 
were collected through participant observation using interview, observation, document study and 
recording. The data analysis and interpretation indicates that: 1)Planning of Character Education  in 
Tunas Bangsa School based on vision and mission, focusing in Attentive and obedience character, the 
headmaster and team made school programs based on character. 2) Actuating of Character Education, 
all school programs have to socialized through Staff Meeting, Information Day with parents and of 
course to all students in the new semester. 3) Controlling of Character Education to improve that all 
school activities would done according to planning, vision and mission. Headmaster has to ensure by 
observe teachers, students with standard of performance. The finding lead to the recommendation to 
apply character education could formed students to have leadership, independence, good behavior, self 
responsible, good sense in community, creative and innovative, these all includes headmaster, teachers 
and also parents to contribute their effort to make it happen. 
Keywords: planning, actuating, controlling 
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Pendahuluan 

Pada era globalisasi saat ini berdam-
pak pada kenyataan bahwa masyarakat 
Indonesia melupakan pendidikan karakter 
bangsa. Pendidikan karakter sekarang ini 
menjadi isu utama pendidikan, karena pen-
didikan karakter merupakan pondasi bagi 
dalam upaya membantu per kembangan 
jiwa anak-anak baik secara lahir maupun 
batin. Selain menjadi bagian dari proses 
pembentukan akhlak anak bangsa, pendi-
dikan karakter diharapkan mampu menjadi 
pondasi utama dalam meningkatkan dera-
jat dan martabat bangsa Indonesia. 

Keseriusan pemerintah untuk meng-
optimalkan fungsi dan mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional di atas, antara lain 
tampak dari adanya kebijakan pendidikan 
karakter yang disuarakan sejak tahun 2013. 
Pendidikan karakter diharapkan agar dite-
rapkan oleh semua satuan pendidikan seca-
ra terintegrasi dalam pembelajaran di kelas 
dan kultur sekolah. Peran pendidikan ka-
rakter bukan saja bersifat integratif dalam 
arti mengukuhkan moral intelektual subjek 
didik, melainkan juga bersifat kuratif, baik 
secara personal maupun sosial, yakni bisa 
menjadi salah satu sarana penyembuh pe-
nyakit sosial. 

Di lingkungan Kemdiknas sendiri, 
pendidikan karakter menjadi fokus pen-
didikan di seluruh jenjang pendidikan yang 
dibinanya. Sekolah dan masyarakat sebagai 
bagian dari lingkungan memiliki peranan 
yang sangat penting, oleh karena itu setiap 
sekolah dan masyarakat harus memiliki 
pendisiplinan dan kebiasaan mengenai ka-
rakter yang akan dibentuk. 

Karakter menurut Alwisol (2006, p. 8) 
diartikan sebagai “gambaran tingkah laku 
yang menonjolkan nilai benar-salah, baik-
buruk, baik secara eksplisit maupun impli-
sit.”  Sedangkan Lickona (1991, p. 8)  men-
jelaskan bahwa “karakter terdiri dari tiga 
hal yang saling terkait yaitu pengetahuan 
tentang kebaikan (moral knowing), komit-
men/niat terhadap kebaikan (moral feeling), 
dan melakukan kebaikan (moral behavior).”  
Dari kedua definisi di atas, karakter dapat 
diartikan sebagai tingkah laku manusia 
yang didasarkan pada pengetahuan, niat, 

dan perbuatan yang mengandung nilai ke-
baikan. 

Karakter seorang individu terbentuk 
sejak kecil karena pengaruh genetik dan 
lingkungan sekitar. Namun proses pemben-
tukan karakter, baik disadari maupun tidak, 
akan mempengaruhi cara individu tersebut 
memandang diri dan lingkungannya dpan 
akan tercermin dalam perilakunya sehari-
hari. Karena itu penyelenggaraan pendidik-
an merupakan salah satu faktor pemben-
tukan karakter dan kecakapan hidup yang 
perlu diperhatikan. 

Karena itu, sebagai lembaga pendi-
dikan perlu mengevaluasi tujuan, dan sa-
ngatlah penting untuk menyusun kuriku-
lum yang secara jelas memuat pendidikan 
karakter. Pendidikan karakter merupakan 
proses berkelanjutan dan tidak pernah ber-
akhir selama manusia masih ada di muka 
bumi ini. Oleh karena itu, dalam rangka tu-
juan pendidikan karakter, perlu ada mana-
jemen yang baik dan sinergis di antara ber-
bagai komponen pendidikan seperti dari 
kebijakan, kurikulum, model pembelajaran, 
metode dan media pembelajaran. 

Seyogyanya, sekolah tidak hanya ber-
kewajiban meningkatkan pencapaian aka-
demis, tetapi juga bertanggungjawab dalam 
pembentukan karakter yang baik merupa-
kan dua misi integral yang harus dapat 
perhatian sekolah. Karakter yang dibangun 
pada siswa tidak semata-mata tugas guru 
atau sekolah. Mengingat siswa beraktivitas 
tidak hanya di sekolah, namun siswa juga 
menghabiskan waktu di rumah dan sekali-
gus menjadi anggota masyarakat yang me-
rupakan bagian dari warga negara Indone-
sia maupun warga dunia. Di satu sisi guru 
dituntut untuk mendidik siswa menjadi ge-
nerasi muda yang berkarakter baik, namun 
disisi lain setiap hari siswa melihat contoh 
orang tua di rumah yang mungkin sering 
tidak taat pada peraturan.  

Manajemen sekolah merupakan media 
strategis dalam pelaksanaan pendidikan ka-
rakter di tingkat satuan pendidikan, sehing-
ga dalam implementasi pendidikan karak-
ter harus mengacu pada kurikulum yang 
mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Hasil 
penelitian terdahulu oleh Lewis (2012), 
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menjelaskan bahwa “Pendidikan karakter 
yang baku harus dibangun berdasarkan ku-
rikulum yang dijabarkan bersama dengan 
program yang terkait di sekolah.” Sehingga, 
kurikulum bukan hanya sekedar program 
pembelajaran terbatas dan sementara yang 
dapat dalam mempengaruhi iklim sekolah. 
Dengan demikian, untuk menerapkan prog-
ram pendidikan karakter yang baku, seko-
lah harus ikut serta dalam upaya mena-
namkan kebiasaan tentang hal baik, serta 
pemahaman tentang kepedulian dan komit-
men agar berbuat baik dalam perilaku 
sehari-hari. 

Sekolah selain mengimplementasikan 
dan melaksanakan pendidikan yang efektif 
dan efisien, maka solusi yang tepat adalah 
dengan melaksanakan manajemen yang 
berkaitan dengan pendidikan karakter yang 
efektif dan efisien agar implementasi dan 
internalisasi pendidikan karakter dapat be-
rjalan dengan optimal. 

SMP Tunas Bangsa Sunter sebagai 
objek penelitian, adalah salah satu sekolah 
yang menjalankan pendidikan karakter.  
SMP Tunas Bangsa Sunter ini berada di 
bawah Yayasan Harapan Bangsa (YHB). 
Yayasan Harapan Bangsa, adalah salah satu 
lembaga pendidikan Kristen yang menerap-
kan pendidikan berbasis karakter. Sekolah 
Kristen yang didirikan berada di bawah na-
ungan Yayasan Harapan Bangsa memiliki 
satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP 
dan SMU yang semuanya melaksanakan 
manajemen sekolah berbasis pendidikan 
karakter. Dalam penelitian ini, peneliti 
memfokuskan untuk meneliti SMP Tunas 
Bangsa Sunter karena pada saat ini SMP 
Tunas Bangsa Sunter adalah sekolah yang 
lebih berprestasi dibandingkan dengan sa-
tuan pendidikan lainnya. SMP Tunas Bang-
sa Sunter melaksanakan kegiatan pembel-
ajarannya dengan menerapkan pendidikan 
berbasis karakter yang berorientasi pada 
nilai-nilai karakter dan kearifan lokal, krea-
tivitas dan kemandirian siswa. Iklim yang 
demikian akan mendorong terwujudnya 
proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 
menyenangkan dan bermakna, yang lebih 
menekankan pada belajar mengetahui 
(learning to know), belajar berkarya (learning 

to do), belajar menjadi diri sendiri (learning 
to be) belajar hidup bersama secara harmo-
nis (learning to live together). Permasalahan 
dari penelitian ini yaitu: “bagaimana proses 
manajemen pendidikan karakter yang ada 
di SMP Tunas Bangsa Sunter?” Kegunaan 
penelitian ini sebagai bahan masukan untuk 
dapat menentukan kebijakan yang terkait 
dengan peningkatan pendidikan karakter. 

Dengan adanya kondisi global yang 
terus bergulir dan peluang masa depan yang 
lebih gemilang bisa menjadi modal besar 
untuk mengadakan perubahan. Untuk men-
capai tujuan yang besar ini diperlukan kua-
lifikasi yang besar pula dalam manajemen 
pendidikan. Melalui peningkatkan kualifi-
kasi sumber daya manusia, sekolah sudah 
menjalankan sebuah komitmen dalam hal 
peningkatan kualitas, dan juga di bidang 
manajemen. 

Manajamen Pendidikan merupakan 
istilah yang dipakai dalam lingkungan pen-
didikan. Bush & Coleman (2000, p. 4) me-
nyatakan “Educational management is a field of 
study and practice concerned with the operation 
of educational organizations.”  Dari pengertian 
tersebut berarti bahwa manajemen pendi-
dikan merupakan sebuah studi dan praktik 
yang berfokus pada kegiatan yang dilaku-
kan pada lingkup organisasi pendidikan. 

Manajemen pendidikan dapat diarti-
kan pula sebagai suatu proses atau sistem 
pengelolaan organisasi dan peningkatan ke-
manusiaan dalam kaitannya dengan suatu 
sistem pendidikan. Gaffar (Mulyasa, 2002, 
p. 19), menyatakan bahwa “manajemen pen-
didikan mengandung arti sebagai suatu 
proses kerjasama yang sistematik, sistemik 
dan komprehensif dalam rangka mewujud-
kan tujuan pendidikan nasional.”  Pengerti-
an ini mengandung makna bahwa segala 
sesuatu yang berkenaan dengan pengelola-
an proses pendidikan untuk mencapai tuju-
an yang telah ditetapkan adalah merupakan 
manajemen pendidikan. Manajemen atau 
pengelolaan merupakan komponen integral 
dan tidak dapat dipisahkan dari proses pen-
didikan secara keseluruhan, karena tanpa 
manajemen tidak mungkin tujuan pendi-
dikan dapat diwujudkan secara optimal, 
efektif, dan efisien. 
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Dengan kata lain salah satu strategi 
yang menentukan mutu pengembangan 
sumber daya manusia di sekolah untuk 
kepentingan bangsa di masa mendatang 
adalah peningkatan kontribusi manajemen 
pendidikan yang berorientasi kepada pro-
duktivitas, baik itu dalam jangka pendek, 
menengah, maupun jangka panjang. Seperti 
yang diungkapkan oleh Mulyasa (2002, p.9) 
mengenai pengertian Manajemen pendidik-
an yaitu “sebagai segala sesuatu yang ber-
kenaan dengan pengelolaan proses pendi-
dikan untuk mencapai tujuan yang telah di-
tetapkan, baik tujuan jangka pendek, mene-
ngah, dan tujuan jangka panjang.”  Sehing-
ga pimpinan sekolah harus dapat menge-
lola segala aktivitas pendidikan dengan 
baik sesuai dengan target dan tujuan dari 
pelaksanaan proses pendidikan. 

Sekolah yang tidak memiliki manaje-
men pendidikan yang baik akan mengham-
bat perkembangannya karena etosnya ma-
sih kurang dari standar yang ditetapkan. 
Hal Ini terjadi dikarenakan kurangnya ino-
vasi dari warga sekolah. Sebagaimana yang 
dikatakan sebelumnya bahwa manajemen 
pendidikan memiliki unsur sebagai peng-
organisasi yang akan memetakan sumber 
dayanya seperti apa. 

Tujuan suatu organisasi pada umum-
nya akan tercapai secara efektif dan efisien 
apabila menggunakan manajemen yang ba-
ik, karena manajemen merupakan instru-
mentasi untuk mencapai tujuan. Manaje-
men atau pengelolaan merupakan kompo-
nen integral dan tidak dapat dipisahkan 
dari proses pendidikan secara keseluruhan. 
Tanpa manajemen tidak mungkin tujuan 
pendidikan dapat diwujudkan secara opti-
mal, efektif, dan efisien. 

Sekolah dalam pelaksanaan manaje-
men berbasis sekolah (MBS) diberikan pe-
luang lebih luas untuk merancang sebuah 
proses manajemen yang berkualitas. Dalam 
konteks implementasi pendidikan karakter, 
sekolah harus dapat mensinergikan serta 
menginternalisasikan nilai-nilai karakter 
pada setiap fungsi manajemen. Dengan ada-
nya integrasi pendidikan karakter dalam 
seluruh fungsi manajemen sekolah akan 
melahirkan sebuah proses manajemen se-

kolah yang berkarakter. Culberston tahun 
1982 (Hidayat, 2012, p. 12) menyebutkan 
beberapa karakteristik proses manajemen 
sekolah yang berkarakter pada tingkat sa-
tuan pendidikan, diantaranya adalah “(1) 
mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada 
keseluruhan kegiatan manajemen sekolah, 
(2) mengintegrasikan nilai-nilai karakter 
pada keseluruhan kegiatan kinerja sekolah, 
(3) mengintegrasikan nilai-nilai karakter 
pada keseluruhan kegiatan kinerja personil, 
(4) mengintegrasikan nilai-nilai karakter 
pada keseluruhan kegiatan layanan pendi-
dikan, dan (5) mengintegrasikan nilai-nilai 
karakter pada keseluruhan kegiatan pem-
belajaran.” Dengan begitu keberhasilan dari 
proses pembentukan karakter siswa di 
satuan pendidikan, bukan ditentukan oleh 
proses pembelajaran melainkan ditentukan 
oleh kekuatan manajemen. Sehingga, proses 
pembentukan karakter harus terintegrasi 
dalam berbagai kegiatan di sekolah, dari 
kegiatan akademik, kokurikuler, hingga 
ekstrakurikuler. 

Karakter berkaitan dengan atribut ke-
pribadian seseorang, dan hal itu merupakan 
sebuah kodrati yang dapat menggambar-
kan individu seseorang dalam berperilaku. 
Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa 
Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, ke-
pribadian, budi pekerti, perilaku, personali-
tas, sifat, tabiat, temperamen, watak.” Ka-
rakter adalah berkepribadian, berperilaku, 
bersifat, bertabiat, dan berwatak. 

Menurut Pritchard (Koesoema, 2012) 
karakter adalah, “a complex set of relatively 
persistent qualities of the individual person, and 
the term has a definite positive connotation when 
it is used in discussions of moral education.” 
Karakter merupakan sekumpulan kualitas 
moral yang relatif stabil dalam diri sese-
orang. Karakter ini memiliki konotasi posi-
tif ketika diterapkan dalam diskusi moral. 
Coon (Zubaedi, 2011) mendefinisikan ka-
rakter sebagai suatu penilaian subjektif ter-
hadap kepribadian seseorang yang berkait-
an dengan atribut kepribadian yang dapat 
atau tidak dapat diterima oleh masyarakat.   

Dalam pengembangan karakter harus 
melibatkan berbagai komponen seperti 
yang dikatakan oleh Prihastanto, Samsudi, 
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Masrukhi, & Prihatin (2016) menyampaikan 
“The development of character must involve the 
various components of the nation, both at the 
level of supra and political infrastructure, theo-
reticians and practitioners, the various com-
ponents of education at all levels and types, as 
well as the participation of all citizens.” Dengan 
begitu, upaya memperbaiki strategi dan 
reorganisasi pendidikan karakter dalam be-
berapa komponen harus bekerja sama de-
ngan stakeholder di sekolah dan perlu 
dilanjutkan secara berkesinambungan kare-
na pengembangan karakter yang sebenar-
nya merupakan tuntutan dari perubahan 
yang tak dapat ditawar.   

Heraclitus (Lickona, 1991) berpenda-
pat bahawa “character is destiny.” Karakter 
ada-lah takdir. Michael Novak (Lickona, 
1991) mengatakan, “character is a compatible 
mix of all those virtues identified by religious 
traditions, literary stories, the sages, and persons 
of common sense down through history.” Ka-
rakter merupakan  campuran kompatibel 
dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi 
oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bi-
jaksana, dan kumpulan orang berakal sehat 
yang ada dalam sejarah. Sebagaimana yang 
ditunjukkan Novak, tidak ada seorangpun 
yang memiliki semua kebaikan itu, dan 
setiap orang memiliki beberapa kelemahan. 
Orang-orang dengan karakter yang sering 
dipuji bisa jadi sangat berbeda antara satu 
dengan lainnya. 

Dari berbagai definisi di atas dapat 
disintesiskan bahwa karakter merupakan 
keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi 
yang telah dikuasai secara stabil yang men-
definisikan seorang individu dalam keselu-
ruhan tata perilaku psikisnya yang menjadi-
kannya tipikal dalam cara berpikir dan ber-
tindak. 

Implementasi manajemen berkarakter 
pada setiap jenjang satuan pendidikan sa-
ngat mungkin dilakukan dengan adanya 
kebijakan penerapan MBS. Kemdikbud me-
nyatakan bahwa dalam pelaksanaan man-
ajemen sekolah yang mengandung nilai-
nilai karakter perlu memperhatikan dan 
menerapkan prinsip-prinsip terkait dengan 
nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Be-
rikut ini prinsip-prinsip tersebut yang men-

cakup “(1) kejelasan tugas dan pertanggung 
jawaban, (2) pembagian kerja berdasarkan 
the right man on the right place, (3) kesatuan 
arah kebijakan, (4) teratur, (5) disiplin, (6) 
adil (seimbang), (7) inisiatif, (8) semangat 
kebersamaan, (9) sinergis, dan (10) ikhlas.”  
Dengan berpijak pada prinsip manajemen 
berkarakter maka sekolah dapat mengim-
plementasikan pendidikan karakter melalui 
pelaksanaan manajemen sekolah. Maka da-
lam upaya meningkatkan keberhasilan pro-
ses pembentukan karakter peserta didik me-
lalui pendidikan karakter harus ditunjang 
dengan implementasi manajemen sekolah 
berbasis karakter, yaitu sistem pengelolaan 
dan penyelenggaraan di tingkat satuan pen-
didikan dengan menginternalisasikan dan 
mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada 
setiap komponen manajemen sekolah. 

Pendidikan karakter di sekolah meru-
pakan kebutuhan utama dan penting agar 
peserta didik dapat dibekali dengan ke-
mampuan dasar yang membuat peserta di-
dik tidak hanya “life-long learners”, tetapi ju-
ga sebagai anggota keluarga, warga negara, 
maupun warga dunia yang memiliki peran 
serta yang positif dan baik.  

Pendidikan karakter diartikan sebagai 
“the deliberate us of all dimensions of school life 
to foster optimal character development”. Arti-
nya: usaha kita secara sengaja dari seluruh 
dimensi kehidupan sekolah untuk mem-
bantu pengembangan karakter dengan opti-
mal. Hal ini berarti bahwa untuk mendu-
kung perkembangan karakter peserta didik 
harus melibatkan seluruh komponen di 
sekolah baik dari aspek isi kurikulum (the 
content of the curriculum), proses pembelajar-
an (the process of instruction), kualitas hu-
bungan (the quality of relationships), pena-
nganan mata pelajaran (the handling of 
discipline), pelaksanaan aktivitas kokuriku-
ler, serta etos seluruh lingkungan sekolah. 

Pendidikan karakter merupakan ba-
gian esensial yang menajdi tugas sekolah. 
Sekolah tidak hanya berkewajiban mening-
katkan pencapaian akademis, tetapi juga 
bertanggungjawab dalam pembentukan ka-
rakter yang baik. Hal itu merupakan dua 
misi integral yang harus mendapat pe-
rhatian sekolah. Sehingga diperlukan sebu-
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ah manajemen untuk mengatur bagaimana 
jalannya proses pendidikan karakter di 
sekolah. 

Pendidikan karakter di sekolah juga 
sangat terkait dengan manajemen atau 
pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang di-
maksud adalah bagaimana pendidikan ka-
rakter direncanakan (planning), dilaksana-
kan (actuating), dan dievaluasi (evaluation) 
dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di 
sekolah secara memadai.  

Pengelolaan tersebut antara lain 
seperti nilai-nilai yang perlu ditanamkan, 
muatan kurikulum, pembelajaran, penilai-
an, pendidik dan tenaga kependidikan atau 
komponen terkait lainnya. Dengan demiki-
an, manajemen sekolah merupakan salah 
satu media yang efektif dalam aplikasi 
pendidikan karakter di sekolah. 

Wahyuningtyas & Wibowo, (2017) 
mengatakan Pendidikan karakter di sekolah 
juga sangat terkait dengan manajemen atau 
pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang di-
maksud adalah bagaimana pendidikan ka-
rakter direncanakan (planning), diorganisa-
sikan (organizing), dilaksanakan (actuating), 
dan dikendalikan (controling) dalam kegiat-
an-kegiatan pendidikan di sekolah secara 
memadai. 

Perencanaan merupakan fungsi pa-
ling utama dan penting diantara semua 
fungsi manajemen. Setiap organisasi dalam 
melakukan perencanaan maka akan me-
milih sasaran dalam setiap aktivitas ke-
giatannya. Oleh karena itu, perencanaan di-
lakukan untuk membawa organisasi ke sa-
saran atau tujuan yang ingin dicapai di ma-
sa yang akan datang, dengan menggunakan 
strategi. 

Perencanaan umumnya meliputi dari 
penentuan tujuan organisasi, menetapkan 
strategi yang ingin digunakan. Seperti yang 
dikatakan oleh Holt (1990, p. 7), “planning is 
the process of defining organizational objectives 
and then articulating strategies, tactics, and 
operations necessary to achieve those objectives”.  
Perencanaan adalah proses mendefinisikan 
tujuan organisasi dan kemudian mengim-
plementasikan strategi, taktik, dan operasi 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Sehingga, dibutuhkan sebuah pe-

rencanaan yang matang dalam upaya untuk 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 
kegiatan suatu organisasi dan tercapai dari 
tujuan organisasi tersebut. 

Perencanaan juga merupakan sebuah 
usaha, seperti yang diungkapkan Kinicki & 
William (2008, p. 146), “planning is coping 
with uncertainty by formulating future courses 
of action to achieve specified results”.  Sehing-
ga, harus ada perencanaan dalam meng-
hadapi ketidakpastian dengan merumus-
kan program masa depan untuk mencapai 
hasil tertentu. 

Perencanaan merupakan suatu lang-
kah awal atau pedoman untuk menetapkan 
tujuan hidup atau organisasi, menentukan 
strategi-strategi yang harus dilakukan un-
tuk mencapai tujuan tersebut, memprediksi 
peluang dan hambatan yang akan terjadi 
dengan strategi tertentu yang telah ditetap-
kan seseorang atau organisasi. 

Pelaksanaan, pengimplementasian, 
atau penggerakkan (actuating) merupakan 
proses implementasi program agar bisa di-
jalankan oleh seluruh pihak dalam organi-
sasi serta proses memotivasi agar semua 
pihak dapat bertanggung-jawab dengan 
penuh kesadaran dan produktivitas yang 
tinggi. Proses memotivasi berarti mendo-
rong semua pihak agar mau bekerja sama, 
ikhlas dan bergairah untuk mencapai tujuan 
yang sesuai dengan rencana-rencana yang 
telah ditentukan atau diorganisir sebelum-
nya. Hal ini ditegaskan oleh Terry (Kambey, 
2006), “actuating is setting all members of the 
group to want to achieve and to strike to achieve 
the objective willingly and keeping with the 
managerial planning and organizing the efforts”. 
Actuating merupakan usaha menggerakkan 
anggota-anggota kelompok sedemikian ru-
pa hingga mereka berkeinginan dan ber-
usaha untuk mencapai sasaran perusahaan 
dan sasaran anggota-anggota perusahaan 
tersebut oleh karena para anggota itu juga 
ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. 

Fungsi dari manajemen yang beri-
kutnya adalah pengawasan. Pengawasan 
merupakan bagian dari fungsi manajemen 
yang berupaya agar rencana yang telah 
ditetapkan dapat tercapai dengan efektif 
dan efisien. Menurut (Handoko, 2003), 
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“pengawasan dapat didefinisikan sebagai 
proses untuk ”menjamin” bahwa tujuan-
tujuan organisasi dan menajemen tercapai”.  

Dalam pengawasan, tidak terpaku 
hanya pada apa yang telah direncanakan 
tetapi juga mencakup dan melingkupi dari 
tujuan organisasi. Menurut Robbins & 
Judge (2013, p. 41), pengawasan adalah 
“monitoring activities to ensure they are being 
accomplished as planned and correcting any 
significant deviations”. Pendapat senada juga 
diungkapkan oleh George & Jones (2012, p. 
10) bahwa pengawasan adalah “monitoring 
and evaluating individual, group, and orga-
nizational performance to see whether organi-
zational goals are being achieved”. Dengan de-
mikian, pengawasan yang dilakukan meru-
pakan kegiatan pemantauan untuk memas-
tikan yang akan dicapai agar sesuai dengan 
yang direncanakan dan mengoreksi setiap 
penyimpangan yang signifikan. 

Dapat disimpulkan bahwa pengawas-
an adalah proses pengukuran kinerja, pe-
mantauan, pengevaluasian, dan pengkorek-
sian terhadap suatu kegiatan agar sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendek-
atan kualitatif dan metode yang digunakan 
dalam penelitian adalah metode studi ka-
sus. Pelaksanaan penelitian ini selama 6 
bulan (Oktober 2014–Maret 2015) Penelitian 
ini dilaksanakan di SMP Tunas Bangsa 
Sunter Jakarta Utara. Adapun sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Informan internal terdiri dari Kepala Se-
kolah, Wakil Kepala Sekolah, Koordinator 
Kurikulum, Wali Kelas, Tata Usaha, guru 
bidang studi dan karyawan sekolah. Semen-
tara informan eksternal adalah wali murid, 
dan tokoh masyarakat, dengan mengguna-
kan teknik purposive sampling dan snowball 
sampling. Teknik pengumpulan data de-
ngan wawancara, observasi dan studi do-
kumentasi. Teknik keabsahan data menggu-
nakan triangulasi sumber, teori dan waktu. 
Teknik analisa data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah reduksi data dan 
display data. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perencanaan Pendidikan Karakter SMP 
Tunas Bangsa Sunter 

Berpedoman dari visi-misi. Pihak se-
kolah membuat langkah-langkah yang di-
buat secara umum dan khusus. Secara 
umum pihak sekolah, membuat tata aturan 
dan tata laksana untuk setiap bidang yang 
ada di lingkup sekolah. Secara khusus, se-
tiap guru dan staff dipersiapkan untuk 
mengajar dan melayani oleh pihak yayasan 
di acara Staff Meeting dan selajutnya di se-
kolah membuat program-program penga-
jaran yg berintegrasi dengan Firman Tuhan 
dan tema karakter yg telah ditetapkan oleh 
yayasan. 

Dalam proses perencanaan kepala se-
kolah berkoordinasi terlebih dahulu dengan 
bidang kerohanian Yayasan dan memben-
tuk tim kerja. Fokus tema karakter tahun 
ajaran ini 2014-2015 adalah ‘penuh perhati-
an’ dan ‘ketaatan’”. Selain itu dalam proses 
perencanaan, Kepala Sekolah juga menen-
tukan tujuan yang ingin dicapai dan mela-
kukan analisa SWOT bersama tim kerjanya. 
Hal ini sejalan dengan konsep Terry, “mana-
gement is a distinct process consisting of 
planning, organizing, actuating, and control-
ling, performed to determine and accomplish 
stated objectives by the use of human beings and 
other resources”. Manajemen adalah suatu 
proses perencanaan, pengorganisasian, pe-
laksanaan dan pengontrolan melaui orang 
atau sumber daya lain untuk mewujudkan 
tujuan. Dan Holt, “planning is the process of 
defining organizational objectives and then 
articulating strategies, tactics, and operations 
necessary to achieve those objectives”. Peren-
canaan adalah proses mendefinisikan tu-
juan organisasi dan kemudian mengimple-
mentasikan strategi, taktik, dan operasi 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
tersebut. 

Ada empat faktor yang mempeng-
aruhi keberhasilan merealisasikan visi dan 
misi pendidikan karakter seperti yang 
disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP 
Tunas Bangsa Sunter: (1) Komitmen: me-
nekankan kepada setiap tendik untuk sama-
sama mempraktekkannya di lapangan. 
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Dalam murid, rekan kerja dan orang tua visi 
misi bersama ini harus diterapkan, (2) Kon-
sisten: ketika dalam menerapkan pendidik-
an karakter, saat guru lelah melihat siswa 
yang tidak berubah, perubahannya lama, 
sehingga nilai-nilainya turun, guru tidak 
boleh menyerah atau membiarkan begitu 
saja, tetapi tetap konsisten, (3) Evaluasi: 
data dari bina karakter mengenai disiplin 
siswa, formulir pengamatan di kelas yang 
diisi setiap hari, jika baik diberi penghar-
gaan (reward), jika siswa lalai ada tindakan 
disiplin, (4) Membuat solusi: dalam pene-
rapan karakter jika tendik didapati siswa 
masih belum mampu mengikutinya maka 
kita akan buatkan solusinya, dengan me-
manggil orang tuanya, berdiskusi. Misalnya 
siswa tersebut sering terlambat masuk 
sekolah, tidak membuat tugas dll, kita dis-
kusi dengan orang tuanya dan membuat 
cara untuk menolong siswa tersebut ber-
ubah, bentuknya seperti kelas bimbingan, 
baik secara rohani juga secara akademik.  

Pendidikan karakter di sekolah juga 
sangat terkait dengan manajemen atau pe-
ngelolaan sekolah. Pengelolaan yang di-
maksud adalah bagaimana pendidikan ka-
rakter direncanakan (planning), dilaksana-
kan (actuating), dan dievaluasi (evaluation) 
dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di 
sekolah secara memadai.  

Pengelolaan tersebut antara lain se-
perti nilai-nilai yang perlu ditanamkan, mu-
atan kurikulum, pembelajaran, penilaian, 
pendidik dan tenaga kependidikan atau 
komponen terkait lainnya. Dengan dem-
ikian, manajemen sekolah merupakan salah 
satu media yang efektif dalam aplikasi 
pendidikan karakter di sekolah.  

Sekolah selain mengimplementasikan 
dan melaksanakan pendidikan yang efektif 
dan efisien, maka solusi yang tepat adalah 
dengan melaksanakan manajemen yang 
berkaitan dengan pendidikan karakter yang 
efektif dan efisien agar implementasi dan 
internalisasi pendidikan karakter dapat ber-
jalan dengan optimal. Seperti hasil peneliti-
an Muzayanah (2014) disebutkan bahwa 
“pendidikan karakter dalam manajemen 
madrasah sudah terintegrasi pada proses 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pe-

ngendalian.” Dengan demikian, praktik ma-
najemen sekolah dalam pelaksanaannya ha-
rus secara mandiri dan memberi perhatian 
penuh terhadap pendidikan karakter. 

Selain itu, peneliti menemukan data 
di lapangan bahwa dalam perumusan pe-
rencanaan pihak sekolah pun membuat 
suatu analisis berupa analisa SWOT, untuk 
memprediksi ketidakpastian yang mungkin 
akan dihadapai dalam pelaksanaan prog-
ram kerja. Hal ini sejalan dengan konsep 
Kinicki & Williams (2008, p. 146), ”planning 
is coping with uncertainty by formulating 
future courses of action to achieve specified 
results”. Perencanaan merupakan suatu usa-
ha untuk menghadapi ketidakpastian de-
ngan merumuskan program masa depan 
untuk mencapai hasil tertentu. 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter SMP 
Tunas Bangsa Sunter 

Setelah perencanaan pendidikan ka-
rakter dibuat, selanjutnya harus disosialisa-
sikan kepada seluruh guru, siswa, karya-
wan sekolah dan orang tua siswa, agar tu-
juan pendidikan karakter tercapai. Melalui 
Staff Meeting, keseluruhan setiap awal tahun 
ajaran. Untuk orang tua disosialisasikan 
lewat Pekan Informasi Pembelajaran (PIP) 
dan Wajib Belajar Bersama (WBB), untuk 
guru-guru melalui pertemuan pagi (wisdom) 
guru-guru, selain itu juga melalui kegiatan 
IHT dan pelatihan-pelatihan. Untuk siswa 
melalui Bimbingan di kelas, bimbingan pri-
badi dan kelompok, juga melalui Masa 
Orientasi Siswa (MOS), Briefing Morning 
(Upacara Bendera atau apel pagi) dan 
media elektronik. 

Visi Sekolah Tunas Bangsa adalah: 
menjadi sebuat model lembaga pendidikan 
yang memberi inspirasi dalam menerapkan 
karakter. Misi: menghasilkan pemimpin 
yang memiliki karakter, kompeten, dan 
mampu memberi dampak positif terhadap 
lingkungan. Nilai-nilai: Integrity, Innovative, 
Influencing, Initiative, Caring, Committed. Te-
ma karakter tahun ajaran 2014/2015 adalah: 
Penuh Perhatian. Penuh perhatian adalah 
menunjukkan penghargaan kepada sese-
orang dengan cara memberikan perhatian 
penuh pada apa yang dikatakannya.  
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Setiap tahun akan ditentukan fokus 
karakter yang akan diterapkan bersama-
sama. Satu semester ada satu fokus karak-
ter, jadi dalam satu tahun ajaran ada dua 
fokus karakter yang akan dipraktekkan 
bersama-sama. Mukhneri (2008, p. 8) me-
ngatakan “Penggerakan merupakan tindak-
an mengusahakan agar anggota kelompok 
berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran 
sesuai dengan usaha-usaha organisasi. Da-
lam hal ini dapat dilihat dari kegiatan pim-
pinan dalam membimbing, mengkomuni-
kasikan dan pengambilan keputusan sesuai 
dengan pekerjaan yang akan dilakukan”. 

Schermerhorn (2010) menyatakan 
bahwa, ”leading is the proccess arousing 
people’s enthusiasm to work hard and inspiring 
their efforts to fulfill plans and accomplish 
objectives”. Memimpin (penggerakan) ada-
lah proses membangkitkan antusiasme ma-
syarakat untuk bekerja keras dan meng-
inspirasi usaha mereka untuk memenuhi 
rencana dan mencapai tujuan. Sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa peng-
gerakan merupakan usaha yang dilakukan 
pimpinan melalui pemotivasian, kepemim-
pinan dan komunikasi untuk menggerak-
kan rekan kerjanya agar mengimplemen-
tasikan rencana yang telah ditetapkan me-
nuju tujuan yang telah ingin dicapai be-
rsama dalam organisasi atau lembaga pen-
didikan. 

Pelaksanaan (actuating) tidak lain 
merupakan upaya untuk menjadikan pe-
rencanaan menjadi kenyataan, dengan me-
lalui berbagai pengarahan dan pemotiva-
sian agar setiap karyawan dapat melaksana-
kan kegiatan secara optimal sesuai dengan 
peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal 
yang penting untuk diperhatikan dalam 
pelaksanan (actuating)  ini adalah bahwa 
seorang karyawan akan termotivasi untuk 
mengerjakan sesuatu jika: (1) merasa yakin 
akan mampu mengerjakan, (2) yakin bahwa 
pekerjaan tersebut memberikan manfaat 
bagi dirinya; (3) tidak sedang dibebani oleh 
problem pribadi atau tugas lain yang lebih 
penting,atau mendesak; (4) tugas tersebut 
merupakan kepercayaan bagi yang ber-
sangkutan, (5) hubungan antar teman da-
lam organisasi tersebut harmonis 

Sesuai dengan pendapat para ahli 
tersebut di atas, bahwa terjadinya peng-
gerakkan dalam pelaksanaan pendidikan 
karakter di SMP Tunas Bangsa Sunter. Hal 
tersebut ditandai dengan adanya: komuni-
kasi dan motivasi dari kepala sekolah de-
ngan guru-guru, dan tim kerjanya dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Pengawasan Pendidikan Karakter SMP 
Tunas Bangsa Sunter 

Fungsi dari manajemen yang be-
rikutnya adalah pengawasan. Pengawasan 
merupakan bagian dari fungsi manajemen 
yang berupaya agar rencana yang telah 
ditetapkan dapat tercapai dengan efektif 
dan efisien. 

Untuk memastikan apakah pelak-
sanaan pendidikan karakter sesuai dengan 
perencanaan yang dibuat, maka perlu di-
lakukan pemantauan/pengawasan yang di-
lakukan oleh kepala sekolah: (1) Peng-
awasan kepada guru-guru dilakukan sesuai 
dengan standard of performance guru-gu-
ru, dalam hal administrasi, etika, ber-sosi-
alisasi, dilakukan setiap hari, dengan meng-
amati keadaan sekolah, (2) Pengawasan bisa 
dalam bentuk rapat wali kelas dengan ke-
pala sekolah, dimana para wali kelas mem-
berikan laporan kepada kepala sekolah apa 
saja yang sudah dilakukan, laporan per-
kembangan anak-anak, supaya semua guru 
terinformasi, (3) Pengawasan bisa dalam 
bentuk monitoring oleh wali kelas, guru 
bidang studi dan kepala sekolah selama 
proses pembelajaran didukung oleh peng-
amatan karakter secara administratif me-
lalui pengamatan I will di kelas dan pem-
berian poin reward/disiplin”. 

Pelaksanaan program pendidikan ka-
rakter dibuat indikator keberhasilan atau 
alat ukur keberhasilan pelaksanaan prog-
ram pendidikan karaker. Di akhir tahun 
pelajaran diadakan evaluasi tahunan, se-
hingga diperoleh data-data yang berupa 
program yang berhasil dan tidak berhasil. 
Di dalam semua buku kerja guru semua 
dibuat SOP dan indikatornya, baik guru 
bidang studi, wali kelas, tim inti, baik bagi-
an tata usaha semua sudah ada indikator 
keberhasilannya. Dari hasil penelitian di 
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atas sejalan dengan pendapat Schermerhorn 
(2010), “controlling is the process of measuring 
work performance, comparing results to objec-
tives, and taking corrective action as needed”. 
Pengawasan adalah proses pengukuran 
kinerja, membandingkan hasil dengan tu-
juan, dan mengambil tindakan korektif 
yang diperlukan. 

SMP Tunas Bangsa juga mengem-
bangkan perangkat pengamatan karakter 
siswa, yakni berupa: (1) Jurnal harian kelas: 
pengamatan karakter oleh guru bidang stu-
di. Bentuknya berupa business file, yang 
isinya nama semua anak dan itu ada peng-
amatan per hari per bidang studi, guru akan 
mengamati terus anak ini, dia bertumbuh 
dalam karakter apa saja, (2) Buku Wisdom : 
buku pengamatan karakter siwa oleh guru 
wali kelas bersama dengan orang tua me-
lalui Lembar Kejadiwan Peristiwa (LKP) 
yang diisi oleh wali kelas, dilaporkan ke 
orang tua, orang tua nanti menandatangani 
LKP tersebut, menyatakan bahwa dia me-
ngetahui anaknya melakukan pelanggaran, 
(3) Catatan peristiwa: tiap anak jika mela-
kukan sesuatu yang baik, sesuatu yang ada 
poin tertentu baik, harus diapresiasi. Setiap 
anak akan mencatat di buku poin, tiap siswa 
punya buku poinnya masing-masing. Sesu-
atu yang baik ataupun pelanggaran akan 
dicatat di buku poin, guru akan menanda-
tanganinya. 

Dengan pengawasan, akan memban-
tu penilaian apakah perencanaan, pelaksa-
naan/penggerakkan telah dilaksanakan se-
cara efektif. Perencanaan yang dibuat tepat 
sasaran sesuai dengan visi, misi organisasi 
dan melibatkan semua warga sekolah ter-
masuk orang tua. Pelaksanaan pendidikan 
karakter tidak hanya sekedar diajarkan ka-
rakter tetapi juga diterapkan dalam setiap 
kegiatan. Hal ini dapat dilihat  dari mulai 
wisdom pagi, saat belajar di kelas, saat isti-
rahat, saat siswa melakukan kegiatan ekstra 
kurikuler, bahkan saat di luar jam sekolah 
pun siswa tetap diamati melalui orang tua-
nya masing-masing. Evaluasi dan pengem-
bangan pun terus dilakukan, agar program 
pendidikan karakter lebih dirasakan man-
faatnya baik oleh siswa, orang tua bahkan 
guru-guru dan semua warga sekolah. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah disampaikan sim-
pulan sebagai berikut.  

Pertama, Perencanaan Pendidikan 
Karakter yang ada di SMP Tunas Bangsa 
Sunter dirumuskan dengan berpedoman 
pada visi misi Tunas Bangsa. Ada empat 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
merealisasikan visi dan misi pendidikan 
karakter seperti yang disampaikan oleh 
Kepala Sekolah SMP Tunas Bangsa Sunter: 
komitmen, konsisten, evaluasi dan mem-
buat solusi.  

Kedua, Pelaksanaan pendidikan ka-
rakter di SMP Tunas Bangsa Sunter peren-
canaan pendidikan karakter disosialisasi-
kan: Melalui Staff Meeting, keseluruhan se-
tiap awal tahun ajaran, dan untuk internal 
dibuat dalam bentuk evaluasi pertiga bulan. 
Untuk orang tua disosialisasikan lewat Pe-
kan Informasi Pembelajaran (PIP), untuk 
guru-guru melalui pertemuan pagi (wisdom) 
guru-guru. Untuk siswa lewat Morning 
Briefing – Upacara Bendera, Masa Orientasi 
Siswa (MOS). 

Ketiga, Pengawasan Pendidikan Ka-
rakter di SMP Tunas Bangsa Sunter dila-
kukan sesuai dengan standard of performance 
guru-guru, dalam hal administrasi, etika, 
bersosialisasi. Bentuk pengawasan lainnya 
adalah masuk ke kelas-kelas, juga melaku-
kan pengamatan secara langsung dan tidak 
langsung. Selain pengawasan juga dilaku-
kan evaluasi dan pengembangan, dan di-
dapati perbedaan juga keunikan dari pe-
laksanaan pendidikan karakter di SMP Tu-
nas Bangsa Sunter berbeda dengan pelak-
sanaan pendidikan karakter di sekolah lain-
nya yakni adanya Prosedur Pengamatan 
Siswa, prosedur bagaimana karakter itu 
terintegrasi dalam hal penilaian. 

Berdasarkan simpulan tersebut, pene-
litian ini menyampaikan rekomendasi se-
bagai berikut. Pertama, Perencanaan pen-
didikan karakter yang sudah ada dirumus-
kan dengan baik. Artinya selain melibatkan 
pihak yayasan dan sekolah juga berpedo-
man pada visi misi dan tujuan organisasi 
yang sudah ditetapkan. Namun perlu juga 
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membuat perencanaan dan strategi untuk 
kegiatan akademik, agar perkembangan ka-
rakter siswa juga diikuti dengan prestasi 
secara akademik. 

Kedua, dari sisi pelaksanaannya juga 
sudah sangat baik, adanya komitmen, kon-
sisten, evaluasi dan membuat solusi ketika 
ada masalah, peneliti sangat merasakan 
pendidikan karakter betul-betul diterapkan 
dan melibatkan seluruh warga sekolah dan 
orang tua siswa. Dari pihak yayasan perlu 
membentuk tim untuk memperlengkapi 
guru-guru agar semakin menghayati nilai-
nilai karakter yang diajarkan, selain itu juga 
edukasi agar guru-guru menjadi teladan 
dalam menghidupi karakter juga sangat 
penting karena setiap harinya siswa akan 
melihat dan merasakan teladan guru dilihat 
dari sikap perkataan dan tindakannya. 

Ketiga, dari sisi pengawasan yang di-
lakukan kepala sekolah sudah baik, yang 
perlu ditingkatkan adalah penanaman, mo-
tivasi dan edukasi kepada guru-guru dan 
semua warga sekolah untuk terus menerus 
mempraktekkan karakter dalam melakukan 
aktivitas mereka di sekolah. 

Keempat, penambahan fasilitas seper-
ti ruang laboratorium, perpustakaan, kantin 
dan lahan untuk siswa dapat melakukan 
praktek Biologi juga perlu ditambah dan 
diperhatikan yayasan. 

Kelima, keterlibatan orang tua dalam 
penerapan pendidikan karakter adalah hal 
yang sangat baik, mengingat pendidikan 
karakter tidak hanya dilakukan di sekolah 
tetapi juga diterapkan dirumah siswa ber-
sama dengan orang tuanya. 
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